BAB I

LINGKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI

2.1. WilayahTana Toraja

Sebelum menguraikan lingkungan sosial dan ekoncetting penelitian, ada baiknya
diuraikan terlebih dahulu secara singkat tentasal aisul kata, dan sejarah terbentuknya
Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dimaksudkan sebggaibaran awal kepada pembaca untuk

mengenal Tana Toraja sebelum masuk pada wilayadiipamn.

2.1.1. Asal Usul Kata Toraja

Kata Toraja adalah kata yang saat bukan hanyanalkgun sebagai nama pemerintahan
Kabupaten Tana Toraja, tetapi juga sebagai nama bakgsa Toraja yang kemudian akan
menjadi objek penelitian ini.

Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis4Sideng dan orang Luwu. Orang
Sidendreng menamakan penduduk daeralfinRiajangyang mengandung arti "Orang yang
berdiam di negeri atas atau pegunungan”. Sedamg d&i@vu (zaman Belanda) menyebutlya
Riaja yang artinya adalah "orang yang berdiam di sebétat’. Ada juga versi lain yang
berpendapat, kata Toraya berasal dari Ratartinya Tau (orang) danRayaberasal dari kata
Marau (besar). Artinya, orang besar atau bangsawan. lasfta@naan penyebutan tersebut
menjadi Toraja. Kata Tana berarti negeri, sehinggapat pemukiman suku Toraja pada
akhirnya dikenal dengan nama Tana Toraja.

Sebelum kata "Toraja” dipergunakan untuk nama seaku bangsa, yaki8ukuToraja,
atau nama bagi satu wilayah yang disebut KabupBé@a Toraja sekarang ini, menurut mitos
Toraja, dahulu adalah suatu negeri yang otonom ykamgmai Tondok Lepongan Bulaatau
Tana Matarik Allo(tondok = negeri; lepongan = kebulatan, kesatbagn = bulan; Tana =
tanah; matarik = bentuk; allo = matahari). Artinyeegeri yang bentuk pemerintahannya dan
kemasyarakatannya merupakan kesatuan yang buld#buragaikan bentuknya bulan dan
matahatri.

Dalam perkembangannya, daerah Luwu’ dan Toraja elelolang sejajar berpasang-

pasangan yang kemudian di Toraja berdiri Kerajaatu Matampu (raja di sebelah Barat), pada
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waktu yang sama di Luwu terdapat Kerajaan Datu Mefeaja di sebelah Timur), yang lebih
lazim dikenal dengan nama Datunna Wara’ (Wara’ niamedari Luwu).

Pengertian lainnya kat@oraja berasal dari kata "Tau raja” yang berarti orang &tau
keturunan raja. Pengertian ini berdasarkan mitasgdmwan TorajaT@na' Bulaarn, yang
beranggapan bahwa mereka adalah turunan dari dewa-di kayangan. Dikatakan bahwa
nenek moyang mereka yang pertama adalah turunarretkarnasi darPuang Matua(dewa
tertinggi = Tuhan), kemudian menjadi raja di bunii Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik
Allo). Kepercayaan ini masih hidup dalam deklamasiigahan antard&ana’ Bulaandengan
Tana’ Bulaar—antar kasta tertinggi suku Toraja. Sedangkan Kataya atauToraa berarti
orang letih lesu, tidak berdaya, habis kekuatarukumheneruskan perjalanannya. Hal ini
dikaitkan dengan perjalanan panjang dan lama oésteln moyang suku Toraja, dari asalnya
yang jauh mengarungi lautan dan seterusnya memehlgan sungai Sa’'dan dari arah Selatan
ke Utara, yang akhirnya mendarat di Enrekang dan di Mengkendek (artinya tempat naik)
dalam keadaan sudah letih dan payah (raya, raape8& dengan pengertian di atdsraa
(juga) berarti orang pemurah dan penyayang, sekiaad oraya(juga) berarti orang terhormat.
Toraa dan Toraya sama artinya dengan pemurahHetgertian ini- mencerminkan watak dan
sifat orang Toraja yang sebenarnya.

Uraian di muka memberikan pengertian bahwa ndovaja dari kataTo Riaja (bahasa
Bugis) menunjukkan kepada lokasi tempat berdianpefagyeografis), sedangkan asal kata
TorayaatauToraa(bahasa Toraja Tae’) menggambarkan watak atauasdatkomunitas (aspek
psikologis).

Jadi, yang dimaksud dengan nahmaja adalah suatu komunitas manusia yang mendiami
daerah di sebelah Utara Sidenreng dan di sebeledt Bawu’, suatu wilayah yang sangat luas
meliputi Sulawesi Tengah, dari Poso di sebelahdJsampai ke Teluk Bone di sebelah Selatan,
dan dari Enrekang sampai ke Kolonodale. Suku bamggauku Toraja) tidak termasuk suku
bangsa bugis, terbagi dalam berbagai anak sukushasgtara lain: Toraja Poso, Toraja Duri,
Tomori, Tolaki, dan Toraja Sa’dan, mungkin sekakropakan suatu suku bangsa tertua di
Sulawesi, dan sampai saat ini sebagian anggotaam@sgnya masih tetap mempertahankan
kepercayaan animisme-spiritismenya, serta tracddbullayaannya yang asli di tengah-tengah
perkembangan dan pengaruh agama Nasrani dan Bildm.bangsa ini, oleh Adriani dan Kruyt

(1985) mengelompokkan suku Toraja atas: Toraja Tidi daerah Tojo-Poso, Sulawesi
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Tengah), Toraja Barat (di daerah Kaili-Parigi, Stdai Tengah), dan Toraja Selatan (disebut
juga Toraja Sa’'dan) di daerah Utara Jazirah Sula@elstan, sepanjang aliran sungai Sa’'dan.
Berdasarkan pengelompokan ini, bahasa ketiga daerskebut berturut-turut diberi nama;
bahasa Barege (baca : Bare’e), bahasa Uma, dasabdlaeq (baca: tae’), berdasarkan kata
negasibarege’tidak’, uma ’tidak’, taeq ’ tidak’, yang umum tapat dalam masing-masing
bahasa bersangkutan.
Menurut Tangdilintin (1981), yang mencoba menelusuakna filosofis — antropologis
nama tersebut di atas mengatakan bahwa, nama itegeerbentuk dan lahir dari suatu proses
sosial — religi yang telah berlangsung lama yaitu :
1. Suatu negeri yang dibentuk atas dasar persekut@an kébulatan tekad yang
bersumber dari suatu kepercayaan atau keyakinanyadg kemudian disebutluk
Todolg

2. Suatu negeri yang dibentuk oleh beberapa daerahyadg memiliki kesamaan dasar
adat dan budaya yang terpancar dari suatu sumbaikiaa pancaran sinar bulan dan
matahari;

3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagiaa 8tdawesi Selatan di pegunungan

yang dibentuk oleh suatu etnis atau suku yang dikeekarang dengan nama suku
Toraja.

Penulis memulai pembahasan ini dengan asumsi b&hevaja” dan "Lepongan Bulan”
atau "Matarik Allo” bukanlah suatu kenyataan alaang asli, seperti juga "Bugis Makassar” dan
penamaan lainnya, tidaklah ada begitu saja. Seaimagai diketahui bahwa manusia sendirilah
yang membuat sejarah mereka, dan apa yang mersk&diahui adalah apa yang mereka telah
buat. Jika asumsi ini diterapkan pada geografi,art@ka dikatakan bahwa sebagaimana halnya
entitas-entitas geografi dan kultural, apalagitastentitas historis tempat-tempat dan kawasan-
kawasan, bagian-bagian seperti "Toraja”, "Bugisi da@bagainya itu adalah suatu nama ciptaan
manusia.

Nama-nama tersebut lahir dari suatu ide dalam aejdan dalam tradisi berpikir yang
sederhana, perlambang dan perbendaharaan bahas&elsn memberikan kepadanya realitas
dan kehadiran sebagai suatu refleksi sosial-reiagiusia atau komunitas yang punya nama atau

karena adanya pengaruh hubungan kekuatan atau @®ndari luar. Karena itu, mesti dicari
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sejumlah kualifikasi yang masuk akal dan mendasama tersebut. Pertama, akan salahlah
untuk menyimpulkan bahwa kata/nama "Toraja” khugasmpada dasarnya hanyalah suatu ide,
atau sebuah produk pemikiran khayali yang tidak iikdmealitas. Sejak dahulu dan sampai
sekarangpun memang ada budaya dan suku bangssejadh dan kehidupan, ada adat istiadat
dan kepercayaan yang berlokasi di suatu daerah gaebut kemudian dengan namaraja.
Mereka memiliki realitas yang nyata dan jelas Sejealh lebih besar dari apapun yang bisa
dikatakan dan digambarkan tentangnya oleh orang lua

Kualifikasi kedua, ialah bahwa ide-ide, adat istitadudaya, kepercayaan, dan sejarahnya
tak dapat dipahami dan dipelajari dengan seriupatanempelajari juga kekuatan atau lebih
tepatnya konfigurasi-konfigurasi kekuatannya. Méyakahwa "Toraja” adalah diciptakan atau
di"Toraja’kan, dan meyakini bahwa hal-hal sepetti terjadi semata-mata karena kebutuhan
imajinasi adalah sikap yang tidak benar apala@ fkkonotasikan secara negatif dan rendah.
Torajaditorajakantidak hanya karena ia didapati dalam keadaan ifaetsraja” dalam semua
hal, tetapi juga karena idapati”bersifat geografis” ia berad#i ataslambung Pulau Sulawesi

(dulu bernama Celebes).

2.1.2. Sgjarah Terbentuknya Kabupaten Tana Toraja

Dengan uraian di atas maka terlihat ada hubungsejd@han antara daerah Tana Toraja
dengan daerah sekitarnya khususnya daerah Luwtérd&etinggi Luwu dan Sa’dan (sekarang
Kabupaten Tana Toraja) dihubungkan melalui ikakatain sosiokultural, politis dan ekonomis.
Karakter dan cakupan ikatan-ikatan ini yang diesgan dalam mitos-mitos asal usul ilahi
seperti diuraikan sebelumnya dan mitos-mitos dargjkan-kerajaan awal Sulawesi Selatan:
Luwu, Goa (Makassar) dan Sangalla (Tana Toraj@rvdbiasi antara daerah dan periode sejarah
yang satu dengan yang lain. Meskipun begitu, klagkuasaan Luwu atas populasi dataran
tinggi tidak diakui di manapun juga (McCharty, 2D@amun dalam perjalanan sejarah, agama
menjadi penanda etnis yang sangat menentukantakeiioraja.

Tana Toraja sebagai daerah kabupaten secara |egailikn proses pengukuhan sebagai
berikut:

a. Tahun 1926 Tana Toraja merupakan Onder AfdeelingaliéaRantepao di bawah Self

bestur Luwu.
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b. Tahun 1946 Tana Toraja terpisah menjadi swaprajg Yeerdiri sendiri berdasarkan
Besluit Lanschap Nomor 105 tanggal 8 Oktober 1946.

c. Tahun 1957 berubah menjadi Kabupaten Dati || Tamaj& berdasarkan UU Darurat
Nomor 3 Tahun 1957.

d. Tahun 2000 Kabupaten Dati Il Tana Toraja berubahjade Kabupaten Tana Toraja
berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999.

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja memgiutuas wilayah 3.205,77 Kmn
Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati dan Wa&kipati membawahi seorang Sekretaris
Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 7 (tujuh) Badan @lé&nam) Kantor. Wilayah Tana Toraja terdiri
atas 40 (empat puluh) kecamatan. Setiap kecamawmbawahi beberapa lembang dan
kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seordapgala Lembang dan seorang Lurah.
Kepala Lembang di era otonomi, langsung dipilihhotekyat secara demokrasi, sedangkan
Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pegkm=tannya ditunjuk oleh Bupati sesuai
dengan kewenangannya.

Tana Toraja sewaktu masih berada pada Onder Aidetlan daerah Swapraja yakni
sebelum menjadi pemerintahan kabupaten daerahatirdifa terdiri dari 32 (tiga puluh dua)
daerah adat dan akrab dengan sebuisndok Lepongan Bulan Tana Matari’ Allyang
mempunyai arti (harafiah) "Negeri yang bulat segautan dan matahari”. Nama ini bermakna
"persekutuan negeri sebagai satu kesatuan yand dala berbagai daerah”. Inilah yang
menyebabkan Tana Toraja tidak pernah diperintai s#erang penguasa tunggal, tetapi wilayah
daerah yang terdiri dari kelompok adat yang digahroleh masing-masing pemangku adat di
Toraja. Karena perserikatan dan kesatuan adabterseaka diberilah nama perserikatan bundar
(bulat) yang terikat dalam satu pandangan hidupkegakinan sebagai pengikat seluruh daerah

dan kelompok adat orang Toraja.

2.2. Sgarah Pemerintahan dan Pemukiman Lembang Simbuang Borisan Rinding

2.2.1. Wilayah Pemerintahan Lembang Simbuang Borisan Rinding
Lembang Simbuang Borisan Rinding adalah salahws#édiyah pemerintahan tingkat desa

(Lembang) terdapat di Kecamatan Mengkendek, Kalenpgana Toraja. Pada saat ini, wilayah
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Pemerintahan Lembang Simbuang Borisan Rindingh teliamekarkan menjadi dua wilayah
pemerintahan baru, yakni Lembang Simbuang dan Legqfakala. Selain luas wilayah dan
upaya mendekatkan pelayanan pembangunan kepadaraietyyang menjadi pertimbangan
pemekaran, alasan lainnya ialah aspek historis.

Sebelum terjadi pemekaran Lembang Simbuang BorRmmding menjadi Lembang
Simbuang dan Pakala, wilayah ini pada awalnya mdaldgm wilayah yang disebut Desa Tampo
Simbuang. Ada 5 kampung yang bergabung dalam dasgpd Simbuang, yaitu Simbuang,
Tampo, Rante Dada, Pakala dan Pa'tengko. Kemudiasa Tampo Simbuang dimekarkan
menjadi Desa Tampo, Rante Dada, Pa’'tengko dan Simgbdrando-tando. Pada tahun 2002
Simbuang Tando-tando diganti namanya menjadi Legi&imbuang Borisan Rinding. Pada
Tahun 2004 Lembang Simbuang Borisan Rinding diniekatagi menjadi Lembang Simbuang
dan Lembang Pakala. Untuk Lembang Pakala, menueutka menjadi desa persiapan selama
tahun 2004-akhir 2006. Pejabat sementara kepalbalegmya adalah Puang Kinaa, yang pada
saat ini terpilih menjadi Kepala Lembang sejak a@@07 tak lama setelah ditetapkan menjadi
desa defenitif.

Walaupun telah terjadi pemekaran, dua LembangLi&mpang Simbuang dan Lembang
Pakala) mempunyai sejarah yang sama dalam hal peagn dan pemanfaatan hutan di
sekitarnya. Dengan alasan tersebut, saya menempdtika lembang ini masih dalam status
sebelum pemekaran, yakni Lembang Simbuang Borisadirig) sebagai setting penelitian.
Lembang Simbuang Borisan Rinding, terletak kira&ki8 sampai dengan 25 km arah selatan
kota Makale, ibu kota pemerintahan Kabupaten Tapeajd. Lembang Simbuang Borisan
Rinding pada bagian Utara berbatasan dengan LemBantg Alang (Kecamatan Sangalla’),
bagian selatan berbatasan dengan Uluway, bagian bietbatasan dengan kabupaten Luwu, dan
bagian barat berbatasan dengan lembang Rante Daabang Tampo dan Lembang
Marinding.

Sebagai wilayah pemerintah di tingkat terakhir, dang ini terbagi menjadi 5 wilayah
Dusun, yakni Dusun Buasam (Batakan), Dusun Margit@&usun Simbuang, Dusun Tando-

Tando dan Dusun Pakala.

2.2.2. Asal Muasal Suku yang Mendiami L embang Simbuang Borisan Rinding
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Sejarah kehadiran suku Toraja di Sulawesi Selatiak tdapat diketahui secara pasti.
Sejarah Toraja pada umumnya adalah sejarah yaaig tedtulis yang diwariskan secara tuturan
turun-temurun oleh golongan bangsawan dan pujafiggaja yang bercampur dengan mitos
sehingga data dan fakta historis sulit ditentulenasa pasti.

Beberapa publikasi yang masih terbatas, terutanhalisdioleh beberapa Antropolog
menempatkan suku Toraja, Batak, dan Dayak ke daktm golongan ras yang disebut Proto-
Melayu, berasal dari daerah Dongson, Annam, IndmCMasuk Sulawesi melalui Tiongkok,
Taiwan, Jepang, Filipina, Sulawesi, dan seteruskigimantan’ Menurut sejarah, leluhur
mereka masuk ke daerah Tana Toraja dari arah Setaayusuri sungai Sa’dan dengan perahu
(lembang)’ Tempat menetap pertama kalinya di daerah BambagPntu Tuhan) atau biasa
dikenal padang di RuraKabupaten Enrekang kemudian pada akhirnya menyebdlakale,
Ranterpao (Kabupaten Tana Toraja), ke Mamasa (kKdeopPolawali Mamasa = Polmas), ke
Suppirang (Kabupaten Pinrang), ke Galumpang, M#Kkkbupaten Mamuju), ke Pantilang,
Rongkong, Seko (Kabupaten Luwu). Mereka dipimpehohArruan (Aru = Arung), yang dalam
sejarah Toraja terdapat 40 Arruan (Arruan Patanp)Pdengan kesatuan daerah bernama
Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo. Selurutru@n dikoordinir oleh seorang Ampu
Lembang (yang empunya daerah), yang bernama Targdkeorang ahli adat dengan gelar To
Banua Puang (yang empunya rumah para Ampu LembBang).

Kemudian datang generasi baru yang dipimpin olemararun (orang turun dari tempat
tinggi, langit)? Keturunan atau komunitas-komunitas Tomanurun ipingin/dikoordinir oleh

Tamboro Langi’ dengan gelar Puang (Ampuan = Ampdla-mula berkedudukan di Ullin,

! PenulisarBgarah Toraja masih dalam proses penggarapan oleh Tim 12 yéegudii oleh Drs. C.Palimbong.
Dengan demikian suku Toraja lebih tua dari sikigis danMakassar. Apabila pendapat para ahli prasejarah
diterima yang mengatakan bahwa asal nenek moyandudaek yang mendiami dataran rendah dan pesisir
pantai, seperti Manado, Sunda, Jawa, Bugis, daraye{Melayu Muda). Sebagian gelombang perpindahan
Deutro-Melayu berpindah dari satu daerah ke daeiahya mencari tanah-tanah dataran rendah dalaiodee
waktu yang lama. Kelompok yang sampai mengembangkhidupannya di bagian Selatan Jazirah Sulawesi
Selatan lambat laun mengembangkan komunitasnyakemgdian dikenal dengan suku Bugis-Makassar. Lihat
Abu Hamid,Syekh Yusuf (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1994, him.1-2.

2 Dari hubungan inilah, maka rumah-rum@bngkonansuku Toraja berbentuk perahu menghadap arah Utara-
Selatan, dan daerahnya disebut Lembang (sekaraagatiu kelurahan).

3 c.SalombeQrang Toraja dengan Rithusnya, (Ujung Pandang: SMP Frater), 1972, him.12.

* Konsepsi Tomanurun bagi masyarakat Toraja, Budgs) Makassar pada dasarnya sama menunjuk kepada
"manusia-dewa”, "superman”. Dalam periode yang ltati masa ke masa, yang tak terduga lebih dataripa
pamer, setiap kali untuk suatu ketika, akan museorangManurung untuk menambahkan darah dewa pada
darah manusia, guna mensahkan dinasti-dinasti ddiarsikal bakalnya. la turun ke bumi pada suatuuk
waktu yang bersambung dengan masa sekarang déhsetembangun suatu dinasti ia pun lenyap pularaeca
diam-diam. Lihat R.A. Kern, La Galigo (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 198, 2-3.
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Saluputti, lalu pindah ke Kandora, Mengkendeklenurut versi Tangdilintin, kelompok
(Arroan) yang sampai mengembangkan komunitasnymgian Utara Jazirah Sulawesi Selatan
sekitar abad ke 4-6, dipimpin oleh orang tertuardara mereka disebut Ambe’ (ambe’ = bapak);
Ambe’ Arroan berarti Bapak Kelompok. Secara alaamnibat laun komunitas Arroan ini
berkembang menjadi komunitas-komunitas baru darcaretempat baru yang disebut Pararrak
(pancaran = penjelajah) dipimpin oleh seorang kepaing disebut Pong Pararrak (Pong =
utama, pokok). Pada akhirnya, gelar Ambe’ atau Bendan Pong menjadi merata di Tana
Toraja bahkan dipadukan dan menjadi gelar pengadag misalnya, Siambe’ Pong Simpin,
Siambe’ Pong Tiku, dan sebagairfya.

Hal ihwal asal mula kedatangan suku bangsa Torajavitayah Simbuang Borisan
Rinding, sejauh ini belum ada publikasi yang megkan secara komprehensif. Para tetua
kampung hanya memperkirakan penduduk yang padaisiaatendiami wilayah Simbuang
Borisan Rinding adalah keturunan dari para pendatsgbagaimana digambarkan di atas.
Menurut mereka, warga yang mendiami wilayah Lemb&mgbuang Borisan Rinding berasal
dari satu leluhur/nenek moyang, kemudian berkemlbgedgdan menempati seluruh wilayah di

Tana Toraja, termasuk di Simbuang Borisan Rinding.

2.2.2.1. Sgjarah Pemukiman Simbuang Borisan Rinding

Warga Simbuang Borisan Rinding dapat disebut selmgayarakat desa/kampung hutan
yang umumnya bermukim di sekitar kawsan Hutan wngd Sinaji dan Hutan Produksi
Malimongan dan Ponian. Sejarah pemukiman merelek tathpat dipisahkan dari keberadaan
kawasan hutan tersebut sebagai salah satu suntidupan ekonomi warga sejak dulu hingga
saat ini. Ada sejumlah pusat pemukiman yang cikibimya berada di dalam kawasan, dan ada
juga berada di luar kawasan sejak ditetapkannyagamhutan Gunung Sinaji menjadi kawasan
hutan lindung oleh pemerintah Belanda pada tahG2.19

Secara umum sejarah pemukiman penduduk SimbuangpBdRinding, terbagi dalam dua
pusat pemukiman, yakni pusat pemukiman Borisan iRgnddan Simbuang. Dua pusat
pemukiman ini merupakan gabungan dari beberapa pasaukiman yang berasal dari dalam
kawasan maupun dari luar kawasan hutan. Berik@jikiZmm masing-masing pusat pemukiman

tersebut.

® C.Salombe, op.cit., him.13.
® Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaannya, (Yalbu: Tana Toraja), 1980.
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Sejarah Pemukiman Borisan Rinding

Warga yang pada saat ini tergabung dalam satu pesatikiman yang disebut Boisan

Rinding ini, sejak zaman Belanda membangun pusatugenan di dalam dan sekitar

kawasan hutan. Pusat-pusat pemukiman yang terdapgatam kawasan hutan, antara lain
di daerah Malimongan, Kira, Pemborong, Ledan dakeRaKetika pemerintah Belanda

membuat jalan, yang oleh masyarakat setempat diselnagai Jalan Belanda (biasa juga
disebut oleh masyarakat "garis wesen-wesen”) seblagi@s kasawasan hutan dengan
pemukiman penduduk pada tahun 1932, ternyata sebagilayah dari pusat-pusat

pemukiman ini masuk dalam kawasan hutan lindunguBgrSinaji. Karena mengetahui

sebagian wilayah pusat pemukiman masuk dalam wldyatan maka mereka secara
bertahap menggeser pemukiman ke pinggir kawasamh8edangkan, aktivitas pertanian
masih terus dilakukan di dalam kawasan hutan. Semrageperkampungan yang berkembang
di luar kawasan hutan (namun sekarang telah diketagebagai kawasan hutan produksi
melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan = TGHK) adalarkampungan Tarub-tarub,

Tondok Randan dan Limbongan.

Ketika terjadi peristiwa DI/THl (Darul Islam Tentara Islam Indonesia) pada tahun
1958 yang menyebabkan kekacauan di Tana Torajackekn yang terjadi merambah ke
pusat-pusat pemukiman ini sehingga warga terpaksainggalkan pemukiman mereka
dengan alasan tidak aman. Mereka mengungsi danameperlindungan sementara ke
rumah-rumah keluarga dan kerabat terdekat di daefampo, kira-kira 8 Km sampai
dengan 13 Km dari pemukiman mereka. Di samping saet@lak nyaman atas tindakan
sewenang-wenang para gerombolan, kepindahan jugak umenghindari tuduhan
keberpihakan mereka kepada pihak gerombolan (aagduill) yang melakukan
perlawanan kepada Tentara.

Memasuki tahun 1960, kondisi keamanan sudah muknlmaik, sebagian warga

memilih kembali ke kampung asal mereka, namun tldaia kemudian beberapa di antara

" Gerembolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar, mulatengerakan ini bernama Kesatuan Gerlya Sulawesi
Selatan (KGSS), biasa disebgurilla, lalu Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR), yang dalam
pemberontakannya (1951 s/d 1963) memaksa masyarasatk memeluk agama Islam, dan kalau tidak
mau masuk agama Islam, mereka disiksa lalu dib#eakaria J.Ngelow dan Martha Kumala Pandonge,
Masyarakat Seko Pada Masa DI/TII (1951-196%¥)ayasan Ina Seko, Makassar, 2008).
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mereka membongkar rumahnya dan pindah ke luar ekatidpemukiman di daerah

Tampo, yang dianggap lebih aman dan mudah meladiajika terjadi lagi pemberontakan

DI/TIl. Pada tahun 1963, sejumlah warga di tempatgoingsian yang belum kembali ke
pemukiman lama membongkar rumah-rumah mereka dambareyun gubuk-gubuk di

daerah Tarangga, sebuah kampung tetangga perkaarpliagnpo yang kini masuk dalam
wilayah Lambang Pakala. Ketenangan ini berlangsumgkat karena tahun 1965 terjadi lagi
isu bahwa akan ada serangan lagi dari DI/TII, gedayang terjadi adalah peristiwa G30/S
PKI. Peristiwa ini pun mendatangkan ketidaktenangatingga warga yang telah
membangun dan kembali menempati pemukiman lamairidaban, Kirra, Pemborong,

Ledan dan Paken) meninggalkan tempat pemukimankaeten mengungsi ke Tarangga
bergabung dengan penduduk yang sebelumnya sudah midu kembali lagi ke dalam

kawasan hutan.

Puasa Kiding, salah seorang tokoh masyarakat Bor®@ading yang bertempat
tinggal di Sangkararo, Dusun Pakala menjelaskarwéapusat-pusat pemukiman yang
dibangun oleh warga tidak hanya dipahami sebagapdé pemukiman semata, melainkan
dipahami juga sebagai wilayah adat masyarakat. (Karena itu, perkampungan
sebagaimana tersebut di atas, semuanya masuk dalayah adat Malimongan sehingga
sampai pada saat ini warga setempat masih meldaelyagai kawasan sebagai hak adat
Tongkonan

Puasa Kiding, menjelaskan lebih jauh bahwa pussétgpemukiman yang ada benar-
benar ditinggalkan pada tahun 1965. Pada wakttidék hanya dikenal sebagai peristiwa
G30/S PKI, tetapi terjadi semacam "perang/perteapuantara para gerombolan (anggota
DITIl) dan pihak Tentara. Sejak itu, semua wardardng untuk kembali menghuni rumah-
rumah di dalam kawasan hutan maupun di luar kawagtam. Pusat-pusat pemukiman yang
ada benar-benar ditinggalkan warga pada tahun &&&kidian berpindah dan membangun
pemukiman-pemukiman di Tarangga. Dalam perkembamganmulailah warga secara
menyebar membangun rumah-rumah mereka di Tarangga sekitarnya seperti di
To'Babangan, Sangkararo, To’Pandan dan sebagaiagg pada saat ini masuk dalam
wilayah pemerintahan Lembang Pakala.

Segjarah Pemukiman Simbuang
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Sejarah pemukiman di Simbuang tidak jauh berbedgatesejarah pusat pemukiman
di Borisan Rinding. Sejak pemerintahan Belandageaé&imbuang bermukim di beberapa
pusat pemukiman, yakni daerah Marintang, Su’pi, dAna To'Tallang dan beberapa
pemukiman yang lain, misalnya Buntu Susu, To'Likendlo’Pao. Tidak terindentifikasi
secara memadai, namun warga setempat mengakuitatadoeberapa pusat pemukiman
yang ada, pusat pemukiman To'Tallang merupakantpusaukiman yang paling ramai
dihuni diantara semua pemukiman yang ada padatgadebelum benar-benar ditinggalkan
pada tahun 1960-an, jumlah warga diperkirakan nE&0-an kepala keluarga.

Dikisahkan, pada saat penentuan batas kawasan i1&t32ndengan pembuatan jalan
oleh Belanda (jalan balanda atau garis wesen-wekampung-kampung ini berada di luar
atau berbatasan langsung dengan kawasan hutamdinGunung Senaji. Cikal bakal
terbentuknya pemukiman-pemukiman tersebut, berdaslupaya pembukaan lahan untuk
dijadikan sebagai daerah pertanian. Awalnya warganibangun gubuk-gubuk sebagai
tempat nginap (bermalam) sementara untuk mengdaasgihasil pertanian mereka. Namun
dalam perkembangaannya, jumlah penggarap semakyakaeiring bertambahnya jumlah
gubuk maka terbentuklah pemukiman-pemukiman tetsebu

Menurut pengakuan warga Simbuang, ketika terjadiispga DI/TIl (Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1952 d&853 dan diteruskan oleh
pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1954, tpexistersebut menyebabkan
kekacauan sehingga warga meninggalkan pemukimaekeé@arena merasa tidak aman.
Mereka memilih pindah sementara dan mencari peniigdn ke rumah-rumah keluarga dan
kerabat terdekat di daerah Tampo, yang jaraknydaseék Km sampai dengan 10 Km dari
pemukiman mereka. Di sana mereka bergabung dergjaardpa warga Borisan Rinding,
sementara warga yang lainnya memilih pindah ke mdiamp, dan beberapa tempat lainnya,
di antaranya ke kota (Makale). Alasan kepindahargavaelain tidak aman juga disebabkan
adanya tuduhan pemerintah bahwa mereka telah b&rjbpada gerombolan (anggota
DITIl) dengan menyediakan perbekalan bagi gerombaglang melakukan perlawanan
kepada tentara.

Tahun 1960-1961 sebagian warga kembali dari terppagungsian ke pemukiman
lama menempati rumah-rumah mereka yang masih d&asat ketika berkebun/berladang.

Diakui, keberadaan mereka di perkampungan ini pamy& berlangsung beberapa tahun,
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yakni sampai dengan tahun 1967. Pada waktu itsesiaakekacauan mulai kembali terjadi
karena para gerombolan (DITIl) mulai keluar-masugrkpampungan sehingga warga
kembali dituduh melakukan kerja sama dengan pa@ng®lan. Suasana ketidaktenangan
ini membuat warga kembali meninggalkan perkampungaiTallang, Tondok Bangla’,
Kunyi’, Marintang dan lainnya. Mereka tidak lagindah ke Tampo atau ke kota, tetapi
memilih pindah ke tempat yang pada saat ini masblegai Lembang Simbuang. Sebelum
kepindahan selesai, meletuslah pertempuran pa@myeian melawan tentara. Rumah-
rumah warga hampir semuanya dibakar.

Memasuki tahun 1970 keadaan mulai tenang kembddi, ssebagian warga sudah
mulai kembali dari pengungsian ke pemukiman lamenb@gun rumah di To'Tallang dan
perkampungan lainnya, sedangkan yang lain tetaggdindi Simbuang. Ketika suasana
kehidupan sudah mulai berjalan normal, artinyaktitlzjadi lagi gejolak yang membuat
warga pindah, warga mulai kembali menggarap kelsik dan ladang kembali normal
digarap sebagai sumber kehidupan ekonomi masyar@&atpai dengan tahun 1973 warga
yang membangun rumah di To'Tallang telah mencapeaar8 kepala keluarga. Meskipun
keadaan mulai aman, tetapi pada akhir tahun 19%g8ghi awal 1974 semua warga
To'Tallang akhirnya memilih pindah dan membangumpkiman baru di Simbuang sampai
pada saat ini.

Lengkapnya, riwayat pusat pemukiman tersebut sébaga dikisahkan melalui
wawancara dengan beberapa tetua kampung, antardrdabe’Uli (60-an tahun), Ambe’
Sulle Busa’ / Ambe’ Baru (60-an), Ambe’ Seni (40-aten beberapa warga Lembang
Simbuang pada tanggal 18 Maret 2008 di Rumah ABdel-Lembang Simbuang.

Ambe’ Sulle dan Ambe Uli memperkirakan perkampungarkampungan ini dihuni
hingga, kira-kira tahun 1952 atau 1953. Pada nmaisteljadi gejolak atau peristiwa
DITHl, kemudian disusul lagi peristiwva Kahar Musakdi tahun 1954 yang
menyebabkan banyaknya warga yang ketakutan. Ruomahkr ditinggalkan. Ada
warga yang pindah ke Tampo, sementara yang laipimy@ah ke Marinding, dan
tempat2 lainnya yang dirasa aman seperti ke kotzké). Meskipun pindah, tetapi
mereka masih saja kembali menggarap kebun-kebug gadah ditanami dengan
berbagai jenis tanaman, di antaranya kopi, bamémgka, pisang dan lain-lain.

Pada tahun 1960-1961 mereka pada umumnya kembalempati rumah-rumah
mereka yang masih terus dirawat ketika berkebulatb@ng. Diakui, keberadaan
mereka di perkampungan ini pun hanya berlangsuibgrbpa tahun, yakni sampai
dengan tahun 1967. Pada waktu itu suasana kecacawlan kembali terjadi. Para
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gerombolan (DITI) mulai keluar-masuk perkampungsghingga mereka dituduh
bekerja sama dengan para gerombolan. Suasanakketidagan ini membuat mereka
kembali meninggalkan perkampungan ini (To'Tallanggreka tidak lagi pindah ke
Tampo atau ke kota, tetapi memilih pindah ke temysatg pada saat ini masuk
sebagai Lembang Simbuang. Sebelum kepindahan isefedetuslah pertempuran
para gerombolan melawan Tentara. Rumah-rumah viag@ir semuanya dibakar.

Masuk tahun 1970, keadaan mulai tenang ada sebagiega kembali membangun
rumah di To'Tallang, sedangkan yang lain tetap gadgdi Simbuang. Kehidupan
berjalan normal, artinya tidak terjadi lagi gejolgkng membuat warga pindah.
Kebun-kebun dan ladang kembali normal digarap sslsgnber kehidupan ekonomi
masyarakat. Sampai dengan tahun 1973 warga yandpamgouin rumah di ToTallang
mencapai 30-an kepala keluarga. Meskipun keadadai raonan, tetapi pada akhir
tahun 1973 hingga awal 1974 semua warga To'Tali&dgrnya memilih pindah dan
membangun pemukiman ke lokasi saat ini di Simbuang.

Akhirnya bekas pemukiman ini semata-mata dijads@&magai lahan pertanian (kebun
dan ladang). Masuk tahun 1975-1976, pihak dinasitkelan mulai membuat patok
sementara untuk kepentingan kegiatan reboisasa Ra#tu itu, menurut Ambe’Uli
mereka melakukan protes kepada petugas kehutaman bermana Amir Ban'ne,
mengapa kebun/ladang mereka diberi patok? Amir efeskan bahwa penanaman ini
untuk hutan rakyat. Jadi, hasilnya untuk kepentingaasyarakat, bukan untuk
kepentingan kehutanan atau negara.

Diakui, meskipun mendapat penjelasan demikian dgt@nkembangannya mereka
mendengar bahwa daerah yang telah dipatok akadildija sebagai hutan negara.
Bahkan mereka sempat mendengar jika tidak menikggdPlahan-lahan ladang dan
kebun yang ada, mereka dapat dipaksa untuk menkaggeya. Dan, ternyata benar,
setelah tanaman reboisasi yang didominasi pinudubnbaik dan berhasil, pihak
dinas kehutanan menetapkan areal pemukiman damhatlang sebagai tanah adat
menjadi kawasan hutan produksi pada tahun 19885.19

2.2.3. Pola Pemukiman Lembang Simbuang Borisan Rinding

Pola pemukiman penduduk Lembang Simbuang Borisandify mengikuti pola
kepemilikan lahan garapan yang jarak antar rumédifréerjauhan satu dengan yang lainnya
dan dalam jarak yang bervariasi. Ada rumah yangrdjon dalam jarak kira-kira 30-50 meter
dari satu rumah ke rumah yang lainnya, sementarg fan dalam jarak ratusan meter bahkan
dalam kilometer. Hal ini disebabkan karena rumahah yang dibangun didasarkan pada
kepemilikan kebun yang dimiliknya atau pun milikr&leat. Karena itu, ditempat mereka

kemudian terdapat lahan (kebun/ladang) luas unggaidditanami berbagai jenis tanaman, di
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antaranya singkong, pisang, rumput gajah sebaganparnak, ubi jalar dan sebagainya, bahkan
leluasa untuk melakukan penggembalaan ternak kenleaeka.

Rumah-rumah yang terletak dekat jalan, berada pemkasi sebelah kiri dan kanan
berhadapan ke jalan. Rumah-rumah warga pada umusenyiapermanen beratap seng; dinding,
lantai dan tiang bahan baku utamanya adalah kagloKlwlan papan) jenis pinus. Bahan baku
tersebut diperoleh dari hutan rakyat milik sendan atau kerabat. Untuk rumah-rumah yang
dibangun sebelum tahun 1980-an, tata letaknya ti@alda pada pinggir jalan raya atau jalan
kampung tetapi berada di bukit, lereng bukit daa pdja yang berada di atas puncak bukit.
Bahan baku bagi rumah yang dibangun di lereng ataypuncak bukit pada umumnya
menggunakan bahan baku jenis kayu lain sepertu‘'kea’ yang diperoleh dari dalam kawasan
hutan. Kayu ini dapat diambil setelah mendapatkempgemungutan untuk keperluan sendiri dari
pihak dinas kehutanan. Menurut pengalaman masyarkkalitas ‘kayu asa’ lebih baik jika
dibandingkan dengan kayu pinus.

Model rumah warga pada umumnya dalam bentuk runzatggung yang mempunyai
manfaat ganda, misalnya untuk bagian kolong runatamnfaatkan sebagai tempat menyimpan
perabot rumah tangga, tempat mengerjakan pekelg@anmengikat hewan piaraan, terutama
kerbau dan sebagainya. Berikut tutur lengkap meaigasia pemukiman warga setempat yang
diolah kembali oleh penulis.

Warga setempat menjelaskan, mereka membangun rdalaim jarak yang relatif jauh
ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kepemilikahan-lahan/kebun-kebun oleh
warga. Pada saat pertama kali mendapatkan lahaga\nata-rata menjadikannya sebagai
lahan pertanian, sekaligus membangun rumah sel@ggat tinggal. Pola ini terkait
dengan upaya untuk memperpendek jarak antara temgggl dan kebun-kebun yang
dikerjakan. Dengan kondisi topografi yang rata-ragbukit, warga akan membuang
banyak waktu untuk pergi-pulang kebun-kebun mereRa.samping itu, dengan
membangun rumah pada kebun-kebun dapat dilihatyaehgaya pengawasan secara
langsung terhadap kebun-kebun dari gangguan tet@akama kerbau yang dilepas atau
digembalakan secara bebas oleh warga.

Dulu, jika warga mempunyai lebih dari satu bidaaban pertanian, maka warga yang
bersangkutan akan cenderung memilih lahan padaipasig lebih memungkinkannya

untuk menjangkau kebun-kebun yang lain. Secara ynentlapat beberapa faktor yang
dapat menjadi bahan pertimbangan pada saat seggararga) membangun pemukiman
(rumah), antara lain: (1) lahan yang dikenal reletbih subur; (2) lahan yang terdapat
atau terdekat dengan sumber air; (3) lahan yang padian (bidang) tertentu yang dapat
diratakan jika pada tempat-tempat berbukit untukmim@ngun gubuk-gubuk yang

kemudian diubah menjadi rumah seperti saat ini.
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Pertimbangan ini secara perlahan mulai mengalamkep®gangan setelah dibukanya
jalan +setapak 1 ¥2 meter jurusan (dari) Tampo dan hisggaini sudah mencapai Ulu
Way. Pembukaan jalan tersebut dilakukan secarangotoyong oleh masyarakat
beberapa desa disekitarnya pada tahun 1968. Meskipla membangun rumah masih
memilih tempat/kebun sendiri tetapi mulai mendejaéin yang telah diperlebar menjadi
+ 3 meter dan pengerasan menggunakan dana kompB&ddsahun 2005/2006.

Khusus warga Borisan Rinding, dalam menentukanspdésiak rumah masih dikaitkan
dengan kepercayaan warga terhadap asal muasal meiyakig mereka. Posisi bubungan rumah
misalnya, apabila bubungan rumah ditarik garisidumaka arahnya tidak boleh langsung
mengarah ke arah garis lurus puncak Bukit Su’pi plamcak Bukit Malimongan karena warga
mempercayai bahwa dari sanalah asal usul nene’mgoyemeka. Jika, bubungan diarahkan ke
arah puncak bukit tersebut maka dianggap melangdgn, kemudian penghuninya akan
mengalami masalah, misalnya masalah rumah tangga ty@dak harmonis, atau sakit-sakitan,

pokoknya pasti hidupnya tidak nyaman tinggal ds atemah tersebut.

2.2.4. Aksesibilitas

Lembang Simbuang Borisan Rinding berada pada wilayamerintahan Kecamatan
Mengkendek yang dapat dijangkau dengan kendaraim empat maupun roda dua dari kota
Makale, Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja dalam waktujam dari tiga arah, yakni arah melalui
jurusan Sangalla dan Batua Alu dengan jarak ardt@rsampai dengan 25 km, sedangkan arah
melalui melalui Ge'tengan dan Tampo dengan jardra 20 sampai dengan 26 km, sementara
itu melalui Pa’'tengko dan Tampo sejauh 25 sampagaie 33 km.

Kondisi jalan dari segala arah pada umumnya culaik, lberaspal namun sudah mulai
rusak ringan sampai dengan rusak berat. Jalanadah Pa’'tengko menuju Batualu dan
Sangalla’ melintasi pinggir wilayah Lembang Boris&@mding sepanjanng 4 km kondisinya
masih relatif baik. Jalan-jalan yang menghubungkamsat-pusat perkampungan kecil atau
wilayah-wilayah Dusun dan RT rata-rata masih dakamdisi pengerasan dengan batu gunung
yang besar-besar dan sebagian berupa jalan taalah-jdlan tersebut sebagian besar merupakan
jalan bekas jalariogging perusahaan kayu PT Irmasulindo, PT Global, danNelu Jaya
Pratama yang sejak tahun 1993 hingga saat ini nmasrthanfaatkan kayu pinus tanaman rakyat

(hutan rakyat).
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Untuk kondisi jalan yang masih berupa tanah, pada musim hujan jalan menjadi sangat
becek dan lincin sehingga sangat sulit menjangkdayah-wilayah tersebut. Warga yang
hendak berkunjung ke kampung-kampung yang ada padannya tidak memanfaatkan jalan
eks jalanlogging tersebut. Mereka lebih sering menggunakan jalampa&t yang jarak
tempuhnya relatif lebih dekat jika dibandingkanusamelalui jalur jalan umum (bekas jalan
logging), yang lebih banyak menggunakan jalan tersebué padumnya pendatang dari luar
yang menggunakan kendaraan roda dua maupun empat.

Dengan kondisi jalan demikian, menyebabkan akskmikenasuk ke kampung-kampung
oleh warga yang bersal dari luar masih jarang dkak. Yang ada hanyalah para pekerja
penyadap getah pinus milik Inhutani di wilayah ImuBxoduksi Ponien. Di wilayah ini terdapat
kendaraan roda dua dan empat secara berkala kefisark kampung untuk mengangkut anggota
masyarakat termasuk produk hasil pertanian meiné&adisi infrastruktur fisik jalan tersebut
sangat mendukung aktifitas sosial ekonomi masyangkag mendorong terjadinya perubahan

sosial ekonomi masyarakat Simbuang Borisan Rinding.

2.3. Penduduk

2.3.1. Jumlah Penduduk dan Kehidupan Beragama

Berdasarkan data monografi Lembang Simbuang Boifigading tahun 2004, wilayah
tersebut dihuni oleh 687 Kepala Keluarga (KK) ag&dl3 jiwa, yang terdiri dari laki-laki
sejumlah 1.985 jiwa dan perempuan sejumlah 1.7@@. jiBerikut data jumlah penduduk
berdasarkan Dusun-dusun yang ada dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Pendueribang Simbuang Borisan
Rinding

No Dusun KK Jiwa Jumlah
L P

1 Buasan 412 403 815
165

2 Marintang 625 503 1.128
251

3 Simbuang 312 210 522
94

4 Tando- 282 266 548
Tando 83

5 Pakala 354 346 700
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94
- Total 1.985 1.728 3.713
687

Gambaran kehidupan beragama di Simbuang BorisatiriRiperlu diawali dengan sejarah
kehidupan beragama di Tana Toraja. Secara umumg draraja mulai mengenal agama Kristen
pada tahun 1920 melalui misionaris dari ZendingaBé&, misionaris dari Roma Katolik pada
tahun 1930 dan seterusnya dengan misionaris-missodainnya dari Amerika termasuk
misionaris Christian Misionary Allince (CMA). Besga angka (persentasi) orang Toraja
memeluk agama Kristen, bagi orang luar mendapati@nbaran sekan-akan orang Toraja
semuanya beragama Kristen. Padahal di wilayah émurut statistik Kantor Agama Kabupaten
Tana Toraja, terdapat 8 persen yang beragama istmema sejak dahulu masyarakat Toraja
sudah melakukan kontak perdagangan dengan orang Bagg beragama Islam dan karena
adanya pengaruh DI/TII. Melalui misi perdagangaang Bugis mulai keluar masuk wilayah di
Toraja dan membangun tempat tinggal di daerah-dapedalaman Toraja, yang dalam
perkembangannnya menjadi pusat pemukiman (kelonmgdd) Bugis.

Berkembangnya kehidupan beragama Kristen Protestanpun Katholik bagi warga di
Lembang Simbuang Borisan Rinding tidak jauh berlsetagan upaya penyebaran agama ini di
wilayah Toraja seperti digambarkan di atas. Namsadikit berbeda dengan kehidupan beragama
Islam. Warga Simbuang Borisan Rinding yang beragésiaan sekitar 42 persen dari jumlah
anggota penduduk yang berawal dari adanya gerakanl Byang memaksa warga untuk
memeluk agama islam. Gerakan ini melakukan pemisan pada tahun 1957 dan bergerilya
di daerah pinggiran hutan Gunung Sinaji dan PeguenunLatimojong sebagai markasnya.
Lembang Simbuang Borisan Rinding menjadi sona p&sha perjuangan mereka melawan
Tentara Indonesia. Bagi warga yang tetap bertahawilalyah Gunung Sinaji dan Pegunungan
Latimojong atau di kampung-kampung yang terletadik lai dalam maupun di luar kawasan
yang telah pada akhirnya dipaksa memeluk agaman Islah DI/TIl dan dipaksa pula menjadi
pendukung gerembolan untuk melawan Tentara Indanesi

Berdasarkan monografi desa tahun 2004, pendudulb&egnSimbuang Borisan Rinding
terbagi dalam beberapa pemeluk agama sebagaimamaidn dalam tabel 2. Berikut.

Tabel 2. Jumlah Warga Simbuang Borisan Rindingagirdalam Empat golongan Agama
s/d Tahun 2004
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NO JenisAgama Jumlah Pemeluk Ketetangan
(Jiwa)
1 Kristen Protestan 1.915
2 Katolik 225
3 Islam 1.556 Pengaruh DI/TII
4 Hindu 17
TOTAL 3.713

2.3.2.Tingkat Pendidikan M asyar akat

Tingkat pendidikan penduduk Simbuang Borisan Rigdiebagian besar masih tergolong
rendah. Warga pada umumnya hanya berpendidikant t8slolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP, sekarang SLTP), tapi bukaartbtidak ada yang berpendidikan
tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Rendahnya ting&adidikan masyarakat di Simbuang
Borisan Rinding karena selain persoalan ekonoma peaktu yang lampau, juga karena daerah
ini sangat jauh dari lokasi sekolah, baik Sekoladsd maupun Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (dulu SMP) dan Sekolah Lanjutan TingkasAtallu SMA). Sebelum tahun 1980-an,
hanya ada 3 sekolah dasar di daerah Simbuang Bdisding yakni di daerah Tampo, kira-kira
8 Km dari daerah Borisan Rinding, dan Sekolah Desanya ada di daerah Sa’ku’ dan menjadi
sekolah bagi warga wilayah Simbuang bagian tengah Sklatan dan di daerah Benduruk
menjadi sekolah bagi warga Simbuang bagian tengahuthra.

Untuk menjangkau ke sekolah-sekolah tersebut, padsa itu hanya bisa dijangkau
dengan jalan kaki melalui jalan setapak. Anak-abekangkat dari rumah ke sekolah sekitar
pukul 05.30 dan tiba kembali di rumah sekitar pukbilOO, yang kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan membantu orang tua mereka untuk mengatemnlsawah dan perkebunan. Hasil dari
usaha membantu orang tua diharapakan akan dapabanambiaya pendidikan untuk bisa
membeli buku tulis dan membayar uang sekolah. Dexganikian, dari aspek semangat anak-
anak usia sekolah mempunyai semangat tinggi urdtdekolah dan maju.

Memperhatikan gambaran tingkat pendidikan wargsetart di atas maka perkembangan
pendidikan bagi masyarakat di wilayah ini dapatatikan lamban. Salah satu faktor yang

menyebabkan lambatnya perkembangan pendidikanedalani adalah karena letaknya yang
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jauh dari pusat pendidikan tingkat lanjutan, yarsgigp waktu itu belum didukung dengan
infrastruktur jalan raya, yang ada hanya jalanpsdtamelintasi gunung dan lembah sehingga
para orang tua enggan menyekolahkan anaknya baseke&ah dasar khususnya ke jenjang
pendidikan lanjutan. Kondisi demikian menyebabkaakaanak untuk mengikuti pendidikan pun
relatif masih sangat rendah. Di samping itu, faktain yang menyebabkan lambannya
perkembangan pendidikan di wilayah ini adalah eRkar belum banyak orang tua yang
memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak gghin jarang yang berpikir untuk
menyekolahkan anak-anaknya.

Meski demikian, bukan berarti pada tahun 1960-daktiada warga Borisan Rinding dan
warga Simbuang yang mengikuti pendidikan. Bagi wa@ng mempunyai kerabat atau kenalan
yang tinggal di kota atau kampung-kampung yang lsudadapat sekolah dasar atau SMP atau
SMA berusaha menitipkan anaknya untuk mengikutidgkan di sana. Berawal pada tahun
1975, ketika sekolah mini tingkat sekolah dasaangldari Patengko didirikan di Tampo, orang-
orang tua mulai menyekolahkan anak-anaknya.

Khusus di Borisan Rinding (Lembang Pakala), perkemgan pendidikan semakin baik
sejak SDN Inpres Tarangga didirikan pada awal tah®&0-an di daerah ini. Guru- guru
berstatus pegawai pemerintah (pegawai negeri sipilai ditempatkan di wilayah ini. Tenaga
pendidik SDN Inpres Tarangga sebanyak 10 orang yewlyi dari 8 orang PNS dan 2 orang
tenaga honorer. Jika dilihat dari asal para gurkawhorang berasal dari Lembang Pakala (3
PNS, 1 honorer), 6 orang berasal dari luar LemtRakpla (5 PNS, 1 honorer). Jumlah anak
siswa kelas 1-6, berjumlah 150 orang, 80% berasalembang Pakala dan sisanya 20% berasal
dari lembang Rante Dada (lembang tetangga). Terdagauah sekolah dasar di Lembang
Simbuang sebagai desa induk ketika masih bergallatgm Lembang Simbuang Borisan
Rinding.

Anak-anak warga yang telah tamat sekolah dasart daglanjutkannya ke SLTP maupun
SLTA. Untuk SLTP (swasta) terdapat di Lembang Siamg) SLTP Negeri terdapat di Lembang
Tampo (lembang tetangga). Sedangkan untuk tingiledl&h Lanjutan Tingkat Atas terdapat di
Ge’'tengan yakni ibu kota Kecamatan Mengkedek, artan: 2 buah SLTA: 1 berstatus negeri,
dan 1 berstatus swasta; 1 buah SMK Teknik (swdsta)l buah SMK Ekonomi (Swasta).
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Sebagai gambaran tersedianya sekolah sebagai gaeadalikan yang menjadi pilihan
bagai anak-anak umur sekolah dari Lembang Simbigan Rinding dapat dilihat dalam
tabel 3. sbb:

Tabel 3. Sarana Pendidikan yang menjadi piliham Aagk-anak dari Lembang Simbuang
Borisan Rinding untuk mengikuti Pendidikan .

Lembang Simbuang | Lembang, Getengan
No Jenis Sekolah Borisan Rinding Tampo (Ibu Kota
Simbuang Pakala Kec
Mengkendek
)
1 SDN Inpres 3 1 -- --
2 Sekolah Menengah
Pertama:
e SLTP Negeri - -- 1 -
+ SLTP Swasta 1 2 -- --
3 Sekolah Menengah
Atas:
* SLTA Negeri & = .- == 2
Swasta
+ SMK Swasta - N - 2

Sumber: Hasil Wawancara yang diolah kembali
2.3.3. Mata Pencaharian Penduduk dan Sumber Penghasilan Warga

Penduduk Simbuang Borisan Rinding yang berjumlahi@pala keluaraga (KK) rata-rata
mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani lahanbsdam lahan kering. Jenis tanaman yang
dikembangkan pada lahan kering adalah jenis-jesnsdkliti perkebunan seperti cengkih, kakao
(sering disebut tanaman coklat), kopi, vanili dagbdrapa tanaman lahan kering lainya,
sedangkan yang termasuk komoditi kehutanan adalails pinus, suren, cempaka, cemarah,
acasia, gemelina dan bambu. Komoditi-komoditi temselikembangkan oleh warga masyarakat
golongan lapisan menengah dan bawah pada laham-k&h@g milik masyarakat dan atau yang
dikuasai oleh masyarakat. Khusus untuk tanaman #api cengkih ada diantaranya berada
dalam kawasan hutan pada pelaksanaan tata batisadan TGHK.

Tanaman perkebunan jenis kopi dikenal dan ditankein masyarakat dalam skala kecil
(tanaman percobaan) sebelum tahun 1970-an, dibawdagian utara kabupaten Tana Toraja
tempat mana tanaman kopi dikembangkan pada zamaerideahan Belanda. Untuk jenis

tanaman cengkih, menurut bapak Pakilaran awalmyerlenalkan oleh Petrus Tangketasik
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(Tukang Foto Tangketasik/ayah dari Jansen Tangkgtpada awal tahun 1970-an, dan mulai
dikembangkan oleh masyarakat pada pertengahan teu0ran, kemudian disusul oleh jenis
tanaman kakao pada tahun 1980-an, dan kemudiasutlilagi dengan tanaman vanili pada

tahun 1990-an.
Untuk mengetahui pola penggunaan lahan yang addendbang Simbuang Borisan rinding

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
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Tabel 4. Tata Guna Lahan pada Lembang Simbuangd@oRinding

No Dusun Sawah | Kebun Hutan Hutan Jumlah
(Ha) (Ha) Rakyat Negara (Ha)
(Ha) (Ha)”
1 Buasan 35 50 1 255
170
2 Marintang 30 2.300 2.720
165 225**
3 Simbuang 15 70 1.400 1.570
85
4 Tando-Tandag 35 3.100 3.265
5 125
5 Pakala 50 100 2.250 2.425
25
- Total 165 570 9.950 10.235
350

Sumber Data: Kantor Lembang Simbuang dan LemiBai@la (Simbuang Borisan Rinding) yang diolah oleh
penulis. 7 Data Hutan Negara tidak dimasukkan ke dalam whlakakuasaan pemerintahan
Lembang (Luas hutan diukur dengan alat planimetdeg berbatasan dengan masing-masing
Dusun dengan kelompok hutan Sinaji, To’puang damidy.
*+) Diklaim 150 Ha sebagai hutahongkonanMarintang, yang sebelumnya berada dalam kawasktam megara,
sekarang dalam penguasaan anak Puang Patta.

Sebelum tanaman perkebunan yang bernilai ekononggiti diperkenalkan kepada
masyarakat Borisan Rinding, kehidupan mereka haengantung kepada tanaman padi sawah
dan ladang di sekitar pekarangan rumah dengan deErfanis tanaman, antara lain berupa
jagung, singkong, ubi talas dan ubi jalar.

Untuk mengolah tanah lahan kering dan memeliharantan sampai panen, penduduk
mengerahkan tenaga kerja keluarga, suami, istni,ati@k-anak secara bersama sama mengolah
lahan. Namun pada saat panen, selain mengerahkagat&eluarga, mereka juga mengerahkan
tenaga lain yang ada di sekitar kampung dalam kegrgtorangan atau dalam bentuk kelompok
dengan cara upah bagi hasil panen. Tenaga yangndaémtuk kelompok adalah melalui
kelompok keagamaan gereja atau mesjid yang biasawti’kelompok regu’.

Untuk usaha tani padi sawah, masyarakat setempaempatkannya sebagai sumber
penghasilan utama bagi warga. Pada umumnya sawai a@da adalah sawah tadah hujan,
namun ada juga sebagian kecil sawah yang penggadrersumber dari sungai-sungai kecil.
Sawah tadah hujan hanya dapat diolah petani padamujan saja yakni sekitar bulan Oktober

sampai dengan bulan April, sehingga persiapan paingo sawah tadah hujan dapat dimulai

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



bulan September-Oktober. Penggemburan tanah sadahuymumnya menggunakan jasa hewan
"kerbau”. Akan tetapi, bagi warga yang mempunyaigugang cukup, mereka menggunakan
"traktor tangan” yang dapat disewa dari warga lain.

Kegiatan penanaman, biasanya dilakukan setelath sae&ah mulai digenangi air. Jenis
padi yang biasa digunakan adalah jenis padi varitggul seperti jenis-jenis santana, ciliwung
namun masih ada juga yang menanam padi jenis s&lg@rti "pare barri”, "pare lotong”, "pare
bau™, dan "pare kasalle”. Mengingat penggunaamaia yang diolah secara intensif yang
menyebabkan kesuburan tanah menurun maka wargaatatamnenggunakan pupuk anorganik
(pupuk kimia). Penggunaan pupuk tersebut diawatikieprogram intensifikasi pertanian
diperkenalkan pada awal tahun 1970-an yang disRB@AS (Bimbingan Masyarakat) sebagai
bagian dari sarana produksi untuk meningkat pragakaman pangan, sebelumnya masyarakat
hanya tergantung pada kesuburan tanah alami medajuk organik alami (terdekomposisi
secara alami) selama sekitar enam bulan, yakni ngguujerami batang padi mengalami proses
pembusukan. Pada saat ini sudah ada pilihan kepadsarakat, apakah akan menggunakan
pupuk kimia atau pupuk organik. Kalau warga mempumykup uang untuk membeli pupuk
maka mereka akan menggunakan pupuk kimia, tapi Wagya yang tidak mempunyai cukup
uang untuk membeli pupuk kimia maka pilihannya alkdgdupuk organik berupa kotoran hewan
kerbau atau ayam. Jenis pupuk kimia yang biasandlg@n, antara lain pupuk urea dan TSP. Ada
juga warga menggunakan pupuk ZA. Pemupukan dafstuéten sebanyak 2 kali dalam satu
kali musim tanam. Pemupukan pertama dilakukan patiEra minggu kedua sampai dengan satu
bulan setelah penanaman, dan pemupukan kedua kfiakmenjelang padi mulai berbuah,
dengan maksud mendorong agar hasilnya dapat mdksima

Hasil panen dari sawah pada umumnya untuk dikonssensliri kecuali bagi warga yang
memiliki areal sawah yang luas maka hasil paneimgadiapat dijual untuk mendapatkan uang
tunai. Itu pun dilakukan ketika ada suatu urusdngdga yang bersifat mendesak dan penting.
Saat ini makanan utama warga adalah beras, tejadrts sebelum 20 tahun yang lalu, warga
selain mengkonsumsi beras, warga mengkonsumsi gaguim jalar, ubi talas (keladi) dan
singkong. Perubahan jenis-jenis makanan ini sédarena adanya perubahan pola penggunaan
lahan dimana sebelumnya lahan mereka bisa digunakéuk tanaman-tanaman konsumsi,
sekarang sudah ditanami tanaman-tanaman komoditlpenan jenis tanaman cengkih, kakao,

kopi, juga karena sebagian lahan mereka dimasidiam kawasan hutan produksi.
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Untuk sawah yang diairi, cara persiapan dan pehgalaya tidak jauh berbeda dengan
sawah tadah hujan. Perbedaannya hanya terletaknpasian tanam. Kalau sawah tadah hujan,
dalam satu tahun hanya sekali tanam, sedangkarhsdevaan sistem pengairan irigasi, dalam
satu tahun dapat ditanami 2 kali. DiperkirakaB0% warga setiap musimnya mengerjakan
sawah. Baik sawah dalam status milik atau pun satedéim status garap. Jika sawah garap
maka hasilnya akan dibagikan dengan pemilik lalaarak.

Kegiatan pertanian atau usaha ladang, pada saatidaih jarang dilakukan oleh warga.
Padahal, sebelum areal-areal ladang/kebun pade-bekas pemukiman lama (sejak zaman
Belanda) direboisasi tahun 1975-1976 oleh Dinasuk&atan Toraja, dan belakangan dimasukan
sebagai kawasan hutan produksi, salah satu sunebghasilan ekonomi rumah tangga selain
sawah bersumber dari berladang.

Oleh karena itu, ada dua alasan mengapa wargayjaratakukan usaha pertanian ladang
pasca reboisasPertama jenis tanah yang ada, yang tidak termasuk kawasgan kurang
cocok untuk pengembangan budidaya hortikultura dencara berladang. Jenis tanah yang
berwarna agak kekuningan dan struktur tanah cenderpadat sehingga sulit untuk
membudidayakan tanaman semusim untuk tumbuh ddrgknKalau di dalam kawasan hutan,
misalnya pada bekas pemukiman Malimongan dan bedewng lain agak kehitam-hitaman dan
sedikit berpasir sehingga tanaman seperti jagungkeng, ubi jalar dapat tumbuh lebih baik.
Kedug pada saat ini sudah banyak babi hutan yang her&eldan merusak tanaman di kebun.
Babi-babi hutan ini muncul karena adanya tumbuhamop pinus yang tumbuh secara liar di
kebun-kebun masyarakat, terlebih di hutan produBengan pertimbangan waktu, masyarakat
tidak ingin waktunya habis hanya untuk menjaga Wmhan, sehingga warga lebih memilih
menanam rumput yakni rumput Gajah dan Setari. Rumgajah terutama untuk pakan ternak
kerbau, sedangkan rumput Setari bisa untuk pakaakéambing, babi dan ayam.

Walau demikian, tidak berarti warga Simbuang BeriBinding tidak melakukan kegiatan
berkebun tanaman semusim sama sekali. Kegiataelnarkkanaman semusim tetap dilakukan,
namun pada umumnya dilakukan di sekitar rumah-rudesahdalam luasan yang terbatas untuk
mempermudah pengawasan.

Jenis-jenis tanaman semusim yang dibudidayakaaldirk biasanya jagung, singkong, ubi
talas (keladi) dan ubi jalar. Penanaman dilakukatelsh melakukan penggemburan tanah

menggunakan kayu yang pada bagian ujungnya dibjant Jenis kayu yang biasa digunakan
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adalah kayu induk (bahasa setempat) atau kayu @aduasa Indonesia). Karena dibuat untuk
kepentingan ini maka masyaralat menyebut peralatandengan namapekali Setelah
penggemburan, tanah dibiarkan beberapa lama (1nggm), menunggu rumput kering untuk
memudahkan pembakaran.

Menurut pengalaman masyarakat, kegiatan persiggamd) mulai dilakukan antara bulan
Juli sampai pertengahan September karena musinmhpgamgdi wilayah ini berawal pada kira-
kira bulan Oktober. Kegiatan penanaman dilakukaisdnya pada hujan kedua-ketiga dan jenis
tanaman pertama yang ditanam adalah jagung. Padgagmng mulai menguning, di celah-
celahnya ditanami ubi jakar, singkong, keladi (tddas) dan kacang-kacangan. Biasanya, ubi
jalar dipanen sebanyak dua kali, panen pertamekkiagbulan April, hanya mengambil umbinya
(isinya). Panen kedua atau terakhir sekitar bulaifAgjustus, umbinya dipanen sekaligus
melakukan pengolahan dan penggemburan tanah sebaga&pan musim taman berikutnya.
Proses berladang seperti ini berlangsung setiapmpenghujan/tanam.

Di samping sumber penghasilan masyarakat dari utamasawah dan ladang/kebun,
sumber penghasilan lain warga adalah usaha hutars pakyat. Jenis tanaman kehutanan jenis
ini, dulunya hanya bernilai sosial untuk kebutuh@yu bakar dan keperluan pembangunan
rumah anggota keluarga. Akan tetapi sejak tahum,1B6tika perusahaan yang bergerak di
bidang perkayuan, antara lain PT Irma Sulindo, mi@nyusul PT Nely Jaya Pratama memasuki
wilayah ini, kayu-kayu jenis pinus mulai mempunysliai ekonomi. Perusahaan-perusahaan
tersebut membeli pohon pinus hutan rakyat sebaajaarb baku pembuataiywood (triplek).
Pada masa tersebut hutan rakyat yang semula hamgdab sosial, berubah dan mempunyai
nilai ekonomi pasar. Dengan demikian, hutan piskyat saat ini merupakan salah satu sumber
pendapatan yang cukup berarti bagi masyarakat pateiari data yang ada diperkiraan bahwa
peranan hutan rakyat ke depan akan semakin belsan daemberi kontribusi pada kehidupan
ekonomi masyarakat karena masyarakat pada umumerygumyai hutan pinus rakyat.

Sumber penghasilan rumah tangga lain yang saajuga dipandang turut memberi
kontribusi ekonomi secara tidak langsung adalaarteam bambu. Jenis tanaman ini ditanam dan
tumbuh di sekitar rumah-rumah penduduk, yang mamjasselain untuk kebutuhan bahan kayu

bakar juga sebagai bahan-bahan bangunan khusushyla lhahan bangunan pondok upacara
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pengucapan syukur seperti acara pernikahan darubangondokupacara penguburan (biasa
disebut upacara pesta penguburan). Oleh karentitaman bambu selain memberi kontribusi
ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidwgmsmal masyarakat dalam praktik-praktik

sosial masyarakat Toraja.

2.4. Kepemimpinan dan Struktur Sosial Masyarakat Toraja

Dalam uraian sub bab ini mencakup beberapa urgakmj cikal bakal kepemimpinan dan
kekuasaanTongkonan struktur sosial dan sistem kekerabatan Torajayktstr sosial dan
kepemimpinariTallulembangnastruktur sosial dan kepemimpinan Lembang SimbuaorisBn

Rinding serta sistem waris dan penguasaan sumlzerday

8 pondok digunakan sebagai tempat menerima tamu gadgpada acara pesta pernikahan) dan tamu yaaggdat
melayat (pada acara upacara pemakaman), yang Yéadédmangun sebanyak yang dapat mengakomodir para
undangan untuk acara syukuran dan untuk acara perajy tergantung status sosial dari yang meningge@
saat itu, biasanya berfariasi dari 20 sd 100 ponguolg masing-masing pondok bisa mengakomodir sampai
dengan 50 orang.
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2.4.1. Cikal Bakal Kepemimpinan dan Kekuasaan Tongkonan

Menurut mitos yang diturunkan dari generasi ke gesie Tongkonanpertama yang

dikenal adalah Banua Puan di Marinding, yang datirkleh Tangdilino’.

Secara umum, masyarakat Toraja mengenal Rumah @afdoa) golongan dalam sejarah

yang berbeda, yaitu:

1. BanuaTongkonan(banua = rumah) yaitu Rumah Adat Keluarga Toraja.

a.

Rumah Tongkonanini bentuknya sekarang ini adalah sebagai bentrehu layar.
Bentuk ini mempunyai sejarah yang terkait dengarktwalatangnya penguasa-
penguasa Adat pertama di Tana Toraja yaitu oraagepyang datangnya dari Selatan
Tana Toraja dengan mempergunakan perahu yang dwambBembang melalui
sungai-sungai yang besar, seperti Sungai Satdan pada saat perahunya tidak dapat
lagi melayari sungai-sungai karena airnya deras lolnbatu-batu, maka sebagian
menambat perahunya di pinggir sungai pada tebinigge sungai yang dilalui
kemudian penghuninya berjalan kaki menuju ke peggan untuk menetap, dan
sebagian pula yang membongkar perahunya dan kemaypgkdiangkut pula ke
pegunungan kemudian dipasang kembali untuk ditémpateka diam di daratan,
kemudian dalam pembuatan Rumah seterusnya tetagikagrbentuk dari Perahu,
dan inilah mula pertama orang Toraja mempunyai Rugzng menjulang ke depan
dan ke belakang.

Terjadinya peranan dan kekuasaan dari penghunhperang sudah menjadi rumah
tersebut di atas, ialah pada saat penguasa-pengpaasaitu datang dan memilih
tempat-tempat yang tinggi (bukit). Masyarakat dkitsenya yang selalu datang
meminta petunjuk-petunjuk untuk membina masyardkat kehidupannya ke tempat

penguasa itu tinggal.

2. Banua Barung-barungaitu Rumah Pribadi setiap orang Toraja.

Ada yang mengatakan bahwa benfldngkonanmenyerupai perahu Kerajaan Cina zaman dahulu.uBeya
bagaikan perahu Kerajaan Cina yang berdinding pdmankir yang menandakan status sosial pemiliknya.
Deretan tanduk kerbau yang terpasang rapi di deggaah semakin menambah keunikan bangunan yangaterbu
dari kayu tersebut. Bentuk bangunan yang unik ipad dijumpai pada hamoir setiap pekarangan rumah
masyarakat Toraja. Posisi atau letak tangga datu fiongkonandisesuaikan dengan konsep kepercayaan
masyarakat Toraja yaitu Aluk Todolo. Pada dasapofa hiasTongkonarumumnya mengandung banyak makna
sosial, ekonomi dan religius magis terutama yampui®ingan dengan realitas kehidupan di dalam malsgar

Toraja.
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a. Barung-barungialah bangunan Rumah yang merupakan hak peroraatganpribadi
yang bentuknya tidak mengikat sepdrtingkonarpertama. Namun demikian, dalam
praktiknya ada warga yang membangun rumah prilladberbentuk sebagai Perahu
layar, tetapi tidak dikatakafongkonan

b. Barung-barung atau rumah pribadi ini dapat pula meningkat menjathtus
Tongkonanbagi turunannya di kemudian hari. Apabila terjddimikian maka proses
pengalihan ini tidak dapat begitu saja menjddingkonantetapi harus melalui
persetujuan seluruh keturunan atau kerabat dan gatis keturunan yang ingin
bersatu berdasarkan pertimbangan yang matang #@akuttikan dalam satu upacara
peresmian yang dihadiri oleh seluruh kerabat deludega yang bersangkutan. Di
tingkat masyarakat, terdapat beberapa dasar pamikiang mendorong munculnya
upaya pergeseran suatu rumah pribadi (seseoramggan€ongkonan

1) Rumah pribadi (seseorang) yang diwariskan mempupgainggalan harta
benda yang perlu dipelihara oleh seluruh keturopan

2) Pemilik rumah (dapat dalam satu garis keturunargebit mempunyai jasa
dalam kehidupan masyarakat sehingga diberi kedudukaru untuk
menduduki satu peranan adat tertentu dalam stassbhagarongkonan.

3) Peranan rumah itu telah memberikan keuntungan tgduaumpamanya
menang perang dalam mempertahankn kedaulatan &é&padirga dari rumah
itu.

Di Tana Toraja sekarang ini dikenal ada beberapgkéitanTongkonansesuai dengan
peranan dan fungsinya dalam masyarakat. Pada unaupangnan itu ditentukan oleh penguasa-
penguasa pertama yang membangmmgkonan,dan masing-masingongkonanmempunyai
kewajiban sosial yang bertingkat-tingkat di dalarasyarakat Toraja. Sehubungan dengan itu,
dikenal beberapa jeningkonanantara lain:

1. TongkonanLayuk (layuk = maha = tinggi = agung) yaitongkonan tempat membuat
peraturan-peraturan sebagai sumber perintah damasakn yang mengatur kehidupan
sosial dan agama masyarakat Toraja, Tamgkonarini sering pula dinamakahongkonan
Pesiok Alukpesiok = penyusun; aluk = aturan).

2. Tongkonan Pekaindoran/Pekamberardan lasim dikenal dengan namBongkonan

Kaparengngesaratau TongkonanKabarasariTongkonan Anak Patalgaitu Tongkonan
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yang didirikan oleh penguasa-penguasa adat di gwasasing daerah yang berfungsi
sebagai tempat pengurus atau pengatur untuk makaksa pemerintahannya berdasarkan
aturan darifongkonarPesiok Aluk atau Tongkonan Layuk

3. TongkonarBatu A'riri (batu = batu; a’riri = tiang) yaittongkonanyang didirikan oleh
keluarga sebagai Tiang Batu keluarga sebagai tempajalin persatuan dan pembinaan
keluarga termasuk warisan keluarga, namun tidak poeyai kekuasaan atau peranan
adat.TongkonarBatu A’riri yang berfungsi sebagéongkonarmpenunjang.

4. Banua Pa’rapuanyaitu TongkonanBatu A'riri dari keluarga turunan kasta rendah atau
Tana’ KarurungdanTana' Kua-Kua Peranan daBanua Pa’rapuanni tidak ada bedanya
denganTongkonarBatu A'riri (pa’rapuan= kekeluargaan).

Klasifikasi Tongkonandi daerah Tana Toraja antara 3 wilayah yaitu daebemian utara
(tondok di-Parengnge’}j daerah bagian barabfidok di Ma'dika-) dan daerah bagian selatan
(tondok di-Puangji Klasifikasi daerah bagian selatanrndok di-Puang)ibiasa disebut daerah
Tallu Lembangnamenggunakan klasifikasi sebagaimana diuraikantali, sedangkan Kobong
membuat klasifikasi yang umumnya berlaku di Tot&gian utard

Ketiga bentukTongkonardanBanua Pa’rapuartersebut di atas bangunannya berbentuk
perahu layar kecualBanua Pa’rapuankebanyakan tidak berbentuk perahu layar hal mana
bahagian yang menjulang ke depan dan ke belakang winamailLonga pada rumah
Tongkonartidak terdapat paddanua Pa’rapuamamun kesemuanya menghadap ke utara dalam
pembangunannya.

Di samping ituTongkonarLayukdanTongkonan Pekaindoran /Pekamberamemakai
ornamen Simbol Kepala Kerbau dan Kepala Ayam yalegatkan di bagian depan rumah adat
TongkonarsedangkaiTongkonarBatu A'riri tidak boleh memakai simbol tersebut karena kedua

simbol tersebut mempunyai arti sebagai pemimpin mngatur tertib kehidupan aturan-aturan

10 struktur dan klasifikasTongkonartidak sama di semua tempat, lihat Kobolmjj] dan TongkonanKIasifikasi
lain: 1). Tongkonan layukTongkonanyang mulia, berada ditampuk pimpinan, Zhngkonan anak patalo
artinya TongkonanketurunanTongkonanlayuk, 3). Tongkonan pabalianTongkonanyang membantu, artinya
yang mendampingiongkonanyang berada di atasnya (1-3), #pngkonan patulakyaitu Tongkonanyang
membantu dengan tugas tugas tertentu,T6jigkonan bulo dia’pa’yaitu Tongkonanorang merdeka, orang
kebanyakan, 6)Tongkonan kaunanyaitu Tongkonanpara budak.Tongkonan5 dan 6 termasuk struktur

Tongkonantetapi tidak diikutsertakan dalam kepemimpinan fliangsi-fungsi kemasyarakatan yang diemban
olehTongkonan
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masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang adadrd hmk kekuasaan pengaturan dan tidak
terdapat paddongkonarBatu A'riri serta pad8anua Pa’rapuan
Perbedaan-perbedaan lainnya adaldlongkonan Pesio’ Aluk dan Tongkonan
Pekaindoran/Pekamberamempunyai wilayah kekuasaan adat yang indepensisiangkan
TongkonanBatu A'riri tidak ada. Demikian jugdongkonanPesio’ Aluk dan Tongkonan
Pekaindoran/Pekamberasekalipun bangunannya sudah tidak ada, namanyag seisebut-
sebut dan dihormati oleh masyarakat sedangliamkonanBatu A’riri dan Banua Pa’rapuan
ketika bangunannya sudah tidak ada maka masydrdéatakan mempermasalahkannya.
Dengan memahami affiongkonarsebagai lambang dan pugatrapuan maka menjadi
jelas bahwa Tongkonan itu juga menjadi sumber seluruh kepemimpinan ddabg
kemasyarakatan dan keagamaan. Dalam struktungkonan Tongkonanlayuk menempati
kedudukan tertinggi dan dengan demikian juga mea@miekuasaan tertinggi. Artinya,
pemimpinTongkonarayukdengan sendirinya menjadi pucuk pimpinan (Kob@0g38).
SemuaTlongkonan anak patalmempunyai status yang sama dalam sigtam’. Tetapi
bila keturunan satu nenek moyang bertambah banyaddka sistemTongkonan perlu
distrukturisasi lebih lanjut. Semakin jauh sesegrdariTongkonan layuklalam garis keturunan,
semakin berkurang pula pengaruhnya dan semakimineiedudukannya dalam masyarakat.
Selanjutnya Kobong (2008) menjelaskan bahwa padannyaTongkonanmengemban
fungsi menjamin kepentingalongkonan Dengan perkataan laimpngkonartidak hanya wajib
memelihara kepentingan persekutuan keluarga, tptgpilembaga yang wajib memelihaak
dan adat.Tongkonanmerupakan sumber hukum dan sumber pelaksanaan Jeghtyaserta
sumber pelaksanaan kepemimpinan tradisional yangrunbari kriteria kepemimpinan yang
ada sudah dapat dikatakan bahwa kepemimpinanelalusberada di tangaanak patalo
(keturunan dari pimpinamongkonarlayuk). Dengan demikian tepatlah kalau sistBamgkonan
itu disebut benteng kepemimpinan tradisional.

In Toraja, as in much of Indonesia, where and have gits are signs of status. It is not
surprising, then, that the Tongkonan quite liteyalefines a person’s place in the society.

Dalam kepemimpinanTongkonan Kobong (2008) mengemukakan bahwa terdapat
“Tongkonakrasi”, yang sekaligus absolutis, otokratis, oliggr dan paternalistis. Meskipun
hanyaanak pataloyang berhak dicalonkan untuk kepemimpinan deongkonakrasi” bersifat

oligarki, bukan berarti di dalamnya tidak terdapmi-ciri demokratis. Rakyat, termasuk kaum
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budak, ikut serta dalam musyawarah. Tanpa “persmtijrakyat, keputusaanak patalotidak
dapat diberlakukan.Tongkonakrasi” merupakan “demokrasi sosio-religius yangitapin”,
dengan penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibadalan ketentuamluk dan adat. Jadi,
oligarki itu terkait pada ketentuaaluk dan adat. Menjamin pemberlakuan ketentuan-ketentua
aluk dan adat itu malah termasuk kewajiban peminfmngkonan Seluruh komunitas, terutama
persekutuanTongkonanbersamaanak patalg wajib hidup menurut ketentuan-ketentualnk
dan adat. PemimpinTongkonan adalah to siriwa aluk sola pemali(pemangku /
penanggungjawalaluk dan pamali) sertdo sikambi’ sukaran alukpengawal ukuran tata
kehidupan).

Kriteria pertama untuk seorang pemimpin iatatia (bija). Artinya, ia harus keturunan
Tongkonan pataloltulah prinsip dasar, yang termasuk sistama’. Kalau sistentana’ dihapus,
maka kriteria akan hilang dengan sendirinya. Sejafi@ngkonahrasi tradisional itu juga tidak
akan ada lagi. Namun, seorabhgla pun tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin. Sebab
seorang calon pemimpin harus memenuhi kriterig f@ng sangat penting, yang mungkin tidak
dapat dipenuhi oleh sembardpiga. Dari penelitian lapangan yang dilaksanakan olefiaRaran
Pendeta Gereja Toraja di berbagai lingkungan adiatifh Kobong, 2008), ada tiga pokok
penting yang muncul ke permukaan sebagai syaranm@m

1) Kinaa, manarang artinya bijaksana, berhikmat. Seorang pemimpirusdisa bergaul
dengan bijaksana, harus bisa memilih kata-katangmgah bijaksana, semacam
kebijaksanaan Salomo.

2) Sugi, artinya kaya, mapan, karemaparenge’harus sanggup dalam keadaan darurat
menolong bawahannya, orang yadgenge(dipikul) dengan kekayaannya, misalnya

apabila budaknya tidak dapat membayar ritus kemage, maka dia harus membantunya.

3) Barani, berani, artinya ia harus berani mengambil residalam keadaan darurat

mengambil keputusan yang tepat.

Apabila seorang calon pemimpin memenuhi persyaraatipilin olehanak patalodengan
mengikutsertakan rakyat. Walaupun hak mencalonkan rdemilih termasuk wewenaragak

patalg, pendapat rakyat juga perlu diminta.

2.4.2. Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan Toraja
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Latar belakang historis orang Toraja sebagaimamay yelah dipaparkan di muka,
memberi gambaran bahwa komunitas yang berintikaluakga-keluarga menurut garis
keturunan adalah menjadi prinsip membangun jarifgdoungan dalam struktur sosial mereka.
Perdamaian akibat perang antar komunitas diisi atererjanjian kerjasama yang biasanya
diikuti oleh perkawinan antara anggota keluargagybertujuan untuk memperluas jaringan
komunitas dalam rangka menghadapi berbagai ancdaratluar.

Komunitas yang lebih besar dalam arti sebuah runkelirarga menurut garis keturunan,
dan terbentuk melalui kawin-mawin, menetapkan siadierta tata cara hidup yang menjadi
pedoman bagi semua tingkah lakunya berdasaké&atau kepercayaan yang dianutnya dengan
ciri khususnya masing-masing. Komunitas sebagasgketuan hidup dipimpin oleh seorang
yang dianggap lebih tua, perkasa, lebih cakapnpetan lebih mampu atau kaya, baik dari garis
keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis ketan ibu (matrilineal) atau gabungan
keduanya (prinsip bilateral).

Ketika saya menemui informan di lapangan yaitu Antlle ( umur 60-an), salah satu
tokoh masyarakat Simbuang Borisan Rinding, menatutfiahwa di Tana Toraja menerapkan
sistem campuran, yaitu garis keturunan berdasaitiardan atau bapak. Di sini, tidak ada
ketentuan baku satu keluarga harus mengikuti degtsrunan ibu atau garis keturunan ayah
selamanya. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkaentimgan yang dinilai menguntungkan.
Dengan kata lain, satu keluarga dapat memilih sebabas untuk mengikuti garis keturunan
ayah atau ibu, tergantung pertimbangan keluargaamyang lebih menguntungkan posisi atau
prestise keluarga dalam masyarakat yang bersamgkuta

Hal-hal yang biasanya menjadi pertimbangan bagiuaelkeluarga untuk menentukan
pilihan, apakah mengikuti garis keturunan ibu ddaauaayah adalah di antaranya status
kebangsawanan, harta/kekayaan, keluarga pejabatselzagainya. Dari unsur-unsur ini akan
dipilih salah satu yang menurut penilaian merekahlenenguntungkan. Menurut kebiasaan
yang dia amati, dari sekian banyak unsur penildiaam menentukan garis keturunan, warga
Toraja lebih cenderung memilih status sosial tiaded bangsawanp(@ang. Sebab, status ini
lebih langgeng dalam kehidupan masyarakat jika rdilbegkan dengan unsur kekayaan,
pemegang jabatan tertentu dan sebagainya.

Mengingat tidak ada aturan kekerabatan bersifat lidn dapat berubah antara satu

generasi dengan generasi berikutnya maka bagi duangangat sulit melakukan penelusuran
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tentang susunan garis kerabat dari sebuah kelugeghkit lebih mudah, jika garis kerabat itu
ditelusuri sendiri oleh mereka yang benar-benar pugtyai hubungan langsung dalam suatu
garis kerabat. Mungkin karena kesulitan ini, dalddmdaya Toraja, kawin-mawin dapat
berlangsung antar keturunan ayah atau ibu yangalbdasa kandung setelah generasi kedua
(sepupu 2 kali). Dengan kata ini, kawin-mawin dapatangsung di antara mereka dari garis
keturunan yang sama (dari ayah atau ibu) jika sadatmasuki generasi kedua atau tingkat cucu.
Sistem kekerabatan seperti ini membawa konsekueseseorang dapat menjadi anggota dari
sejumlahTongkonan(arti sederhananya, rumpun keluarga) karena degrasal (bersumber) dari
ibu atau pun dari ayah. Oleh karena itu, seoranmgav@oraja idealnya harus mengetahui dengan
baik dari mana garis keturunan dan dalam posigistapa terhadapongkonanyang dia
menjadi anggotanya.

Gelar pemimpin persekutugimongkonan)diberikan menurut tingkat kemampuan, luas
wilayah, dan fungsi-fungsinya dalam kekuasaan ddati hubungan kehidupan kekeluargaan,
dalam perkembangannya melahirkan pelapisan-petamssaial (social stratification¥y yang
dalam bahasa Toraja disefatna’.

Menurut keterangan para tetua adat, umumnya nastaioraja mengenal pelapisan
sosial sebagai berikut :

1) Tana’ Bulaan (Tingkatan Emas), yaitu kasta keturunan bangsawéasyarakat yang
berasal dariTana’ Bulaanini berhak memangku jabatan ketua atau perangdtat, a
termasukPuang Pong Ma'dika, SokkoKayu (gelar puang di Kesu'Siambe, Siinda
Kalau golongan bangsawan ini kaya, ia dis@mKapua(orang besar) ataliosugi’ (orang
kaya). Pada umumnya golongan bangsawan ini sefakugang memegang peranan dan
kekuasaan dalam masyarakat, dan mereka pula yanguasai tanah-tanah pertanian di
Tana Toraja termasuk pemilikan ternak. H. TH. Fe&scmengatakan bahwa memiliki
ternak pada orang-orang Toraja adalah hak prefdgaigsawan yang justru karena itulah
mereka berkuasa atas rakyat. Dalam hubungannyaaddegbaga pernikahan, ukuran
kapa’na (semacam mahar atsompakati dalam adat Bugis; lebih tepat bila disebut
dikatakan denda karena baru berlaku/dibayar bilgdie perceraian) jumlahnyannan
sangpuladug artinya 6 (enam) sampai 12 (dua belas) ekor kerba

2) Tana’ Bassi (Tingkatan Besi), yaitu kasta keturunan bangsawemengah. Menurut

ketentuan adat, anggota masyarakat yang berdanadd Bassiberhak menduduki jabatan
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sebagai pembantu di dalam lembaga adat, antaradasgaiAnak Patalo/TobaradanTo

Parenge! Golongan menengah ini disebut pul@makaka (torroan kakd. Dalam

kaitannya dengakapa’ perkawinan jumlahnya adalgiatangkarua artinya 4 (empat)
sampai 8 (delapan) ekor kerbau, boleh juga 10 (skpakor.

3) Tana’ Karurung (Tingkatan ljuk/Enau), yaitu kasta masyarakat diatau umum, atau
orang merdeka yang berhak memegang jabatan pgiegasha sebagdndo’ Padang
(Kepala Dusun) misalnya, dengan gelarindo’. Pada umumnya mereka tidak memiliki
tanah pertanian dan hanya menjadi buruh tani pattangan bangsawan. Mereka ulet,
tekun bekerja, dan hidup sangat sederh#@mpa’ perkawinannya adalakang-ayoka
artinya sepasang atau 2 (dua) ekor kerbau makdirfghpat) ekor.

4) Tana’'Kua-Kua(Tingkatan Rumput), yaitu kasta hamba sahayalseasal dari keturunan
hamba sahaya diseblib ma’ Pariu, artinya orang yang disuruh bekerja atau mengolah
tanah pertanian yang kehidupannya bersama dendaardg@nya dijamin oleh tuannya.
Kapa’ perkawinannya adalamesa’baiataubai tungga) artinya hanya 1(satu) ekor babi
yang sudah pernah beranak, namabgadoko Selanjutnya,Tana’ Kua-Kuaini hanya
berhak di dalam tugas yang disefict Mebalun (orang yang menyelenggarakan urusan
mayat yang masih berada di atas rumah) alauMa’ Kayo. Selain itu, mereka
berkewajiban memberikan segenap pengabdiannya &dpad’ BulaandanTana' Bassi
dan sebaliknyaTana’ BulaandanTana’ Bassimempercayai golongan ini karena sumpah
turun temurun, dan sekaligus berkewajiban membaeneka dalam kesulitan hidupnya.

Menurut Tangdilintin (1981), keemp#&na’ (kasta) tersebut di atas berkembang sejak
datangnyaTomanurunPuang Tamboro Langi’, dan kemudian di daerah Kagaa hanya 3
(tiga) susunamana’ yaitu :

1) Tana Bulaanhanya khusus untuk Puang Tomanurun.

2) Tana’ Bassuntuk bangsawan yang bukan turunan Puang Tomanurun

3) Tana’ Karurunguntuk semua rakyat merdeka atau yang tidak betkesm bangsawan
yang kesemuanya digolongkan sebgai kasta pengapdideTana’ Bulaandan Tana’
Bassi

! sandarupa(2004), gelar kompromi bagi bangsawamgeh menengah keturunan Tangdilino yang ditempatka
sebagai posisi kakak (torroan kaka/ to makaka)er@rgolongan bukan hamba dari Tomanurun Puang
Tamborolangi’ setelah melalui musyawarah beg@ambongan kalud'sesudah perang di antara mereka.
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Sistem pelapisan sosial masyarakat Toraja menatart belakang keturunan senantiasa
bertalian dengan keberadaan Tomanurun. Makin dekaingan kekerabatan seseorang dengan
Tomanurun, makin tinggi pula derajat orang tersebalam pelapisan sosialnya. Sistem
pelapisan sosial bukan hanya dikenal melalui ggder kebangsawanan yang melekat pada
nama seseorang melainkan juga tercermin pada amagam simbol-simbol budaya, antara lain
bentuk rumahTongkonaly tata rias dan ukiran bangunan.

Kekerabatan antara individu dalam kehidupan makgarBoraja sampai sekarang tetap
dapat ditelusuri melalui jalur hubungan darah ataupubungan perkawinan. Menurut ketentuan
adat bahwa silsilah keturunan seseorang selaluhdipegkan baik melalui garis keturunan
pihak ayah maupun melalui garis keturunan ibunyandatipun sistem kekerabatan berlaku
secara bilateral namun dalam hal status sosiatasgaanak senantiasa mewarisi status sosial
pihak ayahnya. Setiap anak yang lahir dari seoegm@ipy dengan statugana’ Bulaanataupun
Tana’ Bassisecara langsung berstatus sama dengan statusas@siaya, kendati ibunya bukan
Tana’ Bulaan atau Tana’ Bassi Sebaliknya anak dari seorang laki-laki keturuneama’
Karurung akan secara langsung berstalisa’ Karurung pula, kendati ibunya berasal dari
keturunanTana’ Bulaanmaupunlana’ Bassi

Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, maka gelokekerabatan masyarakat Toraja
bukan hanya terbatas pada kehidupan rumah tamggéeér family, melainkan lebih luas dan
meliputi segenap individu yang masih ada hubungatajflen darah dan perkawinan, dalam hal
ini lembaga kekerabatarongkonanDalam hal perkawinan, masyarakat Toraja mengastérsi
perkawinanendogami maksudnya kawin-mawin terjadi antara sesama dadgerabat namun
dalam batas-batas tertentu. Perkawinan antara aesandara kandung — saudara kandung
diperluas pengertiannya sampai sepupu tiga kaliupadan pantangan (pamali, tabu) dan
merupakarsiri’ (malu). Kalau terjadi pelanggaran terhadap Pagatami, maka pelanggaran
ini disebut dalam bahasa Tordjampasirampanan kapa’' tomisa’ dikombong, umpasiatde
pa’sullean allotosibidang tominna“artinya menikahkan orang bersaudara kandung ssidow
seayah. Demikian pula perkawinan antara anak denpan bapaknya, cucu dengan
nenek/kakeknya dilarang. Apabila di antara merektakukan perkawinan adat maka seorang

pria daritana’ ’kasta’ yang rendah tidak dibenarkan mengawinepguan dariana’ yang lebih
tinggi.
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Selain batasan atau larangan tersebut di atas, ana&sy Toraja pada umumnya
menghindari terjadinya perjodohan antara sepupupaarkepada sepupu tiga kali secara
horizontal, kecuali mendapat persetujuan keludrgagkonandengan maksud memperbaharui
hubungan darah atau untuk memelihara kemurnema’. Hal ini menunjukkan bahwa
perkawinan yang dianggap ideal ialah perkawinaaransesama sepupu keempat kali, namun
dalam kenyataannya sekarang ini banyak yang telahikah sampai pada sepupu dua Kali.
Penulis sebagai orang Toraja berpendapat bahwapiisg terjadi kerumitan dalam penelusuran
garis keturunan yang berpengaruh pada sistem kawawin, pertimbangan lain untuk boleh
menikah setelah sepupu 2 kali adalah berhubungagadeharta warisan. Bahwa, dalam budaya
Toraja prestise sosial-budaya seseorang yang bersumber dari sksiykan/harta merupakan
orientasi yang penting. Sebab akan berhubungaradenggkat gengsi di dalam hubungan sosial
kemasyarakatan.

Dalam kenyataan sekarang ini pula, tidak sedikikgeinan yang terjadi antara orang-
orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatakababudah banyak warga masyarakat
Toraja menikah dengan perempuan ataupun laki-lakisdiku bangsa di luar Toraja. Demikian
juga batas-batas tana’ semakin tidak ekstrim, mangarasionalitas. Hal ini berlaku kalau di
antara mereka melakukan perkawinan adat.

Demikian juga perkawinan antara kasta yang tingmogan kasta rendah tidak hanya
berlaku bagi pria kasta tinggi dengan wanita kastalah, tetapi juga sudah sering terjadi dari
wanita kasta tinggi dengan pria kasta rendah, walaumasih jarang terjadi. Ini menunjukkan
adanya perubahan sosial dalam sistem perkawinagakedalam batas-batas yang tidak lagi
termasuk dalam kategori tabu, pamali, atau sietuBahan nilai ini diakibatkan oleh semakin
melemahnya hukum-hukum adatugtomary lay dan makin menguatnya hukum-hukum agama
(religius law) khususnya dalam pemahaman ajaran kekristenanabsémua manusia sama di
hadapan manusia.

Dalam hal keagamaan, Joachim W4ackependapat dengan Gerardus van der Leeuw,
bahwa komunitas keagamaan (Gemeinschaft) adalaiatsegang tidak diciptakan, tetapi ada
begitu saja; ia ada bukan karena sentimen atasgmratetapi pada ketidaksadaran. la tidak

perlu didirikan atas dasar keyakinan apapun, kageada dengan sendirinya. Kita tidak menjadi

12 30achim WachThe Comparative Study of Religions, editor Joseph M.Kitagawa, (New York and London :
Columbia University Press), 1958, him.xxix.
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anggota-anggotanya, tetapi "menjadi miliknya”. Dkiam halnya komunitasAluk Todolo
tentunya tidaklah dibentuk dengan sengaja tetapeteuk dengan sendirinya melalui suatu
proses historis yang panjang dan lama. Kebutuhateknatas rasa solidaritas, kesetiaan pada
keluarga, Tongkonan nampaknya merupakan dasar kode etik’humanismeukias”.
Keterikatan kepada suatu kehormatan dan keutaméansendiri, kemudian merupakan prinsip
pokok terbentuknya komunitas Toraja.

Kode etik tersebut di atas tercermin dalam persyeAiuk Todoloyang secara sosio-
religio, diartikan oleh orang Toraja sebagai seikefaajikan berdasarkan tradisi nenek moyang
(leluhur), kemudian menjadi tradisi rakyat yang landasi nama baik anggota keluarga
Tongkonan atau suku, termasuk mematuhi kewajiban-kewajib@kelkiargaan, keharusan
memberikan perlindungan, keterbukaan menerima tasan, memuliakaraluk/adat dengan
keharusan melakukan pengorbanan berdarah, yaityepdelihan hewan pada upacara ritual
Rambu TukadanRambu Solo’

2.4.3. Struktur Sosial dan Kepemimpinan Tallu Lembangna

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa strigkisial dan kepemimpinan lokal
di Tana Toraja terbagi dalam tiga wilayah, yaknewéah Toraja bagian utara, selatan dan barat.
Struktur masyarakat di wilayah utara dan barat &aeydapat dua tingkatan, yakni bangsawan
dan bukan bangsawan. Sedangkan di wilayah sedatiaktur sosial tradisional masyarakatnya
dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni ada kaum $angnpuang ((Tana’ Bulaan), Tomakaka
(Tana’ BassidanKaunan (Tana’ Karurung dan Kua2).

Sementara itu, kepemimpinan lokal di wilayah utaimamakan Kaparengesan; di
wilayah selatan dinamak&Pa’puangan dan di wilayah barat dinamakdwa'dika. Khusus di
wilayah Selatan, Pa’puangan terbagi dalam tiga wilayahpa’puangan yang disebut
Tallulembangn&, yakni Puang Sangalla’, Puang Mengkendek dan PMaigle. Tiga lapisan
sosial ini, sekaligus berperan dalam kepemimpio&alldi wilayah masing-masing (Sangalla’,
Mengkendek dan Makale). Dalam sistem pemerintalaa@a pnasa penjajahan para Puang rata-

rata berperan sebadaalodang(kepala wilayah) di wilayahnya.

13 Sekarang dikenal Kecamatan Makale, Sangalla’,gWendek. Mengkendek adalah kecamatan dari
Lembang Simbuang Borisan Rinding yang menjadi ggignelitian.
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Jika dilihat dari struktur kepemimpinan, maka mgsimasing Puang membawahi lagi
Tongkonan-TongkonarMisalnya, untuk Puang Mengkendek, dadangkonanBuasan/Batakan,
Su'pi/Sa’ku dan Tongkonan Marintang. Masing-masingrongkonan mempunyai sekretaris
sebagai pelaksana, walaupun sebelumnya Tongkonagkdoan ini di bawah kekuasaan Puang

Sangalla’ yang membawahi Kapala Bua’ (kepala witesetingkat desa)

2.4.4. Struktur Sosial dan Kepemimpinan Lembang Simbuang Borisan Rinding

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa strigisial menentukan tingkat
kepemimpinan tradisonal di wilayah Tana Toraja. $isidi wilayah Selatan dikenal dengan
Tallulembangnayang menguasai masing-masing wilayah kekuasaasrsseéradisional. Tiga
wilayah kekuasaan tersebut, antara lain wilak@ahuanganMengkendek di bawah penguasaan
(palodang = kepala wilayah) Puang Mengkenddkapuangan Sangalla’ di bawah Puang
Sangalla’ dan wilayatkapuanganMakale di bawah penguasaan Puang Makale. Di dalam
masing-masingkapuanganterdapat lagiTongkonanTongkonan Bila ditelusuri lebih lanjut
dalam mitos sebagaimana dikemukakan Sandarupa )(20@ka diketahui bahwa masyarakat
Simbuang terdiri dari tiga lapisan sosial ydituang (Tana’ Bulaanketurunan Puang Landek
dari Tongkonan Su’pi,To makaka( Tana' Bassi) darKaunan (Tana’ Karurung/Kua
Sedangkan masyarakat Borisan Rinding hanya satisatapyaitu To makaka keturunan
Pasa’pangan, oleh karena itu tidak ada anggotaar@s&t yang dipanggil puang di wilayah
tersebut, termasuk bangsawan yang datang dariBoasan Rinding bila memasuki wilayah
Borisan Rinding tidak boleh dipanggil puang, sefmsseatau sumpah antara Puang Landek,
keturunan Puang Tamboro Langi’ (Sandarupa, 2004) Hasa’pangatd makaka (diduga
keturunan Tangdilino) yang disaksikan oleh Kadofidhat Basse Borisan Rinding pada
Lampiran 1).

Lembang (desa) Simbuang Borisan Rinding sebagahssdtu lembang yang saat ini
dalam wilayahkapuanganMengkendek atau di bawah penguasaan Puang Menrgkesdiapat
tiga Tongkonan yang disebuongkonan Tallpyaitu TongkonanMarintang, TongkonanSu’pi
dan TongkonanBuasan. Kedudukan tigeongkonanini sama derajatnya, tidak ada yang lebih
tinggi derajatnya dari yang lain. UntukongkonanMarintang dijabat oleh Almarhum Puang

Andi Lolo, sedangkaifongkonanSu’pi dijabat oleh Puang Kali yang saat ini tiabdi Sa’ku’
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(sekarang sering diseblibngkonarSa’ku’), sementardongkonarBuasana dijabat oleh Puang
Indo’ Lai’ Ruruk yang saat ini tinggal di Batakasekarang sering diseblibongkonarBatakan).

Dalam pemerintahan adat, tigangkonanni mempunyai sekretaris, yang dalam bahasa
setempat dinamakaBaliara’na. Untuk TongkonanMarintang disebutbaliara’na Palimbu,
TongkonanSa’ku’ disebutbaliara’na Simbuang danTongkonanBuasan disebubaliara’na
Pollo Banun. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hdrerkdaan pardaliara’na dibantu oleh
Tongkonanmelalui kepalalongkonan masing-masing. Di samping mempunyai sekretaga, t
Tongkonanini mempunyai Matuaulu (pelaksana) di dalam menjalankan tugas operasional
sehari-hari, mereka menyebutnya sebagai pelaksgramdan. Terdapat 1datuaulu dalam
wilayah Tonggkonan Talluantara lain Su’pi, Balulang, Rante Balulang, Batu Lepong-
lepong, Tondok Bangla’, Batuariri Rantd,ongkonan Tondok Bangla’, Kalimbuang |,
Kalimbuang Il, Mamereng, Buntu, Kunik.

Fungsi dan peranan dari para tokoh-tokoh adat dédmtupan masyarakat pada saat ini
dapat dikatakan lemah. Hal ini diakibatkan oleh &gran zaman di satu sisi dan semakin tidak
mendapat perhatian dari pemerintah di sisi yang Radahal peran para tokoh adat tempo dulu
menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Eagkdapat kegiatan di dalam masyarakat,
maka para tokoh adat inilah yang mengambil perdaokumenggerakkan warga. Yang terjadi
sekarang ini, pemerintah cenderung jalan sendmi mi@ngabaikan peranan para tokoh adat
dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam menanmasoalan-persoalan di tengah
masyarakat juga pemerintahan lembang (desa) lefi jglan sendiri. Akibatnya pananganan
persoalan yang terjadi dalam masyarakat jaranyaalg tuntas.

Peranan dan fungsi tokoh adat infofigkonan-Tongkonansudah semakin lemah
sehingga terjadi kekaburan dalam hal peranan djkain masyarakat. Hal ini mendorong
terjadinya klaim, klaim dalam hal peran dan fungsperti peran-peran Tongkonan diantara
mereka menanyakan mana yang menjamigkonarutama. Hal ini terungkap dalam pernyataan
Puang Baine menegaskan:

"...Tongkonan Utama yang ada di Lembang Simbuang Borisan Rincidglah
TongkonarBatakan (dulu Buasan) dengan menyampaikan alasabgnarannya ketika
ada pembagian daging kerbau yang dis¢itait (biasanya kepala kerbau) ketika ada
acara adat upacara pemakaman atau ARanabu SolqQ’menurutnya apabila hanya satu
ekor kerbau yang dipotong maka yang hanya didlpatkepala kerbau adalah Batakan,
lalu menyusul Su’'pi/Sa’ku’ dan yang terakhir adalangkonanMarintang yang biasa
diwakili oleh beliau karena merasa beliau juga ketan atau rumpun keluarga
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Tongkonan Marintang tergantung jumlah ekor kerbau yang dipgt oleh yang
melaksanakan upacara pemakarfRambu Solo’)sehingga beliau mengklaim Puang
Batakan hingga saat ini diakui sebagai Puang Utakai dirinya sendiri”.

Pernyataan tersebut di atas sebagai suatu upayabangun suatu strategi dalam
penguasaan asdtongkonandalam wilayah penguasaan ketiga Tongkonan tersdbuattas
sehingga kalau ada pembagian hasil panen sawalakan kering (kebun dan hutan) ketiga
Tongkonan kiranya beliau dapat diperhitungkan umh@ndapatkan hak sebagaimana hak-hak

sosial yang didapatkan dalam acara-acara sosiadlranio’ dan rambu tuka’

2.4.5. Sistem Waris dan Penguasaan Sumberdaya

Sistem waris kepemilikan terhadap sumberdaya akamg gianut di Lembang Simbuang
Borisan Rinding adalah hak milik bersama (komunang tidak dibagi. Dengan kata lain,
Sistem pewarisan terhadap harta/kekayaan dalanalsét®luarga tidak dibagi, tetapi dijadikan
sebagai harta pusaka bagi para keturunannya daddaun garis keturunan. Sebuah bentuk
kekayaan yang menjadi harta pusaka didasarkangmdaat dari pendahulu. Pertimbangannya,
harta pusaka dapat mengingatkan hubungan keralsaitatia para kerabat yang terpisah akibat
kawin-mawin. Sebagai harta pusaka, penggunaanpat@anfaatannya selalu dimusyawarahkan
bersama.

Berikut sebuah contoh, bagaimana sistem pewarisdamd sebuah keluarga dalam
tradisi/budaya Simbuang Borisan Rinding. MisalnfyaA, mempunyai anak sebanyak 4 orang,
terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempudi A memiliki sawah yang diperolehnya
dengan cara membuka sendiri seluas 2 hektar. RadlaisA meninggal, maka sawah seluas 2
hektar ini tidak dibagikan kepada 4 orang anaktgtapi menjadi milik bersama, yaitu menjadi
harta pusaka. Sebagai harta pusaka, salah satd deaing ini atau ke 4 orang ini bertanggung
jawab bersama atas pengolahan lahan tersebut.nylisasawah ini dikerjakan menggunakan
jasa traktor maka biayanya akan ditanggung bersBemikian juga untuk biaya-biaya lainnya,
seperti pupuk, upah panen dan sebagainya. Hashpdari sawah tidak dibagikan kepada ahli
waris, melainkan disimpan di atas lumbung padin@latau lemba) yang telah disiapkan oleh
pengolah sawah (dalam hal ini si A). Hasil sawatseieut digunakan untuk kepentingan
bersama, misalnya untuk kebutuhan pesta bersaram darabat yang bersangkutan. Kalau ada
kebutuhan pribadi yang mendesak dari para angdpditavaris maka dapat dipergunakan dalam

lingkup kerabat, akan tetapi bersifat pinjaman. éfar bersifat pinjaman maka pada waktu
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musim panen berikutnya, harus dikembalikan lagamiabentuk padi (gabahpemikian juga
halnya jika keluarga benar-benar membutuhkan uangi tdalam jumlah yang banyak untuk
suatu urusan dalam kerabat yang bersangkutan naaia jusaka berupa sawah dapat digadai
kepada pihak lain. Jika terjadi penggadaian harsaka maka yang menggadaikan harta pusaka
tersebut harus menebus kembali sesuai dengan juratedaksi (biasanya dalam ukuran panjang
tanduk kerbau, walaupun pelaksanaannya dalam bergng tunai), dengan demikian harta
pusaka tersebut dikembalikan pada posisi semuldik(bersama). Biasanya bunga tidak
diperhitungkan karena dikompensasi dengan hasg ymeroleh dari usaha pengolahan sawah
tersebut dan nilai apresiasi kenaikan harga kerbau.

Dalam posisi sebagai harta pusaka, semua anabataetalam garis keturunan yang sama
mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak adbegaan hak antara anak laki-laki
maupun perempuan. Demikian halnya, mereka tidakgered perbedaan hak dan tanggung
jawab antara anak sulung dengan yang kedua, k#gigaeterusnya, semuanya mempunyai hak
yang sama. Dengan demikian, meskipun anak peremyaran sudah menikah, namun haknya
terhadap harta pusaka tidak akan pernah hilang.

Menurut warga, sejumlah kekayaan yang dipandanggselharta pusaka sebenarnya
bermula dari amanat para pendahulu. Jika sejunti sejenis kekayaan tidak diamanatkan
sebagai harta pusaka maka dapat dibagikan kepadxage penerusnya. Bagi orang Toraja
umumnya, warga Simbuang Borisan Rinding khususkekayaan yang diamanatkan menjadi
harta pusaka adalah sawah dalam urutan pertamdewhak (kerbau) adalah urutan kedua. Hal
ini disebabkan oleh karena dua jenis kekayaanlietsaerupakan penenprestisebagi sebuah
rumpun keluarga, terlebih jika ada kaitannya dengasisi adat Tongkonah di dalam
masyarakat. Berhubung semakin sulithnya mengkonleain kering menjadi areal persawahan
maka untuk kondisi sekarang ini terdapat kecendgnurdi tingkat warga untuk menempatkan
ladang dalam kategori sebagai harta pusaka.

Meskipun memiliki sistem pewarisan seperti yangralkan sebelumnya, diakui oleh
sejumlah tokoh masyarakat dan warga yang memppeyejalaman dalam hal pewarisan bahwa
akibat peningkatan jumlah penduduk di satu sisi d@makin sulitnya akses terhadap
sumberdaya lahan hutan, terutama untuk mendapatceah sebagai areal pemukiman dan
ladang/kebun yang terletak di sekitar pemukimasigliyang lain, maka sejumlah warga mulai

mendapatkan areal pertanian melalui cara membekalAyang diperoleh dengan cara ini

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



umumnya dilanjutkan dengan pengurusan sertifikas &nah atas nama pemiliknya. Dengan
demikian, untuk menjadikan harta tersebut seblbgda pusaka sudah tidak sulit karena telah
dikategorikan sebagai harta pribadi (harta hasihgat sendiri.
Puasa Kiding, salah seorang tokoh masyarakat mgkgpkan pengalamannya
kepada penulis yang diolah kembali:

"...Harta pusaka itu setelah ada amanat dari ner@ang mereka. Jika tidak maka dilihat
sebagai harta pribadi. Namun keadaan mulai berubahgurusan sertifikat tanah mulai
masuk di wilayah ini, dan sekitarnya. Areal pemukin bahkan mulai menjurus ke

ladang-ladang untuk disertifikatkan. Kondisi iniaak memberi pengaruh kepada harta
pusaka. Pada saat ini, lahan perkebunan yang tBpemoelalui warisan neneknya,

demikian juga tempat pemukiman pada saat ini sddagntifikatkan. Saya sedang berpikir,

apakah lahan perkebunan yang sudah disertifikaitiadijadikan sebagai harta pusaka
karena dari neneknya ataukah langsung dibagikamdee@mnak-anak saya. "Memang
belum ada keputusan, tetapi akan dimusyawarahk@amgitiat kerabat”.

Sejumlah warga memprediksi, jika sertifikasi tediekukan maka akan mendorong
orang untuk mendiskusikan kembali status-statuatyang pada saat ini sebagai harta pusaka,
khususnya harta pusaka dari Tongkonan karena waegginginkan adanya kepastian hak atas

tanah (lahan) yang dimiliki.

2.5. Pengelolaan Hutan

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat hutan negarddem hak’. Hutan negara yang ada
berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan lindung datan produksi. Hutan negara tersebut
karena fungsi-fungsinya maka sering disebut sebdgaang publik yang dikelola oleh
pemerintah. Hutan hak yang berada di Kabupaten Tarja dikenal dengan nama hutan rakyat
yang berkembang dengan baik dan dikenal oleh masyarmaupun pemerintah bahwa
pengembangan hutan rakyat di Toraja cukup berbdasildibandingkan dengan kabupaten atau

daerah lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, sgainmengemuka suatu pernyataan dari

1 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hampéuam leerisi sumberdaya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannyay gatu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ataetdfikan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetiytan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidekali hak
atas tanahHutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebkraths tanabHutan Produksi
adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokekpraeuksi hasil hutarHutan lindung adalah kawasan
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perligdorsistem penyangga kehidupan untuk mengatuaitata
mencegah banijir, mengendalikan erosi, mencegatugstir laut dan memelihara kesuburan tamédhutanan
adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut mlehgen, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu
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masyarakat maupun pengakuan pemerintah kabupateratiskalau ada lahan kosong di toraja
berati itu adalah kawasan hutan”, artinya hutaryabkauh lebih baik daripada hutan negara.
Hutan rakyat tersebut secara fisik tumbuh di pehkgan, kebun milik perorangan, lahan milik
keluarga dan lahan milik rumpun keluarga atBongkonahyang jenisnya bervariasi dari pinus,
cempaka, cemara, nyatoh, sengon,suren, sungkahubdan jenis lainnya. Jenis-jenis tersebut
tumbuh karena melalui budidaya tanaman oleh masgatarena sudah turun-temurun dari
nenek moyang mereka sudah mempunyai ikatan embsiengan hutan melalui adat istiadat
masyarakat toraja. Oleh karena itu, hutan bagi aragat Toraja mempunyai nilai budaya yang
tinggi bagi kebudayaan masyarakat Toraja, dalamnhm@ha sebagian adat istiadat mereka
tergantung kepada hutan, khusus hutan bambu sarsgdaitannya dengan upacara pemakaman
hal mana dalam pelaksanaan upacara diperlukan banguondok tempat menjamu para tamu
yang datang melayat. Bahan-bahan bangunan pondabte terdiri dari bambu dan papan serta
balok-balok kayu dan mejadi bahan alat upacaranaitu kepemilikan hutan bambu dan jenis

lainnya sering dihubungkan sebagai lambang staiialsmasyarakat Toraja.

2.5.1. Penguasaan dan Perencanaan Wilayah Hutan

Berdasarkan kepemilikan, hutan di Kabupaten Tamajdderdiri dari hutan negara dan
hutan hak yang lazim disebut hutan rakyat. Menacatiétan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Tana Toraja, luas kawasan hutan negafahai93.775 Ha yang terdiri dari hutan
lindung dengan luas 168.912 Ha dan hutan produksgah luas 24.863 Ha. Sebagian hutan
negara tersebut merupakan hutan alam dan sebagampakan hutan tanaman pinus hasil
reboisasi seluas 70.000 Ha di antaranya melatgram Inpres 1976/1977, sedangkan hutan
hak seluas 77.154 Ha, yang terdiri atas hutan bambui dan hutan bambu campuran masing-
masing seluas 5.897 Ha dan 10.890 Ha, hutan kedoupuwran seluas 47.857 Ha dan hutan pinus
murni seluas 12.510 Ha.
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Tabel: 5. Luas Areal Hutan berdasarkan Fungsi HdéanKepemilikan berdasakan Wilayah
Pemerintahan

Hutan Negara
No| Wilayah Hutan Jumlah Luas
Produksi Lindung Rakyat (Ha) Hutan
(Ha) (Ha) (Ha)
1 | Kabupaten 24.863 168.912 77.154 3.195
Tana Toraja
2 [Kecamata 6.910 7.950 7.722 22.582
Mengkende
3 |Lembang
Simbuanc 2.000 7.950 570 10.520
Borisan
Rinding
Sumber Data: Buku Statistik Kabupaten Tana Tosgjag sudah diolah oleh PenulfsData Hutan Negara Wilayah

Lembang Simbuang tidak dimasukkan ke dalam wildygtuasaan pemerintahan Lembang (Luas
hutan diukur dengan alat planimetris yang berbatadengan wilayah pemerintahan Lembang
Simbuang Borisan Rinding dengan kelompok HutanjSiha@’puang dan Ponian).

Dari data tersebut di atas memberikan gambaran ddtabupaten Tana Toraja sangat
memainkan peranan penting bagi daerah kabupatekitdisiya, khususnya daerah kabupaten
lain sebagai penghasil padi dan bagi daerah yangilikiepembangkit listrik tenaga air dalam
hubungannya dengan air, karena letak geografis paibn Tana Toraja yang berada pada
ketinggian rata-rata di atas 800 m dari permukaan dan merupakan pertemuan hulu sungai
yang mengairi persawahan yang berada di Kabupateang, Sidrap, Polmas, Wajo, Luwuk,
Luwuk Timur, Kodya Palopo yang selama ini dikengtbagai lumbung beras Sulawesi Selatan,
sehingga daerah Kabupaten Tana Toraja lasim dissdhdgai kabupaten menara air. Oleh
karena itu, hutan di daerah Tana Toraja dikenagaerhutan pengatur tata air untuk daerah di
sekitarnya di satu sisi, namun di lain pihak maskar lokal yang tinggal di dalam dan disekitar
hutan tersebut mempunyai kepentingan tersendimasuk pemerintah Kabupaten Tana Toraja

untuk mendapatkan keuntungan langsung misalnydunpkmanfaatan hasil hutan kayu pinus.

2.5.2. Penanaman dan Rehabilitasi
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Jenis-jenis tanaman pohon-pohonan yang selamalilimididayakan masyarakat dan
ditanam lahan-lahan pekarangan, kebun milik pegamanlahan milik keluarga dan lahan milik
rumpun keluarga ataurbngkonahantara lain jenis pinusPfnus Merkusii) cempaka, nangka,
suren, cemara, nyatoh, seng@hlbizia Falcatarig, sungkai Pheronema Canescendambu
dan jenis lainnya. Kearifan budidaya tersebut swdialtunkan secara turun temurun dari nenek
moyang mereka yang sudah lama mempunyai ikatanienabslengan hutan, karena memiliki
hutan sering dikaitkan dengan status sosial masyaraalaupun tidak selamanya. Oleh karena
itu, hutan bagi masyarakat Toraja mempunyai nil@dya bagi kebudayaan masyarakat Toraja,
dalam hal mana sebagian adat istiadat mereka tergakepada hutan, khusus hutan bambu
yang sangat erat kaitannya dengan upacara ritualbksman. Bambu dalam upacara adat
masyarakat Toraja diperlukan untuk pembangunan glomeimpat menjamu para tamu yang
datang melayat, dan juga sering menjadi bahanaéwpacara pemakaman, atau sebagai atap
rumah adat (rumah Tongkonan) lapisan sosial tertékgtrena itu sering dihubungkan sebagai
lambang status sosial masyarakat Toraja.

Khusus untuk pengembangan penanaman jenis tanamas @ik yang tumbuh dalam
kawasan hutan negara, maupun hutan rakyat adalalpakan hasil tanaman reboisasi dan
penghijauan sejak tahun 1974/1975 sampai dengamasgk namun sebagian juga merupakan
tanaman hasil regenerasi alami. Untuk jenis-jesmamancempaka, gemelina, suren, mahoni,
sungkaidan cemarasekarang ini merupakan tanaman hasil Gerhan (geradhabilitasi lahan)
dari Depeartemen Kehutanan melalui BPDAS (Balai gekitaan Daerah Aliran Sungai)
Saddang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja.

Selain usaha penanaman dan rehabilitasi hutan ydagukan masyarakat secara
swadaya dan oleh pemerintah tersebut di atas,tgrgapat usaha penanaman dan rehabilitasi
yang dilakukan oleh perusahaan industri pengold@m yang sedang memanfaatkan hutan
tanaman pinus masyarakat, dengan cara menyediak#nenis pinus, gemelina, akasia dan
mahonikepada masyarakat yang kayunya ditebang untukjseiga ditanam pada areal bekas
penebangan.

2.5.3. Pemanfaatan Hutan

Selama puluhan tahun tanaman hasil reboisasi daghpauan jenis pinus selain

dianggap bernilai ekonomi rendah, juga karena pekamnya lebih kepada kepentingan hidro-

orologis sehingga tetap dipertahankan karena tamateesebut tumbuh pada lahan-lahan
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perbukitan dengan topografi yang berat hingga cwang kemudian digolongkan ke dalam
zona kawasan lindung sebagai zona penyangga dayatpe tata air. Apabila pohon pinus
tersebut digunakan sebagai bahan bangunan hanyata®rpada penggunaan sebagai alat
pembantu dalam bangunan. Setelah ada satu kelyaitgalbu Yohana Lobo Nae Liling yang
mencoba pertama kalinya membangun rumah dari kiys pada tahun 1970 di Kampung Piri,
kampung yang berbatasan dengan Lembang SimbuamgaBdRinding, barulah setelah tahun
1980-an kemudian masyarakat mulai mengikutinyaramsudah terbukti kayu pinus tersebut
cukup baik sebagai bahan papan lantai dan dindingunan konstruksi rumah panggung, selain
karena keadaan ekonomi masyarakat sudah lebilubilk mampu membangun rumah.

Sejalan dengan itu, dan dengan semangat desemralisisan kehutanan maka dalam
pemanfaatan hutan pinus pemerintah Kabupaten Tamajal mulai mengatur hutan rakyat
sebagai suatu lahan peningkatan PAD melalui PamatDaerah No. 19 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja.

Sampai pada saat ini Pemerintah Kabupaten TanajaT¢eéah mengeluarkan izin
pengelolaan hutan pinus rakyat kepada tiga perasahiadustri perkayuan yaitu: PT.
Irmasulindo, PT. Nelly Jaya Pratama (NJP), dan ®obal Forestindo (GF). PT. Irmasulindo
untuk mengelola pemanfaatan hutan pinus rakyatg ylakasinya tersebar di Kecamatan
Mengkendek, Kecamatan Sangalla, Kecamatan BuntaateRua dan Kecamatan Rantetayo.
Perincian luas dan volume tebangan yang diizinkdand pemanfaatan hutan pinus dapat dilihat
pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Pemanfaatan Hutan Pinus Réikgabupaten Tana Toraja

Perusahaan [zin Luas | Volume L okasi
Pengelola Pengelolaan (Ha) (m3)
K ecamatan Lembang
PT. Nelly SK. Bupati:
Jaya No. 250,0 17.425 | Mengkendek | Patengko
Pratama 481/1vV/2002
PT. Irma SK Bupati: Mengkendek | Simbuang Tando-
Sulindo No. 83,4 7.214 Tando
1526/X1/2002
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PT. Nelly | SK Bupati: Mengkendek| Salubarani
Jaya No. 135,2 14.534 Mangasi Tampo
Pratama 466/1vV/2004 Buntu Limbong

Rantetayo Tapparan

Sangalla Batualu
Rinding Daun Induk

PT. Global | SK Bupati: 265,0 30.062 | Buntao’ Buntao Misa’
Forestindo | No. Rantebua Babana

436/IV/2003 Patang Penanian
Tampo

Simbuang Burisan
Mengkendek | Rinding

Mangasi Sillanan
Tangti Rante Kalua

Jumlah 733,6 69.235| Catatan: Taksiran Total Potéuatsin
Pinus Rakyat di Wilayah ini adalah
1.347.582,42 th

Sumber : SK Bupati Kabupaten Tana Toraja

Tabel 5. memperlihatkan bahwa total volume penedargphon pinus yang dizinkan
berdsarkan SK Bupati adalah sebanyak 69.236ntuk waktu tiga tahun. Jumlah ini sebetulnya
masih relatif kecil bila dibandingkan dengan tgbatensi volume yang ada, yaitu sebanyak
1.347.582,42 th

Pemanfaatan hutan pinus rakyat di Kabupaten Tanaal eelama ini memberi dampak
positif maupun dampak negatif. Secara umum dampsitiimya adalah dapat meningkatkan
taraf hidup masyarakat sekitar hutan rakyat (HR) tidah menjadi sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi terhapiag@iuksi HR yang dimanfaatkan. Namun
demikian pemanfaatan hutan pinus selama ini juganpoeyai kelemahan-kelemahan.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabaitt tdekagan pengelolaan hutan, ternyata
pemanfaatan HR belum sesuai dengan perencanaamejainglitetapkan karena antara lain:

1. Kayu pinus yang disuplai ke pabrik/industri PT. IMelaya Pratama (NJP) tidak
semuanya berasal dari Hutan Rakyat (HR) tetapigsabaerasal dari Hutan Produksi
Hutan (HPT) atau Hutan Lindung. Hal ini disebabkéah karena PT. NJP hanya sebagai
pihak pembeli kayu dan tidak mendeteksi asal kapuspyang dibelinya. Kelemahan
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utama terletak pada faktor pengawasan dari instaerigit tentang asal usul kayu pinus
yang disuplai ke PT. NJP.

2. Penataan areal tebangan yang tidak jelas dan pgasbangannya tidak teratur sehingga
dapat berdampak kepada kelestarian produksi.

3. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan HR antara éwepikan pribadi dan rumpun
keluarga Tongkonah pada sebagian pemilikan hutan rakyat sehinggaatdap
menimbulkan persoalan sosial.

4. Penebangan pohon pinus tidak diimbangi dengan teggia penanaman
kembali/pembinaan HR pasca penebangan sehingga bemmampak negatif terhadap
kelestarian HR dan terhadap lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap p&rhilitan rakyat dapat diketahui pula
beberapa hal yang merupakan kendala dalam pengelblatan rakyat antara lain: terjadinya
kebakaran hutan, batas kawasan hutan yang kurdag, jadanya tumpang tindih antara
kepemilikan hutan wargéébngkonan dengan penguasaan hutan negara, bantuan bildigsum
bibit sangat minim baik dari pihak perusahaan maugari pihak pemerintah.
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BAB 111

KLAIM-KLAIM DALAM PENGUASAAN HUTAN

Dalam Bab ini akan diuraikan klaim-klaim penguasadan pemanfaatan hutan
berdasarkan otoritas yang dimiliki para pihak, tsgkara institusional maupun secara individual
(agensi). Negara darongkonardalam klaimnya dipengaruhi oleh kekuatan nilairelkai yang
memberikan implikasi terhadap perubahan orientasgpasaan dan pemanfaatan hutan.

Klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh nddakakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan/atau kebijakan-kebijakdnddng kehutanan. Klaim penguasaan dan
pemanfaatan hutafongkonandilakukan berdasarkan hak ad@biigkonah yang dimiliki oleh
pemimpin lokal yang diseblRuang atau to makakberdasarkan sejarah kepemilikan. Klaim-
klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan tersebat mehgemuka diangkat oleh para agensi
sejak adanya perubahan orientasi nilai hutan dbhanladari ekonomi sosial (subsisten) ke
orientasi ekonomi pasar yang memberi makna baru tog#tgn rakyat. Uraian-uraian ini akan
diarahkan untuk memahami secara lebih komprehbagdimana klaim-klaim para agensi yang
mengedepankan simbol-simbol negara afBoengkonan dalam tindakan pengelolaan dan
pemanfaatan hutan.

3.1.Kekuatan Ekonomi M empengar uhi Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

3.1.1. Perubahan Orientas Nilal Hutan dan L ahan

Perubahan orientasi nilai hutan dan lahan dari @korsosial kepada orientasi berbasis
ekonomi/pasar hal mana lahan dan hutan yang sdranlsa berfungsi sebagai fungsi sosial dan
lingkungan, telah bergeser kepada fungsi ekonoengd3eran tersebut terjadi ketika lahan-lahan
yang semula hanya dimanfaatkan sebagai lahan pebgdman ternak oleh masyarakat telah
berubah orientasi penggunaan dan pemanfaatan kaepada pengembangan tanaman jenis-jenis
tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekononerseopi, cengkih, kakao, vanili dan
tanaman perkebunan lainnya, termasuk tanaman-tan&ehutanan khususnya tanaman pinus
hasil reboisasi dan penghijauan serta hasil tanaaigat.

Sebelum tahun 1970-an, bentuk pemanfaatan lahawilayah Lembang Simbuang
Borisan Rinding berupa lahan rumput-rumputan beasebelukar yang diperuntukkan sebagai

lahan penggembalaan ternak kerbau dan di sekitgaiepemukiman ditanami jenis tanaman
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pangan berupa padi, jagung, singkong dan ubi g@bagaimana diungkapkan Ambe’ Sani (42
tahun) menyangkut lahan-lahan yang dikuasainya adghemanfaatan lahan-lahan pada zaman
dulu dibandingkan dengan sekarang telah terjadubj@dran yang menyolok, kalau dahulu
pembukaan dan pemanfaatan lahan pada umumnya kdijadiebagai ladang yang hanya
ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang dapatken seperti jagung, padi, ubi jalar dan
singkong. Selanjutnya disampaikan bahwa dulu pikkiga bersama dengan masyarakat lainnya
adalah menanam yang tanaman yang hasilnya dapakalmTidak seperti sekarang, orang
berlomba-lomba menanam tanaman yang dapat dijuglagieharga yang mahal seperti cengkih,
kakao, kopi, vanili, dan lain-lain khususnya padardh-daerah yang tidak memungkinkan untuk
dijadikan sebagai areal persawahan, baik sebadahthujan maupun yang dapat diairi dari
sumber air terdekat.

Sejak tahun 1975/1976 warga mulai mengenal tangmmars yang pada waktu itu untuk
pertama kali diperkenalkan oleh Dinas Kehutananafahoraja (waktu itu disebut Kesatuan
Pemangkuan Hutan) melalui program reboisasi detageaman pinus di wilayah hutan lindung
gunung Sinaji dan sekitarnya. Pada mulanya wardgk tmemahami secara baik manfaat dari
jenis tanaman ini, petugas kehutanan memperkenatkaaman pinus tersebut kepada
masyarakat sebagai tanaman kehutanan dengan fuighing yang bisa mendatangkan air
untuk persawahan dan dapat dimanfaatkan sebagailasar. Orientasi pemanfaatan sebagai
kayu bakar pada saat itu sangat dominan mengingitnsendapatkan kayu bakar sehingga
warga berminat menanam pohon di lahannya. Olehnkarei warga meminta bibit dari
kehutanan dan menanamnya secara terbatas untukuegpkayu bakar. Karena hanya dipahami
sebagai penyedia kayu bakar maka warga yang bermmtak membudidayakan di lahan-
lahannya hanya untuk dijadikan sebagai tanaman g@sibahan/kebun ditanam dalam jumlah
yang masih terbatas pada daerah-daerah yang dmmggam sebagai penahan tanah longsor.
Pada awal tahun 1980-an ketika tanaman pinus soddhi berbuah, tanaman pinus mulai
angin pada lahan-lahan atau kebun masyarakat, v&atgapat menyebutnya tanaman pinus
so’angin artinya tanaman pinus yang tumbuh karena bardagin. Pohon-pohon pinus yang
tumbuh secara alamiah tersebut secara cepat bemkgmian tumbuh subur di lahan-lahan
warga, terlebih pada lahan-lahan yang belum diskdara intensif. Dalam perkembangannya
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lahan-lahan tersebut berubah menjadi hutan sehisgggai dengan saat ini dikenal sebagai
hutan pinus rakyat.

Dengan bergesernya fungsi-fungsi tersebut makaitagorpasar mulai bekerja
memunculkan klaim-klaim dalam penguasaan laharpdamanfaatan hutan, yang dulunya ketika
seseorang dalam kampung meminta pohon pinus ke@edamemiliki pohon atau hutan pinus
untuk pembuatan rumah, maka pemilik pohon pirtaapa berpikir panjang langsung
mengiyakan permintaan bagi yang membutuhkannyaasedigkuti pernyataanid raka la ku si
pa’kadaan tu kayu pinustérjemahan langsungnya; bukanlah kayu pinus yaag skya ajak
bicara/bergaul), tapi dapat dimaknai bahwa pindgktiakan punya arti bagi saya dibandingkan
dengan seorang manusia, yang punya arti dan ralag yidak dapat dinilai dalam kehidupan
bersosial.

Pemanfaatan tanaman pinus di Tana Toraja yang dudékn di atas antara lain
didorong oleh dua hal sebagai berikut:

1. Semakin terbatasnya bahan baku kayu dari hutan pkoha satu pihak, dan adanya
kemajuan di bidang teknologi pengolahan kayu yagatl meningkatkan nilai ekonomi
dan nilai guna dari kayu-kayu lunak (termasuk pingsda pihak lain. Hal ini telah
menyebabkan para pengelola industri perkayuan ikédryu-kayu dari hutan tanaman,
termasuk tanaman pinus yang ada di Tana Torajakumemenuhi kebutuhan bahan
baku industrinya.

2. Hal yang dimaksudkan di atas merupakan peluangrbagyarakat pemiliki hutan rakyat,
khususnya hutan pinus. Hutan pinus yang selamalimiiai tidak dapat memberikan
manfaat ekonomi yang cukup bermakna kepada pemdikmerubah menjadi sebuah aset

sumber dana untuk memenuhi berbagai kepentingbhagirdan keluarga

Tetapi sekarang fungsi ekonomi dengan kekuatanr gateh bekerja di atas fungsi-
fungsi sosial, setiap pohon pinus yang ditebanglsetiikaitkan dengan nilai uang yang
tergantung kepada harga pasar baik ketika itu dikain untuk kebutuhan pembangunan rumabh,
maupun untuk kebutuhan pembangunan sarana sogatisgereja atau mesjid, demikian juga
ketika untuk keperluan upacara pesta adat pemakéaaiu solo’)atau syukuran pernikahan
(rambu tuka), apalagi kalau kayu tersebut akan ditebang udifulal ke perusahaan.
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Fenomena ketertiban pengelolaan hutan dengan Iksifiya berbagai perangkat
pengaturan lokal merupakan fenomena dalam per§pkiiktural fungsional. Namun dalam
perubahan yang demikian pesat, terbukanya masyadakgan dunia luar maka pengaturan di
tingkat masyarakat mengalami perubahan yang belKarktifitas mulai mengalami pergeseran
menjadi pola individual. Tindakan pengelolaan hutidak lagi mengacu pada tradisi
pengelolaan yang ada. Artinya bahwa realitas d@eaktek pemanfaatan hutan menjadi acuan
utama dalam memahami bekerjanya hak pengaturananaksy berhadapan dengan dominasi
negara.

Perubahan nilai dan pemahaman tentang tanaman fenssbut di atas, jika tidak
dikelola dengan baik, potensil akan menyebabkaerslgh tanaman pinus dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Para pemilik dan juga pihakagityang terkait dengan pemanfaatan tanaman
pinus cenderung akan mengejar kepentingan ekoramgka pendek, tidak lagi dilihat sebagai
suatu aset jangka panjang yang dapat dikelola séestari. Mereka cenderung tidak lagi mau
memikirkan bahwa kondisi hutan tanaman pinus yatig saat ini tercipta melalui proses

ekologis selama puluhan tahun karena berada dalarppnguasaan yang tidak jelas.

3.1.2. Nilai Ekonomi Memberi M akna Baru Atas Hutan Rakyat

Hasil hutan kayu rakyat yang selama ini dimanfaatkéeh masyarakat Simbuang
Borisan Rinding adalah jenis-jen@nus, cemara, suren, nangka dan bambenis tanaman
pinus pada umumnya diolah menjadneersebagai bahan baku industtywood sebagian juga
diolah menjadi papan, balok dan tiang sebagai bbhagunan. Demikian juga untuk jenis-jenis
tanamarcemaradannangkadigunakan sebagai tiang dan rangka rumah, khuausmgah adat
Tongkonan, sedangkan untuk jenis suren pada umumligysmakan sebagai bahan papan dan
kusen pintu atau jendela rumah. Khusus untuk jdrasnbu, sebelum jenis-jenis pinus
dimanfaatkan sebagai bahan tiang dan papan bangadanawal tahun 1970-an, hampir seluruh
bangunan menggunakan bambu sebagai bahan banguterdari tiang, rangka, dan dinding.
Namun untuk sekarang ini hampir tidak ditemukan faghah-rumah yang terbuat seluruhnya
dari bambu di kampung-kampung, kecuali pondok-p&mtickebun atau di sawabh.

Pada awal tahun 1993 ketika perusahaan industggbeiman kayu yaitu PT. Irmasulindo
yang bergerak di bidang industri pengolahan kayga@an €awn timber)dan woodworking

yang berada di Makassar mulai menggunakan kaws@ebagai bahan bakunya dan masuk ke
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wilayah Kecamatan Mengkendek untuk memanfaatkam kéyus rakyat. Antara tahun 1994-
1997 usaha di bidang industri kayu terus bermumcditang menyusul PT. Irmasulindo yakni
PT Global Forestindo dan PT Nely Jaya Pratama.rd&arun waktu tersebut belum banyak
warga masyarakat yang menjual kayunya kepada pexasaini karena belum memahami
mekanisme penjualan kayu rakyat kepada perusahaariilah setelah tahun 1997 warga
masyarakat secara besar-besaran menjual kayunysmd&egmerusahaan, sehingga masyarakat
mulai memanfaatkan peluang ini untuk menjadikarait@n pinus sebagai sumber pendapatan
ekonomi keluarga. Sejak itu, warga yang mempurg@arnan atau hutan pinus mulai menjual
kayunya kepada perusahaan-perusahaan pengolahan Raypgan kata lain, warga mulai
menempatkan tanaman pinus sebagai sumber pendapatan signifikan bagi kebutuhan
ekonomi keluarga. Kehadiran perusahaan industrggahan kayu ini memberi nilai ekonomi
bagi tanaman pinus rakyat dan telah membawa maknabagi hutan rakyat di daerah ini.

3.1.3. Meningkatkan Nilai Ekonomi Kayu Rakyat: Industrialisas

Pada akhir tahun 1990-an, ketika industri perkayoarai melakukan diversifikasi
penggunaan bahan baku industri pengolahan kayingeidengan perkembangan teknologi
pengolahan kayu hutan pinus, maka masyarakat Ttdg& lagi melihat hutan pinus hanya
sebagai fungsi sosial budaya dan lingkungan setetdpi sudah dipandang sebagai komoditi
dengan fungsi ekonomi. Perkembangan teknologi Watsenendorong masyarakat mulai
menebang pohon hutan pinus mereka untuk diperjlilkdibetidak saja hanya sebagai bahan
bangunan tetapi juga untuk keperluan bahan bakiustn moulding dan meubel, dan
belakangan ini juga berkembang untuk bahan bakusin veneer.

Terdapat tiga perusahaan industri perkayuan yamgmseini memanfaatkan kayu
tanaman pinus di wilayah Simbuang Borisan Rindiaguy PT. Irmasulindo, PT. Nelly Jaya
Pratama (NJP), dan PT. Global Forestindo (GF). Phasulindo melakukan penjarangan
tegakan pinus di Kecamatan Mengkendek pada tah@8 $8dangkan PT. NJP dan PT. GF
memanfaatkan kayu pinus dari hutan rakyat sejauntadl995/1996. PT. NJP mengusahakan
hutan pinus rakyat di Kecamatan Mengkendek untdukéan industri Veeneplywood di

Mengkendek Kabupaten Toraja dan Palopo Kabupatevulsedangkan PT. Irmasulindo dan
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PT. GF mengusahakan kayu pinus untuk industddworking PT. Irmasulindo mengolah lebih
lanjut di Makassar sedangkan PT GF mengolah ledmfjul di Gersik dan Surabaya. Selain
ketiga perusahaan di atas sebagian kayu yang tBpedari tegakan pinus juga dimanfaatkan

oleh masyarakat sebagai bahan bangunan.

3.1.3.1. Pengolahan Kayu Industri Veneer

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHKayu) yan@sai mengolah kayu hutan rakyat
dari Lembang Borisan Rinding sebagai bahan bedneeradalah industri kayu PT. Nelly Jaya
Pratama di Lembang Pa'tengko, terletak sekitar 3%d&m dari Lembang Borisan Rinding.
Industri ini didirikan pada tahun 2000, semula dda unit, unit Il berada di Lembang Borisan
Rinding, kemudian ditutup sebagai respon dari pehnidarangan Gubernur Sulawesi Selatan
memanfaatkan kayu rakyat di Tana Toraja. Kapasithsstri PT. Nelly Jaya Pratama yang ada
saat ini adalah 26.000%tahun untuk jenis produkeneerdan 15.000 m3/tahun untuk jenis
produk kayu gergajian. Jumlah volume kayu bundaupiyang telah diolah dan volurmeneer
yang telah diproduksi dalam lima tahun berturututusebagaimana terlihat pada Tabel 6,
sedangkan industri penggergajian sampai dengamnsaelum pernah berproduksi. Perusahaan
ini mempekerjakan karyawan sebanyak 70 orang, yardiri dari 64 orang tenaga kerja di

pabrik, dan 6 orang lainnya bekerja sebagai teadganistrasi

Tabel 6. Jumlah Penggunaan Kayu Bundar Pinus deduRsiVeneerPT. Nelly Jaya
Pratama dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

Tahun

Penggunaan

No Kayu Bundar Ju;nlah
& Produksi 2004 | 2005 2006 | 2007 | 2008 | (M)
Veneer

1 | Penggunaan Kayu 24.347 86| 3.792 6.888 9.789  44.902
Bundar ()

2 | ProduksiVeneer 17.809 61 2.977Y 5.458| 7.042 33.347
(m®)

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



Selama industri tersebut beroperasi selalu dipegiieah dengan berbagai kendala baik
dari pemerintah maupun dari masyarakat sebagaidiangkapkan oleh Manajer PT. Nelly Jaya
Pratama yaitu saudara Yunus dengan jabatan KepalakRlan didampingi oleh saudara Putu
Kurnadi, sebagai staff Administrasi Tata Usaha Kayenjelaskan untuk kelancaran penjualan
kayu pinus yang berasal dari hutan-hutan rakyat akpihperusahaan membantu
kelancaranpengurusan administrasinya, mulai darpgnebangan sampai dengan pengangkutan
ke lokasi perusahaan.

"...Soal biaya yang dibebankan, dalam hal ini SKS#{&h dinas ditetapkan sejumlah
Rp.70.000,- per 1 zet. Untuk jumlah biaya admia&tryang harus dibayar pihak
perusahaan ataupun masyarakat tidak pernah mendgétdalga sayangnya, biaya-biaya
ini jika langsung dibebankan kepada masyarakats j@angat merepotkan. Petani
biasanya tidak menyiapkan dana untuk membayar {iemya yang ada. Singkatnya,
untuk kelancaran pengurusan mulai dari pengurusamijinan penebangan,
pengangkutan, dalam hal ini pembuatan "daftar atagRu sebagai surat jalan
pengangkutan dari dinas kehutanan ditanggung olbBk pperusahaan dan akan
diperhitungkan dengan para petani pada saat pemamay@utu Kurnadi juga secara
jujur mengakui selain biaya-biaya yang dikeluarkacara resmi, ada juga biaya-biaya
lain yang harus dikeluarkan, misalnya membayar okaparat kepolisian agar dalam
perjalanannya (pengangkutan) tidak terhambat kespbiaan. Selain oknum polisi ada
juga anggota masyarakat seperti preman yang sarerggadakan pungutan di jalan-
jalan, kalau tidak diberikan sering jalan ditutu@nti setelah datang di kantor ini
meminta uang tebusan baru dia mau buka jalan ($amebiunjuk seseorang yang sudah
menunggu di luar kantor berdiri dan sering berjatamndar-mandir memperlihatkan
kegelisahannya menunggu kami selesai bertamu, rakhiPak Yunus meminta dia
masuk ke dalam ruangan bagian administrasi untukemai seseorang di dalam
ruangan).

3.1.3.2. Pengolahan Kayu Industri Gergajian

Proses pengolahan kayu log (batangan) menjadi kibghan bangunan hanya
menggunakan Mesin Chain Saw (Mesin Gergaji Ranmai)ai dari penebangan, pemotongan
sampai dengan pembelahan menjadi kayu gergajiarp®ddralok tiang atau kusen dan papan
dilakukan di tempat penebangan. Kayu hasil gengagesebut diangkut dari hutan sudah dalam
bentuk bahan-bahan bangunan untuk selanjutnyainijk@n dan diproses lebih lanjut melalui
pengetaman sesuai dengan kebutuhan dan peruntakanny

Dalam proses pengolahan kayu pinus, masyarakathsudalai mengembangkan
teknologi pengawetan kayu pinus yang mereka in@aexsiiri antara lain dengan cara:
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1) Kayu bentuk balok atau papan yang baru saja didiahgan mesin Chain Saw,
direndam dalam air di sawah sampai semua tenggigagan cara diberi pemberat batu
yang diletakkan di atas tumpukan kayu selama minighdulan. Pengawetan ini
dimaksudkan agar kayu-kayu tersebut tidak mudadraing) oleh bubuk.

2) Kayu yang sudah diolah lebih lanjut dengan mestarkediolesi dengan minyak solar
pada setiap sisi permukaan kayu, juga dengan magadkayu tidak mudah terserang

dengan rayap/bubuk.

Dengan berkembangnya tekonologi terapan di tengabyamakat dan terbukti cukup
efektif maka kayu pinus yang tadinya mempunyaii i@konomis yang rendah menjadi bernilai
tinggi. Hal ini mengingat sangat sulit mencari aga@ndapatkan kayu jenis-jenis yang lain yang
berkualitas bagus baik dari segi kekuatan mauptirsegi tingkat keawetannya.

Cara pengolahan kayu hutan rakyat dari bentuk keyular (logs) menjadi kayu olahan
gergajian berupa papan dan balok langsung di hatan tempat penebangan maka dalam
pengangkutannya tidak sesuai dengan Peraturaneilé@hutanan No. P.55/Menhut-11/2006
Jo. No.P.31/Menhut-11/2007 tentang Penatausahaasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan
Negara dan Peraturan Menteri No. P.51/Menhut-162Qs. P.33/Menhut-11/2007 tentang
Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) uperigangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak, bahwa kayu bundar tidakmiiplehkan diolah di dalam hutan sehingga
SKSKB, FAKO dan SKAU tidak boleh digunakan sebagiaiat keterangan sahnya hasil hutan
untuk mengangkut kayu-kayu olahan dari dalam hutarena kayu-kayu tersebut tidak diolah
oleh industri yang mempunyai ljin Usaha IndustdIjiPrimer Hasil Hutan. Sehingga kalau ada
kayu olahan yang diangkut oleh masayarakat damnrkettau hutan rakyat langsung ditangkap
oleh aparat kehutanan dan atau polisi karena da&mkayu hasil tebangan ilegal.

Selama pengamatan dilaksanakan di lapangan 20@%-B8mpir tidak ada kegiatan
pengolahan kayu hutan rakyat untuk keperluan bahagunan karena terkait dengan peraturan
tersebut di atas, dan dengan adanya Inpres No.GnT2005 tentang Pemberantadfegal
Logging Ketika kami menemui Bapak Salasa yang pada wdltberkeinginan merenovasi
rumahnya, beliau mengeluhkan tentang larangan petaler kepada masyarakat menebang

pohon dengan gergaji rantai sebagi berikut:
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"Saya sekarang mau merenovasi rumah saya taptaayamenebang pohon yang ada di
kebun saya karena dilarang oleh kehutanan dan,m#lsarang ini kalau ada bunyi senso
(Chain Saw kedengaran oleh petugas langsung dikejar latingkap dan sensonya disita
oleh polisi, seperti yang dialami Ambe’ Sule di Tmmmereka ditangkap lalu diproses di
Polsek Mebali, waktu mereka ditanyai mana suradtsijin tebangnya lalu kami mereka
bagaimana mau ada ijin tebangnya, memang ini kayni,kbukan ditebang di dalam
kawasan (maksudnya hutan negara), senso dan kagisita polisi, padahal dia sendiri
yang tanam, tumbuh dikebun sendiri, begitu mau dfestkan eh tahunya ditangkap.
Kalau sebelum-sebelumnya tidak apa-apa, tapi segretugas kehutanan ganas.”

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informani.kialu ditambahkan bahwa kayu-
kayu yang disita diangkut ke Polres Makale, namatelah kayu sampai di Kantor Polres,
dalam beberapa waktu kemudian, kayu-kayu yang sshga barang bukti di Pengadilan hilang
begitu saja entah dibawa kemana, demikian halnygkkayu-kayu yang ditangkap lalu dibawa
ke Polsek, juga hilang begitu saja. Tetapi cama kasa dipakai yakni untuk kayu-kayu yang
disita bisa ditebus asal ada uang pelicinnya, ydkmayar di Polres atau di Polsek, jadi asal
sama-sama saling mengerti, tapi bagi yang tidak mangerti atau membayar maka kayu sitaan
akan hilang begitu saja di tempat tanpa diketabmana raibnya.

Ketika kami konfirmasi ke Kantor Dinas Kehutanam d2erkebunan Kabupaten Tana
Toraja, salah satu staff membenarkan yaitu Saudlar®iter (bukan nama sebenarnya)
membenarkan bahwa kami serba susah juga karenagk&ddang kita sudah bekerja benar,
melaksanakan patroli menangkap kayu, diangkut keéokasini (maksudnya Dinas Kehutanan),
ternyata malamnya langsung hilang, tetapi kalauhrada yang tertinggal, kadang-kadang ada
surat dari pihak/pejabat lain di luar Dinas Kehatamlan Perkebunan yang tidak bisa ditolak,
terpaksa dilepaskan lagi, kalaupun sampai pad&pm@anyidikan dan penetapan pengadilan lalu
kayunya dilelang, harganya tidak sesuai denganaheagu sebenarnya, hanya lelang pura-pura

saja tapi tetap mengikuti prosedur lelang milik&gkan negara.

3.1.3.3 Pengolahan Hasil Hutan Getah Pinus

Usaha pengolahan getah pinus di Toraja dilakukeah &T. INHUTANI | salah satu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usalaabgrgerak di bidang kehutanan.
Usaha pengolahan berupa penyadapan getah pinebuenmmiendapat ijin dari Bupati Tana
Toraja sejak tahun 1996 pada hutan hasil tanantemisgesi dan penghijauan tahun 1975/1976 di
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wilayah hutan produksi ponian dan hutan lindung, rhana sebagian wilayah hutan tersebut
termasuk dalam wilayah pemerintahan Lembang Bofsading.

Hampir seluruh anggota masyarakat penduduk DusndoFdaando menjadi tenaga kerja
penyadap PT. INHUTANI sejak tahun 1994, khususnwéulu kegiatan penyadapan yang
dikerjakan di wilayah ponian bagian timur, wilaygkrbatasan dengan Lembang Simbuang
Borisan Rinding. Masyarakat yang melakukan pekarjaamenjadikan pilihan pekerjaan utama
karena tidak ada pilihan lain, mereka sudah tidisla bagi mengembangkan usaha lahannya
berupa perkebunan dan sawah tadah hujan karengiaeldari lahan mereka yang dulunya
menjadi lahan penggembalaan ternak mereka sudaljadnekawasan hutan, sebagaimana
diungkapkan Bapak Sapatr;

"Kami memilih menjadi penyadap getah pinus karédak ada pekerjaan lain”, yang
ditegaskan ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan balmeskipun hasil jual dari getah
pinus tidak seberapa, tetapi kami tetap melakukarkarena mau kerja apalagi untuk
menambah kehidupan ekonomi keluarga.

Kondisi demikian telah menjadikan masyarakat Duando-Tando berada pada posisi
marginal, tidak saja karena lahan tempat penggerabahereka telah dijadikan kawasan hutan
oleh pemerintah, tetapi juga sebagian dari kampuegeka statusnya berada dalam kawasan
hutan sehingga mereka hanya menggantungkan hidypya pengolahan/penyadapan getah
pohon pinus.

Sebagai suatu gambaran tentang kehidupan masyaialain Tando-Tando yang
menggantungkan hidupnya pada pekerjaan penyadagah gohon pinus, Bapak Sapar (46),
Mama Andi (48), Mama Janna (40-an), Mama HendraafOyang sehari-harinya bekerja
sebagai penyadap getah pinus dalam wawancara demgaka pada tanggal 17 Maret 2008 di
rumah Bapak Sapar, Dusun Tando-Tando mengemukaitamak)

"Sapar mengisahkan, sebelum menjadi penyadap gatais, dia pertama kali ditawari
pekerjaan membersihkan kulit pinus oleh Zakarihsseorang karyawan Inhutani I. Jenis
pekerjaan yang ditawarkan adalah pembersihan kgirits untuk siap disadap, dengan
harga Rp. 30.000,- per 1 blok (400 pohon). Dia mieree tawaran itu, kalau tidak lupa
pada tahun 1994 karena ketika itu Inhutani | meardgtan sejumlah orang Jawa sebagai
penyadap pertama di wilayah ini. Sapar mengakuiyéta jumlah pohon pinus di dalam 1
blok itu mendekati 1.000 pohon, tapi apa boleh Ipgderjaannya dihitung per blok maka
dia tetap dibayar Zakaria Rp. 30.000,-"

Menurut Sapar, dirinya demikian juga warga dusumdbalando pada umumnya, baru

belajar menjadi penyadap dari orang Jawa yang alid&ain tersebut. Dia dan beberapa

warga dusun Tando-tando mulai menjadi penyadapkkieatahun 1995/1996.
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Menurut mereka, pada tahun pertama penyadapanaggenalatan sadap, seperti helm,
kaus tangan, sepatu bot, tempurung dan lainnyagtjitang oleh pihak Inhutani I.
Singkatnya, masyarakat tinggal kerja. Namun dalamjajanan, kira-kira 3 bulan
sesudahnya, semua peralatan sadap ditanggung peny@&dirga) kecuali drom
penampung getah dan plastik disiapkan oleh Inhulitani

Dalam menjawab pertanyaan, bagaimana kontribusl badap terhadap kehidupan
ekonomi, mereka jujur mengatakan tidak mencukupiickgopan sehari-hari.Harga
sangat tidak pantas pak. Tapi mau bagaimana lagiak ada pekerjaan lain, kami
kerja saja. Belum lagi bayar alat-alat yang disiapk oleh mereka(maksudnya,
Inhutani-peneliti).Belum lagi hitung makan waktu bekérjgegas mama Andi dalam
nada protes. Dia menjelaskan lebih jauh, seperinydi bisa menghasilkan sekitar
Rp.300.000-Rp. 400.000,- per bulan. Jaditelah dihitung-hitung, kita percuma saja
kerja, malah hutang tak bisa baydegas mama Andi lagi.

Pernyataan mama Andi ini didukung oleh yang laiernMng harga jual getah sangat
rendah, tetapi bagaimana mengusulkan kenaikan kegpgda pihak Inhutani |, mereka
tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh. Menggmah memperlihatkan sikap
protes dan mengusulkan melalui mandor penyadap HRakssa), tetapi mendapat
tanggapan mengecewakan. Bukannya pihak Inhutaencoba mempertimbangkannya
dan memberikan penjelasan, apakah usulan disetigjuitidak. Tentu dua pilih ini ada
penjelasannya. Jawaban yang diperoleh tidak demikikihak Inhutani |1 bahkan
memberikan semacam ancaman kepada warga. Bahwaywgkga tidak mau kerja
dengan harga getah seperti itu maka pihak Inhutakan mendatangkan tenaga kerja
dari luar untuk bekerja menjadi penyadap di wilayghSampai dengan saat ini, diakui
Sapar, warga penyadap tidak pernah bertemu damskesdlangsung dengan pejabat
Inhutani I. Pihak Inhutani | memang memperlihatkétap masa bodoh dengan usulan
warga. Ya sudah lah, kita jalan saja apa yang adahgkap Mama Janna yang sekali-
kali bicara karena masih disibukkan anak kecilngagynakal sedang bermain di depan
rumah Sapar.

Bahkan mereka akui, tindakan petugas pengumpuhgida petani juga mulai tidak

berjalan di atas ketidakjujuran. "Mana bisa, pagtugas datang ambil getah di drom-
drom yang sudah dikumpulkan warga, tanpa diketpemiilik (penyadapnya). Katanya,

untuk 1 drom diperkirakan 80 Kg. Lebih mengecewakalau mendapat informasi dari
mandor saat laporan, katanya ada yang tidak men8@p&g. Ini namanya kerja tidak

terbuka dengan masyarakat, ungkap mereka.

Di akhir perbincangan, saya mencoba menyampaikdony@a mereka bekerja sama
dalam sebuah kelompok Petani Penyadap. Hal inimgentenjadi media bersama untuk
menyampaikan keluhan atau tindakan-tindakan petughastani | yang dirasakan

merugikan. Gagasan ini ternyata mendapat sambuatarmereka, tetapi mereka tidak
mengetahui bagaimana memulainya, apalagi bagaimeatalui kelompok menjaring

kerja sama dengan pihak luar.
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Nampaknya hasil diskusi di akhir perbincangan $agaimana masyarakat bekerja sama
melalui kelompok Petani Penyadap di rumah Sapaa fathgal 17 Maret 2008 cepat menyebar
ke warga Tando-Tando yang lainnya. Melalui Kadahérapa warga Tando-Tando yang sempat
mendengar diskusi kami, menunjukan sikap antusi&sdir, selalu menyampaikan kepada
mereka pentingnya kerja sama untuk mencari jaldvaite supaya kehidupan ekonomi dapat
diperbaiki. Antusiasme ini mendorong mereka untubndatangi rumah Kadir dan meminta
kepada kami melakukan pertemuan dengan warga nkesdian permasalahan mereka tentang
status lahan mereka yang berada dalam kawasan, lstééms mereka sebagai penyadap getah
pinus dan cara-cara menghadapi perlakuan PT INHUTIARépada mereka dalam penentuan
harga getah hasil sadapannya.

3.1.4. Akses Masyar akat Terhadap Aktivitas Pasar Hasil Hutan

Hasil hutan berupa kayu pinus dan getah pinus yaagipakan produk hasil hutan dari
wilayah penelitian telah mempunyai nilai ekonomngatinggi selain nilai fungsi sosial dan
lingkungan dibandingkan sebelumnya hanya mempuniyai sosial dan lingkungan semata.
Pergeseran nilai tersebut sejak pasar mulai terbokak kayu pinus yakni ketika perusahaan
industri perkayuan yaitu PT. Irmasulindo, PT. Globkarestindo (GF) dan PT. Nelly Jaya
Pratama mulai masuk ke wilayah tersebut untuk mémashan kayu-kayu pinus dan
penyadapan getah pinus hasil tanaman reboiasi daghpauan tahun 1974/1975 oleh PT.
INHUTANI 1.

Sejak adanya teknologi pengolahan kayu berdianteteit sebagai bahan bakeneer
untuk pembuatarplywooddan teknologi pengawetan kayu pinus untuk menghinmaubahan
warna bluestin akibat serangan jamur batang pinus, sehinggaavasti kayu pinus tetap
dipertahankan untuk kebutuhan pembuatan meubelpdealatan rumah tangga lainnya yang
berkualitas ekspor, maka pasar kayu pinus muléuter, sehingga para pengusaha kayu di
bidang industri pengolahan kayu mulai memanfaatkayu-kayu tanaman hasil reboisasi,
penghijauan dan tanaman rakyat di Kabupaten Tarsgalo

Masyarakat yang tadinya menjadikan tanaman pinug/eh&ebagai tanaman untuk
kebutuhan kayu bakar dan atau kayu pertukangar lwitak keperluan perumahan yang relatif
hanya berfungsi sosial, diberikan secara percun@ade masyarakat atau keluarga yang

memerlukannya, sekarang sudah dijual kepada inghesitayuan.
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Perusahaan yang baru pertama kali masuk ke wilpgalkelitian untuk memanfaatkan
kayu tanaman pinus adalah PT. Irmasulindo. Ketikasyarakat baru pertama kalinya
mempunyai akses kepada perusahaan industri perkayotuk menjual pohon pinusnya,
perusahaan memberi harga yang sangat murah, waladgmikian masyarakat tetap merasa
senang karena kayu pinus sudah mempunyai nilaioskbdibandingkan dengan sebelumnya,
sekarang sudah bernilai dengan ukuran nilai uaaggaipinus pada saat itu sangat murah karena
adanya monopoli, nanti setelah perusahaan lain YAit Global Forestindo (GF) dan PT. Nelly
Jaya Pratama mulai memanfaatkan tanaman pinudabanmarga mulai bersaing. Hal tersebut
diungkapkan oleh bebertapa informan di antaranygdahdYohanis Erren dalam penjelasannya
ketika diwawancarai di kebunnya, tempat tanamarugmya berada yang saat itu sedang
ditebang oleh PT. Nelly Jaya Pratama sebagai keriku

Erren mengaku sampai dengan saat ini dia sudakaiganenjual tanaman pinus dengan
dengan rincian berikut:

Tahun 1997 (1), penjualan kepada PT. Irmasulindbasyak 1.000 pohon, dengan harga
Rp. 15.000,- per pohon. Segala surat menyurat/asimasi yang berkaitan dengan

penjualan diurus oleh pihak perusahaan ke Dinasutéehn. Persyaratan yang dia
siapkan adalah menyiapkan sertifikasi sebagai lxeemilikan lahan.

Tahun 2003 (1), penjualan kepada PT. Nely Jay#&Rra, sebanyak 1000 pohon, dengan
harga Rp. 25.000,- Sama seperti sebelumnya seraya administrasi diurus oleh pihak
perusahaan. Tahun 2008 (lIl), penjualan kepadaNely Jaya Pratama, sebanyak 500
pohon. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pemudilakukan dalam hitungan kubik,
dengan harga Rp. 200.000 sampai dengan Rp275.00@qier kubik, tergantung dari
jumlah kubik dan diameter atau besarnya kayu, kaladah kayu yang dujual hanya
sedikit maka harganya murah demikian juga kalauukggy kecil-kecil, itu sudah
termasuk biaya-biaya administrasi perijinan tebdeug retribusi daerah.

Yohanis Erren mengakui bahwa mengingat tanamanspitelah mempunyai nilai
ekonomi maka warga yang meminta untuk memanfaagkatampa memberi kompenasi apa-apa
mulai berkurang. Hal ini kemungkinan warga meradakt enak jika masih meminta secara
gratis karena tanaman pinus sudah diperjual-belikan

Untuk mengetahui perbandingan harga kayu dari éuasphaan industri perkayuan yang
berbeda baik dari segi produksinya maupun dari kd@isi industri, diperlihatkan pada tabel
berikut:

Tabel 7. Harga Jual Pinus di Kabupaten Tana Toraja
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Harga (m3/Rp) berdasarkan L okasi Penjualan

No. |Bentuk Kayu

Pinus PT. Nelly Jaya Pratama PT. Global Forestindo
Petani |Pengumpul | Industri | Petani |Pengumpul [Industri
1 Log/kayu 60.000 170.000 | 200.000 48.000 150.000 175.000
bunda
2 Papal 400.000, 450.000 500.000| 400.000 450.000 |500.000

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tana doRgndemen Papan diperkirakan 50% dari kayu log.

Tabel 7. memperlihatkan adanya perbedaan tarifdhkkagu yang cukup mencolok pada
harga penjualan kayu bundar di tingkat petani dayuloundar di tingkat pengumpul. Perbedaan
ini disebabkan karena tingkat pengetahuan peteam &larga kayu bundar juga karena proses
cara pengurusan surat-surat ijin penebangan. Salaipara petani atau warga yang punya kayu
mengalami kesulitan untuk mengakses pasar di ttngkastri, sehingga penjualan kayu rakyat
harus melaluibroker atau pengumpul yang dalam hal ini mempunyai cukgaal/dana dan
pengetahuan serta relasi untuk pengurusan periingantor Dinas Kehutanan Kabupaten.

Jika harga kayu dibandingkan antara harga kayuiinoada PT. Nelly Jaya Pratama dan
harga kayu pada PT. Global Forestindo (GF) makgah®T. Nelly Jaya Pratama lebih tinggi
dari PT. Global Forestindo (GF), pada hal hargalpkavoodworkingyang diproduksi oleh PT.
Global Forestindo (GF) di Surabaya jauh lebih ka&u lebih tinggi bila dibandingkan dengan
harga pluwood yang diproduksi oleh PT Nelly Jayatdma di Palopo, yang bahan baku
Veenernya diproduksi di Tana Toraja. Perbedaan hargsebert disebabkan oleh antara lain
adanya biaya-biaya angkut kayu bundar dari Tanajadte Surabaya, termasuk biaya-biaya
administrasi dan pungutan-pungutan tidak resmaldnj dibebankan kepada pemilik kayu.

Untuk produk hasil hutan bukan kayu berupa getabhghasil sadapan masyarakat pada
hutan produksi ponian dipasarkan kepada PT. INHUTANunit Makassar, karena ijin
penyadapan getah pinus dari Pemerintah Daerah lisu@ana Toraja dipegang oleh PT.
INHUTANI | unit Makassar, pada hal untuk ijin penfaatan hasil hutan bukan kayu terbuka
bagi ijin perorangan, atau koperasi. Dengan diéihkkannya proses perijinan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah kabupaten sejalgardberlakunya Undang-Undang Otonomi
Daerah, adalah dimaksudkan agar usaha peroranganuatha kecil dan menengah (UKM)
seperti koperasi lebih mudah pengurusan ijinnysateppemerintah. Dengan dipegangnya ijin
pemanfaatan getah pinus oleh PT. INHUTANI I makéapehutan tidak punya pilihan lain
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kecuali sebagai pekerja penyadap getah pinus yagg lgetah hasil sadapan ditentukan sepihak
oleh PT. INHUTANI I.

Untuk mengetahui harga getah pinus hasil sadap@mipgang ditetapkan oleh pembeli
getah dalam hal ini PT. INHUTANI I, berikut ini petasan hasil wawancara dengan petani
penyadap getah pinus sebagai berikut;

Parassa (40-an), selaku Mandor para penyadaps@igayai Kepala Dusun Tando-Tando
yang didampingi Warga Dusun Tando-Tando (16 orangenuturkan bahwa
perkembangan harga jual hasil sadapan getah piang snereka terima berdasarkan
penetapan harga PT. Inhutani | per kilogram sejekeka mulai melakukan pekerjaan
penyadapan:

Harga Rp. 250,- berlangsung selama 1 tahun lebih

Harga Rp. 500,- berlangsung selama 1 tahun lebih

Harga Rp. 750,- berlangsung selama 1 tahun lebih

Harga Rp. 1.000,- berlangsung selama 1 tahun lebih

Harga Rp. 1.300,- berlangsung selama 1 tahun

Harga Rp. 1.500,- berlangsung hingga saat initterbisejak akhir 2006.

Harga seperti ini menurut mereka terlalu rendalerkarsemua peralatan penyadapan
ditanggung oleh penyadap sendiri. Harga getah Basi@pan pada saat ini adalah Rp. 1.500,-
secara bertahap naik karena didorong oleh penetspga yang ditetapkan oleh pengusaha lain
yang juga bekerja dalam usaha penyadapan getals pinwlaecrah kecamatan lain, yaitu
Kecamatan Sangalla’ yang menetapkan harga pembgétan pinusnya sebesar Rp. 1.500,-
dinikmati oleh penyadap getah pinus di Simbuangiddar Rinding. Meski demikian para
penyadap di Batu Alu Kecamatan Sangalla’ masihtdigkan karena dengan harga Rp. 1.500,-
per Kg yang mereka terima, semua peralatan unémygmlapan ditanggung oleh pengusaha

yang bersangkutan, tidak seperti di PT INHUTANdihebankan kepada para penyadap.

3.2. Klaim-klaim Negar a dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

Jika menengok ke sejarah pengelolaan hutan di bsl@mmaka tidak dapat dipungkiri
bahwa kebijakan pengelolaan hutan sangat diwarehi kekuasaan negara. Dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijeiaiekan pengelolaan hutan tergambar
secara jelas bagaimana negara menguasai lahandigagarkan pada undang-undang agraria,
undang-undang pokok kehutanan sebagai payung daéanbuatan peraturan di bawahnya.

Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk-bentuk klaggara dalam penguasaan dan
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pemanfaatan hutan di Kabupaten Tana Toraja umunsgréa penguasaan dan pemanfaatan
hutan di wilayah Simbuang Borisan Rinding khususnya

Dalam sub bab ini akan mengungkapkan bagaimanaakej@enguasaan lahan oleh
negara pada zaman penjajahan Belanda sampai desrgamlemokrasi yang berlangsung
sekarang ini, secara khusus dalam penekanan bagaimegara menguasai lahan yang
didasarkan pada undang-undang agraria, undang-gmpidkok kehutanan dan diberlakukannya
sistem Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) padantdB84 yang saat ini banyak menjadi
masalah khususnya setelah terjadi era reformasalslia tersebut berupa klaim masyarakat atas
lahan-lahan mereka yang masuk dalam kawasan hugdedumproses TGHK, yang terkesan
dalam prosesnya hanya dibuat di atas meja tanpaatieln masyarakat yang tinggal di dalam
dan di sekitar hutan. Demikian juga hal yang sasragen proses-proses pembuatan batas-batas
hasil tanaman reboisasi dan penghijauan yang ditakpada tahun 1974/1975 yang kemudian
dilegitimasi dengan tata batas TGHK.

3.2.1. Sgjarah Penguasaan Hutan di Kabupaten Tana Toraja oleh Negara
Sejak penjajahan pemerintahan Belanda memasukyatildana Toraja yang berawal
pada tahun 1906, proses penguasaan hutan yangasberada dalam penguasaan wilayah 32
adat yang berkuasa di Tana Toraja mulai dikuasgh plemerintah Belanda. Penguasaan ini
mengacu kepada penguasaan sumberdaya hutan okafa mismgan dikeluarkannya Reglement
Hutan No. 6/1865. Reglement Hutan tersebut beriikseluruh jajahan Belanda termasuk di
Tana Toraja, yang isinya sebagaimana dikutip &iehon (1993). Dikemukakan pula bahwa
penetapan batas kawasan hutan oleh Belanda bé@a$aomeinverklaaring’pada tahun 1870
(DalamAgrarische Besluit Staatsblad 1870 No. 1)}H&hwa:
1) Lahan yang menjadi milik negara, yang mana rakiat sesuatu golongan tidak punya
hak atas lahan tersebut, dan yang ditumbuhi dengan;
a. Pohon-pohon yang tumbuh secara alami atau bambu
b. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.
c. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutananitdigmam oleh negara dan
pengurusannya dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan.
d. Pohon-pohon yang ditanam dengan perintah negarafpeah.
e. Tanaman bukan pohon-pohonan yang ditanam oleh Bielgtanan.
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2) Semua lahan di sekitar lahan negara yang disebyt&da butir (1) di atas walaupun
tanaman pohon-pohonan tidak tumbuh; sepanjang lehaebut tidak digunakan untuk
tujuan lain di luar kepentingan Dinas Kehutanan.

3) Semua lahan yang dicadangkan oleh negara untuk Ithamnaeatau memperluas hutan.

4) Semua lahan termasuk yang terdapat di dalam lakizam linegara) bila batas-batasnya
telah dibuat.

Domeinverklaaringtersebut pada intinya menekankan bahwa semua tgarai oleh
pihak (individual atau komunal) tidak dapat memikad tanah tersebut adalah taragpendorn
nya, maka tanah tersebdomein (dikuasai) negara. Berbagai kebijakan di bidangukeanan
yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanokilk berupaStaatsblagReglemenmaupun
Ordonantig, dapat dikelompokkan menjadi dua bidang besan:yél) Bidang yang mengatur
mengenai pengusahaan hutan (yang titik beratnya pagek ekonomi); dan (2) Bidang yang
mengatur tentang perlindungan dan pengawetan aamg (dipertimbangkan terfokus pada
ekologi). Dengan kata lain tidak ada kebijakan atperundangan yang khusus
mengatur/mengelola aspek sosial kehutanan.

Hutan atau lahan hutan di Indonesia, seperti diddamegeri lain, definisikan secara
politis, bukan secara biologis di dalam peraturarupdangan kehutananNalaupun undang-
undang tersebut diubah pada era Reformasi tetagia@zsep penguasaan lahan tidak mengalami
perubahan dan selain itu terkesan masih sentkalnguasaan atas sumberdaya #tasource
tenurg@ oleh masyarakat lokal merupakan produk budayay y@asanya dikukuhkan dengan
aturan hukum dan adat istiadat yang berlaku dalsatuskelompok masyarakat. Hak diperoleh
karena hubungan jangka panjang antara masyarakegjamletanah dan sumberdaya tempat
mereka menggantungkan hidupnya (Kartodiharjo damgni, 2008)

Selama masa pemerintahan Orde Lama sampai menjekamgrintahan Orde Baru
terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengamt&ean.Pertama terbentuknya Jawatan
Kehutanan Republik Indonesia (di bawah Kementdpartanian), yang selanjutnya pada tahun
1964 menjadi Departemen Kehutanan. Berdasarkan rEgggomor 170 Tahun 1966 diubah

kembali menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan dwdda Departemen Pertaniafedua,

! Undang-undang Kehutanan Belanda tahun 1927 dan %868 diterjemahkan dan dimasukkan dalam Undang-
undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 yang keanutlubah dengan Undang-undang no.41 Tahun 1999
tetang Kehutanan.
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Pemerintah (di sektor Kehutanan) melakukan pe&ntigendirian industri perkayuan di luar
Jawa (Kalimantan) dan rancangan untuk membanguanHadustri.Ketiga, melalui Peraturan
Pemerintah No. 54/1957, administrasi kehutanan yaadinya terpusat mulai dicoba
didesentralisasikarKeempat mulai dirintisnya upaya mengundang modal asinggéde sistem
bagi hasil (tapi tidak berhasil bailjelima meskipun bukan merupakan kebijakan kehutanan,
tetapi sangat erat terkait dengan pengusahaan ,hat@tah diterbitkannya Undang-Undang
N0.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau lebikedal dengan UUPA (Sardjono, 2004).

Melalui UUPA No. 5/1960 dan diperkuat dengan P&&l(ayat 3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungddiamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebbsaarnya kemakmuran rakyatinaka
ditegaskaridomein’ (penguasaan) negara atas sumberdaya alam. AdapynRasal 2 (Ayat 1)
UUPA adalah:Atas dasar dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undangddaan hal-hal sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruangkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggiudigai oleh negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat”.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdayatataabut kemudian dijabarkan
lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960aegtPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA) yang menegaskan mengenai Hak MenguasaiNigara (HMN), sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat mengatur hubungan-hubungam dan perbuatan-perbuatan hukum
warga negara yang menyangkut bumi dan air dan lkekaglam yang terkandung di dalamnya,
termasuk sumberdaya hutan.

Saman, dkk (1993) mengemukakan bahwa penyusunanKUN®5/1957 tampak
mengabaikan UUPA No0.5/1960 yang lebih luas darhlelial diterbitkan. Dalam perundangan
agraria secara eksplisit masih mengakui hak-hakyamakat tradisional, tetapi melalui
perundang-undangan kehutanan menempatkan hak-fedbué secara lebih rendah di bawah

kepentingan ekonomi, seperti pengusahaan hutarpeigek-proyek pembangunan lainnya.

2 Dengan beralihnya kekuasaan dari Orde Lama ke Bade, dikeluarkanlah Undang-Undang No.1/1967 temtan
Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undandddg No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri serta Undang-Undang No. 5/1967 tentang HKedenKetentuan Pokok Kehutanan (UUPK), yang
kemudian memunculkan sistem konsesi hutan meladwatBran Pemerintah (PP) No0.21/1970 tentang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan HasihHHPHH).
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Dalam pelaksanaannya, UUPK No0.5/1967 memang prakisnjadi acuan dalam
perencanaan pembangunan kehutanan selama era @mdeydtu seiring dengan dimulainya
pembangunan perekonomian nasional jangka panjahdaffin) dan jangka menengah (lima
tahunan). Arah politik pembangunan kehutanan I&ejpada sentralistik yang berprosesp-
down’ dan kapitalistik (kepentingan ekonomi dalam skedsar).

Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumbeldaga, Pasal 4 UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Semuanhdt dalam wilayah Republik
Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandurdaldmnya dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Intinya adaldghn sebagai sumber kekayaan alam
Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai olegan@ sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besakemakmuran rakyat dalam arti
kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalayaraieat dan negara hukum Indonesia.
Dalam pengertian ini, hutan “dikuasai” oleh negariapi bukanlah berarti “dimiliki” oleh
negara, melainkan suatu pengertian yang mengankewgjiban-kewajiban dan wewenang-
wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimanardiaam ketentuan Pasal 4 UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang undang tersebut dijabarkan melalui Perat®@merintah No. 6 Tahun 1999
tentang Pengusahaan Hutan. Peraturan Pemerintamenipakan respon terhadap tuntutan
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasimgargambuat perubahan signifikan terhadap
keberadaan akses warga negara terhadap sumberdéya lKebijakan memberikan hak
pengelolaan hutan skala kecil atau 100 Hektar udikélola langsung oleh warga negara baik
melalui perorangan, kelompok maupun melalui koper&damun dalam perjalanannya
dihentikan karena berbagai alasan seperti ketéathbpara pemodal besar dengan alat beratnya,
penggunaan koperasi hanya sebagai alat untuk mathdaplahan hutan untuk diusahakan oleh
pemodal besar. Selain itu banyak areal 100 Hektapang tindih dengan areal konsesi HPH
yang masih aktif. Atas dasar tersebut maka PeratBeamerintah tersebut kemudian diubah
dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002,tefakhir diubah menjadi Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 Tahun 200&aten Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Ideologi seperti dimaksud dalam konstitusi UUD’4&andyang dijabarkan dalam

perundang-undangan di atas merupakan cerminan daulasi nilai dan norma serta
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konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan pémanfaatan sumberdaya hutan
(Barber, 1989:34-5), atau merupakan ekspresi daalogi yang memberi otoritas dan legitimasi
kepada negara untuk menguasai dan mengelola suaybdndtan dalam wilayah negara (Peluso,
1992:11).

3.2.2. Penataan Batas K awasan Hutan dan I npres Reboisasi dan Penghijauan

Konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wildyambang Simbuang Borisan
Rinding masuk dalam wilayah Kesatuan PengelolaatarH(KPH) Sinaji Ponian, Kabupaten
Tana Toraja. Urusan pengelolaan hutan produksmgdhkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang OtonomirdbadNo. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pelimpahan tidak sepenuhrpertiseemangat otonomi daerah yang
hendak memberikan peluang bagi daerah untuk mesgumnah tangganya sendiri, tetapi
sebagian masih ditangani oleh Pemerintah Pusaasetfungsi dan peruntukan kawasan hutan
dalam pembangunan daerah sebagaimana diatur odmghtUndang Kehutanan No. 41 Tahun
1999. Secara nasional, klaim penguasaan dan peatanfautan oleh negara tidak hanya melalui
peraturan/kebijakan yang bersifat umum sebagaimdnaatas, namun ditetapkan pula
aturan/kebijakan yang lebih bersifat operasional.lrdonesia, dikenal luas adanya penataan
kembali tata batas kawasan hutan yang disebut Gatea Hutan Kesepakatan (TGHK) pada
tahun 1984, Inpres Reboisasi dan Penghijauan adebbrapa bentuk klaim negara terhadap
sumberdaya hutan pada tataran operasional. Bedigdjikan bagaimana pemberlakuan
aturan/kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kawdsdan di wilayah Toraja. Lebih khusus
lagi, bagaimana bentuk implementasi kebijakan-kdédip tersebut terhadap hutan di wilayah
Simbuang Borisan Rinding, dalam hal ini kawasamamuindung Gunung Sinaji dan hutan
produksi Ponien.

Klaim negara terhadap hutan di Kabupaten Tana aokhususnya di wilayah Simbuang
Borisan Rinding pasca kemerdekaan dilakukan mef®nataan kembali tata batas kawasan
hutan. Data empirik menjelaskan, penataan kemladé batas kawasan hutan di wilayah
Simbuang Borisan Rinding sebagai bentuk klaim reedagrlangsung dalam tiga tahap. Pertama,
penentuan tata batas sementara tahun 1973 untektkegan reboisasi dan penghijauan (tahun
1974/1975). Kedugenentuan tata batas defenitif berdasarkan TGH¥ 1Retiga rekonstruksi
TGHK 1984.
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3.2.2.1. Penentuan Tata Batas Sementara Tanpa Perlawanan.

Penentuan tata batas sementara yang dimaksudksini didalah penentuan tata batas
lahan di luar kawasan hutan negara oleh aparasXeautanan Kabupaten Tana Toraja. Dalam
hal ini, lahan-lahan masyarakat yang berbatasagsilamg dengan kawasan hutan lindung
Gunung Senaji yang telah ditetapkan oleh Belandalommgpembukaan jalan tahun 1932 yang
biasa disebut jalan Balanda, sekaligus dijadikdragai batas kawasan hutan atau sering juga
disebut sebagai garis "wesen-wesen”. Penentuanbtts sementara pada lahan di sekitar
wilayah hutan lindung Gunung Sinaji dilakukan tahii®73 untuk persiapan pelaksanaan
reboisasi dan penghijauan. Kegiatan ini dilakukadgptahun 1974/1975. Reboisasi dilakukan
untuk mengatasi lahan-lahan kawasan hutan yantpidkritis, demikian halnya penghijauan
dilakukan pada areal yang bukan kawasan hutan, yageg dinilai kritis. Dengan demikian,
aparat Dinas Kehutanan pada waktu itu tidak hangaemtiukan batas-batas kawasan hutan
lindung Gunung Senaji yang telah ditetapkan oleimjgpgh Belanda tahun 1932 untuk
direboisasi, tetapi juga melakukan pengukuran texpdahan-lahan di luar kawasan yang dinilai
kritis untuk ditanami sebagai langkah penghijavamigali.

Seperti telah digambarkan pada bab sebelumnya,ataki@mberontakan oleh
gerombolan DT/TII tahun 1958, kemudian disusul @engeristiva G30S-PKI kehidupan
masyarakat di kampung-kampung, yang kini bergabdalgm Lembang Simbuang Borisan
Rinding hidup dalam ketidaktenangan. Pasca peast&B0S-PKI, warga akhirnya dilarang
untuk kembali membangun kehidupan pada pusat-pesatikiman yang lama. Warga mulai
menyebar ke beberapa pusat-pusat pemukiman kegilalairnya bergabung dalam pusat
pemukiman Simbuang dan Borisan Rinding. Walau diamjkwarga masih terus melakukan
aktivitas pertanian di dalam kawasan hutan gunumggjiSdan di sekitarnya. Dalam
perkembangannya, areal-areal yang jauh dari sumipeifan dinilai kurang subur cenderung
dibiarkan terlantar dan dijadikan sebagai areagjgembalaan ternak (kerbau) secara bebas oleh
warga setempat. Pada daerah-daerah yang dekat rsamld@an dinilai subur, oleh pemiliknya
lebih sering diolah sebagai areal persawahan @ganlatang/kebun.

Diakui bahwa secara kasat mata areal yang dimatdwantar tersebut menjadi sangat
terbuka dan seakan-akan tidak ada pemiliknya. Apglada waktu itu masyarakat juga belum

mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman untwkilimgenis tanaman lokal, yang
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mudah tumbuh di areal dengan kondisi topografi kisedaan tanah tanah yang marginal atau
kurang subur. Realitas ini menginspirasi Dinas Kahan untuk mengalokasikan kegiatan
reboisasi atau penanaman kembali pada kawasan bukam hanya pada areal kawasan hutan
Gunung Sinaji yang dinilai sebagai lahan kritis datak produktif, melainkan juga berupa

kegiatan penghijauan pada bekas-bekas pemukimanladem pertanian masyarakat yang
terlantar.

Kegiatan pengukuran tata batas sementara untulateegpenanaman tanaman reboisasi
dan penghijauan dilakukan pada tahun 1974/1975 gdaiukan oleh aparat Dinas Kehutanan
pada tahun 1973, diketahui oleh masyarakat. Paatgpsagukuran dimulai warga yang merasa
haknya "diserobot” segera melakukan penolakan, mammereka tidak berdaya sehingga
penolakan mereka menjadi sia-sia, tanpa perlawgaag berarti dari masyarakat. Keadaan
tersebut diungkapkan oleh Puang Masokan dalam edpatpertemuan keluarga ketika mereka
sedang menyusun rencana tuntutan hak mereka urgnguasai kembali areal hutan ponian.
Tuntutan tersebut didorong oleh adanya surat kdasdPuang Laso’ Rinding kepada salah satu
anaknya sebagai ahli waris yaitu Puang Palagiabagsemana diungkapkan oleh Puang
Masokan bahwa:

"Pada tahun 1976/1977 ada program reboisasi detagaman pinus di kawasan hutan
Gunung Sinaji, termasuk Ponien. Pada waktu hengtekalsasi oleh Dinas Kehutanan
Toraja, saya pada saat itu menjadi mandor kegratavisasi di wilayah Ulu Way. Pada
waktu itu saya sudah menolak untuk kegiatan rebpiggamun petugas lapangan
kehutanan yang bernama Mangampa, mengatakan balegatdn ini adalah
penghijauan karena di tanah milik. Saya menyetyaiisetelah mendapat penjelasan
dari Mangampa maka ditanamilah oleh petugas kehotdengan tanaman pinus. Pada
tahun 1982 ada kegiatan TGHK (Tata Guna Hutan Kds#pn). Tanpa sepengetahuan
keluarga, pihak Dinas Kehutanan memasukan aregl giaaboisasi, termasuk sejumlah
lahan-lahan masyarakat menjadi kawasan hutan, gidagal saat ini sebagai Hutan
Produksi Ponien. Tindakan pemerintah ini kan samgrwenang, ya biasalah
pemerintahan Orde Baru dan pada saat itu tidalyaug berani melawan.”

Dalam hal kekuasaan pemerintahan Orde Baru, Bapaigrgala’ sebagai petugas
kehutanan pada saat kegiatan penanaman reboigmsimenyampaikan ketegasannya sama
ketika dia merasa dipojokkan oleh warga BorisandRigp dalam pertemuan warga di rumah
saudara Kadir pada tanggal 17 April 2008, DuslkaRadengan nada marah:

"Pada masa itu, siapa yang berani melawan pemeant®rde Baru? Kami di lapangan
hanya menjalankan perintah atasan saja”.

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



Karena masyarakat tidak berdaya atas kekuasaandjmtenkan pemerintah pada saat
itu, maka pengukuran tetap dilakukan dengan alespada masyarakat bahwa pengukuran ini
hanyalah dimaksudkan sebagai penentuan luas aeeal hiendak dihijaukan. Mengingat
persoalan pengukuran tata batas belum tuntas, padasaat pelaksanaan kegiatan penanaman
tahun 1974/1975, yang dikenal luas sebagai progebuisasi dan penghijauan, masyarakat
menolak terlibat dalam kegiatan penanaman. Akiyzataparat Dinas Kehutanan menjadi
kerepotan menghadapi tuntutan masyarakat di lapangamun sebagai aparat yang
menjalankan perintah atasan, mereka tetap melakpgaanaman paksa dengan cara meminta
aparat keamanan (Tentara) mendampingi petugagdndan. Mereka juga membawa tenaga
kerja dari luar kampung untuk melakukan kegiatampaman.

Dalam situasi penolakan masyarakat atas kegiataanpenan, Bapak Mangampa dan
Pangngala’ staf Dinas Kehutanan tetap berusaha kimé&gam warga. Ada dua strategi yang
ditempuh aparat Dinas Kehutanan tersebut di laparRertamameyakinkan masyarakat bahwa
reboisasi adalah kegiatan penanaman pohon di damamrasan hutan negara, sedangkan
pengukuran pada areal-areal kebun/ladang wargaalsmyntuk mengetahui luas areal yang
akan ditanami._Kedyakegiatan penanaman di areal masyarakat adalakk k@&pentingan
masyarakat sendiri, terutama untuk memenuhi kelntkiayu bakar yang sudah semakin sulit
didapatkan. Sekalipun penjelasan disampaikan agahaitanan sebagai suatu strategi persuasif
tetapi hal ini masih tetap tidak diterima oleh naskat, namun demikian kegiatan penghijauan
tetap dilaksanakan. Masyarakat mengakui bahwa raesaekgat tertekan atas tindakan aparat
dinas kehutanan lapangan dalam pelaksanaan kegetaisasi dan penghijauan. Masyarakat
pasrah dan terpaksa menerima keadaan ini dengahasaipan, lahan tersebut tetap dalam status

sebagai lahan milik atau hasil tanamannya untukhipgan masyarakat.

3.2.2.2.Penentuan Tata Batas Defenitif yang Otoriter

Jenis tanaman pinus sebagai tanaman reboisasietighifauan ternyata tumbuh dengan
baik sehingga seluruh wilayah yang ditanami dengaois tumbuh secara merata. Rupanya
tanaman pinus cocok tumbuh di wilayah Simbung BoriRinding, dan sekitarnya. Tanaman
yang sudah mulai besar, cabang-cabangnya sudah dlamnfaatkan sebagai kayu bakar oleh
warga secara bebas tanpa ada masalah, namun keadkamudian berubah ketika tata batas

pengukuran sementara untuk penetapan luas areg g@anami tahun 1973 dikukuhkan

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



menjadi tata batas defenitif dengan acuan Peta Gate Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun
1984. Peta TGHK tersebut merupakan peta kesepakatag ditanda tangani oleh Menteri
Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Nedar Gubernur Provinsi Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya trayekkrégta batas yang dibuat oleh petugas
Brigade Planologi Makassar mengikuti batas-bataanten pinus, tidak saja tanaman pinus hasil
reboisasi tetapi juga tanaman hasil penghijayaay ada, yang kemudian ditetapkan sebagai tata
batas definitif.

Tata batas defenitif inilah yang kemudian diperrteddan oleh masyarakat, karena tata
batas yang tadinya hanya sebagai tata batas tanaasdmreboisasi dan penghijauan dijadikan
batas kawasan hutan, tanpa sepengetahuan masy#iaikkt Dinas Kehutanan Kabupaten Tana
Toraja tidak bisa menjelesakan prosesnya secaria AnMangampa, seorang petugas lapangan
dinas kehutanan yang terlibat dalam penataan tatias kini menjelaskan tentang tata batas
kehutanan yang ada di Kecamatan Mengkendek, khyswumaerah Simbuang, Tampo, Tando-
Tando, Ponian dan Uluway dilaksanakan berdasarkaHKT tahun 1984. Dijelaskan bahwa
pelaksanaan tata batas waktu itu mengikuti petg gémawa oleh petugas kehutanan Planologi
dari Makassar, aparat Dinas Kehutanan Toraja hatiganta mendampingi pelaksanaan
pengukuran di lapangan, sementara yang bertindsgaejuru ukurnya adalah orang provinsi.
Dalam pelaksanaannya trayek yang ada hanya mengiddak-patok tanaman hasil reboisasi
dan sebagian penghijauan. Dengan demikian, lalemlanilik warga jelas sebagian masuk
sebagai kawasan hutan.

Penjelasan aparat Dinas Kehutanan kontradiktif a@engang diketahui masyarakat
Simbuang Borisan Rinding. Beberapa informan mesigia bahwa dalam proses penetapan tata
batas, masyarakat merasa tidak pernah diberitahinggm sebagian areal persawahan dan
ladang/kebun mereka sudah diberi patok tata Beglhstanan yang baru, sehingga sawah dan
kebun mereka sudah masuk dalam kawasan. Padais&atika ada warga yang menanyakan
kepada petugas kehutanan yang melaksanakan peagulaleh petugas dijawab bahwa ini
hanya pengukuran untuk pengukuran luas hasil tamaetisasi dan penghijauan untuk bahan
evaluasi keberhasilan tanaman. Beberapa informamgumgkapkan kekecewaannya terhadap
peran aparat dinas kehutanan yang cenderung bakepa melihat realitas lapangan, apakah
lahan tersebut masih kosong/lahan negara atau laliknmasyarakat. Akibatnya, lahan milik

warga masuk dalam kawasan hutan negara. "Pada \pakildsanaan tata batas di daerah ini,
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masyarakat tidak tahu, warga mengetahuinya setalahtata batas kehutanan dengan patok-
patok kayu yang berwarna merah di sekitar kebunnketarga. Patok-patok tersebut sudah jauh
keluar dari batas kawasan jalan Belafiddemikian ungkap kekecewaan warga setempat.

3.2.2.3. Manipulasi Rekonstruks Tata Batas TGHK 1984
Ketidakpuasan masyarakat terhadap klaim negarahnt@sis terjadi, hal mana pada

tahun 1997 ketika pihak Dinas Kehutanan kembalaikétan rekonstruksi batas kawasan hutan
yang telah ditetapkan melalui TGHK 1984 dikomplaieh masyarakat. Hal yang dikecewakan
masyarakat adalah pada saat rekonstruksi tata katessan justru terjadi pergesersan patok-
patok yang ada sebelumnya ke arah lahan masyarakabatnya lahan-lahan warga semakin
menyempit. Pada saat itu warga segera melakukaaespkarena ada areal sawah milik mereka
dimasukkan lagi ke dalam wilayah hutan produksagabmana diungkapkan oleh Puasa Kiding
dan Ambe’ Uli dan beberapa warga yang lain bahwa:

"Kami akan tetap menuntut hak kami atas sawah yaaguk dalam kawasan tersebut
karena pemerintah telah mengambil hak masyarakeékizn tetap bertahan bahwa areal-
areal sawah yang masuk menjadi kawasan hutan miotketap milik kami, ini bukti
kepemilikan kami bahwa kami tetap membayar PBB taash (sawah) tersebut, sambil
memperlihatkan bukti pembayaran PBB, dan selanguthyampaikan dengan nada kesal
bahwa Pemerintah Desa telah mengingatkan kami wBogsan Rinding agar tidak
membayar PBB atas tanah tersebut karena areal sansdbut sudah masuk sebagai
kawasan hutan, tetapi kami membayarnya sebagaikmpemilikan.”

Hal Ini menandakan warga tidak mengakui penetadran/kebun warga menjadi
kawasan hutan di satu sisi, dan kebutuhan akam lp@ddanian meningkat sebagai konsekuensi
peningkatan jumlah penduduk di sisi yang lain. Atapenggeseran patok batas oleh pihak Dinas
Kehutanan adalah untuk mengganti beberapa bagiaal&awasan hutan yang digeser untuk
kepentingan umum, sementara luas kawasan hutdnliaeh berubah. Akibat dari pergeseran
patok batas tersebut adalah semakin menyempitrag darapan lahan masyarakat di daerah
Borisan Rinding sebagaimana diungkapkan oleh irdori{adir dengan mencontohkan lahan
milik mertuanya dan diakui oleh Puasa Kiding. Seiarya diungkapkan oleh Kadir bahwa:

Hal ini terjadi karena ada kepentingan pribadi diachnya yang namun Pangngala’
mengelak dengan dua penjelasan: (1) karena kedida&h tata batas sebelumnya
sehingga warga mengatakan terjadi pergeseran l{@)agka benar terjadi pergeseran

® Penetapan tata batas kawasan hutan oleh pihakdzetiengan cara membuat jalan yang membatasi
lahan milik warga dengan lahan kawasan hutan Edat1932.
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keluar untuk memperluas kawasan hutan produksiildiyah ini maka sesungguhnya
untuk mengganti penggeseran kawasan di bagianykiyang menyebabkan luas
kawasan hutan menyempit. Kadir, langsung menyelaaa tindakan warga di tempat
lain yang menyebabkan luas kawasan hutan menjagpisékecil), warga di sini yang
harus menanggung resiko, lahan-lahannya diperseKgiiapa Dinas Kehutanan tidak
mengembalikan saja penggeseran tata batas olelawatgmpat lain itu supaya luas
kawasan hutan kembali seperti semula? Saya kurangerti tindakan dinas kehutanan
di sini (Kabupaten Tana Toraja), tegas Kadir. Pgatai mulai merasa terpojok.
Meskipun demikian, Pangngala’ tetap tidak terbukangakui telah melakukan
pergeseran tata batas di wilayah Simbuang Borisamif®y yang menyebabkan
semakin kecilnya lahan milik warga. Dia kembali Kil@h dan menegaskan mereka
hanyalah pelaksana, jadi hanya menjalankan perirfka@nena hanya menjalankan
perintah, maka dirinya tidak merasa telah melakyb@rgeseran, ungkap Pangngala’
mengakhiri perbincangan mengenai topik ini.

Rekonstruksi tidak berjalan mulus karena masyartéap tidak mengakui tata batas
yang ada, yang dilakukan secara tidak transpatanggg areal di luar kawasan hutan sebagai
sumber penghasilan ekonomi masyarakat tidak mengepaatian. Hal ini menyebabkan warga
tetap mempertahankan bahwa areal-areal sawah mgagiga masuk menjadi kawasan hutan
produksi adalah tetap menjadi miliknya dengan tarap membayar PBB atas tanah (sawah)
tersebut.

Realitas di atas memperlihatkan klaim negara mietalitorialisasi yang dimulai sejak
zaman pemerintah Belanda, demikian juga pemerintafdonesia sesungguhnya
mengekspresikan kekuasaan negara terhadap suméddrdegn masih sangat kental. Namun,

sayangnya tidak.

3.2.3. Larangan Pemerintah atas Pemanfaatan hutan Rakyat dan akses
Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Negara

3.2.3.1. Larangan Pemerintah atas Pemanfaatan hutan Rakyat
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Dalam rangka pengelolaan hutan rakyat dan pemanfdedyu pinus hasil tanaman
rakyat di Tana Toraja, dengan semangat desensiflisausan kehutanan maka dalam usaha
pemanfaatan hutan, pemerintah kabupaten tidakvsajgatur hutan negara tetapi juga mengatur
hutan rakyat sebagai suatu lahan peningkatan PAlsusnya hutan pinus milik masyarakat di
Kabupaten Tana Toraja melalui Peraturan Daerati8ld.ahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan
Rakyat di Kabupaten Tana Toraja. Atas dasar Perdaliut maka pemerintah Kabupaten telah
memberi izin kepada beberapa perusahaan dengamnlalejpembatasan dan persyaratan. Namun
sejumlah pihak, khususnya Lembaga Swadaya Masyardda Pemerhati Lingkungan,
menyangsikan kesanggupan dan kesungguhan perus@easggang izin untuk memenuhi
pembatasan dan persyaratan yang dipersyaratkarek®enenyatakan keyakinannya bahwa
pengelolaan dan pemanfaatan tanaman pinus terakbotmenimbulkan dampak negatif yang
nilai kerugiannya mungkin lebih besar dari manfdiatnsil yang diperoleh dari usaha
pemanfaatan dimaksud, sehingga mereka menuntutiagha pemanfaatan tersebut dihentikan.
Ternyata dalam pelaksanaannya pemerintah propiesingaklanjuti keberatan tersebut atas
pemanfaatan hutan rakyat karena dinilai menggareigsistem khususnya tata air. Tindak
lanjut dari pemerintah propinsi tersebut diwujudkiatam penghentian pemanfaatan hutan pinus
di Toraja melalui surat Gubernur Sulawesi Selatan B22.4/5114/Set tanggal 26 Nopember
2004 dan No. 522.4/5500/Set tanggal 16 Desembed 2fdh sekaligus meminta agar
pemanfaatan hutan pinus tersebut perlu dilakukgarkakademis, dan meminta Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja menghentikan kegiatan pegabatanaman pinus selama beberapa
bulan.

Terhadap penghentian tersebut mendapat reaksi karasmasyarakat dan kemudian
melakukan demonstrasi kepada pemerintah dan DPRiigééen Tana Toraja sebagai salah
satu bentuk perlawanan dari masyarakat. Sebagggdpan atas aksi perlawanan masyarakat

tersebut, pemerintah daerah kabupaten bekerja dangan Universitas Hasanuddin melakukan

* Desentralisasi yang disebut oleh Ribot (2002) gebsuatu pengalihan kekuasaan dari tingkat piesabkla level
yang di bawahnya, selain sebagai alat untuk memmsikan pembangunan juga dimaksudkan untuk
peningkatan efisiensiequity dan demokrasi. Di dalam praktek desentralisasiumgnGaffar (2002) Selalu
terdapat dua elemen penting, yakni: pembentukarabag@onom dan penyerahan atau pengakuan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daeratk un&ingatur dan mengurus seluruh kewenangan bidang

pemerintahan, kecuali bidang kewenangan tertentu.
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kajian ilmiah atas pemanfaatan hutan rakyat tetsatas biaya pemerintah Kabupaten Tana
Toraja. Dari hasil kajian tersebut diketahui luasaman pinus rakyat di Kabupaten Tana Toraja
seluas 12.510 Ha, dengan rekomendasi hutan pikyatrdapat ditebang yang tumbuhnya pada
topografi datar dan landai atau kemiringan sampagen 45% sedangkan yang tumbuhnya pada
topografi curam atau kemiringan di atas 45% tidalelb ditebang yang diatur dengan Keputusan
Bupati Tana Toraja No. 2070/X/2005 tentang Petunja&laksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja No. 19 Tahun 2001 tentangdbfaaan Hutan Rakyat di Kabupaten
Tana Toraja, sekaligus merupakan petunjuk teknisRirda No. 19 Tahun 2001 dan jawaban
surat Gubernur Sulawesi Selatan. Permasalahanefian@syarakat tidak hanya sampai di situ,
masyarakat masih mempersoalkan larangan pemanfaaida daerah-daerah tertentu yang
ditunjuk sebagai kawasan lindung dengan mengatakéenapa pemerintah melarang, ini
tanaman kami, tumbuh di atas tanah kami, kami yiangm dan pelihara untuk dimanfaatkan
karena kami perlu makan dan menyekolahkan anak, kaetum lagi kalau mau ditebang harus
mengurus ijin menebang, mengurus dokumen angkintekan bukan hutan negara, urusilah
dan aturlah hutan negara dan tanamilah hutan negarag gundul itu.”

Penghentian kegiatan penebangan tersebut di atak jamgka waktu lama bermakna
memperlakukan hutan tanaman pinus di Tana Tor&jagse aseyang tidak dapat memberikan
manfaat ekonomi bagi pemiliknya dan bagi pemerirkahupaten. Hal ini mengindikasikan
suatu ketidakadilan, oleh karena tanaman pinus yeladp terpelihara selama puluhan tahun
justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang welgraranya. Hal yang semestinya
diberlakukan adalah memberi kemungkinan kepadakpg@milik dan pemerintah kabupaten
untuk memanfaatkan tanaman tersebut, berdasarkesippkelestarian hasil dan manfaat.

Dalam penguasaan sumberdaya hutan negara oleh @atelang diberi hak menguasai
sumberdaya tersebut. Atas kekuasaan tersebut negarderi kekuasaan pengelolaan kepada
pemerintah dalam hal ini kepada Departemen Kehatantuk seterusnya memainkan perannya
sebagai penguasa, regulator dan fasilitator dakmggdolaan hutan. Bertolak dari mandat inilah
maka pemerintah membuat kelembagaan, peraturanpdamdangan, penunjukan personil
pengelola, perumus kebijakan dan program atas fidage dan pemanfaatan hutan. Dengan
demikian secara tegas negara memperoleh sumbekdkyasaan berupa lahan, spesies, tenaga
kerja dan sekaligus memperoleh penguasaan idedPgisso, 2006: 24 — 29).
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Kondisi demikian menggambarkan terjadi semacamapergan antara kekuasaan lokal
yang dimiliki oleh masyarakat dan kekuasan yanglitinoleh negara. Dalam hal ini pemerintah
atas nama negara menempatkan posisi sebagai akigrdominan terhadap masyarakat lokal
menguasai sumberdaya hutan. Posisi yang dominsebtgrtelah membawa "kehancuran” pada
otoritas masyarakat lokal sehingga pengaturan pelage hutan secara berkelanjutan tidak

dapat lagi berjalan.

3.2.3.2. Akses M asyar akat Terhadap Kawasan Hutan Negara

Peningkatan kemakmuran ataupun kesejahteraan ra&aydokal menjadi indikator
kunci keberhasilan. Hal ini tidak saja mengingaltviba merekalah yang dalam kenyataannya
memiliki akses yang paling dekat, serta ketergaggundan hubungan yang paling signifikan
terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat hutaelet. Akan tetapi, masyarakat lokal yang
merupakan bagian tak terpisahkant€gral componentdari ekosistem hujan tropis tersebut
memiliki peran kunci sebagai kontrol sosial terladatiap pemanfaatan yang berlebihan. Hanya
saja jika sebaliknya tidak ada keuntungan apapury y@gapat diperolehnya dari politik dan
kebijakan kehutanan yang ada, maka berarti insesebut menjadi hilang. Terlebih lagi jika
masyarakat lokal justru menilai bahwa kebijakanutahan yang ada sangat tidak berkeadilan
dan merugikannyat(does not pay maka logis bila mereka menjadi masa bodoteffereny,
dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu bisa berbadikgakselerasi terjadinya kehancuran
sumberdaya alanthe tragedy of the commagr(&ardjono, 2004).

Kesempatan masyarakat untuk mengelola lahan belt@pannya dan atau bekas areal
penggembalaannya sudah sangat terbatas sejak kditakga tata batas kawasan hutan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, cq. Departeehutanan dan Dinas Kehutanan pada
tahun 1984, yang merupakan program nasional dandildengan sebutan TGHK Tahun 1984.
Pada masa tersebut di Tana Toraja, terjadi periueaaasan hutan negara baik hutan produksi
maupun hutan lindung melalui kegiatan tata batag yaengacu pada peta TGHK. Tata batas
dilakukan mencakup lahan-lahan yang belum termasllagai kawasan hutan negara, yakni
lahan-lahan kosong yang saat itu kelihatannya tdiklkasai oleh seseorang atau sekelompok
orang karena bentuk fisiknya berupa bukit yang hasiyumbuhi rumput semak belukar yang
dijadikan sebagai lahan penggembalaan hewan tetediau oleh masyarakat sampai batas

tanaman hasil pelaksanaan reboisasi tahun 1974/8¥l&ma ini masyarakat hanya mengakui
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tata batas yang dilakukan pada zaman Belanda, aetaga diungkapkan oleh Puang Kinaa
ketika ditemui di rumah Pangngala’ pada waktu abtat makan siang setelah kerja bakti
bersama masyarakat kampung Dusun Pakala dan Duaundo-Tando pada tanggal 28
September 2008 bahwa:

Pelaksanaan TGHK di kampung ini mencakup juga aesll sawah penduduk yang
selama ini dikelola sebagai sumber penghidupan anakst karena areal sawah warga
terikut ditata batas masuk dalam kawasan hutanituwak warga tidak berani
melakukan protes. Namun pada saat ini warga dialilani melakukan protes karena
ada areal sawah milik mereka dimasukkan lagi dalaitayah hutan produksi
sebagaimana terlihat dalam peta tata batas yaaty siperlihatkan oleh Pangngala’
(petugas Kehutanan) di daerah ini. Masyarakat mestggeinformasi dari Pangngala’
bahwa pergeseran terjadi karena untuk mengganeréeé bagian areal kawasan
hutan yang digeser masuk ke dalam kawasan hutdaengat lain sehingga lahan
masyarakat di kampung ini yang dikorbankan. Istijeh mengganti tata batas di
tempat lain yang menyebabkan luas kawasan hutaluksbberkurang.

Demikian ungkap Kinaa dalam nada tidak mengertiatan logika yang disampaikan
warganya, yang pada saat itu diakui oleh Pangnghlaumahnya. Lebih jauh Puang Kinaa
menjelaskan bahwa;

Meskipun areal sawahnya masuk dalam kawasan hutatulsi, namun sejauh ini
masyarakat tidak mengakui tata batas tersebut. Kdemeasih tetap bertahan bahwa
areal-areal sawah yang masuk menjadi kawasan pubaiksi tetap miliknya. Protes
ini diperlihatkan warga dengan cara tetap membRB& atas tanah (sawah) tersebut.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Puang Kinaa mlangsebagai perangkat pemerintah
di desa, mereka telah mengingatkan warga agar titakbayar PBB-nya karena areal sawah
tersebut sudah masuk sebagai kawasan hutan, nasnukiah imbauan ini tidak diikuti oleh
warga dan warga tetap membayarnya sebagai buleénkiékan. Puang Kinaa menduga, dengan
kondisi seperti ini selain karena masyarakat sudddk takut lagi kepada pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak mereka, juga karena dorokghntuhan ekonomi yang mendesak
sehingga lahan-lahan sawah mereka yang ada dalaas&a akan tetap diolah oleh pemiliknya.
Jika langkah penggarapan kembali dilakukan olehgavanaka akan terjadi konflik antara
masyarakat dengan pihak pemerintah. Masyarakap tetatahan sebagai lahan miliknya,
sementara pemerintah beralasan sebagai lahan kasonglalam penguasaan negara (hutan

negara).
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Walaupun demikian, Puang Kinaa tidak menjelaskdnihléanjut upaya-upaya yang
dilakukan dalam posisinya sebagai kepala Lembaregajd Pakala untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi warganya. Ketika ditateydang upaya-upaya yang dilakukan
oleh pemerintah Lembang dalam hal antara mempaaan hak-hak masyarakatnya dan
pengakuan batas-batas kawasan.

Kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan dari $@whutan hutan sangat terbatas,
karena akses masuk ke dalam hutan sangat terlei@gasmana diungkapkan oleh Bapak Sapar
dan lbu-ibu yang mendampinginya ketika dilakukanvascara dengan menggambarkan bahwa:

Sebelum tahun 1975-1976, warga, terutama di wilayighada umumnya berkebun dan

berladang. Setelah itu, sebagian lahan-lahan yangnfiaatkan warga boleh dikatakan

adalah lahan kawasan hutan yang pada saat inialikebagai hutan lindung dan hutan
produksi. Hutan lindung ditetapkan oleh Belandaap@thun 1930-an, sedangkan hutan
produksi ditetapkan oleh Dinas Kehutanan kira-p@da tahun 1984/1985 atau setelah
tanaman reboisasi tumbuh baik dan dapat dikatakainabil. Dengan kata lain, jauh

sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan produisiaR, kawasan ini merupakan

lahan pertanian masyarakat di luar kawasan hutdamig.

Dalam wawancara, mereka mengakui dalam perkembaggatahan-lahan hutan
lindung mulai tidak intensif dikelola, mereka lehbiftensif mengelola lahan di luar kawasan
hutan lindung karena mereka takut kepada petughst&ean. Sejak lahan-lahan kebun dan
ladang yang semula berada di luar kawasan hutaturlgn dijadikan areal reboisasi oleh
pemerintah, dan kemudian belakangan dikukuhkanadekawasan hutan produksi, masyarakat
kehilangan sumber penghasilan dari berkebun daladzeng. Dalam pengakuan masyarakat,
kondisi pada waktu itu sangat tidak memungkinkagi bzereka untuk melakukan protes seperti
kondisi saat ini masyarakat bisa melakukan protgsa#ta pemerintah. Selain itu, alasan yang
dikemukan petugas kehutanan pada waktu itu bahmanan yang ditanam ini adalah untuk
kepentingan masyarakat juga, tetapi kemudian, &angetelah tanaman pinus mulai besar
masyarakat dipaksa keluar/pindah ke tempat yartgrsamenjadi pemukiman.

Karena ketiadaan lahan-lahan pertanian, diakuikipes lahan-lahan pertanian mereka
telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksiumanereka tetap menganggap lahan-lahan
tersebut masih milik mereka. "Mereka masih membgajak atas tanah-tanah mereka yang
sekarang dalam statusnya sebagai kawasan hutaokprodegas Sapar. Lebih lanjut Sapar
menjelaskan bahwa dengan hilangnya lahan-lahamnpant sebagian besar warga, termasuk
dirinya tidak mempunyai lahan untuk dijadikan sebaghan pertanian untuk menghidupi
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keluarga. Oleh karena itu, untuk menjawab pertamyagengapa memilih menjadi penyadap
getah pinus, jawabannya adalah tidak ada peketgaanJawaban Sapar mendapat dukungan
ibu-ibu. Mereka menegaskan, meskipun hasil jual getah pinus tidak seberapa, tetapi kami

tetap melakukannya karena mau kerja apalagi unerlambah kehidupan ekonomi keluarga.

3.3. Klaim-Klaim Tongkonandalam Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

Klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh maayasatempat, terlebih dari
mereka yang mempunyai posisi tokoh adat pun terfadiam hal ini, tokoh adat diperankan
olehpuanguntuk dan atas namfangkonammenjadi agensifongkonardan atau masyarakat dari
golonganto buda yang menokohkan diri sebagai bagidiengkonandan menjadi agensi
Tongkonan

Sebagaimana digambarkan di atas bahwa sebelum iR&han Kolonial Belanda
mengambil alih penguasaan dan pemanfaatan hutaaseilayah Toraja terbagi dan dikuasai
oleh 32 penguasa adat yang otonom. Hal ini bepativa seluruh wilayah kawasan hutan pada
saat itu berada dalam kekuasaan para tokoh-takatiT angkonandalam hal ini oleh pemimpin
lokal yang dikenapuangdi wilayah Tallu Lembangna (selatan) dqaarengngedi wilayah utara
sertama’dikadi wilayah barat.

Sebelum menjelaskan bagaimana proses penguasaarpetiaanfaatan hutan yang
berbasis otoritas Adatongkonanberlangsung di tingkat masyarakat, perlu terletémnulu
dijelaskan peranan dan fungngkonan Sebab, basis klaim yang diperankan oleh paeng
berawal dari otoritas ad&@bngkonan

Sejarah penguasaan wilayah oleh nene’ moyang ofargja yang berupa mitos tetap
dikonstruksi oleh keturunannya untuk menguasaiyaliatertentu yang disebpangala tondok
Pangala tondokmasih diakui oleh masyarakat, khususnya pada {ktheam yang masih kosong
atau belum ada penghuninya. Wilayah inilah yangudian menjadi cikal bakal berdirinya
wilayah kekuasaan suationgkonan.

Di wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat tigangkonankaparengngesaryaitu
TongkonanSu’pi, TongkonanBuasan darmfongkonanMarintang. KetigaTongkonanini akan
menjadi fokus pembahasan dalam penguasaan lalmampetaanfaatan hutan yang berbasis
otoritas AdatTongkonan Dua dari tigaTongkonantelah direlokasi oleh keturunannya dengan

pertimbangan sulitnya akses ke luar karena berlattastas bukit, yakniTongkonanSu’pi
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pindah ke Sa’ku’ daffongkonarBuasan pindah ke Batakan, sedangkangkonanMarintang,
hanya tinggal nama saja, bentuk fisik bangunan hum@ngkonandan penghuninya sudah
menyebar ke mana-mana. Kondisi inilah yang dijadilgalah satu alasan Puang Patta

mengklaim hutan Marintang dikembalikankengkonan.

3.3.1. Kekuasaan Tongkonan

Tongkonansebagai sebuah rumpun keluarga yang merupakah lzakal munculnya
wilayah-wilayah adat yang menjadi bagian penguasedradap sumberdaya di Tana Toraja,
termasuk di wilayah Simbuang Borisan Rinding. Meggi sub pembahasan ini masih dalam
cakupan bagaimana klaim penguasaan lahan oleh g&maqdaflongkonanmaka uraian ini
diawali dengan menjelaskan cikal bakal terbentukeghuah rumpun keluarga, yang dalam

perkembangannya disebldngkonardan pada gilirannya menjadi sumber kekuasaan.

3.3.1.1. TongkonanSebagai Sumber Kekuasaan

Bagi Puangatau bangsawan sebagai Penguasa Adat menjadileahgngkonannyatau
Rumahnya itu sebagai Istana, lengkap dengan pysaiaka dan kekayaanny®i samping itu,
para pemilikTongkonanataupuang mempunyai tugas dan kewajiban tertentu dari paseu
Adat yang pertama. Semua keturunan @langkonartersebut mempunyai kewajiban yang sama
untuk memelihard ongkonanitu serta bersama-sama mempertahankan kekuasagretsnan
dari Tongkonar?.

PerananTongkonanberkembang dalam dua aspek yang melekat, yBolmgkonan

sebagai pemegang kekuasaan sekaligus menjadi stadhigisator sosial. Pelaksana tugas dari

® Asset Tongkonaadalah: RumafTongkonan Kuburan (Liang/Banua Tang merambu), Tempat Ad#pacara
Kematian (Rante dinai mantunu), Lahan tempat pémaelan hewan kerbau (padang panglambaran), sawah
(masakka’na) dan hutan bambu (pangngala’ pattuelgdgai bahan bangunan dan pondok pada upacaraapaca
adat.

6Fungsi dan peranan lain darongkonanadalah 1) untuk menunjukkan asal usul seseoralagna&na nama
Tongkonanseseorang itu diketahui, maka dengan sendiriny@atdaula diketahui orang tua, nenek, dan
moyangnya, 2) untuk menunjukkan bahwa seseorargriat dalam garis keturunan tertenttan@’). Di samping
itu, dengan mengetahtiongkonanseseorang akan diketahui pula bahwa ia terikagatekewajiban-kewajiban
tertentu yang ada dalaifongkonanya, misalnya kewajiban-kewajiban yang berhubundgmmgan upacara atau
pesta-pesta rituabmbu tuka danrambu solo Rumah di Tana Toraja selain didiami oleh manssima dengan
rumah-rumah di daerah lain, juga mempunyai fungsi geranan serta arti yang sangat penting danldeinggi
dalam kehidupan masyarakat Toraja dan merupakarathal masalah yang tak dapat dipungkiri oleh setiap
masyarakat Toraja dimanapun dia berada. Rumah lyantamaTongkonan(Rumah Adat Keluarga Toraja) itu
dianggap masyarakat Toraja sebagai pusaka/waragamiik turun temurun dari yang berketurunan gaanusia
yang mula pertama mendirikan atau membangumgkonaritu.
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Tongkonanharus berdiam diTongkonanuntuk membina kewibawaan dari kekuasaan dan
perintah adat. Dengan jalan demikian maka mulagahpat penguasa adat itu tinggal sebagai
tempat sumber perintah dan kekuasaan adat yangrpaldaya masih berbentuk penerangan,
yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuasampetaerintah yang independen.

Dalam perjalanannya ketika penguasa adat yangnpari@eninggal, penggantinya
adalah keturunan dari penguasa adat untuk melamuyikranan dan kedudukan dari penguasa
adat yang pertama, dimana rumah dari penguasayadagt pertama tetap dijadikan sebagai
tempat melaksanakan dan melanjutkan tugas sertajikew dari penguasa adat yang pertama

yang keseluruhannya dipusatkan di rumah tempat fRanguasa Adat pertama tinggal.

3.3.1.2. Kekuatan Histori dalam Penguasaan Wilayah Tongkonan

Histori dalam penguasaan suatu wilayah sangat meriarena kekuasaan yang ada
sekarang ini terkait dengan kekuasaan sebelumnyg ykapat ditelusuri melalui histori.
Kekuatan histori dalam penguasaan Wilayangkonamdapat diketahui melalui uraian berikut
yang bersifat mitos namun dipegang kuat oleh suérajd sebagai sesuatu kekuatan dalam
penguasaan wilayafiongkonan Tangdilintin (1981) menguraikan sebut8rmambe’dan Pong
sebagai suatu identitas seseorang dalam etnisaTbeskembang di bagian Utara Toraja, dan
kemudian datang gelombang pendatang baru yanggigtardari arah Selatan menggunakan
perahu menyusuri sungai Sa’dan, dipimpin dRefang Lembangyang empunya perahu). Dari
tempatnya yang pertama, Bamba Puang, mereka kembeikembang menjadi komunitas-
komunitas yang dipimpin olefPuang-puangyang berkuasa atas daerah pemukimannya,
disebutlah ia, misalny&uang ri Tabang, Puang ri Batu, Puang ri Su’gan lain-lain.

Setiap komunitas mengembangkan kelompoknya masasjagn yang sering tanpa
hubungan satu sama lain. Perkembangan secara alandesak mereka untuk memperluas
wilayah. Perang antar komunitas, antar Siambe’ @&mBong Pararrak dengan penguasa-
penguasa Puang, maupun antar Puang-puang serldini deemperebutkan kekuasaan, sumber-
sumber alam, dan batas-batas wilayah menjadi bagiamn kegiatan mempertahankan
kelanjutkan hidup komunitasnya. Siambe’-Pong daanBtpuang berhasil bernegosiasi menjadi
semacam federasi yang diseBaingga(besar, hebat, dahsyat). Penguasa Bongga yarené&rk
dalam mitos Toraja, antara lain, Puang Bongga Erdag Puang Bongga Londong di Rura yang

terakhir ini terkenal lalim, kejam, pendurhaka sejgia dikutuk oleh Puang Matua (Tuhan).
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Keterkaitan dengan kekuasaan dan histori yang diothkli atas adalah diawali dengan
pemahaman mitos bahwa Tangdilino datang dari diaiamembawa Aluk Sanda Pitunrid
untuk menegakkan kembali kedamaian dan mengembarggauah tata kehidupan manusia
serta aturan-aturan keagamaan di bumi, yang dikasatan umum diterima oleh masyarakat
bahwa Tangdilino mendirikan pusat pemerintahan daBanua Puan Marinding.

Menurut Tangdilintin (1981), Pemerintahan BanuarPdidirikan pada abad ke 10 AD.
Pendapat ini didukung oleh fakta sejarah, bahwa padl yang sama Mpu Sindok mendirikan
sebuah dinasti baru di Jawa Timur. Sebuah piagam $lpdok, yang dibuat pada tahun 851
saka (929 AD), berisi; Menjadikan Cungrang sebdabrah perddhikarfdaerah independen),
sebagai penghormatan kepada bapak mertuanya, RaBaygang. Kata perddhikan berasal dari
akar kata yang sama dengama’dika, maraddhika, merdekaAgaknya Tangdilino’
membebaskan diri dari kasak-kusuk persaingan &stampok (para puang lembang) di selatan
(sekitar Bamba Puang) , dan mendirikan pusat pataban baru Banua Puan di Marinding,
Mengkendek dengan nama dan memakai gelar barw Weitdika®. Undang-undang, aturan
baru, pedoman hidup baru yang dibuatnya yaituk Sanda PitunngAluk = Aluk lengkap
tujuh/ 777) diberlakukan dalam daerah kekuasaasepagai daerah kesatuan yang dinamakan
Tondok Lepongan Bulaatau Tana Matarik Allo (digabungkan menjadiTondok Lepongan
Bulan Tana Matarik Allp Tiga prinsipaluk (Aluk Tallu Oto'ng dan empat prinsip adaAda’
A’pa’ Oto’na) dariAluk Sanda Pitunndapat dipahami sesuai wawancara pada tanggal 2& Mar
2009 di Gedung LIPI dan ringkasan tulisan Mgr. Jahn Liku-Ada’ sebagai berikut:

Ke-3 prinsip aluk itu ialah: percaya dan menyemimamghormati (1)Puang Matu
Sang Pencipta, (2) para dewaleétg, pemelihara dan pengawas makhluk, dan (3) para
leluhur to dolo / to matup Ketiga pribadi/kelompok pribadi ini harus dipaya dan
disembah/dihormati tidak secara sama melainkanraed-ordinatif. Oleh karena itu
simbol tempatnya masing-masing dalam kosmos dilzed&iang Matuadiasosiasikan
dengan Utaradeatadengan Timur, danto dolo dengan Barat, (sedangkan Selatan
menunjuk kepada kematian). Paeatadibagi dalam tiga kelompok, yaitu: (a) dewa/i
dunia atas deata tangngana langi (b) dewa/i dunia tengah atau bundeéta
kapadanganng dan (c) dewa/i dunia bawatigata tangngana padajg

" Aluk Sanda Pitunna berlandaskan tujuh prinsipgytenidiri dari tiga prinsip aluk (aluk Tallu Otai) dan empat
prinsip adat (Ada’ A’pa’ Oto’na).

8 pengertian Banua Puan dan gelar Ma'dika; Banterfbérumah”, sedangkan puan adalah bentuk sing&st
ampuan atau empuan, yang berasal dari akar mpg,danpadanya berasal pula empu, ampu dan puang (=
pemilik, tuan). Jadi Banua Puan secara harafiaartoérumah yang dimilki, tetapi dapat juga berartimah dari
orang yang memiliki”. Namun menarik bahwa Tangdilimengambil gelar ma’dika, bukan puang. Kata miadi
(bdk. Bahasa Indonesia merdeka) berasal dari b&wssekerta, dan berarti “bebas, independen”.
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Sedangkamda’ A’pa Oto’nasesungguhnya pada dasarnya menyangkut hal bagaiman
manusia menghayati dan mengamalkan kepercayaarad@aajuk Tallu Oto’naitu
dalam segala segi eksistensinya di kosmos. TerdhpatmacamAda’ A’pa Oto’na
Yang pertama menyangkut segala aturan adat mengehaupan manusia, yang
terdiri dari: (1)ada’ dadinna ma’lolo taumenyangkut kelahiran manusia); @ja’
tuona ma’lolo tau(menyangkut kehidupan manusia sehari-hari);a@’ menombna
ma’lolo tau (menyangkut penyembahan manusia); dana@@ matena ma’lolo tau
(menyangkut kematian manusia).

Sementard@da’ A’pa Oto’nayang lain, ialah (1ada’na ma’lolo tau(segala aturan adat
menyangkut manusia, sebagaimana yang sudah dipeggitia yang pertama di atas); (2)
ada’na patuoan (menyangkut hewan ternak); (3da’na tananan (menyangkut
tanaman); dan (4)ada’na bangunan banua(menyangkut rumah, khususnya
Tongkonain

Pada tataran pelaksanaaluk (bidang ritual), lagi-lagi ada prinsip empat, sgpia
berikut: (1)aluk simuane tallang silau eramprinsip pembagian dua ritual, yaialuk
rambu tuka’ataualuk rampe matalldritual yang berkaitan dengan kehidupan) derk
rambu solo’ataualuk rampe matampulyang berkaitan dengan kematian); {&oan
aluk atau patiran aluk menyangkut tingkatan dan aturan pelaksanaan raketkurut
ketiga wilayah yang berbeda, yaitu wilayah Timuen@ah, dan Barat; (3)emali
sukaran aluk kewajiban-kewajiban moral dan larangan-larangannyyang
dikelompokkan menjagdemalinna aluk ma’lolo tafmenyangkut manusiapemalinna
aluk patuoan (menyangkut hewan ternakpemalinna aluk tananar{menyangkut
tanaman), dapemalinna aluk bangunan bangmenyangkut rumafbngkonaiy (4)
pantiti’ dan pesung berkenaan dengan aturan-aturan terperinci peiseanb seperti
bagian mana dari hewan korban yang harus dipotoituk ipersembahan, bagaimana
meletakkan persembahan itu, dan seterusnya.

Aluk Sanda Pitunna kadangkala juga disebut Alulam@atPitu atau Aluk Pitung Sa’bu
Pitu Ratu Pitung Pulo Pitu (Aluk 7.777) atau bahRauk Pitung Pitu (Aluk 7.777.777).
Kesemua nama itu mengungkapkan gagasan dasar garag gaitu kelengkapaauk
tersebut. Gagasan kelengkapan ini terletak daldwa faahwa sementara ke-3 prinsip
pertama Aluk Tallu Oto’ng telah memuat semua pribadi/kelompok pribadi ylaagis
dipercaya dan disembah/dihormati, masing-masing lga# prinsip adatAda’ A’pa
Oto’na), yang dianggap sudah meliputi semua aspek eRsisteanusia dan dunianya,
mempunyai jumlah perintah dan larangperfial) tak terhitung banyaknya yang harus
dipelihara dan dipatuhi.

Demikianlah kita melihat bagaimana ajardluk Sanda Pitunnanenggabungkamaluk
(agama) darada’ (tata duniawi) sedemikian rupa, sehingga kultus ataal memainkan peran
sentral dan menentukan dalam kehidupan. Ajaradiakiui dan diterima secara luas pada masa
Tangdilino dan pada abad-abad selanjutnya, danagedgmikian membentuk jati diri dasar
religio-kultural Toraja.
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Sejak masa awal Arroan sampai masa Banua Puatafsaltad VI — Xll) telah terbentuk
tiga wilayah kekuatan adat dengan gelarnya masiagjfg, yaitu :

1) Bagian Tengah, di daerah Tallu Lembangna, yaitudigkSangalla, dan Mengkendek
disebut daerati-puangng-idengan gelaPuang

2) Bagian Timur, di daerah Rantepao, Sanggalangi, iRigdllo, dan Sesean disebut
daerahdi-parengnge’-i(di Siambe’i, di Siindo’i dengan gelaBGiambe’ bagi laki-laki
danSiindo’ bagi perempuan.

3) Bagian Barat, di daerah Saluputti dan Bonggaka@d#sebut daeraldi-ma’dika-i
dengan gelar Ma’'dika .

MengenaiTomanuruf, diperkirakan muncul atau datang pada awal abatBlatau kira-
kira 150 tahun sesudah tersebarmjak Sanda Pitunnali Tondok Lepongan Bulan Tana
Matarik Allo. Di antara paralomanurunyang dikenal luas oleh masyarakat Toraja yaitu :
Tomanurun Tamboro Langi’ ri Kandoro, Tomanurun dngi’ Puang ri Kesu’, dan Tomanurun
Mambio Langi’ ri Kaero Tokoh paling terkemuka di antara pdi@manurunitu ialah Tamboro
Langi’. Dialah yang dikenal sebagai pendiri apa yang distluk Sanda Saratu(Aluk Lengkap
Seratus) sering juga disebAtuk Sanda KarugAluk Lengkap Delapan/888) karena dinilai
melengkapi Aluk Sanda Pitunnayang sudah diterima baik dalam masyarakat. Dengan
kedatangan parBomanurun khususnya lewat penyebaraluk Sanda Saratumulailah berlaku
sistem monarki, dan stratifikasi sosial yang digndengan tiga tingkatan status dalam
masyarakat, yaitu golongaguang (teridiri dari paraTomanurundan keturunannyajpomakaka
(penduduk yang ada sebelumnya) daanan(para hamba, yang dikatakan datang menyertai
Tomanurunp serta keturunannya). Pada masa itu, kepemimplablam masyarakat diambil alih

oleh paralomanururdan keturunannya, sementara para kepala-adatg@ag(di kalangan para

° Datangnya sekelompok yang disebut Tomanurun (tmrg; manurun = turun) di sekitar bagian akhiadake 13
Masehi di Toraja. Terdapat kepercayaan di kalamgasyarakat Tomanurun itu datang dari langit, setxkisah
mitologis yang ada tidak saja di kalangan oran@jadetapi juga di kalangan kelompok etnis laindiy&ulawesi
Selatan (Tangdilintin, 1975). Versi lain menurut@rSalombe’ yang dikutip Mgr. r. John Liku-Ada’eneka
boleh jadi berasal dari Jawa Timur di masa penenant Kertanegara, raja terakhir Singhasari (12212
Selanjutnya Liku-Ada’ menjelaskan bahwa pendagatinngkin saja benar, dengan merujuk pada B.Klgkke
H.d. Graaf dan C. Coedes, M.P.M. Muskens menutisabad ke -13 Kerajaan Singhasari ...mengontratjal
jalur perdagangan penting antara pulau-pulau pesilgieanpah-rempah di Timur dan pusat perdagangan di
Malakka. Versi lain; para Tomanurun boleh jadi abldbagian dari sejumlah ekspedisi yang dikirm Kestgmra
ke pulau-pulau lain dalam rangka membangun kekuatmghadapi ancaman kekuatan Kubilai Khan daridUtar
(Peking) Raja Mongol. Kemungkinan lain ialah batpgaa Tomanurun itu meninggalkan Jawa Timur, setelah
kejatuhan Singhasari, menyelamatkan diri dari kerjgrang-orang Jayakatwang.
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tomakaka turun ke tingkatan lebih rendatbu@’ ke bawah), dimana pada kenyataannya
semangat kekeluargaan dan sis#&nk Sanda Pitunnéetap hidup di kalangan masyarakat. Hal
tersebut di atas berlangsung di bagian sel®adang Di-puang-iyang sekarang ini dikenal
wilayah Tallu Lembangna. Sedangkan di bagian Ulemaipaya tetap mempertahankaluk
Sanda Pitunnaecara murni sehingga dapat dipahami kalau kemymisatAluk Sanda Pitunna
pindah darBanua Puardi Marinding® ke Kesu’ yang selanjutnya dikenal seba@aita’nakan
Lolo. Tangdilintin (1978).

Abdul Fattah Mansyah pernah menulis bahwa Tambaogii mempunyai delapan
orang anak dari istrinya Sanda Blfikempat diantaranya menjadi raja setelah Kerajaamldk
Lepongan Bulan dibagi empat masing-masing :

1. Kapuangan Tangngana Padang, ibukotaiy@gkonarKapuangandi Gassing (sekarang
Makale) yang dikenal dengan nama Tallu Lembangma T™aambunan, dirajai oleh
Puang Papai Langi’.

2. Kapuangan Ulunna Padang, ibukotady@angkonanKapuangandi Nonongan (sekarang
Rantepao), meliputi Rantepao, Rongkong dan Pagtildinajai oleh Tumambuli Buntu.

3. Kapuangan Pani’na Padang, ibukotaimgagkonarKapuangandi Mamasa, meliputi Pitu
Ulunna Salu dan Galumpang, dirajai oleh Puang Messo

4. Kapuangan lkko’na Padang, ibukotanjyangkonanKapuangandi Buntu Borrong

(lereng Latimojong), meliputi Messenreng Pulu, @iraleh Puang Sanda Boro.

Selanjutnya, Puang Sanda Boro berputra dua orakgj pnatemalolo(meninggal dunia
semasa masih muda belia) dan Lakipadada. Keturualapadada yang kemudian dirajakan di
Lepongan Bulan (Tana Toraja) ialah Patta La Bagarg bergelaPuang Matasak ri Lepongan

Bulan atau ri Toraja Raja Tana Toraja yang terakhir, So’rinding Pu&aggalla yang bergelar

19 sandarupa (2004), dikenal sebagai lokasi awal mutehTongkonan (banua puan)

1 Versi lain ditulis oleh Kobong; Menurut tradisi, Agdilino’ dan Buenmanik mempunyai delapan orangkana
yang bermukim baik di dalam maupun di luar Torsjarekalahpangala tondoknula-mula: 1). Palanna’ pergi ke
Sangalla’, 2). Bangkudu Ma'dandan pergi ke Sillat®nPasontik pergi ke Pantilang, Luwu’, 4). Parake
Buntao’, 5). Pabane’ ke Kesu’, 6). Bue ke DuriBpponglangi’ ke Mamasa, 8). Pote Malia ke Luwu.sBimping
Banua Puan, pada masa yang sama para tomanuruiirikeentieberapa ongkonanlain lagi, misalnya Banua
ditoke’ di Kandora,TongkonanKesu’ di Kesu’, TongkonanKaero di Sangalla’, dan lain-lain. Bentuk fisik
Tongkonantersebut tidak jelas. Tetapi, pastilah gaya banguragkonanitu berkembang terus. Musyawarah
"untulak buntunna Bone” di Sarira dihadiri oleh 1@@ngTopadatindg artinya, pada saat itu terdapat minimal
120 Tongkonanyang memegang pimpinan dondok masing-masing. Dapat dibayangkan bahwa sejak
Topadatindg di mana-mana orang membangtongkonarsehingga diperlukan struktiongkonan.
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PalodangXIll (1881-1968, 31 Agustus) adalah keturunan ke-2éldkipadada atau keturunan
ke-26 dari Tamboro Langi’. (Lihat juga Sandarup204).

3.3.1.3. Kekuatan Relasi Tongkonan

Puang Marampa’ dan Puang Masokan yang memeganigksiasa dari Puang Sangalla
kepada ayah mereka Puang Palagian mersa tidakybek#dika mereka mengetahui proses
pengembalian hak penguasaan lahan hutan Ponid&nstdaudah yang mereka pikirkan, bahkan
oleh Undang-Undang tidak memberi ruang untuk pemgdan hak yang diinginkan oleh Puang
Marampa’ dan Puang Masokan. Atas kondisi tersébuéng Masokan dan Puang Marampa’
selaku anak dari Puang Palagian kelihatannya kekavesma mereka berpikir bahwa pemerintah
akan langsung memahami dan akan memberikan/mengkambbak-hak Puang Laso’ Rinding
kepada mereka, berdasarkan surat kuasa yang meméka Yang di benak pikiran mereka
adalah bahwa hak tersebut hanya untuk mereka (ketnrPuang Palagian) tidak termasuk
Puang Andi, Puang Masola, Puang Parassa, kareekarteukan bagian dari yang mendapatkan
surat kuasa.

Ketika anggota keluarga lainnya dari keturunan Buéaso’Rinding yakni Puang
Masola, Puang Andi dan Puang Parassa mengetahwab®&®uvang Laso’ Rinding pernah
memberikan suarat kuasa kepada Puang Palagian, daahPuang Masokan dan Puang
Palayakun atas lahan hutan ponian dari saya makakenenulai bertanya siapa sesungguhnya
yang berhak atas lahan tersebut, kenapa hanyakdibéepada Puang Palagian, kenapa bukan
kepada semua anak Puang Laso’ Rinding atau suestaktersebut hanya atas nama Puang
Palagian saja untuk semua keturunan Puang LasdirRinDalam suasana pertanyaan tersebut
maka mulailah salah satu di antara mereka menggagdsemuan yakni Puang Andi yang
diawali dari Rumah Puang Andi di Makassar yangsgiom oleh anggota keturunan yang lain
yakni Puang Masola anak dari Puang Popang dan FRaragsa anak dari Puang Lai’ Tinggi
dan dalam proses pertemuan keluarga yang saya mkasiing-masing menunjukkan kekuatan
relasi masing-masing yang saling diperhitungkan dahgan yang lain dan disinergikan menjadi
suatu kekuatan relasi Tongkonan keluarga Puangaang

a. Relas Fasilitas (Hotel di Toraja, Rumah di Kota M akassar)
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Dalam beberapa kali pertemuan keluarga Puang Sangartemuan yang saya
ikuti dilaksanakan sekali di Hotel Sangalla’ di Mék Tana Toraja dan tiga Kali
dilaksanakan di rumah Puang Andi di Makassar. Rerdé® pertama keluarga keturunan
Puang Sangalla’ untuk membicarakan pengelolaamiRdaian.

Pengamatan ini berlangsung di Rumah Puang Andi 8atlpg di Makassar pada
tanggal 5 Juli 2008 sebagai lanjutan dari hasil arms@ra sebelumnya dengan Bapak
Masola pada tanggal 5 Januari di Rumah anaknyaulieRao mengenai klaim lahan
hutan ponian oleh Puang Marampa’ cucu Puang Sangalhak bati'na Puang
Palagian) sebagai pemegang surat kuasa (disebsehegai surat wasiat) yang
diperlihatkan kepada saya pada tanggal 1 Septeribér dan fotocopynya
diberikan pada tanggal 27 Desember 2007.

Selanjutnya mereka melaksanakan pertemuan berkutieypgan memilin Hotel
Sangalla’ di Makale Tana Toraja, hotel yang beftéatang dua. Pemilik dari hotel
tersebut adalah salah satu dari cucu Puang Sangstta Puang Andi.

Pertemuan keluarga ini adalah lanjutan dari peréankeluarga yang dilaksanakan
pada tanggal 5 Juli di Rumah Puang Andi Makassaak(abatina Puang
Lai'Rinding). Pertemuan keluarga ini dihadiri olétuang Andi, Puang Masola,
Puang Masokan, Puang Marampa’, Puang Parassa(iyes®gil Puang Kallo) dan
Ir. Haris Paridi (Kepala Dinas Kehutanan Kabupdtana Toraja).

Kira-kira pukul 14.15 tanggal 19 September 2009 gagndapat telepon dari Puang
Andi bahwa akan ada pertemuan Keluarga Puang 3and@aHotel Sangalla’ kira-
kira pukul 15.00, kalau boleh bapak hadir, lalussenengatakan saya akan usahakan
hadir.

Saya datang di Hotel Sangalla’, sudah ada orang gyadang menunggu di Lobby,
Bapak Petrus Ampang lalu mengantar saya ke tenpaind keluarga sudah sedang
berkumpul di sana, ruang yang biasanya digunakamkuapat-rapat. Ketika saya

masuk ke dalam ruangan, saya melihat sudah adayFArah, Puang Kallo, Puang

Masokan, Puang Masola dan Pak Haris Paridi.

Pengamatan ini adalah lanjutan dari pengamataibderpada acara pertemuan
keluarga pada tanggal 19 September 2008 di Hotgela’ yang dilaksanakan di
rumah Puang Andi’ di Makassar. Pertemuan ini dihesima dengan yang hadir
pada pertemuan pertama pada tanggal 5 juli di Makagitu Puang Andi, Puang
Masokan, Puang Masola dan Puang Parassa(Puang péaitzak hadir).

Pengamatan ini adalah pengamatan terlibat pada @eatemuan keluarga Puang

Sangalla’ di Makassar sebagai lanjutan dari peréemkeluarga yg dilaksanakan
pada tanggal 3 Oktober yang dilangsungkan di teiygag sama.
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Pertemuan dilaksanakan pada pagi hari jam 10.3Rudiah Puang Andi di jalan
Maipa Makassar. Pertemuan tersebut dihadiri olahgyang sama pada pertemuan
tanggal 3 oktober yang lalu yaitu; Puang Andi, Rubtasokan, Puang Masola dan
Puang Parassa (Puang Marampa’ tidak hadir).

Pemilihan tempat pertemuan selalu ditawarkan olehn® Andi dan selalu
diterima oleh seluruh anggota keluarga yang h&eicuali penentuan waktu seringkali
disepakati dengan pertimbangan kesediaan waktungyasasing dari anggota keturunan.
Penawaran tempat pertemuan ini lebih kepada penawasilitas berupa hotel dan
rumah lengkap dengan fasilitas dan akomodasi lainBpaya memaknai bahwa bahwa
penawaran fasilitas ini adalah sebagai simbol Ke#eb Puang Andi kepada anggota
keluarga lainnya bahwa secara ekonomi dia lebitguinglan hal ini dijadikan sebagai
sarana untuk melegitimasi dirinya sebagai bagianatggota keluarga yang layak dan
bisa hadir dalam pertemuan keluarga, sekalipumdisih lebih muda dari yang lainnya,

sebagai keponakan karena orang kedua oarang teadsgh meninggal.

. Relasi Pgjabat (Eselon Satu, Bupati, Kepala Dinas Kehutanan, Orang Jakarta)

Dari anggota keluarga Puang Sangalla’, Puang Makkdéaal oleh banyak orang
bahwa beliau dekat dengan pejabat mulai dari tinglegala Dinas Kehutanan, Bupati
Tana Toraja dan beberapa pejabat Eselon | di De=part Kehutanan, Puang Masola
sebagai pendiri LSM Warna Toraja, beliau seringndang oleh pemerintah pusat
maupun daerah dalam berbagai pertemuan lokakarga séminar nasional dan
internasional. Kedekatan dengan pejabat pemertaetsiebut dijadikan sebagai sesuatu
kekuatan untuk mendominasi keluarga dalam memgasisiliri pribadi Puang Masola
dan ditawarkan sebagai suatu modal penyertaan geagelolaan hutan tersebut.

Puang Andi menyampaikan bahwa sudah ada surat ezidasi dari Bupati Toraja
atas permohonan kita kepada Menteri Kehutanan, lselyan tahu apakah Menteri
setuju atau tidak, kemudian Puang Masola katak@wvé&®dkemungkinan Menteri
sulit untuk mengabulkan karena kita minta hak pasgan. Kemudian Puang Andi
sampaikan bahwa kita tunggu saja hasilnya bagairhasinya nanti, yang perlu
kita lakukan adalah persiapan pelaksanaannya, sefsapa yang akan mengelola
karena tidak mungkin itu hanya dikelola oleh pemgemn atau atas nama Puang
Sangalla’ ini diperlukan suatu badan hukum.
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Lalu Puang Andi meneruskan jadi bagaimana caraagakah sudah betul cara
yang kita sudah lakukan yaitu mengajukan permohdiepada Bupati, karena
Bupati sudah setuju, kemudian Haris menyelah,etgantung Pusat, Bupati akan
hanya memberi rekomendasi kepada Menteri Kehutakamudian dilanjutkan
oleh Puang Parassa bahwa kita kan (maksudnya ketuf®’'Laso’Rinding) sudah
ketemu dengan Pak Bupati dan beliau meresponsia@am&mbantu memberikan
rekomendasi, malahan kita disuruh cepat-cepat. titzgtjal di kita-kita ini, mau
enggak memanfaatkan kesempatan ini, ini kan jaginb&arena pelaksanaan tata
batas TGHK dulu itu tidak transparan, mereka il patok-patok saja, dan itupun
belum tentu benar, jangan-jangan itu patok-patoklsip saja, dan mengakhiri
pembicaraannya, kita perlu lengkapi apa-apa sajag ydiperlukan untuk
memprosesnya, tanya sama Pak Jansen dan Pak Hansumg mereka ada di sini.
Saya dan Pak Haris ketawa- ketawa saja, dan Pag& matanjutkan bahwa kalau
pemerintah, ya sesuai aturan saja.

Pertemuan antara Bupati dan Keluarga Puang Sangaitak mendapatkan
rekomendasi dari Bupati adalah inisiasi Puang Maslain dalam kesempatan tersebut
beliau menghadirkan saya yang berlabel pusat dgakBélaris Paridi selaku kepala
Dinas Kehutanan Tana Toraja adalah dianggap kekltRiwang Masola yang didukung
oleh Puang Andi. Sapaan Bapak Eselon Satu kepatsgfasola pada saat pertemuan
di ruang kerja Eselon Satu yang terlihat akrab slaetugan yang lain yang ditunjukkan
pada waktu Bapak Eselon Satumenanyakan keadaddelsyukur, istri Bapak Masola,
karena baru beberapa minggu yang lalu mereka bertiatam acara seminar di CIFOR
Bogor menjadi salah satu kekuatan relasi Puang Islagalam dialog sebagai berikut:

Pada waktu Puang Masola masuk ruangan, Pak Esalom&mberi salam jabat
tangan kepada Puang Masola lalu mempersilahkaatbdliduk, lalu Pak Eselon
Satumenanyakan bagaimana kabar Puang Masola saneilberitahu beliau

bahwa saya baru-baru ketemu dengan Ibu Masolasidpa lagi namanya nama
ibu?? Puang Masola menjawab, Ibu Densyukur’, ya Rak Eselon Satu. Saya
ketemu di dalam acara seminar di CIFOR Bogor bldanatau dua bulan lalu ya?
Puang Masola menjawab bahwa Ibu Densyukur saaebagai Ketua AMA Toraja

dan masuk salah satu anggota DKN.

Pertemuan antara Direktur dan Keluarga Puang Lasditiy diawali oleh perkenalan
bahwa kami diminta Pak Eselon Satu unhéktemudengan Pak Direktur sehubungan

dengan permohonan pengelolaan hutan Ponian:

Ketika saya masuk ke dalam ruangan, Puang Masalangemenyampaikan

maksud kedatangannya bahwa” kami datang untuk rdaksiemu dengan Pak
Eselon Satu untuk melaporkan dan menyampaikan pesibentukan kelembagaan
kelompok tani yang pernah Pak Eselon Satu mint&eké&ami bertemu pada bulan
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Januari yang lalu untuk maksud mau mengelola hBtaman di Toraja, tapi Pak
Eselon Satu meminta kami untuk ketemu dengan BagaMlu Pak Eselon Dua
menyambutnya dan mengatakan apa yang saya bisa?bhalu Puang Masola
menyampaikan bahwa "kami ingin mengelola hutan &oryiang dulunya adalah
lahan yang pernah dikelola oleh orang tua kami gabdaerah penggembalaan
ternaknya tapi sekarang sudah masuk dalam kawadan produksi”’, lalu Pak
Eselon Dua menanyakan apakah ini hutan/tanah adattanah keluarga? Lalu
Puang Masola katakan bahwa ini tanah keluargakalpiu di Toraja tidak bisa
dibedakan tanah keluarga dengan tanah adat, k&eloarga itu dalam satu
Tongkonan, dan Tongkonan itu adalah bagian daripati”. Saya kemudian
memperkenalkan beliau kepada Pak Eselon Dua, bhbla ini adalah anak dari
salah satu Raja Toraja, yang biasa disebut Puangli&a ketika saat Puang
Sangalla berkuasa di daerah tersebut sebagai KBpala kira-kira setara dengan
Kepala Kecamatan kalau sekarang, Puang Sangallatsaaengelola/menguasai
daerah penggembalaan yang dimaksud tadi. Selaajimgng Masola melanjutkan
bahwa kami dalam hal ini tidak lagi ingin menguas#ayah tersebut karena kami
tahu bahwa daerah tersebut sudah masuk dalam Wwikgaasan hutan negara,
walaupun sesungguhnya pada saat itu kami tidakrtemahu prosesnya sehingga
masuk dalam kawasan, padahal dulu ketika ditanamusp sebagai Inpres
Penghijauan dikatakan bahwa ini untuk kepentingakyat”, lalu langsung
disambung oleh Pak Eselon Dua, ok kalau begitua gmham, Bapak kan tidak
ingin menguasai karena tahu bahwa ini kawasan highnapa yang diinginkan,
Puang Masola lalu mengatakan bahwa, kami sudahaskampbahwa kami ingin
mengelola atau memanfaatkan, tidak bermaksud meagwan kami diminta
membentuk kelembagannya, dan inilah laporannya yaiigdiketahui oleh Pak
Camat.

Pak Direktur kemudian mengatakan, ok, ok, jadi miegintuk mengelola areal
hutan produksi ada macam-macam melalui ijin pensdaf misalnya HTR (Hutan
Tanaman Rakyat), nah saya sarankan agar arealajuokan saja sebagai HTR,
syaratnya Bupati mengajukan kepada Menteri untglkd#ingkan, nanti Menteri
mengeluarkan Pencadangannya baru Bupati mnegetugirkbdl TR kepada rakyat,
bisa perorangan, kelompok atau koperasi. Lalu PiMasgpla katakan bahwa di
atas areal tersebut ada tanaman Pinus, yang sagkakatadi dulu dikatakan
tanaman penghijauan tapi terakhir kehutanan katékaaman reboisasi, lalu Pak
Eselon Dua katkan itu tidak apa-apa nanti tanamaaospya pakai ijin HTHR
karena sudah ada Permenhutnya untuk mengatur paaamftanaman hasil
penghijauan atau reboisasi, jadi silahkan sajag ysmting tidak bermaksud untuk
menguasai, karena itu kawasan hutan, lalu PuangI®M&stakan tidak pak, saya
juga paham karena saya ini juga LSM Warna. LaluEs#on Dua katakan baiklah
kalau begitu, kembalilah ke sana, minta Bupati ragrigan kepada Menteri untuk
pencadangannya, nanti Bupati keluarkan ijin HTR #frHR-nya. Lalu Puang
Masola minta pamitan dan mengatakan kapan bissasgleosesnya Pak? Lalu Pak
Direktur katakan ya tergantung usulan Bupatinydalkali sini saya usahakan
sekitar 1 minggu selesai, cepat kok kalau semusngah lengkap.
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c. Relas Pemodal
Puang Andi adalah Direktur Utama PT. Meridian yaeggerak di bidang usaha

industri pengolahan perkayuan yakni industri laamjuyyang mengolah kayu gergajian
menjadi kayu moulding dan komponen meubel berlasml#kspor dengan kapasitas
20.000 nitahun. Ketika keluarga Puang Sangalla’ mengalamesuktan dalam
mengakses modal bank karena perusahaan yang maeekéentuk adalah perusahaan
baru yang belum mempunyai pengalaman dan modal gakgp sehingga Puang Andi
menawarkan perusahaannya sebagai mitra usaha RIBnR@ng baru mereka bentuk,
dengan pertimbangan PT. Meridian lebih dikenal bdak punya relasi baik dengan
mitra usaha yang lain. Penawaran ini memberi keatangkepada Puang Andi untuk ikut
mengendalikan usaha keluarga Puang Sangalla’ kdPeiaag Marampa’ dan Puang
Masokan dalam posisi tidak berdaya dan tidak bisibuat apa-apa hanya dengan
memiliki selembar kertas kuasa dari Puang Sangatial tersebut terungkap dalam
proses komunikasi antar keluarga dalam suatu peaerkeluarga sebagai berikut:

Lalu Puang Andi memberi alternatif, bagaimana kataa mendirikan Koperasi

Keluarga Puang Sangalla’ atau Yayasan Puang Sahgdtu pakai PT. Meridian

(Perusahaan Pak Andi di bidang Industri Perkayudmgl?i kemudian Puang

Masola menyampaikan bahwa bikin saja perusahaan lzm disambung Puang

Masola boleh itu, bisa pakai PT. Ponian tinggalidahikan lagi. Mereka kemudian
setuju usul Puang Masola diberi nama PT. PoniamnguMasokan katakan

bagaimana dengan posisi Puang Palagian, atau kamialu Puang Parassa
katakan, gampang itu, nanti kita atur komposisi ggamg sahamnya. Nampaknya
Puang Masokan kurang setuju karena beliau tidakgerénapa itu saham dan

sepertinya dia merasa akan kehilangan haknya sepagegang surat kuasa (ahli
waris), ini kan juga kita banyak yang jadi cucuB@ang ini, pasti mereka minta
bagian masing-masing, ini sudah ratusan, jadi b@ga& nanti kalau sudah dalam
bentuk perusahaan.

d. Relas akses modal

Keluarga ini sangat menyadari bahwa dalam pengeidiaitan diperlukan modal
sehingga memikirkan kemungkinan-kemungkinan merttapamodal, walaupun ada
diantara mereka yakni Puang Masokan berpikir batfdek perlu memakai modal besar
karena cukup dengan meminta hak pengelolaan hutpadR pemerintah lalu

dikontrakkan kepada perusahaan kayu, tapi kalannd®wandi yang berpengalaman
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sebagai pengusaha dalam industri perkayuan sargyaadari bahwa suatu hal yang
tidak mungkin dalam berusaha kalau tidak ada modadg diikuti oleh Puang Parassa
mantan karyawan BRI, terakhir sebagai Wakil Kan®®RI Wilayah Sulawesi yang
menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan alksBskk apalagi kalau perusahaan
yang baru dibentuk, atau perusahaan yang belumappaggalaman dan modal yang
kuat. Dalam kesempatan ini saya memaknai bahwagPRarassa ingin menyampaikan
kekuatan relasinya dengan Bank untuk kemudian ddiparhitungkan dengan pihak
keluarga lain yang masing-masing sudah menyampgi&sisi kekuatan relasinya untuk
pengelolaan hutan ponian dimaksud, berikut ini adjatliantara mereka dalam cara
pandang mereka dalam hal mendapat modal;

Kemudian Puang Andi katakan bahwa dalam prosespgiu modal, jadi perlu
perusahaan yang punya modal untuk bisa berusahgugda bisa dipercaya Bank.
Selanjutnya Puang Parassa katakan oh iya, ini tidallah apalagi perusahaan
baru, baru mau dibentuk, dari mana modalnya apbkak percaya, saya sebagai
mantan karyawan bank tahu persis untuk hal-hgBeliau pensiunan BRI, jabatan
terakhir sebagai Wakil KanWil BRI Makassar).

Puang Andi sebagaimana pertemuan-pertemuan sebglumenyampaikan terima
kasih sudah datang dalam pertemuan ini, selanjuieifau menyampaikan bahwa
Akte Notaris untuk perusahaan PT. Ponian sudaBaetambil menunjukkan Akte
Notaris dimaksud Puang Andi belum selesai berbjcBtmng Parassa langsung
menyela, baguslah kalau begitu, tinggal modalnya santi itu, jadi yang perlu
kita bicarakan dari mana modalnya, kan ini perhat-alat berat, perlu uang kerja,
pengurusan-pengurusan ijin dan lain-lain. Kemudtaang Andi menyambung itu
dia yang saya pikirkan selama ini, saya sudah k@ssudengan Bank BNI yang
selama ini memberi kredit, tapi Bank katakan imaralsulit karena ini perusahaan
baru, pengalaman kerjanya, modal yg dimiliki sare&aB belum ada, kecuali
katanya kalau PT. Meridian yang kerjakan baru kBm@na PT. Meridian adalah
nasabah BNI, tapi bagaimana dengan PT. Ponianghiggak diKSO (Kerja Sama
Operasional) kan. ---Mereka mengalami jalan burtu--

Puang Masokan kelihatannya merasa berada di lssmnsiyang mau terbangun,
lalu dia menanyakan, dimana posisi penerima swas& kami tidak setuju kalau
begini caranya, kami mau mendirikan Yayasan KelaPgang Sangalla’ saja
kalau begini caranya, karena kalau begini kamktjplanya modal, lalu disambung
sama Puang Masola bahwa Yayasan juga bagus tapurageentuknya, apakah
Yayasan, apakah keluarga Puang Sangalla’ ataudpflmng Masokan atau Puang
Marampa’ atau Puang Palagian, akan tetap pakailimudga, jadi semua itu harus
pakai modal, kemudian Puang Parassa katakan, bagaikalau Yayasan yang
diusulkan tadi mendapdtee keuntungan dari perusahaan Ponian atau dari PT.
Meridian, nanti Puang Masokan yang kelola. Selayptisampaikan Puang Andi,
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bahwa kalau pemegang saham dalam perusahaan akaapatkardevidenatau
keuntungan perusahaan, tapi ingat, bukan hanyakegen, pemegang saham juga
harus siap rugi dan kehilangan modal, dan selaygutrarus bertanggung jawab
secara hukum tuntutan perdata maupun pidana, ka&u dengan kayu harus siap
dengan hukuman pidana. Lalu Puang Masokan langspogtan katakan wah
kalau begitu kami mau yang terima s&ee nanti repot, mau yang aman-aman
saja.

e. Relas LSM
Puang Masola sebagai pendiri LSM Warna yang bedkdcan di Toraja

mempunyai jaringan yang cukup luas tidak saja padgkat daerah tetapi juga pada
tingkat internasional. Mereka seringkali tampil wintmemfasilitasi masyarakat dalam
pemberdayaan termasuk dalam pengelolaan hutanluMekrtemuan keluarga Puang
Sangalla’, Puang Masola mengemukakan pendapat gyesrggedepankan masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan dan penerapan pelsgegichutan yang ramah lingkungan.
Pada kesempatan tersebut Puang Masola saya menisna@a sesungguhnya beliau
ingin menyampaikan bahwa saya mempunyai ilmu umiakhal yang terkait dengan
masyarakat dan lingkungan untuk kemudian beliawaddperankan di kemudian hari
dan sekaligus menunjukkannya sebagai sesuatu rkeklaatan dalam pembagian peran
dan hak dalam pengelolaan hutan Ponian tersebbfgaenana terungkap sebagai
berikut:

Ketika Puang Andi meminta pendapat tentang benmdab hukum yang akan
dipakai, kemudian tiba-tiba Puang Masola mengajutendapat lain dari yang
dibicarakan sebelumnya bahwa perlu ada biaya-biagg harus dikeluarkan oleh
perusahaan yaitu biaya-biayacial responsiblelanecological risk,selama ini kan
masyarakat yang tinggal disekitar Ponian, PakatajsBn Rinding telah hilang
kesempatan usahanya karena adanya hutan Pinugamg, dulunya daerah ini
adalah daerah penggembalaan mereka juga, bukapusajg yang memanfaatkan
daerah tersebut, demikian juga mereka sudah ikmetigara tanaman pinusnya,
tidak merusak, tidak membakar hutan, mereka tidsulKan itu saja sudah
merupakan bagian dari pemeliharaan mereka, kemudizang Andi katakan,
bahwa ini penting karena kalau kayu pinus ini dijsluar negeri, makauyer’'s
menanyakannya, bagaimana tanggung jawab kita kepagleungan, termasuk
masyarakat saya kira ya? Demikian ungkapan belidwalu ditanyakan bagaimana
sikap kita kalau demikian? Bagaimana menempatkarekaedalam usaha ini,
apakah akan diberikan dalam bentuk bagi hasil kegain atau bagaimana? Lalu
Puang Masola katakan bahwa yang penting bagaimanekebisa juga hidup, bisa
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mendapatkan kesempatan kerja, jangan membuat meeekauru, demikian juga
dengan lingkungan, perlu pengaturan penebangaak titenebang yang sifatnya
perlindungan dan lain-lain, lalu Puang Masokan Kata bagimana mereka mau
cemburu, ini kan jelas-jelas milik Puang, dikuaBaang dulu, mereka-mereka itu
kan tahu kalau ini milik Puang, demikian ungkap mRu#asokan dengan nada
keras dan ketus.

3.3.2. Pola Penguasaan L ahan oleh M asyar akat
Secara umum, pola penguasaan lahan, baik lahars&avimtan maupun bukan kawasan

hutan oleh masyarakat Simbuang Borisan Rindingatddigategori dalam tiga pola yang lazim,

yakni pembukaan lahan bebas, mengklaim bekas pesglembalaan ternak dan warisan orang

tua.

Pertama : Pola pembukaan lahan bebpar{gala tondok
Pola ini merupakan pola penguasaan lahan yang lditakukan oleh masyarakat.
Tanah-tanah di sini, terlebih pada bekas-bekas kiemam yang pada saat ini diklaim
masuk dalam kawasan hutan produksi diperoleh mefala ini. Pada masa itu
lahan-lahan yang sekarang dikuasai masuk dalam laélaas. Karena melihat lahan
bebas, mereka secara berkelompok mulai beririsiatiik membuka lahan tersebut.
Kondisi lahan pada waktu itu boleh dikatakan tidadnyak ditanami dengan
berbagai tanaman sehingga bolah dikatakan sebadpn | kritis. Pembukaan
dilakukan bersama-sama atau secara gotong royeng)dan dibagi dalam luasan
yang sama. Selain melakukan secara berkelompokamdgberkembangannya
terutama masuk era 1970-an pembukaan lahan dilakskaara sendiri-sendiri.
Artinya, melihat adanya lahan kosong, orang kemudianentukan tata batas alam

dan mengklaim sebagai lahan miliknya.

Kedua : Pola mengklaim dan menguasai bekas areal pengdaanbternak.
Pola ini pun tidak jauh berbeda dengan pola yamtampa. Lahan-lahan sebelum
dimilik secara jelas, status lahan-lahan sebelundigianakan oleh para pengembala
atau pemilik ternak untuk mengembalakan ternakngeytama ternak sapi dan
kerbau. Pola ini, pada awalnya tidak dimaksudkatukumemiliki lahan tersebut.
Namun, ketika orang mulai masuk dan mengklaim bahawan tersebut akan dibuka

dan diolah, para pengembala atau pemilik ternakg yp@rnah mengembalakan
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ternaknya merasa keberatan dan mengklaim bahwan le@raebut adalah lahan

miliknya dan sebagai areal pengembalaan ternaka @ara pengembala ternak
mengklaim seperti ini ditolak oleh warga yang héndembuka dan memanfaatkan
lahan tersebut. Kalau cara ini diterima, hampir s&rahan-lahan yang kosong di
wilayah ini terutama dekat kawasan hutan ratajpetmah dijadikan sebagai areal
pengembalaan ternak. Cara inilah yang dijadikanard&®luarga Puang Laso’

Rinding mengklaim kawasan hutan Ponian. Jadi, sehga cara penguasaan lahan
dengan cara mengklaim sebagai areal pengembalaampakan cara yang kurang

tepat. Tetapi, itulah yang terjadi di dalam maskaraaling mengklaim satu dengan
yang lainnya.

Ketiga : Pola Warisan.
Pola ini merupakan pola yang lazim ditemukan dataasyarakat pada saat ini.
Lahan-lahan yang telah dibuka dan dimanfaatkan aedng tua, kemudian
diwariskan kepada anak-anaknya.

Pola penguasaan lahan untuk pola yang pertamaeathralsudah tidak berlaku lagi pada
saat ini. Hal ini disebabkan lahan-lahan yang kgssudah tidak ada lagi. Bahkan warga pada
saat ini mulai kesulitan lahan pertanian sejak nabdan ladang, kebun dan persawahan dan
bekas-bekas pemukiman oleh pemerintah sudah dikaswalam kawasan hutan produksi atau
hutan produksi.

Pola penguasaan lahan sebagaimana digambarkamasdbeatlaku umum, namun jika
hendak ditelusuri lebih mendalam maka pola pengumasahan, baik yang dilakukan secara
perorangan/kelompok maupun oleh rumpun keluargeenier yang bergabung dalam satu
wilayah adaffongkonardapat ditemukan beberapa pola penguasaan lahiagldt masyarakat.

1. PadangTongkonarnyang diperoleh dari cafdangala Tondok/ang menjadi cikal bakal
padang Tongkonanyang tidak bisa disertifikatkan atas nama pribai@diu dipindah
tangankan kepada pihak lain, karganah Tongkonanmilik rumpun keluarga sebagai
harta pusaka;

2. Padang Takinan La’boyaitu tanah yang diperoleh dari cara politik pepgean antara
yang berkuasa, misalnya antara 2 (dua) orang majsabdara (Puang Andilolo dan

Puang Ranteallo) hal mana dalam keadaan tersel@kangang menang merampas
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tanah rakyat dari raja yang kalah (biasanya sawwtapi anehnya kenapa lama
kemudian tanah tersebut menjadi milik tanah yanig@hkaMenurut pendapat Puang
Mabalele karena ini ada suatu rekayasa peperapgperangan pura2) untuk memiliki
sawah-sawah yang luas dimiliki oleh rakyat biasa;

. Padang Pesambo Siryakni tanah yang diperoleh dari seseorang (rakigestalp karena
balas jasa, yakni ketika ada seorang penguasa @Pemidan atau Raja) yang mau
menjualnya karena diakui sebagai hambanya (kaulsdumn)ada penguasa yang lain
datang membelanya bahwa kamu tidak punya hak unerjualnya karena dia bukan
hamba kamu;

. Padang Pa’rindingadalah tanah yang diperoleh seseorang dengan camsotong
kerbau pada saat yang empunya tanah meninggadddli saat mau diupacarakan untuk
pemakaman dengan alasan status sosial keluargany@mgggal, lalu yang meninggal
dan anak-anaknya tidak mempunyai kerbau (biasamyank anak-anaknya masih
kecil), maka yang memotong kerbau dapat memilikakayang meninggal;

. Padang direnden lan rampanan kapadalah tanah yang diperoleh pada saat terjadi
pelamaran perkawinan, selain mas kawkap@R. Karena sebelum dilangsungkan
pelamaran maka keluarga yang dilamar terlebih damgnanyakaapara tu mirenden
sae yang artinya apakah yang kalian datang bawa, maley datang melamar
menyebut salah satu nama sebidang s&nBhrulah proses pelamaran dilaksanakan
dengan simbotana’ yang disepakati apakdahna’ bulaan atau tana’ bassi atau tana’
karurung atau tana’ kua-kudergantung status sosial yang akan dilanfadang
direndenlangsung menjadi milik yang dilamar, sedangkapa’ akan diserahkan pada
saat terjadi perceraian atau pada pelaksanaampaedara kematian;

. Padang Pangngalliadalah tanah yang diperoleh melalui proses pemudketika
seseorang yang sedang bermain judi (biasanya dadusabung ayam), yang kalah
akan menggadaikan tanahnya atau menjualnya kemaadenang karena menjadi bahan
taruhan yang biasanya dinilai dengan jumlah ekdrdee atau uang, atau melalui proses
jual beli tanah pribadi seperti yang berlaku sehkguiai.

12)Sawah bagi orang Toraja adalah suatu kekayaanrengpunyai nilai sosial yang paling tinggi, orargdja kalau
tidak memiliki sawah maka dia tidak dianggap sebagang Toraja, karena itu salah satu simbol k&mitang

Toraja
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3.3.3. Cara Penguasaan L ahan oleh Penguasa Adat (Tongkonar) dan Para K eturunannya

Cikal bakal penguasaan lahan bagi warga Simbuangdo Rinding dikenal dengan
namapangngala tondok, yakrdieseorang atau rumpun keluarga yang telah mengsikdpa
mengklaim wilayah tertentu sebagai miliknya. Wilayiai kemudian menjadi daerah wilayah
kekuasaannya, dan mendirikaondok (tempat tinggal, kampung, desa) tersebut. (Kobong,
2008).

Cara ini kemudian terus diikuti oleh para keturunansehingga berkembang menjadi
sebuah pusat permukiman (perkampungan) tertentig gkeh warga setempat dikenal dengan
sebutanpa’tondokan Dari sanalah cikal bakal muncul penguasa sualayah, yang dikenal
masih kosong, atau belum diklaim atau dikuasai olehpun keluarga lain. Cara penguasaan
tempo dulu tidak mengenal mana yang telah maswdandalilayah hutan dan mana yang tidak
atau belum masuk dalam wilayah hutan. Semuanyadigrey sama, yakni wilayah tertentu dan
masih kosong.

Cara pengklaiman wilayah-wilayah yang hendak diguasnya dengan cara menunjuk
satu bukit atau lebih beserta lembah. Cara seperembutuhkan suatu keberanian dan dapat
menggerakan rumpun keluarga untuk mendirif@mgkonanbaru sebagai pusat persekutuan
baru. Oleh karengangala tondokharuslah seorang yang kuat, pemberani maka dalam
komunitas pa’'tondokan inilah muncul seorang penguasg kemudian menciptakan lapisan-
lapisan sosial yang kemudian mengatur tata kehmdupadok dan masyarakatnya berdasarkan
adataluk sanda saratu’.

Dalam menjalankan tata kehidupannya sudah meny@sualengan lingkungan baru
mereka yang kemudian diikuti dengan kepentingamypa&sanya. Ketika struktur masyarakatnya
sudah mulai kompleks dan kepentingan sudah mulggitimaka mulailah terjadi konflik yang
melahirkan perang antar saudara. Perang ini metkarbbperpecahan di antara mereka sehingga
terbagi dalamtondok-tondok yang kemudian mendirikarTongkonan baru sebagai pusat
persekutuan yang baru. Di wilayah Simbuang BorRarding terdapat beberapg@ngkonan
tiga diantaraTongkonantersebut adalalTongkonan kaparengngesgdimiliki oleh Puang
dengan wilayah adatnya yakiigngkonarSu’pi, TongkonarMarintang darrongkonarBuasan.
Sedangkariongkonariainnya adalaffongkonan batu a’rirlumumnya dimiliki oleh Tomakaka

dengan wilayah di antaranya Malimongan, Kirrakéta
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Ketiga Tongkonan kaparengnges#ersebut berada dalam wilayah penelitian sayai yait
Lembang Simbuang Borisan Rinding akan menjadi aepgmbahasan dalam tulisan ini, yang
dalam hal ini saling mengklaim sebadangkonanmula-mula, tapi ada lagi yang mengklaim
sebagailTongkonanyang posisinya sama dengan yang lain. Menurutgiwemsola,Tongkonan
Su’pi adalahTongkonanyang pertama-tama ada di wilayah tampo simbuaag Bembang
Borisan Rinding, bahkan pernah menjadi pusat petadran Sangalla’ sewaktu terjadi
kekacauan di Sangalla’, itulah sebabnya daerah &inmdp Borisan Rinding pernah menjadi

wilayah tempat pemeliharaan hewan kerpajpuangandantomakakadari Sangalla’.

1. Penguasaan Lahan Kawasan Hutan Ponian

Penguasaan lahan kawasan hutan Ponian oleh Puargpll&a dijelaskan bahwa
kawasan Ponian pada awalnya dijadikan sebagai pesglgembalaan ternak orang tua
Laso’Rinding. Luas areal yang dijadikan sebagaiapgdpengembalaan pada waktu itu,
diperkirakan mencapai 6.000 hektar (ada yang mekgahya saat ini hanyalah seluas
1.100 hektar) sebagaimana diungkapkan Puang Masola pertemuan keluarga yang
berlangsung tanggal 5 Juli 2008 di rumah Puang /salah satu cucu dari Puang Laso’
Rinding bahwa:

Kawasan Ponian dijadikan sebagai areal pengemb#taaak kerbau pada waktu
Puang Laso’ Rinding diangkat sebagai Kepala Disfkdipala Bua' di Ponian
Uluway, sebelum diangkat jadi Palodang atau Puaarg@la’ pada tahun 1912.
Kerbau tersebut sangat banyak dan mulai berkuradg pnasa gerombolan yang
mulai bergerilia di wilayah Gunung Sinaji dan sakitya pada tahun 1950-an.
Ternak yang ada ditangkap dan dibunuh untuk dikmsgsusementara yang lainnya
diperkirakan ditangkap dan dijual untuk memenuhibutehan lain para
gerembolan, Sejak itu, areal Ponian dapat dikataebagai tanah bebas tanpa
pemilik atau yang menguasai. Selanjutnya Puang Kéasonelanjutkan bahwa
pada sekitar masuk tahun 1967, sebagian dari terabkbut dihibahkan Puang
Sangalla’ kepada M.T.B. Randa, pada waktu itu seb8gkda Toraja. Jika lahan
tersebut bukan milik Puang, maka pada saat penmbleeigada M.T.B. Randa tentu
mendapat protes dari warga yang berada di sekdamtgu pihak-pihak yang
merasa sebagai miliknya, tegas Puang Masokan damamimhkan bahwa Luas
lahan tersebut kira-kira diperkirakan seluas 6.08Ktar itu, kini sudah berkurang
menjadi 5.880 hektar. Tahun 1967/1968 areal inida@ndigunakan sebagai tempat
peternakan oleh Sampe Toding (Orang Tua Andi), men&uang Sangalla’,
sambil menunjuk Puang Andi. Tidak diketahui petkamaini berlangsung berapa
lama, namun setelah itu kawasan Ponian tidak ad&tk® pemanfaatan oleh
keluarga almarhum Puang Sangalla’.

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang aindjgsekitar hutan Ponian atau
di daerah Borisan Rinding, termasuk Puang Kinawake! ditemui di rumahnya, yang
saat ini selaku Kepala Lembang Pakala dengan nmedtegabahwa:

Benar kawasan hutan Ponian diketahui luas oleh anakgt sebagai milik
almarhum Puang Sangalla’. Yang dia ketahui, luassyalah_+ 1.100 hektar,
bukan 6.000 hektar seperti yang disebut-sebut masyta Kalau luasnya 6.000
hektar maka mencakup pula kawasan hutan di sekétatan lahan tersebut masuk
dalam wilayah pemerintahan saya, karena kawasam hRonian masuk dalam
wilayah Lembang Pakala. Sebelum lahan tersebutaghan menjadi kawasan
hutan negara setelah direboisasi pada tahun 1982 lgang kini dalam cakupan
kawasan hutan Ponian tersebut, dulunya adalah lamdik masyarakat.
Masyarakat telah memanfaatkanya sebagai ladanegipenkn, persawahan dan
beberapa di antaranya sekaligus sebagai pemukidnkm.Puang Masokan dan
Puang Marampa’ tetap pada pendirian, semuanya hadail&k almarhum Puang
Sangalla’ maka sudah dapat dipastikan akan menkabuonflik.

Pada saat penetapan tata batas oleh Belanda deagamembuka jalan yang
membatasi kawasan Hutan Lindung Gunung Senaji deladf@n penduduk tahun 1932,
kawasan ini tidak dimasukkan sebagai kawasan hiahini dikarenakan kedekatan
Puang Sanggalla’ dengan pemerintah Belanda. Segala itu, masyarakat mengenalnya
sebagai lahan dalam penguasaan Puang Laso’ Riddimderus dimanfaatkan sebagai
areal pengembalaan ternak (kerbau) miliknya.

Namun sejak lahan tersebut tidak digunakan lagiagab lahan tempat
penggembalaan ternak Puang Laso’ Rinding maka éeferintah menilai bahwa areal
Ponien dapat dikatakan sebagai tanah bebas tampidikpatau yang menguasai. Pada
tahun 1974/1975 terdapat program reboisasi dara®iKehutanan, areal yang ada
ditanami dengan tanaman Pinus. Tanaman pinus turdénban baik dan pada tahun
1984 kawasan ini dan seluruh kawasan milik wargagyditanami tanaman reboisasi
dikukuhkan menjadi kawasan Hutan Produksi PoniatalmeTGHK 1984. Setelah
tanaman pinus mulai memberikan nilai ekonomi pasagasan ini oleh keturunan Puang
Sangalla’ sedang diusahakan agar dikembalikan p@aganya kepada mereka. Usaha-
usaha mereka tersebut dilakukan dengan melakukaet-rapat keluarga yang saya
sempat ikuti sebanyak 4 (empat) kali, dan terakéiika salah satu keturunannya yakni

Puang L.Rinding bertemu dengan Eselon Satu di tiakar
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2. Penguasaan Lahan Kawasan Hutan di Wilayah Marintgn
Subu Nura’ (umur 50-an tahun) yang saat ini menjasbagai Camat Kecamatan
Sangalla Selatan (berbatasan dengan lokasi panglithemberi keterangan tentang
penguasaan lahan di Marintang seluds® hektar yang saat ini disengketakan dengan
keturunan dariTongkonanMarintang. Bahwa lahan yang disengketakan seloas i
berlangsung pada tahun 1998 antara masyarakat dalagkonarBuasan dengan Puang
Patta. Mengingat sebagai wilayah yang belum dinzkéam oleh masyarakat setempat
maka pihak Dinas Kehutanan mereboisasinya padan th@d4/1975. Pada tahun 1984,
pihak dinas kehutanan melakukan kegiatan untuk taedan menetapkan tata batas
kawasan hutan negara yang dinamakan Tata Guna Hetepakatan (TGHK) lahan ini
tidak dimasukkan sebagai lahan kawasan hutan neggradutan Produksi Kambuno.
Diakui, tidak dimasukannya wilayah ini menjadi kmagidari kawasan hutan negara
(hutan produksi), saya menduga dinegosiasi Puattg Ra Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Selatan dengan alasan lahan ulegagkonar(Buasan).

Penguasaan lahan Marintang yang di atasnya dituntmaman pinus hasil
Inpres Reboisasi dan Penghijauan oleh keturunamgP®atta diklaim oleh warga
keturunanTongkonanMarintang di antaranya Puang Baine (umur 74 talaga) lasim
dipanggil Puang Batakan karena menurutnya, lahanhdéan pinus Marintang adalah
milik atau asetTongkonanMarintang dengan penjelasan berikut ketika diterdui
rumahnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2@08 ylidampingi kedua anaknya
yaitu Elias Tangdilintin (39 tahun) dan AndreasdRalg (35 tahun);

Bahwa lahan yang disengketakan seluad50 hektar ini berlangsung antara
masyarakat dengan Puang Patta. Pada waktu itun, tareebut masih kosong (tidak
dimanfaatkan) dan ditempatkan sebagai lahBongkonan dalam wilayah
penguasaan Puang Batakan(orang tua Baine). Menigiebagai wilayah kosong
atau belum dimanfaatkan oleh masyarakat setemplh piak dinas kehutanan
memasukan program reboisasi pada tahun 1974/19&8kipin dianggap sebagai
lahan ulayat Puang Batakan, namun ketika pelaksanaaoisasi pihak Puang
Batakan tidak merasa keberatan. Mereka membiar8hanl tersebut ditanami
dengan tanaman pinus sebagai tanaman reboisasi.

Pada tahun 1984, pihak dinas kehutanan melakukgiatke untuk menata dan
menetapkan tata batas kawasan hutan negara yamgnakan Tata Guna Hutan

Kesepakatan (TGHK) lahan ini tidak dimasukkan sebéghan kawasan hutan negara,
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cq. Hutan Produksi Kambuno. Diakui, tidak dimasultkza wilayah ini menjadi bagian
dari kawasan hutan negara (hutan produksi) atassreesy antara Puang Patta dan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Selaygutmenurut Puang Baine dan
kedua anaknya bahwa,

Pihak Dinas Kehutanan akhirnya menyetujui upaya ngudlatta dan
membebaskan lahan tersebut sebagai kawasan hotukgr karena alasan yang
dikemukakan Puang Patta adalah lahan uldgatgkonanBuasan (salah satu
Tongkonan dalam wilayah Puang Batakan). Namun, dalam pefeksa di
lapangan lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepganirkeluarga Puang Patta.
Setelah Puang Patta meninggal, masyarakat atas hangkonanmengusulkan
agar pemanfaatan hasil, terutama penjualan kayili regsisasi tanaman pinus
dibagi dua dalam jumlah sebagai berikut: Pihak &®ja Puang Patta
mendapatkan bagian 25%, dan untuk kepentingangkonan dalam hal ini
masyarakat yang berada BongkonanBuasan mendapatkan bagian 75%. Jadi,
untuk kepentingan orang banyak. Usulan ini tidaetlijui oleh putra-putri Puang
Patta. Bahkan putra-putranya menganjurkan kepaldak giongkonanBuasan
agar mengajukan persoalan ini ke Pengadilan.

Sejauh ini upaya memperkarakan keluarga Puang Bdtk dilakukan oleh
masyarakat dalamiongkonanBuasan. Kembali, Puang Martaruruk menegaskan puang
puang di Mengkendek hanya sebagaidong lan to’rid®. Namun, dalam diskusi untuk
mencari penjelasan, mengapa tidak ada satu purawarggkonarBuasan atau lebih luas
warga dalam lingkup Puang Mengkendek tidak beranengambil langkah
mengkoordinir warga untuk mengajukannya ke pengadiPuang Martaruruk mengakui
bahwa kekosongan jabatan Puang Mengkendek pasdaggeaimya Puang Andi Lolo
merupakan penyebab utama tidak terselesaikanngagan ini.

Ketika saya melakukan konfirmasi sesudah kunjung@n rumah Puang
Martaruruk dengan salah satu putra Puang Patti, Raang Kinaa, beliau menegaskan
bahwa lahan tersebut dimiliki oleh bapaknya (PuBaga) sebagai perjuangan pribadi.
Puang Kinaa, yang kini duduk sebagai Kepala LembBafgala (Borisan Rinding)
mengungkapkan bahwa;

Tidak ada bukti yang cukup kuat lahan tersebut g&blahan dalam penguasaan
Tongkonan Buasan atau Puang Batatakan, atau lebih luas Rgang
Mengkendek. Kalau yang menjadi alasan adalah tempeagiembalaan ternak

Y Londong lan to'riy arti harafiahnya adalah ayam jantan yang berseyilialam semak rumput belukar.
Dimaknai sebagai seorang pria yang dibanggakarmlitt@napkan sebagai pengayom bagi keluarga namun
kenyataannya tidak berperan sebagaimana yang gkeara
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warga TongkonanBuasan, buktinya semua ternak warangkonanlain juga
digembalakan di situ. Kalau dikatakan bahwa itabafongkonarpaling — paling
hanya maksimal luas 6 Ha.

Dengan dasar pemikiran demikian maka menurut Kitidak cukup bukti lahan
tersebut sebagai hak kepemilikhangkonan Karena itu, Kinaa dan saudara-saudaranya
mempersilahkanTongkonanBuasan atau Puang Mengkendek untuk memperkarakan
persoalan ini melalui jalur hukum (pengadilan).

Dengan dikeluarkannya kawasan hutan Marintanghats#i atas yang kayunya
telah ditebang untuk dijual ke industri pengolakagu, telah menghasilkan suatu nilai
ekonomi kepada keluarga Puang Patta dan keturuaammgka telah menjadi preseden
dan mendorong pihak-pihak lain untuk mengajukanmpéonan kepada pemerintah
untuk meminta kembali hak atas lahan yang telahjadelkawasan hutan, dalam hal
mana lahan-lahan tersebut, dulunya adalah lahéwawlah penguasaannya seperti hutan
Ponian. Puang Marampa’ bersama kakaknya Puang ldlasokrasa bahwa kalau Puang
Patta bisa mengklaim hak Tongkonan Marintang ukipentingan pribadinya, kenapa
kami tidak bisa. Dengan mengandalkan selembarsksuiat kuasa yang disebutnya surat
ahli waris dari Puang Laso’ Rinding kepada salafu gmtranya yaitu kepada Puang
Palagian yang ditunjukkan kepada saya:

Pada waktu sore hari tanggal 26 Desember 2007aks#iga bersiap-siap di rumah
untuk mau mengikuti acara Natal Pemuda Gereja HidaiKampus STT Kibaid
(Sekolah Tinggi Teologia Kibaid) Makale, Puang Mapa' datang di rumah
ditemani Pak Jusuf Gelong, lalu saya persilahkarsukake dalam rumabh.
Pemicaraan diawali dengan pertanyaan dari mana@r@ikabarnya dan kemudian
membicarakan politik dalam rangka menghadapi Peneal Legislatif dan
pemilihan Partai yang akan dijadikan kendaraan as¢@nggota DPRD Kabupaten
Tana Toraja. Dalam pembicaraan tersebut kemudiarbiparaan sampai kepada
keperluan dana yang diperlukan untuk menjadi Cdleglon legislatif), dan
kemudian menceritakan tentang aset yang dimilikin@diranya sawah-sawah
warisan peninggalan orang tua yang sudah banyaddikpn kepada orang lain
(termasuk kepada Pak Jansen), dan kemudian mehegriSurat Kuasa dari Puang
Laso’Rinding orang tua ayahnya (Puang PalagiariatgnPonian (Kawasan Hutan
Ponian yang sekarang ditumbuhi pohon Pinus, tan&eanisasi 1974/1975).

Dia menyampaikan bahwa Surat Kuasa sebagai ahlis\Wéia yang pegang, dan
belum ada yang tahu kalau saya yang pegang Suestaknanti kapan-kapan saya
tunjukkan kepada Bapak, atau sdgtocopykan besok pagi. Soalnya saya sudah
pernah sampaikan kepada kehutanan tapi belum admapan dari mereka,
katanya lahan tersebut adalah kawasan hutan, aagi sebagian diserahkan Puang
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Laso’Rinding kira-kira 20 hektar kepada Pak MTB Bartidak masuk kawasan
hutan, padahal yang berikan tanah itu adalah Puasg/Rinding, dia sendiri tidak
punya apa-apa kalau itu masuk dalam kawasan hutan.

Menanggapi tindakan pemanfaatan hasil hutan olek-anak Puang Patta pada
saat ini, Subu Nura’ mengatakan ketika saya masdmjabat sebagai Kepala Desa
Simbuang Borinsan Rinding, saya benar-benar tideknberi peluang kepada Puang
Patta dan anak-anaknya untuk menebang dan menianfdedyu di dalamnya. Ketika
saya dipindah tugaskan menjadi camat pun, saya tetaolak memberikan rekomendasi
kepada anak-anak Puang Patta untuk menebang kesebué Alasannya, pertama
karena merasa tidak mempunyai kewenangan untuk erémh izin penebangan kayu;
kedua,mengetahui secara persis lahan tersebut bukak Puiing Patta, melainkan milik
Tongkonan Jadi, jika anak-anak dari Puang Patta mengklamma lahan seluas 150
hektar tersebut adalah lahan milik warisan orarenya adalah tidak benar, dalam
mengakhiri perbincangan tentang topik di atas.

Walaupun demikian, menurut Subu Nura’ sejauh inrsg&an ini masih
menggantung karena ketika Puang Patta mengajukdagy&epada Bupati agar lahan
ini tidak masuk dalam kawasan hutan produksi, Bup&minta beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut, ardaraSertifikat tanah (jika sudah ada),
surat pembayaran atau bukti PBB, dan hasil musydwateluarga Tongkonan
Selanjutnya dijelaskan bahwa persyaratan yang&éiitak dapat dipenuhi oleh Puang
Patta karena hasil musyawar@dbngkonanmenolak upaya untuk mengkonversi lahan
tersebut oleh Puang Patta atas naroagkonan Karena itu, persoalan ini belum ada
upaya penyelesaian final di tingkat pemerintah (k&han dan pemerintah daerah).
Ternyata, terbukti bahwa pada akhirnya hasil hiityu (pinus) tanaman reboisasi hanya

dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak dari PRaitig pada saat ini.

3.3.4. Akses M asyar akat Terhadap Penguasaan Tongkonan

Daerah Su’pi dimana di dalamnya terdapahgkonanSu’pi pernah direncanakan untuk

dijadikan sebagai daerah perkebunan oleh salalarsg@engusaha dari Jakarta, lalu kemudian

masyarakat yang tinggal di daerah tersebut direrk@anuntuk dimukimkan pada suatu daerah

tertentu, tapi kemudian rencana tersebut tidak ugmv karena menjadi konflik kepentingan
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antara masyarakato( budg dan yang merasa pengudSangkonanSu’pi yang pada akhirnya
diselesaikan lewat pengadilan sampai di Mahkamanggasyarakat yang sudah tinggal lama
di daerah tersebut keberatan atas gagasan Puateg Updilk menjadikan wilayah mereka,
termasuk tempat yang sedang mereka diami sertankedhun dimana didalamnya sudah
tumbuh tanaman-tanaman perkebunan seperti kopgkebn kakao dan tanaman pohon pinus,
sebagai daerah perkebunan yang akan hanya dilalakasalah seorang penguasa dengan alasan
daerah yang didiami masarakat tersebut adalah sekmailayah penguasadmngkonanSu’pi.
Puang Patta dalam pendekatannya kepada masayaeakan daerah ini akan jadi baik dan
makmur kalau menjadi daerah perkebunan kopi dememtingan masyarakat sendiri karena
akan dibuatkan rumah, akan menjadi karyawan at&arjeperusahaan perkebunan dan lain-
lain. Hal tersebut dikenal di tengah masyarakatagab persoalan atau konflik Su’pi
diungkapkan oleh beberapa informan kami yang diante dijelaskan oleh Puang Baine
bersama dengan kedua putranya Elias Tangdilintinti(l dan Andreas Palolong (Lolong)
ketika diwawancarai di rumahnya pada tanggal 22u&@b2008 di Batakan Simbuang bahwa;

Persoalan/konflik Su’pi sebenarnya merupakan pgksergkolan Kepala Lembang
(desa) Simbuang Borisan Rinding yang pada waktdlijabat oleh Subu Nura dengan
Puang Patta. Ketika itu (tahun 1997) areal/lahamgydisengketakan seluas kira-kira
400 Ha direncanakan untuk disertifikasi. Warga ydmegdomisili di wilayah ini
diperkirakan 100 kepala keluarga rencananya aka&ato#lasi ke salah satu tempat yang
masih dalam wilayah Su’pi. Namun dalam perjalanabuSNu'ra mendengar kabar
bahwa lahan tersebut akan dipergunakan untuk kegent lain oleh Puang Patta
sehingga dia kembali menolak untuk mendukung ugyaya dilakukan (Puang Patta).
Puang Patta merasa terpojok dengan sikap Subu,Nlama’meminta dukungan saya
sebagai Puang Batakan. Secara kekeluargaan diea sedauka meminta agar Puang
Batakan dapat memulihkan nama baiknya sebdgadbng”, artinya sebagai penerima
mandat (dari puang Batakan) untuk menangani kasu&drena sesungguhnya Puang
Patta tidak punya hak dan wewenang mengatur wil&galgkonarSu’pi.

Lebih lanjut Ibu dan anak ini menjelaskan lebihhjdeesediaan ini kemudian diartikan
oleh Puang Patta sebagai dukungan kepada dirinyk unmelakukan upaya tersebut sehingga
Puang Patta tetap berkeinginan untuk memperkardkhn Nura’ dan warga yang menolaknya
ke pengadilan dengan alasan tanah tersebut adalbk ifongkonan Batakan. Dalam
persidangan Puang Baine dijadikan sebagai saken&atiketahui telah memberikan dukungan
terhadap upaya yang dilakukan oleh Puang PattaikeKenemberikan penjelasan pada
persidangan Marta Ruruk mengakui bahwa dia telambeekan mandat kepada Puang Patta
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sebagai’londong”. Namun,londong yang dimaksud adalah demi kebaikan dan kepentingan
orang banyak, bukan untuk mempersulit orang la&gas Martaruruk. Oleh karena itu, dengan
nada serius dalam wawancara tersebut, Martarungtaséegas menolak langkah yang dilakukan
oleh Puang Patta.

Memang diakui Puang Baine, hasil keputusan padarmleh dimenangkan oleh
masyarakat setelah di tingkat Kasasi (Mahkama Agumgmun dia menyayangkan mengapa
tidak ada keturunan Puang dalam lingkup wilapalpuanagn Mengkendgfsalah satu puang
dari tiga wilayah pa’puangan di bagian Selatanajegoryakni Mengkendek, Sangalla’ dan
Makale) tidak berani tampil untuk menangani perfamsm yang sedang dialami atau bakal
dialami oleh masyarakat di dalam wilayah Mengkend&edua anaknya mempunyai
pemahaman tersendiri tentang hal tersebut bahwdidioimi mungkin lebih disebabkan oleh
tidak dilantiknya (diangkat) Puang yang baru untokngantikan Puang A. Y. K Andilolo
(mantan Bupati Tana Toraja periode 1970 sd 19889gse Puang Mengkendek (Pemangku Adat
di Mengkendek) yang telah meninggal dunia. Keadedlah yang menurut mereka yang
membuat para keturunan dari para puang dalam Iphdkengkendek tidak berani tampil untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh maksyaviengkendek. Walaupun demikian
Puang Baine tetap tidak dapat menerima alasanbtérsPia justru tetap mempertanyakan
mengapapuang muane(yang berjenis kelamin laki-laki tidak berani tafp Walaupun
sesungguhnya ada kader dari Puang Andi Lolo, diamya Puang Mabalele, Puang Sangga,
Puang Ribun. Namun mereka hanya sebdgmindong lan liu to’riu” (ayam jantan yang
bersembunyi di dalam rumput/semak belukar) maksadngreka tidak berani tampil sebagai
pemberani yang dapat mengayomi masyarakat bangakudg sebagaimana layaknya ayam
jantan mengayomi anak-anaknya dari musuh, ungkapd’Martaruruk.

Atas penjelasan Puang Baine tersebut di atas labjit saya menghubungi Subu Nura’
di rumahnya pada tanggal 25 Februari 2008, Subwa’(8M) adalah mantan Kepala Desa
Simbuang Borisan Rinding pada periode 1992-199f&k3ahun 2008 sampai dengan sekarang
(2009) menjadi Camat Kecamatan Sangalla Selatasafl saya memilih Subu Nura’ sebagai
salah satu informan tentang kasus (konflik) inieker pada saat terjadinya kasus ini Subu Nura’
menjabat sebagai Kepala Desa Simbung Borisan Rjnigletamatan Mengkendek dan terlibat
langsung bersama warga dalam wilayah Su’pi untulekn&an semacam "perlawanan” tertahap

Puang Patta, A. Rante Alo sebagai pelaku yang nmrkan konflik ini. Jika dilihat dari garis
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keturunan patri linier maka SN dari keturunan Pu&aggalla’. Dalam penjelasannya melalui
wawancara beliau mengisahkan bahwa:

Konflik ini terjadi pada tahun 1997, bermula daeirdginan Puang Patta untuk
mengambil dan menguasai tanah pemukiman Su’pi &aditempati/dihuni oleh
warga keturunan Kadondi’ yang tergolong sebagairkeian hamba. Jadi, dia hendak
merelokasi warga yang menempatinya ke tempat yaing juga masih masuk dalam
wilayah Su’pi. Tindakannya ini dapat dikategoriksebagai sewenang-wenang. Hal
ini dilakukan mungkin karena merasa dirinya ketaruRuang dan sangat dikenal luas
semasa menjabat sebagai Kepala Desa di wilayahu@8mgbTando-Tando. Warga
yang menempati tanah tersebut merasa berkebe@tdagai pemerintah desa dan
demikian juga di tingkat kecamatan mencoba meméaerdaran agar Puang Patta mau
membatalkan keinginannya.

Lebih lanjut Subu Nura menegaskan sebagai pemiert@sa maupun sebagai pribadi SN
tidak setuju. Ketidaksetujuan Subu Nura karenaadasan mendasar yang dipegangnya sebagai
amanat: (1) orang besar (Puang/bangsawan) dan rakaydiasa (mungkin lebih tepat disebut
hamba dalam budaya Toraja) harus hidup setara elaath; (2) upaya yang dilakukan Puang
Patta tidak sesuai kondisi di lapangan dan atueamnolang-undangan yang ada.

Selanjutnya Subu Nura menegaskan, apalagi tindBkemg Patta akan menyebabkan
kurang-lebih 100 kepala keluarga yang masuk dald®T 4akan kehilangan tempat tinggal dan
sumber penghidupan (lahan pertanian). Berbagandatak dihiraukan oleh Puang Patta. Dia
bahkan mengambil langkah untuk memperkarakan malsyaiatas nama Ambe’ Uli (setelah
dikonfirmasi) dan pemerintah desa ke Pengadilandléagada tahun yang sama (1997) dengan
alasan tanah seluas400 hektar (wilayah pemukiman dan lahan pertaniargebut termasuk
dalam wilayah adapa’puanganLandek, cucu Puang Tamborolangi’(Sandarupa, 2@)4jan
to makakaPasa’pangan sehingga perlu dikembalikanTkagkonanterlebih dahulu barulah
diatur pemakaiannya, termasuk pengembaliannya kepadnakai/penghuni yang ada. Jadi,
tegas Subu Nura’, alasan yang digunakan adalalhn tadat milik Tongkonan Ungkap Subu
Nura’, sebagai pejabat pemerintah, dirinya mulamim@ngun pemahaman dengan warga yang
terkena gugatan tersebut. Disepakati bahwa meskjpgatan tersebut atas nama Ambe’ Uli dan
pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa tetaga saat persidangan dapat dihadiri oleh
warga lain. Subu Nura’ mengaku sekitar 400 wargagy@rdaftar dan menyatakan bergabung

dengan Kepala Desa dan Ambe’ Uli sebagai tergugtakunelawan Puang Patta.
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Diakui perjalanan sangat panjang untuk memenanglkatarungan ini. Terjadi sidang
selama 52 kali barulah diputuskan bahwa hak mélilah yang dijadikan pemukiman dan lahan
pertanian tetap menjadi milik warga. Dengan kaita, laroses persidangan yang melelahkan itu
pada akhirnya dimenangkan oleh warga. Keputusaindek diterima oleh Puang Patta sehingga
dia melakukan banding ke tingkat Pengadilan TinBgtingkat Pengadilan Tinggi, Puang Patta
masih dinyatakan kalah. Karena masih merasa tidak,lia mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung. Lembaga peradilan tertinggi negara ini kdinbbanguatkan putusan Pengadilan Negeri
Makale dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. KeggpuMahkamah Agung turun pada tahun
2007 sehingga dengan keputusan tersebut posisiana&sy semakin kuat, apalagi sejumlah
warga yang digugat sudah memiliki sertifikat tanadialui PRONA Sertifikat dari BPN.

Dalam pertemuan dengan warga Dusun Simbuang unarigetahui bagaimana akses
masyarakat terhadap wilayah atau daerah dibawatjupsaarmongkonandan dengan peranan
kepemimpinanTongkonandan Puang yang semakin melemah dalam masyarghkattisgang
terkait antara lain dengan kasus Su’pi yang méd@aPuang Patta. Dalam pembicaraan tersebut
muncul kasusPitu Buntu-Pitu LombolTujuh Bukit-Tujuh Lembah) yang diklaim sebagai
wilayah TongkonanantaraTongkonanSu’pi dan Buasan, sehingga hal ini sangat menikaioul
rasa ingin tahu saya untuk dapat merupakan con#ohg ylain untuk mengetahui akses
masyarakat pada wilayahongkonanyang sedang dipersengketakan antara Tagkonan
Ne’'Alfon (umur 50-an tahun) salah satu anggota wabDysun Simbuang pada tanggal 13
September 2008 mengungkapkan bahwa laRdan Buntu Pitu Lomboksaat ini menjadi
persengketaan antara Puang Buasan yang diwakii Blegang Baine dari Batakan (biasa
dipanggil Puang Batakan atau Puang Indo’ Musu’ Baang Su’pi yang diwakili oleh Puang
Ati’ dari Sa’ku’. Dalam penjelasannya melalui wawara sebagai berikut:

Tahun 2000-an terjadi kasus. Puang Indo Musu’, yi@hih dikenal dengan nama
Puang Martaruruk mengklaim bahwa wilayRitu Buntu-Pitu Lomboladalah wilayah
penguasaannya. Pihak Agraria mulai mengukur wilagahNarga menolak sampai ke
Bupati. Waktu itu, Kepala Lembangnya, kalau tidakak Pak Kadir yang mengambil
inisiatif untuk mempertemukan masyarat, Puang Martk dan Ambe’ Ati sebagai
pemangkurongkonarSa’ku.

Dalam pertemuan itu, Puang Indo’ Musu’ mengatakarah ini telah dikuasai oleh
orang tuanya dengan cara menukarkannya dengan lakjumarbau. Pengakuan ini
dibantah oleh Ambe’ Ati. "Siapa yang mewakili oratug dariTongkonanSa’ku’ telah
menerima kerbau dari orang tua Puang Indo’ Musuan@ tua saya tidak pernah
menceritakan bahwRitu Buntu-Pitu Lomboltelah dialihkan ke Puang Buasan”, tegas
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Ambe’ Ati, warga juga menolak kalau daerah ini Higesebagai areal penggembalaan
Puang Buasan.

Menurut Ne’Alfon, bantahan Ambe’ Ati tidak dapatatiggapi lagi oleh Puang Indo’
Musu’. Gugatan Puang Indo’ Musu’ gugur. Dan, padstu itu disepakati bahwa
lahan-lahan kebun, sawah dan pemukiman yang suslé&mjur telah diolah atau
dimiliki oleh warga tetap menjadi hak warga. Sedamg areal yang masih kosong tetap
dalam penguasadrongkonarSa’ku’.

Mengapa tidak secara tegas Ambe’ Ati sebagai piampliongkonarSa’ku menegaskan
tentang haklTongkonaf? Kembali, Ne’ Alfon menjelaskan para Pimpingongkonan
ini kalau tahu sejarah cikal bakal, mengapa sanguk Tongkonandan proses
munculnya keberadaan mereka dalam posisi Puangnaetya tidak ada masalah.
Yang menjadi permasalahan sekarang ialah kepentihglaih besar dari berusaha
mengayomi masyarakat, ungkap Ne’ Alfon dalam mehgedliskusi siang itu.

Ketika saya menanyakan bagaimana asal usul pexudshan oleh kedueongkonan
tersebut yakni antafBongkonarBuasan/Batakan dan Su’pi/Sa’ku’ dan sejarahnyanggh saat
ini dihuni dan sebagian dikuasai oleh masyarakat/dla o buda masyarakat lapisatana’

karurung, Ne’ Alfon memberikan penjelasan yang diketalalasia ini bahwa:

Menurut ceritratu diannankanni(yang diceritakan oleh orang tua mereka), setelah
adanya kesepakatan bahWangkonarSu’pi dipindahkan ke Sa’ku, maka ada sejumlah
warga Su’'pi yang bertanya, jikkongkonansudah di Sa’ku, bagaimana warga yang
ingin pindah ke daerah yang lebih dekat ke Simbi&aig:? Jawaban ini tidak langsung
diputuskan karena masih harus melihat lokasi egayat terlebih dahulu. Pada waktu
itu tanah di wilayah ini masih kosong, jadi siapga$oleh mengklaim sebagai haknya.
Rupanya orang tua mereka melihat dan memutuskapateyang diberinaméPitu
Buntu-Pitu Lombok sebagai tempat pemukiman baru bagi warga Su’pigymgin
pindah.

Hanya saja menurut Ne’' Alfon, warga Su’pi yang legrmpindah tidak cepat terjadi.
Warga masih saja tinggal di Su’pi, sehingga sealkam kosong—tidak bertuan. Tetapi, para
tetua warga Simbuang sudah tahu bahitu Buntu-Pitu Lomboksebagai lahan dalam
penguasaaiongkonarSa’ku. Tidak diketahui secara persis, kapan da@iahulai dihuni oleh
warga dan semakin berkembang hingga saat ini. Wigagg sudah mengolah sebagai lahan
pertanian ladang dan sawah pada saat ini lebih sggraruh, nenek moyangnya berasal dari
Su’pi. Karena ituTongkonarSa’ku tidak pernah mempersoalkan.

Lain halnya apa yang disampaikan oleh Puang Mahdgnur 35 tahun) dalam
penjelasannya ketika penulis melakukan wawancargateya berkaitan dengan penjelasan
Ne’Alfon bahwa Pitu Buntu-Pitu Lombokadalah wilayah adaTongkonanBuasan, bukan

wilayah TongkonarSu’pi. Bagaimana mungkin wilayah Pitu Buntu-Pitenibok adalah wilayah
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Su’pi yang letaknya jauh di sebelah selatan damrtidari wilayah Pitu Buntu Pitu Lombok
dibandingkan dengan letakongkonanBuasan yang langsung bersebelahan atau berbatasan
dengan Pitu Buntu-Pitu Lombok, logikanya tidak nkagsii akal, Ne’Alfon menyebutnya
demikian karendo budanna Tongkonan Su’pang saat ini tinggal dalam wilayd&htu Buntu-
Pitu Lombok diungkapkan dengan nada kesal karena Puang Mangegasa salah satu
keturunan darfongkonarBuasan, lalu langsung mengaitkan dengan penalig/éd bagaimana
hubungannya sehingga Ibu dari Pak Jansen menahkals di wilayahPitu Buntu-Pitu Lombok
kalau bukan karena keturunan Puang Buasan, ith sata bukti bahwa wilayah tersebut adalah
wilayah kekuasaarnfongkonan Buasanyang diungkapkan dengan nada kesal dan marah
terhadap pernyataan Ne’Alfon, sambil menyebut blarbzkti-bukti lain kepada penulis, yang
penulis turut mengetahui keadaan tersebut, lalutaméahkan bahwa mereka-mereka ini tinggal
di sini karena tidak mau lagi kembali ke daerahpBgetelah peristiwa gerombolan DITII
dengan pertimbangan tidak aman dan sulit dijangleaijalan raya.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat yanggahglalam wilayahPitu Buntu-
Pitu Lomboksedang mencari dukungan pengakuan dari Puang Sarkuk tetap tinggal di
dalam wilayah ini karena pernah ada rencana déurlkean Puang Buasan yang dimotori oleh
anak-anak almarhum Puang A.Y.K.Andi Lolo, yaitu Rgd.ole’ untuk mengambil alih tanah
Pitu Buntu-Pitu Lombokni untuk disertifikatkan, tapi rencana tersebdik terealisir karena
ditolak oleh masyarakat yang sudah lama tinggalb@gamukim di wilayah tersebut.

Khususnya dalam kasWR&tu Buntu-Pitu Lombolang dijadikan sebagai contoh untuk
menjelaskan semakin tidak fungsionalnya hak persgimsanah oleh Puang ketika berhadapan
dengan aturan pemerintah di satu sisi, dan disg@#anahaman yang semakin baik dari
masyarakat tentang adanya hak untuk mendapatkah taada tanah yang sejak awal tidak

diketahui sebagai hak salah satu pemimpin lokdigranal (Puang) di sisi yang lain.

3.4. Otoritas yang Berubah-ubah dalam Klaim Penguasaan Hutan

Peran Otoritas dari para agen dalam interaksinya si@ngan yang lain dalam

penguasaan dan pemanfaatan hutan. Puang Masitia ketnanggapi klaim Puang Marampa’
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dan Puang Masokan atas dasar surat pelimpahamwah$ dari Puang Sangalla’ atas hutan

produksi Ponian yang telah ditetapkan sebagai hutasuksi menyatakan bahwa:

Hutan Ponian berada dalam wilayah kekuasaan peialeaim pada saat
Puang Sangalla’ sebagai pemegang otoritas Palddetay Kepala Pemerintahan raja
pada jaman kolonial Belanda). Oleh karena itu hiRanian seharus menjadi aset
negara bukan aset pribadi dari Puang Sangallainggh kalau ada surat ahli waris
dari Puang Sangalla’ kepada Puang Palagian (ongaly dari Puang Marampa’ dan
Puang Masokan) tidaklah benar.

Dalam hal ini Puang Masola mencoba mengedepankainokinegara dalam klaimnya
kepada Puang Marampa’ dan Puang Masokan sebag&gpam surat ahli waris pada awal
pengamatan saya, namun dalam proses-proses sgtersglama hampir satu setengah tahun
klaim mengklaim tersebut berjalan sebagaimana seg&an dalam sub-sub bab sebelumnya,
Puang Masola membuat pernyataannya bahwa hutaarPadalah bekas lahan penggembalaan
ternak Puang Laso’ Rinding ketika beliau menjadp&la Bua’ di Ponian, bukan kapasitasnya
sebagai Puang Sangalla’ sehingga dengan demiktarukan dari Puang Laso’ Rinding punya
hak untuk mengklaimnya haknya untuk mengelola &alau perlu memiliki, hanya dalam
keadaan sekarang hal tersebut menjadi susah ksudah dikuasai oleh negara.

Kasus lain adalah klaim Puang Patta atas hutannkdag ketika mengajukan klaim
kepada pemerintah menyatakan bahwa hutan Mariclidoawah wilayah kekuasadiongkonan
Marintang, namun ketika pemeritah mengabulkan kigendan pada saat tiba saatnya untuk
pohon-pohon pinus sudah mulai ditebang dan dijeflalla perusahaan industri pengolahan
kayu, anggota rumpun keluarga Tongkonan Marintargnuntut bagian dan memintanya
membangun kembali rumah Tongkonan Marintang ditapggahwa hutan Marintang bukan
dibawah wilayah kekuasaan Tongkonan Marintang ietdgawah kekuasaan negara dan saya
mengelola dan memanfaatkannya karena permintaankeppda pemerintah.

Demikian halnya dengan klaim Pangngala’ (petugdmitesnan) dan petugas kehutanan
lainnya kepada Tongkonan Kirra, Paken dan lainratas nama negara melakukan tata batas
hasil tanaman reboisasi, tata batas kawasan hatgaran dan rekonstruksi tata batas kawasan
hutan, namun pada saat tanaman pinus sudah memmitafackonomi maka Pangngala’
dengan bebas memindah-mindahkan patok tata batek dia bisa leluasa menebang pohon

pinus. Dalam kasus tertangkapnya Pangngala’ olkth satu warga setempat yang kebetulan
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sebagai petugas Pamong Praja Pemda Kabupaten baaj@ @an dibawa ke kantor Pemda,
dalam penyidikannya beliau mengatakan bahwa sdgk thenebang dan mengambil pohon dari
kawasan hutan negara tetapi dari wilayah Tongka®gan menunjukan peta kawasan hutan
yang patok-patoknya berbeda dengan patok yang adipahgan, sehingga dia tidak dapat
dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa dinamisperanan-peranan yang
diperankan para agen yang terlibat praktik-prakt#gelolaan hutan dengan mengedepankan
suatu simbol-simbol otoritasnya yang berubah-ulebantung posisinya pada saat interaksi

dengan agen-agen lainnya dalam klaim-klaim pengunelsatan untuk mencapai tujuannya.
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BAB IV

NEGARA DAN TONGKONAN:
PEMBENTUKAN RUANG-RUANG NEGOSIASI BARU

Kajian ini menjelaskan bekerjanya kekuasaan olefa @étor dalam interaksi sosial
praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya detagan struktur dan budaya. Hubungan-
hubungan kekuasaan agensi yang dinamik dan inadaain suatu dialektik ‘dualitas struktur’
struktur dan budaya yaitu simbol, ide/gagasan, kega, nilai, dan norma yang secara bersama-
sama seperti dua mata koin yang tidak dipisahkand@ngan yang lain dalam suatu bentangan
ruang dan ruang dan waktu. Perubahan tersebut tidancul begitu saja, tetapi sebagai
konsekuensi dari berbagai situasi sosial, perubdhataya, kepentingan, klaim otoritas dan
klaim hak properti sumberdaya hutan serta kekuaéaar sebagai konsekuensi dari modernitas.

Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan bagaimb@agaimana hubungan-hubungan
kekuasaan yang terjadi dan terekspresi dalam asglienguasaan sumberdaya hutan melalui
narasi-narasi tuntutan, perlawanan, klaim-klaimnfklo, akomodasi dan kolaborasi dalam
proses-proses interaksi sosial pengelolaan hutan.

Uraian selanjutnya mengenai teritorialisasi sebagtategi polittk  menguasai
sumberdaya hutan. Teritorialisasi ini tidak hanylakdikan oleh pemerintah sebagai bentuk
penguasaan hutan oleh negara, tetapi dilakukan jolgh “aktor” masyarakat yang
merepresentasikan dirinya dan atau lembaga daldmerdqga posisi dan peranan. Di sini
dijelaskan bagaimana teritorialisasi dilakukan gbeimerintah dalam berbagai bentuk kegiatan
dan implementasi program. Sementara itu, teriieseal yang dilakukan oleh aktor dalam
berbagai posisi dan peranan memperlihatkan trgpdisguasaan sumberdaya masa lalu masih
dilakukan dalam strategi dan bentuk yang berbeda.

Dalam proses teritorialisasi tersebut mendoronbetguknya suatu perubahan sosial
yang diawali dari perubahan ruang fisik lahan. Asperubahan budaya sebagai konsekuensi
modernitas dalam perentangan ruang dan waktu dptakiik penguasaan sumberdaya hutan
digambarkan untuk mengawali bab ini. Pada bagiartap@ menjelaskan bagaimana
penguasaan sumberdaya hutan dalam sistem pemarint@bnjelasan bagaimana ruang sosial
baru terbentuk dalam peran para agen untuk meRgtastrateginya guna mencapai tujuan dan
kepentingan mereka yang didorong oleh konsekuermiemitas. Dalam bagian ini juga
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menjelaskan bagaimana adaptasi inovasi dan teknedo perentangan dan pemadatan waktu
dan ruang mewarnai hubungan-hubungan kekuasaadtgrisumberdaya hutan.

Bab ini juga membahas tentang hubungan-hubungamakakn yang terejawantah dalam
perlawanan, adaptasi, kolaborasi, akomodasi, d@gyrasi yang terjadi. Saat pola penguasaan
masa lalu diterapkan kembali, terjadi benturan daengolitik hukum negara dan perubahan
sosial ekonomi yang berlangsung masa kini. Komizkskepentingan akan memengaruhi
strategi-strategi yang diperankan oleh para ageéalsim hal bagaimana para agensi menawar
negara, memerankan peran-peran ganda dalam interakslengan para agensi negara.
Demikian juga bagaimana para agensi membangun swegasiasi-negosiasi yang berakhir
dengan akomodasi kepentingan dalam ruang kompromi.

Sub bab terakhir dari bab ini akan memperlihatkakeanya kekuasaan tidak
dijalankan satu pihak; Negara, Tongkonan dan Pas&an memperlihatkan bagaimana simbol-
simbol negara dan tongkonan bekerja termasuk mil@i-ekonomi turut mendorong perubahan
sosial masyarakat pengelola lahan dan hutan. Digedab pula bagaimana relasi-relasi yang
meluas dijadikan sebagai perangkat negosiasi dalamg negosiasi, dan juga memperlihatkan

bagaimana perangkat aturan dibawa ke dalam ruayusiaesi.

4.1. Perubahan Ruang Fisk dan Ruang Sosial

Pergeseran nilai yang signifikan pasetting penelitian mulai terjadi ketika sains dan
teknologi yang melibatkan sistem ahli dan sistenstrak mulai diperkenalkan kepada
masyarakat pada akhir tahun 1960-an dan awal th@d@-an yakni akhir dari peristiwa DI/TII
atau awal dari pemerintahan Orde Baru. Para pehypkrtanian, media elektronik radio
memperkenalkan cara-cara budidaya jenis-jenis tandraru berupa tanaman kopi, cengkih, dan
pada akhir tahun 1980-an kakao sebagai komoditintam pertanian. Demikian juga dengan
penggunaan pupuk anorganik dan pestisida untuk membhama penyakit dalam peningkatan
produksi tanaman pertanian baik tanaman padi matgmaman perkebunan.

Demikian juga ketika industri perkayuan mulai benkang dengan teknologi yang
tadinya hanya menggunakan gergaji dalam pengoldtsgmu dan pada kayu-kayu yang
berkualitas bagus serta berdiameter besar dengasjgmis tertentu saja, sekarang sudah bisa
memanfaatkan jenis-jenis kayu tanaman pinus dang ylaerdiameter besar sampai dengan

berdiameter kecil. Sebelumnya, jenis-jenis kayusdieut hanya berfungsi sebagai fungsi
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lingkungan dan fungsi sosial. Sekarang, jenis kigysebut berubah menjadi fungsi ekonomi
yang kemudian menyebabkan terjadi perubahan saal ekonomi masyarakat secara
signifikan.

Perubahan sosial orang-orang Toraja yang tinggalildyah pegunungan diawali oleh
pengaruh agama yang dianutnya. Orang Toraja dikeaaih tetap ‘animistis’ dan ‘primitif’
sampai terbentuknya pemerintahan kolonial dan kedan Misi Protestan Belanda
(Gereformeerde Zendingsbgndada awal abad ke-20, dan kemudian membuat baorgaig
memeluk agama Kristen (Roth,Dik, 2007).

Giddens (2004) mengidentifikasi diskontinuitas yamgmisahkan institusi sosial modern
dari tatanan sosial tradisional dari: 1). Tingketdpatan perubahan yang digerakkan oleh era
modernitas yang benar-benar ekstrim di semua #dnssusnya dalam konteks teknologi; 2).
Cakupan perubahan dimana wilayah di dunia ini tetseasuk ke dalam interkoneksi satu sama
lain sehingga gelombang transformasi sosial seddeal langsung merembet ke seluruh bumi;
3).Terkait dengan sifat intrinsik institusi modehal mana beberapa bentuk sosial modern tidak
ditemukan pada periode sebelumnya, misalnya patiégara bangsa, ketergantungan seluruh
produksi terhadap sumber-sumber kekuasaan yank iigita, atau komodifikasi produk dan

kerja upahan yang terjadi secara menyeluruh.

4.1.1. Dari Teritori Tongkonan ke Teritori Negara

Seluruh wilayah hutan di Tana Toraja sebelum pahg) Belanda tahun 1927 atau pra
kolonisasi berada dalam penguasaan wilayah 32Tamagkonardi Tana Toraja yang memiliki
sumberdaya berupa dominasi otoritatif dan alokd&éih norma adat atau aturan dalam mengatur
tata kehidupan anggota rumpun keluafgagkonanSumberdaydongkonarantara lain berupa
aset; rumah adat, kuburan keluargjangg atau patani, sawah, tempat upacarambu solo,
tempat penggembalaan hewan ternadnglambaran tedor)g hutan bambu atau hutan sumber
ramuan rumah dan kayu bakar. Wilayah-wilayah terselebagai teritori dalam penguasaan
TongkonanNamun setelah 1927 ketika Tana Toraja di baw&bdsaan pemerintahan kolonial
Belanda maka penguasaan afengkonanbaik berupa lahan maupun hutan berada dalam
kekuasaan pemerintah Belanda. Kekuasaan pemeBetahda ini didasarkan pada penguasaan
sumberdaya hutan oleh negara dengan dikeluarkd®egkement Hutan No. 6/1865. Reglement

Hutan tersebut berlaku di seluruh jajahan pemdrartakolonial Belanda termasuk di Tana
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Toraja, yang isinya sebagaimana dikutip oleh Sir®03), dikemukakan bahwa penetapan
batas kawasan hutan oleh Belanda berdasabdameinverklaaring’pada tahun 1870 (Dalam
Agrarische Besluit Staatsblad 1870 No. 1)T&hwa:

1) Lahan yang menjadi milik negara, yang mana rakiai aesuatu golongan tidak punya
hak atas lahan tersebut, dan yang ditumbuhi dengan;

a. Pohon-pohon yang tumbuh secara alami atau bambu.

b. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.

c. Pohon-pohon yang tidak ditanam oleh Dinas Kehutaetapi ditanam oleh negara
dan pengurusannya dilimpahkan kepada Dinas Kehutana

d. Pohon-pohon yang ditanam dengan perintah negarefpeah.

e. Tanaman bukan pohon-pohonan yang ditanam oleh Bielhstanan.

2) Semua lahan di sekitar lahan negara yang disebyt&da butir (1) di atas walaupun
tanaman pohon-pohonan tidak tumbuh, sepanjang lefnaebut tidak digunakan untuk
tujuan lain di luar kepentingan Dinas Kehutanan.

3) Semua lahan yang dicadangkan oleh negara untuk lthenaeatau memperluas hutan.

4) Semua lahan termasuk yang terdapat di dalam labtam l{negara) bila batas-batasnya

telah dibuat.

Menurut beberapa informan, hutan di Tana Toragalibatas pada kira-kira tahun 1932.
Dalam pelaksanaan tata batas tersebut, sebagiagawilvilayahTongkonanmenjadi bagian
dari kawasan hutan yang di tata batas pada wakhemp&ahan Belanda. Tata batas kawasan
hutan di Lembang Borisan Rinding yang dibuat oleimerintah Belanda yang dikenal serta
diakui oleh masyarakat adalah berupa jalan inspatisi lebih dikenal jalan 'balanda’. Politik
pemerintah kolonial Belanda menguasai sumberdatantdalam melakukan tata batas kawasan
adalah dengan cara menguasai para tokoh-tokoh ra&aydebih dulu lalu kemudian dengan
mudah menguasai sumberdaya hutan sehingga tats yeg dilakukan pemerintah Belanda
sampai pada saat ini mendapat legitimasi atau peagadari masyarakat. Berbeda dengan
pemerintah Indonesia, menguasai sumberdaya hubém diellu, sehingga apa yang dilakukan
pemerintah seperti tata batas kawasan hutan yangekarang ini tidak mendapat legitimasi dari
masyarakat (Hariadi Kartodihardjo, 2009 daldiskusi dengan penulis).
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Dalam kurun waktu dari tahun 1927 sampai 198@mainverklaringBelanda tersebut di
atas praktis menjadi acuan dasar hukum dalam pEagaldan pengawasan wilayah kehutanan.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok KehutarfatyPK) No0.5/1967 barulah
pengelolaan kehutanan di Indonesia didasarkan PaRK tersebut dan praktis menjadi acuan
dalam perencanaan pembangunan kehutanan selam@®réea Baru yaitu seiring dengan
dimulainya pembangunan perekonomian nasional janggajang (25 tahun) dan jangka
menengah (5 tahun). Arah politik pembangunan ketautalebih kepada sentralistik yang
berprose&op-down’ dan kapitalistik (kepentingan ekonomi dalam skedsar).

Setelah Reformasi, UUPK yang dinilai sentralisténdkapitalistik tersebut direvisi dan
diganti dengan UU No.41/1999 tetang Kehutdnatinilai masih sentralistik. Dalam konteks
penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan,4Pdsalang-Undang tersebut menyatakan:
“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesimésuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-beskemyakmuran rakyat”.

Dalam proses penguasaan wilayah hutan dalam seetatpngan ruang dan waktu baik
pada masa pemerintahan Belanda maupun pada maserirgahan Republik Indonesia
(Pemerintah Orde Baru dan Reformasi) sampai desgkarang ini negara dalam menjalankan
politik kekuasaannya menggunakan politik teritesesi yang otoriter dan sentralistik untuk
suatu kepentingan ekonomi negara yang melindungitétesme dan kepentingan penguasa,
dengan mengabaikan kepentingan masyarakat lokEnDdominasinya, rakyat atau masyarakat
adat Tongkonain kehilangan tritori atau wilayah kekuasaannya kargebagian as&ébngkonan
dimasukkan oleh negara ke dalam kawasan hutan &ebagtu teritori yang dikuasai oleh
negara.

Pembuatan ruang-ruang penguasaan hutan di atas kemtupa peta Tata Guna Hutan
Kesepakatan melegitimasi politik kekuasaan negtaa sumberdaya hutan semakin menguat
tanpa melalui suatu proses komunikasi antara pifak yang terkait misalnya antara
masyarakat dan pemerintah baik pemerintah kabupateapun propinsi. Seiring dengan
berubahnya ruang dan waktu tersebut maka terjgdi perubahan ruang sosial dalam tatanan
kehidupan masyarakat.

! sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang MNiBrtahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 TahQ# #htang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
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4.1.2. Gagasan dan K eyakinan dalam Ruang Sosial

Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi barumdgi@ngembangan pertanian
perkebunan yakni dengan pengenalan terhadap ifikassipertanian yang mulai berlangsung
pada awal tahun 1970-an. Sejak itu, masyarakat gangla hidupnya percaya kepada mistik,
fenomena alam sekitarnya dan hanya tergantung &dgadurahan alam, mulai mengenal jenis
unggul tanaman padi, penggunaan pupuk anorganilpéstisida untuk meningkatkan produksi
pertanian sawah masyarakat. Teknologi yang dipatkan penyuluh pertanian mengalami suatu
proses yang panjang karena masyarakat pada séltifipercaya kepada alam, misalnya dalam
hal penggunaan bibit harus bibit lokal yang umuneysh lama dibandingkan dengan umur bibit
unggul yang diperkenalkan. Demikian juga dalam gengan pupuk anorganik seperti urea,
TSP, ZA, dan KCI yang tidak pernah dilihat sebelyenrNamun demikian, ada juga individu-
individu yang mempercayai teknologi baru terselaumgykemudian langsung mencobanya.

Demikian halnya ketika masyarakat mulai mengenaisjéanaman-tanaman baru untuk
perkebunan pada awal tahun 1970-an seperti taneemgkih, kemudian disusul tanaman kakao
pada awal dan pertengahan tahun 1980-an, dan matengahan tahun 1990-an untuk jenis
vanili. Menanam pohon-pohonan seperti jenis tanampaius atau membiarkan lahannya
ditumbuhi pohon pinus melalui regenerasi alam ypényebaran benih oleh angin adalah suatu
respon kepercayaan masyarakat terhadap suatu in@ersggan adanya kepercayaan terhadap
pengenalan jenis-jenis tanaman baru dan teknolagi tersebut dalam daya konstitutif waktu
dan ruang menjadikan perubahan ruang lahan daanlgang hanya untuk subsiten menjadi
komoditas yang dapat diperdagangkan. Lahan yaimgytaddalah lahan-lahan marginal berubah
menjadi lahan produktif dalam pengembangan tanapskebunan dan penggunaan pupuk
anorganik. Lahan yang tadinya diabaikan oleh kaamgbawan dan hanya dimanfaatkan oleh
petani yang secara sosial adalah golongan lapeaaltbtelah berubah menjadi suatu ruang yang
produktif dan bernilai ekonomi tinggi, menjadikarasyarakat lapisan bawamg’'dika dan
kaunar secara ekonomi mengungguli lapisan agpasiig.

Kepercayaan lain dari anggota masyarakat adalagréayaan kepada pemerintah, yaitu
ketika pemerintah memperkenalkan tanaman pinusgaelb@naman yang dapat dikembangkan
pada tanah-tanah marginal (kesuburan rendah) mefaiogram Inpres Reboisasi dan
Penghijauan. Pemerintah menjanjikan bahwa tananmanadalah tanaman yang dapat

mendatangkan air untuk mengairi sawah-sawah tadfdn,hsehingga masyarakat merelakan
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tanah garapannya dan atau tanah penggembalaanmyettelimana ternak-ternak mereka
merumput. Tetapi alhasil tanaman tersebut saatlikenal oleh masyarakat sebagai tanaman
yang membuat tanah menjadi kering karena menyeraanah yang cukup banyak, sehingga air
di sungai-sungai yang dulunya banyak sekarang airgggikit. Ketika hujan datang air sedikit di
sungai dan hanya bisa bertahan selama 1 sampaard@nginggu, dibandingkan dahulu bisa
sampai dengan 2 bulan.

Demikian halnya pada saat tata batas kawasan ddifgidiX, masyarakat percaya kalau
tata batas tersebut hanya sebagai batas tanamaisasbdan penghijauan tetapi ketika
masyarakat mau mengolah lahan mereka maka pentenr@i@rangnya. Dalam kasus introduksi
TGHK, terlihat berlangsungnya komunikasi tidak Isiggang dijalankan pemerintah melalui
aparat kehutanan. Akibatnya, masyarakat menerimgasga dan pelaksanaan TGHK yang dalam
perjalanan waktu ternyata melahirkan kekecewaaenkaternyata sistem TGHK membawa
implikasi pada perubahan teritori mereka, termapekubahan tata guna lahan dan sistem
pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya mereka.

Realitas di atas berhubungan dengan pandangan rGid@604) bahwa dalam kondisi
modernitas, semakin banyak orang yang dimanatussinstitusi yang terpisah satu sama lain,
praktik-praktik lokal yang saling terkait dengamage global, mengatur aspek utama kehidupan
sehari-hari. Dia ingin secara lebih dekat meliregasmana berlangsungnya kepercayaarstj
terkait dengan fenomena-fenomena ini dan inginhraekecara lebih dekat terhadap munculnya
pertanyaan tentang keamanan, risiko, dan bahaydudia modern. Selanjutnya Giddens
menyatakan bahwa relasi kepercayaan yang dipeiahaiau diekspresikan dalam konstruksi
hubungan sosial yang ditempatkan dalam situasi yatigg mengisi, demikian juga tentang
keyakinan terhadap alat tukar simbolis atau sigtelndalam interaksi sosial.

Pemilikan konsep pengetahuan dan konstruksi sataal produktivitas lahan, hal mana
sarana penyuluhan seperti penyiaran radio danpalatga penyuluhan menjadi sumber utama
pengetahuan. Suatu konstruksi sosial pengetahuamjéepara agensi tunduk kepada kekuasaan
sarana penyuluhan dan tindakan penyuluhan itu sesediagai bagian dari proses antara simbol,
pengetahuan, ide/gagasan, keyakinan, nilai, nodaa,tindakan secara terus-menerus sebagai

suatu dualitas struktur dalam setiap ruang danwvakt

4.1.3. Adaptasi Teknologi dan Inovasi
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Sistem ahli dan sistem abstrak mulai berlangsuirqngedengan pengenalan jenis-jenis
tanaman baru untuk perkebunan rakyat, teknologiameman, pemeliharaan termasuk
penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, cara p&amugan pemanenan serta pengolahan
hasil-hasil pertanian perkebunan dan kehutanaraeiath Simbuang Borisan Rinding. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakassiabstrak alat simbolis selain uang,
juga alat komunikasi seperti radio dan televisigyamelibatkan sistem ahli di dalamnya. Sistem
abstrak ini telah menerobos jauh ke dalam caraphidasyarakat Lembang Simbuang Borisan
Rinding pada semua lapisan dan level kehidupan anakat.

Dengan semakin langkanya kayu yang berdiameterr ldga yang berkualitas baik
seiring dengan berkembangnya teknologi industrgpiihan kayu di bidang industri kayu lapis,
kayu-kayu yang berdiameter kecil sudah dapat dialatuk produkveneerkayu lapis dan
woodworkingdari jenis tanaman pinus yang semula hanya unteenuhi kebutuhan papan
dan balok sebagai ramuan rumah lokal. Dengan bdrkegmya teknologi tersebut telah
melibatkan sistem ahli dalam bidang pengolahan kgang menjadikan kayu-kayu kualitas
rendah dan diameter kecil memiliki nilai ekonomngdinggi.

Melihat adanya kesempatan untuk memanfaatkan tangomaus dengan hadirnya
industri pengolahan kayu pinus sehingga masyargiagi memperhitungkan kondisi-kondisi
struktural di lingkungannya dan membuat pilihanuknmemilin menebang pinusnya untuk
dijual kepada industri untuk manfaat ekonomi kepatu keluarga, walaupun kemudian untuk
merehabilitasi kembali lahan-lahan yang telah ditgfp tersebut dengan jenis tanaman yang
sama atau jenis tanaman yang lain akan memakamn wakig cukup lama untuk sampai pada
kondisi yang sama dengan sebelumnya, dan telah ebhahlgan terjadinya suatu perubahan
lingkungan dibandingkan lingkungan sebelumnya. arjsuatu pilihan dimana melakukan
pilihan selalu mengandung implikasi struktural. dakan masyarakat tersebut sekalipun ia tidak
menyadari akibat-akibatnya telah menciptakan ke#aisdisi baru sehingga orang lain harus
memilih dalam ciri-ciri struktural baru yang sepknya berbeda dari sebelumnya. Teori
strukturasi menekankan bahwa pilihan-pilihan seldlbuat dalam kondisi struktural dan
tindakan memiliki selalu mengandung implikasi teldya hakikat dari kondisi-kondisi ini.

Contoh di atas tidak hanya menunjukkan bagaimamdisan struktural bekerja, tetapi
juga menggambarkan sentralitas dalam kehidupanykitg Giddens anggap sebagai salah satu

ciri penting dalam modernitas masa kini—risiko. Mert Giddens, konsep risiko “membuka
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sebagian dari karateristik paling mendasar dariaddimana kita kini hidup” (Giddens, 1999,
hal 21).

Dalam hubungannya dengan perkembangan teknologeligtr di atas baik untuk
teknologi di bidang pengembangan tanaman dan pamgol hasil tanaman pertanian dan
perkebunan, Giddens (2004) mengemukakan bahwa tedslangsung transformasi yang
mendalam pada bentukto(m) dan isi ¢onten} praktik sosial kita. Dalam bahasa Giddens,
“pencabutan” waktu dari ruang itu melibatkan “pdndgan hubungan-hubungan sosial dari
konteks lokal dan perubahan-perubahan itu ke aesmtamg ruang dan waktu yang tidak
terbatas”. Disebutkannya, ada dua mekanisme isgiital yang menjadi motor gejala
“pencabutan” hubungan sosial, yaitu ‘alat simbofgs/mbolic tokersdan ‘sistem ahli’ éxpert
systemp Kedua mekanisme itu disebut sistem abstabktfact systems

Selanjutnya Foucault menyatakan bahwa dalam mdstaraodern, semua tempat
berlangsungnya kekuasaan menjadi tempat pembenfagetahuan di antaranya produksi
yang mendorong perkembangan ilmu ekonomi, sosiolpgjikologi, dan lainnya. Demikian
sebaliknya, semua pengetahuan memungkinkan daramenperoperasinya kekuasaan dengan
cara memaksakan diri kepada subyek tanpa memlsankehwa ia datang dari subyek tertentu
karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiriatéap subyek. Padahal, klaim ini merupakan
bagian strategi kekuasaan yang didefenisikan sebmyay melekat pada kehendak untuk

mengetahui menjadi proses dominasi terhadap oblyg&kadan terhadap manusia.

4.1.4. Regionalisasi; Dinamika Perubahan Ruang dan Waktu

Sebelum melakukan pembahasan regionalisasi, sgiyarmenjelaskan perbedaan konsep
antara regionalisasi dan teritorialisasi sehingganodahkan bagi kita untuk membedakan dalam
pembahasan lebih lanjut. Regionalisasi yang saksuakan di sini mengacu kepada pemikiran
Giddens (2006), yaitu pembagian ruang fisik mauposial berdasarkan fungsi ruang dalam
praktik-praktik sosial. Sedangkan teritorialisaseropakan proses membagi wilayah menjadi
zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks damgdlertumpang-tindih, mengatur kembali
penduduk dan sumberdaya di dalam unit-unit ini, da@mbuat aturan yang membatasi
bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dim#kdaa (Vandergeest dan Peluso dalam
2002: 21).
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Wilayah Simbuang Borisan Rinding sebelum tahun 1&Y@ang bertopografi berbukit-
bukit dinilai oleh pemerintah seakan-akan wilayangy masih kosong. Selain karena
penduduknya dalam jumlah sedikit, bermukim terpengaga karena hanya sebagai wilayah
yang ditumbuhi rumput-rumputan dan semak belukahingga masih terbuka untuk
pembangunan. Hamparan lahan yang masih kosongtensediri dari tanah-tanah yang relatif
kurang subur atau tanah-tanah marginal yang meanmsitikim tanah sangat dangkal. Pada saat
itu, lahan dimaksud hanya difungsikan sebagai latesmpat penggembalaan hewan ternak
kerbau oleh masyarakat, sehingga sering disebwtgaelwilayah produsen susu untuk para
bangsawan karena hewan kerbau yang digembalak&ahaddik para bangsawamafia’ bulaan
dantana’bass) baik yang tinggal di wilayah tersebut maupun yaegasal dari wilayah Tallu
Lembangna. Masyarakat penggembala (lapisan b&avea/karurung hanyalah sebagai tenaga
upahan bagi hasil dengan yang empunya kerbau, deraga bilamana kerbau melahirkan anak
maka penggembala mendapatkan satu per delapam lisaynglesd.

Pemukiman warga terletak di perbukitan tempat mamaah-rumah warga dibangun
dalam jarak yang relatif jauh satu dengan yang daiatarbelakangi oleh kepemilikan lahan-
lahan/kebun-kebun warga. Pada saat pertama kaékaanendapatkan lahan, warga rata-rata
menjadikannya sebagai lahan pertanian, sekaliguabaegun rumah sebagai tempat tinggal.
Lahan di sekitar rumah warga dijadikan ladang yhm@ganya ditanami dengan jenis tanaman
yang bisa dikonsumsi seperti: jagung, singkong,talais (keladi), dan ubi jalar sebagai bahan
makanan pokok masyarakat.

Lahan bagian lembah antara perbukitan berupa pelsaw sawah-sawah yang
berukuran cukup luas per satuan petaknya dimilith goara bangsawan dan keturunannya,
sedangkan sawah-sawah yang kurang luas atau yaogabsawah teras dimiliki oleh kelas
menengahténa’ bassi)dan masyarakat yang keturunan lapisan baftaata’ karurung hanya
sebagai penggembala ternak kalaupun memiliki salWwahya sawah berukuran petak-petak
kecil.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru awal tahun 1870pemerintah Indonesia
melaksanakan program Inpres Reboisasi dan PenghijRada tahun 1974/1975 terjadi
perubahan penggunaan lahan kering, hal mana lahan-| yang semula sebagai lahan
penggembalaan ternak oleh masyaral@mmon properly dijadikan target sebagai areal

program Inpres Reboisasi dan Penghijauan untulnahta tanaman kehutanan jerfnus
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merkusii. Pada pertengahan tahun 1970 disusul dengan penggambgenis-jenis tanaman
perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi sepertigkeh, kakao, dan kopi. Pada awal tahun
1990-an tanaman vanili diperkenalkan sebagai tanayaamg bernilai tinggi dan kemudian
dikembangkan pada lahan-lahan milik masyarakat pe&ngda di sekitar rumah-rumah mereka.

Lahan-lahan komunal yang menjadi target programeklkpgreboisasi dan Penghijauan
tersebut di atas pada tahun 1984 ditata batasdatas lokasi pertumbuhan tanaman pinus dan
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh pemeridi@nh kemudian ditetapkan menjadi
kawasan hutan negara. Langkah inilah membuat teamah komunal dan wilayah adat
(Tongkonaip berada dalam kawasan hutan negara. Langkah ykkgldhn oleh negara tersebut
hanya melihat sumberdaya alam diperlakukan seblmaoditi dan alat produksi tanpa
memperhatikan sub-sistem sosio-kultural yang sehgeumerupakan bagian dari sistem alam
dan kehidupan. Dalam kaitan ini, ketika pemerintadiaksanakan program konservasi seperti
penetapan kawasan lindung ataupun reboisasi, dsisambahwa suatu bentang lahan atau
ekosistem kosong dari manusia, atau harus dikosongldari tempat kehidupan manusia,
sehingga alienasi masyarakat dari sumberdaya alakukian dengan menegasikan atau sekedar
mengabaikan konsep lokal tentang hak pengelolaadaldim hukum nasional dan terutama
dalam implementasi pembangunan (Kartodihardjo damdani, 2006).

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan ditgtapkan fungsi-fungsi hutan
berdasakan kondisi bio-fisik kawasan hutan berupmdi konservasi, lindung, dan produksi
sebagai suatu zonasi dalam pengelolaannya. DenjugaTongkonanTongkonanmempunyai
zonasi-zonasi pemanfaatan berupa tempat mendirikaah adat, wilayah persawahan, lokasi
kuburan, lokasi upacara adat, daerah penggemb@easak kerbau, kebun, dan hutan. Aktivitas
sosial yang dilaksanakan sehari-hari dalam zona-#ensebut yang dalam ruang dan waktu oleh
Giddens disebut regionalisasi. Penzonaan tersebimplikasi kepada politik kekuasaan negara
dalam struktur dominasinya terhadap teritoreigopenguasaan sumberdaya hutan baik hutan
negara maupun hutan hak untuk suatu kepentingaroakmegara dan kepentingan kapitalisme.

Tata guna lahan tersebut di atas berupa pengguiaarpemanfaatan lahan berupa:
pemukiman, kebun tanaman pangan, kebun tanamaelper&n, hutan rakyat, hutan negara
berupa hutan lindung dan hutan produksi sesuai sftfnggsinya oleh Giddens disebut
regionalisasi. Menurut Giddens (2004), regionaliseendaknya tidak hanya dipahami sebagai

lokalisasi dalam ruangan namun mengacu pada pereatina ruang waktu dalam kaitannya
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dengan praktek-praktek sosial yang dirutinkan. Bargangsa industri yang telah mapan di
kawasan ’inti’ di Barat mempertahankan posisi s#ny@a dalam perekonomian dunia
berdasarakan pengutamaan temporalnya atas madyaeak@g 'kurang maju’. Regionalisasi
geopolitik sistem dunia ini mungkin sedang mengalaenubahan--- misalnya dengan terjadinya
pergeseran-pergeseran pada pusat proau&sufakturingke zona-zona periferal yang terdahulu
di Timur--- namun faktor prioritas dalam waktu sdjaini secara pasti telah mempengaruhi
keunggulan dalam ruang. Dalam regionalisasi pusatepi negara-bangsa di manapun tampak
berkaitan dengan keberadaan ’kemapanan’ yangakdeinti strukturasi kelas-kelas dominan.

Pandangan Giddens tentang regionalisasi tersehiiakdibawa kepada konteks ruang
lahan yang terjadi di Lembang Simbuang Borisan Rgydseiring dengan perjalanan waktu,
sekarang ini keunggulan lahan kering telah bergdae ruang lahan kering yang dulunya
sebagai lahan penggembalaan ternak yang hanyalditunoleh rumput dan semak belukar
kepada lahan yang sekarang telah menjadi laharelpenian rakyat jenis tanaman cengkih,
kakao, dan kopi serta menjadi hutan rakyat jem&rtean pinus. Sehingga ruang bukit yang
kering menjadi lebih unggul secara ekonomi damgugersawahan, walaupun ruang persawahan
masih tetap unggul secara sosial karena arealvpa@hsa yang luas dulunya (sebelum tahun
1970-an) dikuasai oleh kelas lapisan atas ataulkegn bangsawan. Bagi orang Toraja, kalau
tidak memiliki sebidang sawah maka nilai sosialngréersebut menjadi rendah karena sawah
telah menjadi suatu simbol kehidupan sekian daartem dalam benak orang Toraja menjadi
simbol status sosial seseorang. Ketika teknologiap@n belum masuk ke wilayah tersebut
maka masyarakat hanya bisa hidup dari hasil paaéh gawah tadah hujan yang hanya bisa
dipanen sekali dalam setahun. Sebagian dari saaay fpas tersebut kepemilikannya dalam
bentuk gadai telah bergeser dari kelas atas (baaggauang kepada kelas bawaho(budg
sebagai konsekuensi dari perubahan ruang bukit yetan unggul secara ekonomi dan
menjadikan kelas bawah memiliki uang untuk menggsalaah-sawah para bangsawan.

Fakta empiris yang berlangsung pagkdting penelitian tersebut menunjukkan bahwa
dengan berubahnya nilai ruang lahan dari nilaiatasenjadi nilai ekonomi, maka nilai waktu
juga telah berubah dari nilai sosial menjadi relednomi. Sebelum terjadi perubahan nilai ruang
dan waktu tersebut di atas, tenaga kerja masyalaisan bawah hanya sebagai tenaga buruh
pada lahan persawahan para bangsawan. Hampir lsel@ktu produktifnya hanya digunakan

untuk mengolah sawah-sawah milik kaum lapisan d@iskan hanya diabdikan sebagai tenaga
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sosial kepada lapisan atas. Namun, sejak terjadbpban pemanfaatan ruang lahan kering yang
dikelola oleh lapisan bawah menjadi lahan yang ykbflsebagai ruang perkebunan tanaman
keras yang dimulai pada akhir tahun 1970-an samagan sekarang, ditambah dengan sejak
hutan rakyat sudah punya nilai ekonomi. Maka sejgkwvaktu tenaga kerja sudah masuk dalam
komodifikasi.

Di sini bisa disebut bahwa perubahan ruang fisikatatidak serta merta membawa
perubahan cara pandang para pemimpin lokal tradikif®uang. Mereka masih mencoba
menggunakan cara-cara lama untuk menguasai sunyaeattan dengan mengklaim lahan-lahan
masyarakat dengan pendekatan teritdongkonan atau karena pernah menjadi lahan
penggembalaan ternaknya, namun cara tersebut ¢f@&kif lagi. Yang membuat tidak efektif
lagi karena sejalan dengan berubahnya ruang sbaial sebagai konsekuensi modernitas,
pengertian, dan pemahaman masyarakat lapisan bi@heth meningkat dalam memaknai hak
penguasaan terhadap sumberdaya yang sudah lamesakkisecara turun-temurun, dan juga

karena adanya aturan-aturan hukum yang mengatunderbatasi cara menguasai sumberdaya.
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Dalam regionalisasi tersebut di atas menunjukkahwbaagensi memperhitungkan
kondisi-kondisi struktural lingkungannya dengan tsugilihan terhadap teknologi yang
diperkenalkan dan memaknainya dalam kehidupan raeyakg dalam posisi serba kesulitan
untuk bertindak sebagai agen, membuat pilihamgmli yang tidak pernah dilakukan
sebelumnya. Dengan pilihan agen tersebut merelaaasewlividual harus bekerja sesuai dengan
kondisi yang ada dan menjadikan struktur produilkah berubah dan sekaligus menjadikan
struktur sosial berubah dan terbentuknya strukbgras baru. Hal ini menunjukkan kepada kita
bahwa pengetahuan para agensi dalam menerima edgrmovasi dan teknogi berubah secara
dinamis, dan memperlihatkan kepada kita bagaima&kaidsaan bekerja sebagai suatu proses
(power as proce3sdalam hubungan dialektik antara tindakan danksirudan budaya yang
secara terus-menerus melakukan produksi dan refsobhwat proses strukturasi dalam ruang
dan waktu.

4.2 Kompleksitas K epentingan M empengar uhi Strategi dan Hubungan Kekuasaan.
Hubungan-hubungan kekuasaan yang terejawantah dalartutan, klaim-klaim,
perlawanan, adaptasi, kolaborasi, akomodasi, ddegresi yang terjadi bekerja dalam
penguasaan sumberdaya hutan. Pola-pola penguadzam dan hutan yang didasarkan pada
aspek-aspek kesejarahan dengan pendekatan keb{&mstumary Lay dijadikan dasar dasar
untuk menuntut kembali lahan-lahan yang sudah dé&uaegara. Dengan demikian masa lalu
terjadi benturan dengan politik hukum negara yaertpku dalam pengaturan sumberdaya hutan.
Kompleksitas kepentingan antara negara dan Tongkgaag didorong dengan kekuatan pasar
akan memengaruhi strategi-strategi yang diperaokam para agensi dalam hal bagaimana para
agensi menawar negara, memerankan peran-peran dalaga interaksinya dengan para agensi
negara. Demikian juga bagaimana para agensi membasgatu negosiasi-negosiasi yang

berakhir dengan akomodasi kepentingan dalam ruammgpiomi.

4.2.1. Menawar Kekuasaan Negara
Gelar kebangsawanarpuang adalah suatu simbol dalam struktur pelapisanabkosi
masyarakat Toraja yang dijadikan sebagai kekuatdand menawar kekuasaan negara. Hal

tersebut mulai terjadi sejak adanya kepercayaamatagmasyarakat keturunafongkonan
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Marintang kepada seseorang yang ditokohkan yaitan@ Patta. Puang Patta bukanlah
keturunan langsung daiongkonanMarintang tetapi keturunan langsung Puang Rawteall
(sering disebut Puang Makale) dari kecamatan laland wilayah Tallulembangna, tetapi karena
beliau pernah ditunjuk oleh Bupati A.Y.K. Andilojzada awal tahun 1970-an sebagai Kepala
Desa/Kepala Lembang Tampo Simbuang (Waktu itu Lempb&imbuang Borisan Rinding
adalah bagian dari Desa Tampo Simbuang) di daemsleltut sehingga beliau dipercaya dan
diberi mandat oleh Puang Baine yang merasa kedarlangsung dafTongkonanMarintang
untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hwantdhg yang diklaim sebagai wilayah
dan asefTongkonarkepada negara, dalam hal ini pemerintah. Klainh dgsmgkonarMarintang
berupa lahan hutan seluas 150 Ha yang diklaim sebadik pusaka (mana’)Tongkonan
Marintang adalah untuk maksud kepentingan rekokstriaset dan wilayah kekuasaan
Tongkonaryang sudah menjadi wilayah kawasan hutan seja@kgahaan tata batas TGHK.

Pada banyak kajian, penduduk lokal di sekitar hgtamderung ditempatkan pada posisi
marjinal dalam relasinya dengan negara dan atauekak-kekuatan lokal (kekuasaan bisnis dan
yang menokohkan diri sebagai tokoh masyarakatjufegan kaum marjinal dalam konteks
kekuasaan yang lebih besar cenderung ditempatldm gussisi sebagai pihak yang kalah dalam
suatu proses negoisasi. Konsekuensinya analisisrtsepi cenderung menempatkan agensi
sebagaimana dimaksud Giddens sebagai pasif. Tdtapihasil pengamatan praktik-praktik
sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan membérdsahanalisis yang lain, hal mana agensi
merupakan pihak yang kreatif dan aktif yang ditkkgn anggota masyarakat dalam proses-
proses negosiasi dan renegosiasi dalam relasi kuwegadihadapinya berusaha memenangkan
proses tawar-menawar.

Realitas empirik tentang hubungan antar masyardkat bagaimana mereka saling
berinteraksi juga memperlihatkan kecerdikan daratei yang diperhitungkan. Hal ini
mengingatkan pada pandangan Tsing (1993:22) yamgperihatkan bagaimana proses tawar-
menawar setiap agensi dengan cerdik dan strat&gis mencari berbagai pegangan untuk
memperlihatkan kepada lawan negosiasinya bahwakmenemiliki kekuasaan yang juga tidak
boleh diremehkan. Ini adalah salah satu model ggngnakan dengan menggunakan diskursus-
diskursus dominan dari sumber kekuasaan yang jegarbDalam kasus "Dayak Meratus” yang
diungkap oleh Tsing ialah bagaimana Induang Hitlag Uma Adang memanfaatkan berbagai

diskursus dominan di tingkat nasional seperti dislksi Rhoma Irama dan diskursus sebagai

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



bagian dari mantra perdukunan mereka yang bisad#aéakan sebagai hal yang aneh (Tsing,
1993 : 355-369).

Strategi dan kreatifitas dalam proses negosiasi d@aegosiasi penguasaan lahan
digunakan dalam tingkatan agensi maupun di tingkatauktur dan budaya berstrukturisasi

bersama-sama sepanjang dalam proses negosiasisuatukkepentingan yang ingin dicapai.

4.2.2. Peran Ganda para Agen

Penulis membacanya bahwa Puang Patta sebagai &eaerdan kelihaian agensi sebagai
anggotaTongkonandalam mensiasati relasi kuasa dengan berbagai pidkki pemerintah
sebagai negara dan anggota masyarakat dalam reggaiaintuk mendapatkan areal hutan
pinus seluas 150 Ha dengan pemerintah untuk siegtenkinganiongkonanMarintang yang
diklaim sebagai asétongkonan Namun setelah areal hutan tersebut dikeluarkankdaasan
hutan dalam pelaksanaan rekonstruksi tata bataaseswhutan Marintang Ponian maka Puang
Patta tidak lagi bertindak sebagai agensi angg@iaakga Tongkonan Marintang, tetapi
bertindak sebagai agensi individu yang mendapat dtak lahan hutan tersebut dari negara
dengan argumentasi yang dikemukakan oleh PuangaKipatra Puang Patta) bahwa tidak ada
asetTongkonarbisa mencapai seluas 150 Ha, yang ada maksimiah&) (sampai dengan 6 Ha
(enam hektar) yang berada di sekitar rumahgkonanArgumentasi ini dijadikan sebagai siasat
relasi kekuasaan Puang Patta dan Puang Kinaa &grlaadjgota rumpun keluargangkonan
dan masyarakat umum untuk kepentingan individubengan kata lain, terdapat relasi sosial
dan relasi kuasa antara negara @langkonandalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya
hutan dalam suatu proses negosiasi-renegosiasiintampretasi-reinterpretasi makna fungsi-
fungsi relasiTongkonan hukum adaffTongkonandan hukum negara yang mendorong posisi-
reposisi agensi yang dinamis dalam perannya sebggai

Kasus ini memperlihatkan hubungan kekuasaan deataggota masyarakdibngkonan
dengan pemimpin lokal tradisionaPyang berlangsung secara berbeda. Kasus pertama
memperlihatkan Puang Kinaa, ketika berhadapan depijeak pemerintah (Dinas Kehutanan),
menggunakan pendekatan pengaturan lokal, yakngaebak ulayat atau hak pusakaapa)
TongkonanMarintang. Sebaliknya, ketika berhadapan dengamutan anggota masyarakat
Tongkonan setelah upayanya berhasil, Puang Kinaa berdalihadep tuntutan anggota

masyarakat Tongkonan yang diwakili Puang Baine laatiak ada bukti yang cukup kuat dari
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pihak anggota masyarak&abngkonanMarintang, khususnya Puang Buasan untuk mengklaim
sebagai lahan ulayabngkonarMarintang apalagi sebagai hak ulayangkonarBuasan.

Dengan demikian, peran ganda (negara dan lokalarasyt) yang diperankan oleh
Puang Patta bersama putranya Puang Kinaa demi tkegeem tertentu, yakni kepentingan
ekonomi terutama pada masa tanaman hasil rebdisasman Pinus) mulai memberikan
manfaat ekonomi. Puang Kinaa dengan peran mengatagan masyarakdtongkonanketika
menghadapi pemerintah dan ketika berhadapan demgeyarakatTongkonanmaka beliau
berada pada sisi pemerintah dengan argumen bahmaripgah memberikannya untuk atas
nama Puang Patta dan dirinya. Peran ganda yantadkae Puang Kinaa ini saya melihatnya
sebagai strategi untuk menguasai sumberdaya hatankgpentingan ekonomi pribadi. Strateqgi
ini dapat dikatakan berhasil "mengelabui” pihak pemtah dan masyarakat, namun
sesungguhnya menciptakan konflik laten bagi keldgang Patta dan keturunannya dengan
masyarakal ongkonarMarintang

Pola dan intensitas interaksi antar individu (ppengguna), berkembangnya relasi
kekuasaan sebagai konsekuensi penguasaan neg&@daer sumberdaya alam hutan,
ketersediaan, dan sifat sumberdaya hutan adaladrdpeb realitas yang tidak dapat diabaikan
begitu saja dalam melihat hubungan kekuasaan yargnigsung di antara para pihak. Realitas
tersebut turut memberi kemungkinan kepada parasagesiaku), baik secara individual maupun
secara kolektif institusional menjalankan stratgategi yang secara inheren memuat upaya
kekuasaan terhadap yang lain.

Realitas hubungan kekuasaan dalam pengelolaan selb@gaimana digambarkan di atas
sebagai suatu realitas penguasaan terhadap sumwpdndi@n yang cenderung dipahami dalam
hubungan penguasaan negara, sehingga hubungangambéekuasaan di antara para pihak
yang diperlihatkan dalam berbagai strategi dialmikajian-kajian yang ada. Hal ini
menggambarkan bagaimana bekerjanya kekuasaan p@aheratas sumberdaya ataupun
kehidupan sosial masyarakat pada umumnya justryadieoelah bagi elit tradisional untuk
mengembangkan strategi baru dalam hal penguasdaadé® sumberdaya (lahan hutan) di
tingkat masyarakat. Selanjutnya praktik dan stiatetkuasaan yang dijalankan, termasuk
kekuasaan para pemimpin tradisional (lokal) dalaerespon berbagai peraturan/kebijakan
pengelolaan hutan yang diketahui saling tumpangjitisatu sama lain di dalam masyarakat.

Tumpang tindihnya strategi kekuasaan yang dijalanialam hubungan kekuasaan justru
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menjadi peluang bagi berbagai pihak menjalankanarpeganda untuk melindung
kepentingannya.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kondisi mgmada yang dimainkan oleh
pemimpin (elit) lokal untuk menguasai dan memattakawasan hutan bisa terjadi? Sztompka
(2004) menegaskan bahwa masyarakat yang merupakapukan dari sejumlah individu pada
hakekatnya sebagai makhluk sosial yang kreatifyatib dalam menghadapi berbagai situasi
sosial dan fisik (alam) di sekitarnya. Argumentasi sebenarnya menegaskan bahwa
konsekuensi lebih jauh dari keadaan ini adalah yaldganggapan terhadap situasi yang ada
cenderung beragam dan berbeda dari setiap indi#dda hakekatnya, tanggapan-tanggapan
yang ada cenderung melindungi kepentingan-kepeaarireggau orientasi tertentu yang hendak
dicapai. Karena itu, akan mempengaruhi strategipilidman-pilihan individu (pelaku/agensi) di
dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumbehiddga. Tindakan-tindakan yang ada
cenderung mengandung unsur teleologis, yakni tidataktor) yang pada situasi tertentu
menempatkan tujuan tertentu dan selanjutnya memdiin menerapkan cara yang menurutnya
sesuai untuk mencapai tujuannya (Habermas, 2007).

Dalam hal ini pada setiap interaksi sosial selahdapat kekuasaan secara terintegrasi
pada semua tingkat interaksi sosial tidak sajesi@hal tetapi juga sebagai suatu transformasi
aktor yang dapat mempengaruhi lingkungannya untdaapai tujuannya. Hal ini juga
memperlihatkan bahwa strukturasi yang dimaksud &iddmempunyai kemampuan sifat
transformasi atas jalannya suatu peristiwva sekalipy mengekang baik yang berasal dari
struktur maupun dari luar diri agen, termasuk dasiman hegemoni, di dalam merealisasikan
kemampuan dirinya, sebagai ciri utama kekuasaafanbastilah Gramsci, hegemoni tidak
pernah bersifaBbsolute senantiasa ada bagi manusia melakukameuverbagi kepentingan
pribadinya (dalamRudyansyah, 2009).

4.2.3. Perlawanan yang Ber akhir Kompromi

Beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarblsit sebagai masyarakat
Tongkonanmaupun masyarakat keluarga keturunan yang dingatatelalui tindakan-tindakan
nyata di lapangan dan dinyatakan dalam bentuk gagaengan mengajukan permohonan
kepada pemerintah untuk mengklaim hak-haknya yasguklian berakhir dengan kompromi.

Perlawanan yang berakhir dengan kompromi terseldlaiala ketika keberatan keluarga
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keturunan Puang Laso’ Rinding yang disampaikan d&Bupati Tana Toraja merupakan bagian
dari perlawanan yang diwujudkan dengan suatu ide gigasan keluarga untuk mengelola
kembali lahan bekas penggembalaan orang tua mdrek@erah Ponian yang saat ini termasuk
dalam kawasan hutan produksi. Gagasan tersebutakianjuti dengan permohonan kepada

Menteri Kehutanan yang saat ini diproses oleh Es8ktu melalui Eselon Dua.

"Kami ingin mengelola hutan ponian yang dulunyalakldahan yang pernah dikelola
oleh orang tua kami sebagai daerah penggembalaaakiga tetapi sekarang sudah
masuk dalam kawasan hutan produksi”.

Ungkapan tersebut ditanggapi oleh Eselon Dua damgatakan, ok, ok, jadi begini;
untuk mengelola areal hutan produksi ada macamimanalalui ijin pemanfaatan, misalnya
HTR (Hutan Tanaman Rakyat), nah saya sarankan aegat ini diajukan saja sebagai HTR,
syaratnya, Bupati mengajukan kepada Menteri Kelamamtuk dicadangkan, nanti Menteri
mengeluarkan pencadangannya, setelah itu Bupatyeherkan ijin HTR kepada rakyat, bisa
perorangan, kelompok atau koperasi. Lalu pak Es@&oa katakan baiklah kalau begitu,
kembalilah ke sana, minta Bupati mengajukan kepddateri untuk pencadangannya, nanti
Bupati keluarkan ijin HTR dan HTHRnya. Lalu Puangddla minta pamitan dan mengatakan
kapan bisa selesai prosesnya Pak? Lalu Pak Dir&ktakan ya tergantung usulan Bupatinya,
kalau di sini saya usahakan sekitar 1 minggu selesgat kok kalau semuanya sudah lengkap.

Titik temu mereka ketika Keluarga Puang Laso’ Rmgdimenyatakan bahwa mereka
tidak ingin bermaksud menguasai tetapi mereka imggmgelola hutan Ponian, mereka saling
mengakui; Keluarga Puang Laso’ Rinding mengakuekatbaan kawasan hutan negara termasuk
batas-batasnya dan sebaliknya pemerintah atau en@gangakui masyarakat yang tinggal di
dalam dan di sekitar hutan dengan pemberian peeamapfaatan melalui ijin HTR (Hutan
Tanaman Rakyat). Sebagaimana disampaikan Pak EBelanbahwa pada prinsipnya boleh
dikelola sepanjang tidak dimaksudkan untuk mengoga&embali.

Selanjutnya untuk kasus lain, informan dan bebeveg@a yang lahaiongkonamya
masuk kawasan hutan, terutama kawasan hutan yaleggaat ini ditetapkan sebagai kawasan
hutan produksi oleh pihak Dinas Kehutanan Torajamegaskan bahwa hak adat dari warga
Pakala telah hilang akibat kegiatan reboisasi idahutanan pada tahun 1976. Meskipun bekas-
bekas pemukiman itu tidak lagi dihuni, tetapi pefaatan lahan-lahan sebagai areal pertanian

masih terus dilakukan. Karena itu, pada saat pateden kegiatan tersebut warga menolak lahan-
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lahan mereka direboisasi dengan tanaman pinush labjut dijelaskan bahwa pihak petugas
Kehutanan pada waktu melakukan penanaman tananmas pnenyatakan bahwa reboisasi
hanya untuk hutan lindung, penanaman tanaman pinuatas lahan warga adalah untuk
kepentingan warga dan lahan-lahan yang ditanarselet tidak akan dijadikan sebagai hutan
negara, tetapi menjadi "hutan rakyat” dan ini judemi untuk kepentingan warga. Atas
penjelasan tersebut warga dapat memakluminya darelakan lahan-lahannya ditanami
tanaman pinus sehingga hampir seluruh lahan-laleastarpan (kebun dan sawahpngkonan
Malimongan dan sekitarnya direboisasi. Ternyataaptthun 1984/1985 lahan-lahan diukur
kembali dan ditetapkan sebagai kawasan hutan psadWarga menyebutnya, penetapan tata
batas oleh pihak Kehutanan disesuaikan denganhséggnaman pinus tumbuh dengan baik.
Warga menolak penetapan ini, tetapi tidak bisaumrbanyak. Warga memilih tidak melakukan
protes terbuka karena takut terhadap pemerintalteha®to yang tidak mau tahu dengan
kepentingan rakyat kecil.

Pelaksana tata batas kawasan hutan lindung daoksiadi wilayah Lembang Simbuang
Borisan Rinding dan sekitarnya berlangsung sebanyalempat) kali;_Pertamatata batas
kawasan hutan lindung Gunung Sinaji dilakukan pasaan Belanda, kira-kira tahun 1936. Tata
batas tersebut ditandai dengan pembuatan jalamg@ebatas antara hutan lindung dan lahan
yang dapat disebut sebagai lahan masyarakat. Kémtaabatas sementara untuk tujuan sebagai
daerah reboisasi pada tahun 1973. Ketmpmetapan tata batas tetap yang disebut TGHK (tat
guna hutan kesepakatan) pada tahun 1984. Padanfds#as pada tahun 1973 atau wilayah-
wilayah kegiatan reboisasi dikukuhkan menjadi kamalsutan produksi. Keempathun 1997
penetapan ulang (rekonstruksi) tata batas tahud.1P8laksanaan tata batas kedua sampai
dengan tata batas keempat ditentang oleh masyarki@na menurut masyarakat bahwa
pelaksanaan tata batas tersebut tidak diketahdn olasyarakat dan menuduh Pangngala’
bersama dengan petugas kehutanan lainnya telatkukela pergeseran tata batas pada saat
rekonstruksi yang menyebabkan sebagian lahan pantdoudidaya masyarakat masuk dalam
kawasan hutan dan berakibat pada semakin menyegmpithan warga. Untuk hal ini
Pangngala’ menjelaskan bahwa penetapan tata batasnémang dilakukan oleh Dinas
Kehutanan bersama dirinya dan beberapa pegawai téfemu lapangan lainnya, namun
semuanya ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Khnlapangan hanya menjalankan

perintah atasan dan memberi dua penjelasan: (En&aketidaktahuan tata batas sebelumnya
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sehingga warga mengatakan terjadi pergeseran W@jagka benar terjadi pergeseran keluar
untuk memperluas kawasan hutan produksi di wilagamaka sesungguhnya untuk mengganti
pergeseran kawasan di wilayah lain.

Suatu perlawanan dari masyarakat yang diungkapkan Puang Kinaa yang saat ini
menjadi Kepala Lembang Pakala bahwa meskipun a@abh masyarakat diTongkonan
Malimongan dan sekitarnya masuk dalam kawasan hptaduksi akibat tata batas TGHK,
masyarakat sampai pada saat ini tidak mengakubtdtes tersebut. Mereka masih tetap bertahan
bahwa areal-areal sawah yang masuk menjadi kawagan produksi tetap miliknya. Protes ini
diperlihatkan warga dengan cara tetap membayar BBB tanah (sawah) tersebut. Kinaa
mengakui sebagai perangkat pemerintah di desakméeéah mengingatkan warga agar tidak
membayar PBB-nya karena areal sawah tersebut sndahk sebagai kawasan hutan. Imbauan
ini tidak diikuti oleh warga. Warga tetap membayarsebagai bukti kepemilikan.

Hal serupa pada wilayahongkonanTo'Tallang, Kira’, Pemborong, Ledan, Paken, dan
Tondok Bangla’ yang berada dalam kawasan hutanyaraisat tetap melaksanakan pemanenan
hasil kebun mereka seperti kopi dan kakao sert@antan kehutanan lainnya seperti jesusen,
nangka dan cemara, pemanenan tersebut ada yang dilakukan secarantasegi ada juga
dengan cara terang-terangan. Realitas ini menuajukbahwa tindakan perlawanan yang
dilakukan oleh masyarakat tidak terorganisasi teiepsifat kolektif yang pasif. Namun tujuan
mereka jelas yaitu untuk terus mengelola dan mesmaskedn hasil-hasil tanaman dari kawasan
hutan.

Kondisi ini mulai mengalami perubahan ketika meabet secara jelas lahan-lahan
pertanian mereka dimasukkan sebagai kawasan hatan 11984 melalui penetapan tata batas
TGHK. Akses mereka terhadap hutan benar-benamugitsementara sumber pendapatan di luar
pertanian sangat terbatas. Namun diakui hegemayaraeterhadap sumberdaya hutan yang
membuat mereka tidak mungkin melakukan tindakan frekatatif saat itu. Mereka
mengungkapkan, meskipun lahan kami telah ditetaga@ragai kawasan hutan namun kami
akan tetap berupaya menguasai lahan kami denganapar saja. Dalam hal ini masyarakat
menempuh strategi menerima saja keadaan ini, nasegara diam-diam mengembangkan
strategi perlawanan terhadap bentuk kebijakan akinlydengan cara mereka tetap masuk dan
memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, terutafmank Warga juga memilih untuk tetap

membayar pajak sebagai tanda bukti kepemilikarkgegatama kali hingga saat ini. Menurut
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warga, strategi ini ditempuh untuk memperlihatkapdda pemerintah bahwa lahan tersebut
adalah hak (milik) adat mereka. Pemerintah dalanmh&idak konsisten karena disatu sisi tidak
diakui hak kepemilikan masyarakat tetapi dari pemerimaan negara mereka memungut pajak
PBB atas lahan tersebut dari masyarakat dan merhurtmasil retribusi hasil
pertanian/perkebunan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa bagi rakayaSimbuang Borisan
Rinding, hutan yang saat ini menjadi hutan lind@gung Sinaji, hutan produksi Ponian, dan
kawasan hutan sekitar lainnya awalnya adalah suméeghasil ekonomi subsisten. Namun
ketika dilakukan teritorialisasi oleh negara atalRyah tersebut maka terjadi pembatasan dan
bahkan penutupan akses terhadap sumberdaya hutayp pada saat itu tidak banyak
mendapatkan reaksi berupa penolakan dari masyarédat ini disebabkan oleh karena
"ketidakpahaman” masyarakat terhadap sejumlah tayigang dilakukan oleh pemerintah
dalam wilayah penguasaan masyardlaigkonanPemerintah melakukannya atas nama negara
secara diam-diam kepada masyarakat banyak, keckgiada pejabat pemerintahan
desal/lembang, dan hal ini sesungguhnya adalah alanpstrategi pihak pemerintah (Dinas
Kehutanan) untuk menguasai sumberdaya lahan y&atgdgadikan masyarakat sebagai sumber
ekonomi subsisten untuk mencapai targetnya.

Negara dalam kekuasaannya melaksanakan tata @atasdn hutan TGHK (Tata Guna
Hutan Kesepakatan) pada wilayah-wilayah yang segimtya dalam penguasaan masyarakat
atauTongkonantanpa suatu klarifikasi kepada pihak-pihak yanggo@sainya, dengan alasan
bahwa lahan tersebut telah ditumbuhi tanaman-tand&®lutanan seperti tanaman hasil Inpres
Reboisasi dan Penghijauan. Tindakan ini mempékisima bagaimana bekerjanya kekuasaan
dalam penguasaan alokatif sumberdaya hutan danpaiem konstitutif dari penguasaan
otoritatif terhadap masyarakat.

Inilah suatu realitas yang diperlihatkan dalam bgdd penerapan peraturan hukum
dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khusdsmsgktor pengelolaan dan pemanfaatan
hutan. Peraturan hukum yang ada bersifat repnepfdsivelaw), dan pada umumnya dicirikan
oleh pendekatan keamanasedgurity approach), mengedepankan petugas-petugas hukum pada
tataran operasional, menonjolkan pengaturan saakdisi, dan menggusur akses, kepentingan
dan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar hutensamberdaya hutan tidak berlaku daerah

Simbuang Borisan Rinding karena setiap pendudwatdim dan sekitar hutan tetap mengakses
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hasil tanaman yang diklaim mereka sebagai suaturtekka sebagai warisan walaupun hal ini
menyalahi undang-undang kehutanan. Pendekatan htgasebut di atas baru berlaku ketika
masyarakat menebang dan mengambil hasil hutan #anakayu pinus walaupun untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dianggap babWan pinus hasil tanaman reboisasi di
dalamnya melekat hak-hak negara. Penebangan dagambian dinilai sebagai kriminal
pencurian kayu, perusak hutan, penjarah hutanyiea hutan karena oleh negara dinilai tidak
ada hak masyarakat melekat di dalamnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan S&8@83) berdasarkan kajiannya pada
petani sawah di Malaysia. Scott menjelaskan balwuean perlawanan petani bukannya secara
langsung menggulingkan atau mengubah sistem dommatainkan lebih terarah untuk tetap
hidup dalam sistem itu. Adapun sifat perlawanarasdiari adalah informal dan sering tidak
terbuka. Scott juga menjelaskan perbedaan antatawg®an sungguh-sungguh dengan
perlawanan yang bersifat insidental. Perlawanarg yamgguh-sungguh bersifat terorganisasi,
sistematis, berprinsip atau tanpa pamrih; mempungkibat-akibat revolusioner, dan
mengandung tujuan meniadakan dominasi. Sebalikpgdawanan insidental bersifat: tidak
terorganisasi, tidak sistematis, individual, bextsifntung-untungan, tidak berakibat revolusioner,
dan menyesuaikan dengan sistem dominasi. Scott m&w@® bahwa perlawanan yang
dilakukan kaum petani bukan kekuasaan dalam hegemmgara, melainkan untuk tujuan
mempertahankan dan memenuhi kebutuhan subsiste®tigdegi yang dipilih adalah tidak
melakukan perlawanan secara terbuka atau menengwatcara yang konfrontatif, melainkan
perlawanan yang tidak langsung sifatnya.

Dari proses-proses tersebut di atas dalam membasyatn strategi yang tidak hanya
sebagai tindakan orang perseorangan tetapi teldibatkan struktur sebagai suatu eksterioritas
kejahatan (faktor luar diri manusia) adalah suagjalkatan struktural. Hal ini ketika struktur
dipahami; pertama, sebagai aturan-aturan dan sdangeryang berperan di dalam reproduksi
sistem-sistem sosial; dan kedua, struktur diangghpgai yang mengacu ke bentuk-bentuk yang
terinstusionalisasi dalam masyarakat (Giddens, R(Ddlam analisa prinsip-prinsip struktural
Giddens mengacu ke bentuk-bentuk diferensiasi déwlkasi institusi-institusi dalam bentangan
waktu dan ruang tertentu terdapat tiga dimenskstrasi yang dominan di dalam masyarakat
ialah pemaknaan, dominasi, dan legitimasi. Bertikak dari kerangka pemikiran Giddens

tersebut maka Haryatmoko (2004) menyatakan bahwaraksi kekuasaan yang akan
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menghasilkan suatu dominasi sangat dipengaruhi fasititas yang ada (ekonomi, budaya,
politik, dan ideologi). Akses dari interaksi inilmkmenghasilkan kejahatan struktural. Demikian
juga interaksi yang terkait dengan sanksi (moglitaembidik legitimasi, namun legitimasi ini
ditentukan oleh norma (hukum, norma agama atau lmadat) yang berlaku. Penyalahgunaan
norma untuk kepentingan tertentu akan menghask&g@hatan yang bersifat struktural.

Selanjutnya Haryatmoko dengan mengangkat pemik&addens untuk membantu
menunjukkan faktor-faktor yang berperan di dalamtble kejahatan ini; pertama, kejahatan
struktural dipahami sebagai kejahatan moral daa tislawan hukum yang merupakan akibat
dari baik kejahatan pribadi maupun kolektif yang ngteasilkan struktur-struktur yang
mengkondisikan tindakan dan perilaku individu/koilekas mengarah ke kejahatan; kedua, ia
mengerti sebagai keseluruhan faktor negatif yardapat dalam institusi-institusi masyarakat itu
sendiri dan bekerja melawan keadilan dan kesegdmeumum. Selanjutnya dikatakan bahwa
tentang kejahatan ini, penjelasan tidak cukup hdwerautat sekitar kehendak baik/jahat, hati
nurani, dan kebebasan pelaku. Konteks, situasilagkungan pelaku menjadi unsur penjelasan
yang perlu diperhitungkan. Bahkan sistem politiguatatanan ekonomi yang berjalan bukan
sesuatu yang bebas nilai dan netral terhadap kejabtersebut.

Hasil penelitian lain tentang kompromi untuk mentenkepentingan-kepentingan dari
masing-masing agensi yang dilakukan oleh McCar2607), beliau mengemukakan tentang
pengamatannya di lapangan di wilyah Kalimantan @bngahwa kepentingan-kepentingan
dalam mengakses sumberdaya hutan meliputi kebukdtarnuhanekstra-budgetedari aktor-
aktor politisi lokal dan pejabat-pejabat untuk méhaea aparat negara lokal, untuk memelihara
kesetiaan politisi, dan untuk mencapai ambisi-aimékenomis pribadi mereka. Tatanan negara
juga tidak mampu memenuhi ambisi-ambisi para wiestav lokal yang dirugikan oleh
peraturan-peraturan yang memberikan perlakuanastarpada mereka yang bisa mendapatkan
izin eksploitasi hutan dari Jakarta yang jauh mgaupun memenuhi tuntutan-tuntutan akan
kesempatan-kesempatan kerja dan ekonomi bagi paduguk desa yang dirugikan oleh sistem
konsesi negara yang mengizinkan penebangan terhadap-hutan adat dengan cara yang
sangat tidak adil.

Kaitannya dengan perlawanan yang tidak menghasilkanflik terbuka tetapi
menghasilkan kompromi atau kerjasama, untuk memiabagaimana proses-proses perdamaian

dan akomodasi bisa terbentuk saya ingin mengaragkatyang dikemukakan oleh Kartodiharjo
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dan Jhamtani (2008) bahwa konflik dan perdamaiakaitan erat dengan modal sosisb¢ial
capital), tergantung pada kohesi sosiabgial cohesio)) yaitu integrasi dimensi modal sosial
pada tingkat horizontal dengan vertikal.

Tindakan para agensi yang dikemukakan di atasherseerupakan “Strategi Saling
Mengerti” karena hanya dengan pengertian saja gaglggitimasi mereka untuk tetap mengolah
lahan kebunnya yang berada dalam wilayah kekuasagara, tetapi ketika pejabat yang
berkuasa sekarang diganti maka persoalannya akatata karena tindakan para agensi akan
tetap berada dalam ketidakpastian hukum. Di pikek bagi para agensi yang mempunyai relasi
yang cukup kuat dan meluas akan tetap eksis batdagan kekuatan ide/gagasan, bahasa, dan
pengetahuannya bisa mempengaruhi keputusan atdaupenorma-norma aturan. Dalam proses
tersebut memperlihatkan norma aturan hukum yang didbaikan oleh para agensi dan
kemudian mempertahankan norma-norma kebiasaan dah istiadat untuk melegitimasi
tindakan-tindakan para agensi. Hal tersebut mekkaju bahwa kekuasaan bekerja yang ada
pada setiap agensi berstrukturasi dengan struktutaisgan sumberdaya, aturan, norma,
ide/gagasan, nilai, bahasa, dan pengetahuan mernBhgigan mengintervensi serangkaian
peristiwa sehingga ia dapat mengubah jalannyatpesisersebut dalam suatu ruang negosiasi

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
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4.3. Kekuasaan Tidak Dijalankan Satu Pihak: Tongkonan, Negara, dan Pasar

Bekerjanya kekuasaan tidak dijalankan satu pihagaxa, Tongkonan dan Pasar akan
diuraikan dalam sub bab ini. Juga akan diperlihatkagaimana simbol-simbol negara dan
Tongkonanbekerja termasuk nilai-nilai ekonomi turut menday@erubahan sosial masyarakat
pengelola hutan dan lahan. Digambarkan pula bagainmelasi-relasi yang meluas dijadikan
sebagai perangkat negosiasi dalam ruang negoslasi, juga memperlihatkan bagaimana
perangkat aturan dibawa ke dalam ruang negosmsraksi antara agensi akan memperlihatkan
bekerjanya kekuasaan dalam suatu proses strukiaméeia agensi dan struktur dalam suatu
"dualitas struktur”. Struktur signifikasi dan bu@algerupa simbol-simbol negara deongkonan
dijadikan sebagai suatu kekuatan legitimasi dalaengekspresikan kekuasaan para agensi
dalam penguasaan sumberdaya hutan. Proses-prasebute memperlihatkan suatu proses
kultural dalam suatu ruang dan waktu menuju irstigkepentingan.

4.3.1. Bekerjanya Simbol-Simbol Tongkonan dan Negara

Penguasaan terhadap suatu wilayah secara mitobgi $uku bangsa Toraja telah
dimulai oleh nenek moyang mereka yang diperkiradgak awal abad ke IV yaitu oleh Puang
Tangdilino di Banua Puan Marinding, yang disebiaggi penguasa wilayah pertamargula
pangala tondok Walaupun ini mitos karena tidak ada catatanulisrsebagai bukti sejarah dan
hanya diketahui melalui cerita dongeng namun dnjas@cara turun-temurun oleh orang toraja.
Diyakini bahwa penguasaan lahan oleh nenek moyaaggatoraja diawali dengan menguasai
wilayah tertentu yang disebpamula pangngala tondakengan cara melihat dan atau melewati
lalu menunjuknya dan ditetapkannya menjadi wilapghguasaannya. Melalui kekuasaannya,
mereka mengatur sumberdaya yang ada dalam wilay&brit tersebut dengan suatu norma yang
disebutaluk sanda pitunn&777), norma yang mengatur hubungan manusia dgrgjasiptanya,
dewa dan leluhurnya, serta mengatur manusia dehiggkungannya yaitu manusia dengan
manusia, manusia dengan tanaman, manusia dengaanhean manusia dengan tempat
tinggalnya (rumahlongkonamya). Hal ini masih diakui dan sampai saat inedipkan oleh
masyarakat, khususnya pada lahan-lahan yang masimg atau belum ada penghuninya, yang
kemudian menjadi cikal bakal berdirinya wilayah kakaan suaftiongkonan.

Di wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat tifangkonankaparengesarnyaitu
TongkonanSu’pi, TongkonanBuasan darmongkonanMarintang. KetigaTongkonanini akan
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menjadi simbol dalam penguasaan lahan dan pentanfhatan yang berbasis otoritas Adat
Tongkonan Dua dari tigaTongkonantelah direlokasi oleh keturunannya dengan pertimgha
akses hal mana berlokasi di atas bukit yalangkonanSu’pi pindah ke Sa’ku’ daifongkonan
Buasan pindah ke Batakan, sedangkangkonanMarintang, hanya tinggal nama saja, bentuk
fisikk bangunan rumahTongkonan dan penghuninya sudah tidak ada dengan berbagai
pertimbangan antara lain karena letaknya di atast,bsumber air jauh dari lokasi tersebut.
Dalam pembahasan lebih lanjut, dengan pertimbamgamasi dan orisinilitas data, kadang-
kadang penulis menggunakdmngkonanSu’pi atau Sa’ku’, juga kadang-kadaigngkonan
Buasan atau Batakan, sedangKangkonarMarintang tetap tidak ada perubahan.

SelainTongkonanTongkonanpa’puangan atau kaparengesan tersebut yetmgkonan
Su’pi, TongkonarMarintang,TongkonarBuasan yang berada dalam wilayah Simbuang Borisan
Rinding terdapat jug@ongkonan to makakgakni TongkonarPangkali,TongkonarPemborong,
TongkonanPaken. Dari tigd&'ongkonan tomakakii, TongkonanPangkali sebagdiongkonan
utama, sedangkamongkonanPemborong dimiliki oleh putra pertama d&angkonanPaken
dimiliki oleh putra kedua. Meskipun ad@ngkonanutama, tetapi posisi mereka setara, artinya
tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Pembadugas dari tighongkonartersebut, sebagai
berikut:

» TongkonarPangkali (sebagdiongkonarutama), berperan untuk melakukan koordinasi
penyelesaian berbagai permasalahan, termasuk m&erberin/keluasan kepada warga
untuk membuka dan memanfaatkan hutan di dalam ahlaglat Malimongan.

» TongkonanPemborong, bertugas membagi hak-hak kepada anggoiaun keluarga
yang telah disepakati dalam pertemuan Tigagkonan

» TongkonanPaken, bertugas mengawasi, mengontrol berbagadikefkejadian yang
terjadi oleh anggota rumpun di dalam wilayah adatitongan.

Dalam pekembangan selanjutnya, muncul lagi beber@pagkonan berdasarkan
kesepakatan tigdongkonansebelumnya. Hal ini dilakukan karena semakin blmya warga
Malimongan yang mulai membangun beberapa pusatkseran di sekitarnya.

TongkonarTongkonartersebut, antara laihongkonarPapakayu di perkampungan Kira,
TongkonanLo’ko’ terdapat di perkampungan Lo’kalongkonarBuntu di Tondok Randan, dan
TongkonanSe’pon terdapat di luar kawasan lidung (mereka lnpma perkampungannya).
Akibat kawasan Gunung Sinaji ditetapkan menjadi dsam lindung oleh Belanda tahun 1932
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maka keberadaan dan h&kngkonanTongkonanini kemudian dipindahkan ke luar kawasan
hutan bersamaan dengan pemindahan pusat-pusat ipsmukiersebut. Perkampungan-
perkampungan dan hak-hak adat ini kemudian ditikggaakibat kekacauan yang dilakukan
oleh Gerombolan DI/TIl pada masa 1950-an. Hal ienonjukkan bahwa ide/gagasan dinamis
sebagai suatu respon terhadap perubahan lingkungan,ini kemudian memperlihatkan
bagaimana suatu kekuasaan simbol bekerja yaituosifdmgkonan.

Dalam hal penguasaan otoritas aflahgkonanatas penguasaan lahan dan pemanfaatan
hutan yang diperankan oleh otoritas atiahgkonaan dalam hal inpuangsebagai untuk dan
atas namal ongkonanmenjadi agensifongkonandan atau masyarakat dari golonganbuda
yang menokohkan diri sebagai untuk dan atas nanggarbd ongkonanmenjadi agensi
Tongkonan PeranTongkonansebagai siginifikasi (simbol penanda) sumber keéaa dalam
penguasaan sumberdaya khususnya sumberdaya maansisumberdaya alam, yang dalam
penguasaannya didasarkan pada sejarah penguased&erdak-bentuk pola penguasaan yang
diperankan oleh nenek moyang mereka yang selakkatistruksi oleh para tokoh-tokoh
masyarakat khususnya papaang (bangsawan atau yang bersatus pada lapisan saséll
bulaan dalam praktek-praktik atau interaksi sosial, sgba signifikasi simbol gelapuang
selalu melekat dalam panggilan sehari-hari bagek&yang berketurunan bangsawan. Hal ini
dimaksudkan sebagai suatu penegasan dan pencdmasupaya eksistensi mereka dalam
penguasaan sumberdaya masih diatur oleh para pegikghuasaaiongkonan secara khusus
kepada mereka yang tinggal mendiami rumhahgkonandiakui oleh lingkungannya.

Dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa pemitakah tradisional masih mencoba
menerapkan pola penguasaan lahan atau sumberdaya s@perti pola sebelumnya yakni
mengklaim begitu saja lahan-lahan dalam wilayahukskannya yang dianggap masih kosong
dengan dalih lahan tersebut pernah dijadikan sebagml pengembalaan ternak kerbau.
Terlepas dari pengakuan dari pengu@isagkonanbahwa areal tersebut masih dalam wilayah
penguasaannya, tetapi ternyata cara ini mendapaigb@n di tingkat masyarakat banyd& (
budg. Penolakan lebih didasarkan pada sejarah perguaawal yang kemudian dalam
perkembangannya adanya peraturan pemerintah yangatoe tentang penguasaan sumberdaya
alam.

Dalam realitas, pejabat pemerintah pada tingkaalJoRangngala’ seorang pensiunan

pegawai kehutanan kabupaten Tana Toraja yang wiilegganya berdampingan dengan Dusun
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Pakala dan beberapa dusun di sekitarnya, telah taekaunirnya di Dinas Kehutanan pada tahun
1973 sebagai pegawai harian lepas yang bertugaskegthtan persemaian tanaman pinus untuk
kegiatan reboisasi. Tahun 1974/1975 dia diangka&gss Pegawai Harian Tetap dan diangkat
sebagai Mandor Tanaman Reboisasi. Tahun 1980 diangnjadi pegawai negeri sipil (daerah)
dan ditunjuk sebagai Kepala Resort Pemangku HiBR®H) Latimojang dengan wilayah kerja
seluas +4.500 hektar terdiri dari hutan lindung dan praglubengan jabatannya yang terakhir
tersebut, ia memposisikan diri dan bertindak dengsmngatasnamakan jabatannya untuk
bersama-sama dengan petugas kehutanan lainnyauketetata batas TGHK sebagaimana yang
telah diuraikan sebelumnya, dan kemudian telah mamhkan tata batas kawasan hutan
produksi dalam beberapa kali penetapan tata betamisdengan seleranya yang justru semakin
mempersempit lahan pertanian milik warga.

Peran otoritas berbasis negara diperankan olelatakainutanan sebagai agensi negara,
dan peran otoritas ad@bngkonandiperankan oleh tokofongkonandalam hal inipuangdan
atau pemilikTongkonansebagai untuk dan atas nafangkonanmenjadi agensiongkonan,
dan atau masyarakat dari golongarbudayang menokohkan diri sebagai untuk dan atas nama
bagian Tongkonanmenjadi agensiTongkonan Dalam memerankan kekuasaannya mereka
menggunakan signifikasi simbol kepemimpinannya gabauatu struktur sumberdaya untuk
bertindak dalam praktik-praktik sosial.

Para agensi bertindak berdasarkan sejarah penguabaa oleh masyarakat, masyarakat
lokal atau masyarakat adat menguasai sumberdaga ldghgan menggunakan simbol-simbol
yang dimiliki. Masyarakat mendominasi sumberdaydaloe sarana yang digunakan masing-
masing agensi. Klaim-klaim diperankan dalam pengalassumberdaya hutan sehingga peran
dominasi baik sebagai pemerintah maupun karenaygepanguasa adat. Giddens tidak hanya
menekankan peraturan, norma dan nilai sebagaimamg ylitekankan dalam fungsional
struktural, tetapi juga ditekankan pada tindakelalp sebagai agen yang juga ditekankan pada
teori interaksi simbolik.

Otoritas dalam penguasaan lahan dan pemanfaatam ketika dikonstruksi dengan
pemikiran teori Strukturasi Giddens maka terlihaigdimana para agensi memerankan
kekuasaannya dalam penguasaan lahan dan pemartiagdaansesuai dengan signifikasi simbol

yang melekat pada para agensi. Sehingga hubungara gara agensi dengan struktur berupa
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sumberdaya lahan dan hutan serta aturan-aturan a@ag@kan terlihat dalam praktik-praktik

sosial penguasaan lahan dan pemanfaatan hutasetiap sumber-sumber otoritas.

4.3.2. Bekerjanya Nilai Ekonomi

Kekuatan pasar atas perubahan fungsi lahan dam lyatag semula mya berfungsi
sebagai fungsi sosial dan lingkungan, telah berdesggada fungsi ekonomi yang diawali dengan
berproduksinya tanaman-tanaman komoditi pertangskebunan yaitu kopi, cengkih, dan kakao
serta masuknya perusahaan industri kayu ke wildyahbang Simbuang Borisan Rinding
memanfaatkan kayu tanaman pinus hasil reboisaspdaghijauan serta hasil tanaman rakyat
untuk diproses menjadi produeneer(bahan bakuPlywood danwoodworking(bahan baku
meubel dan perumahan). Dengan bergesernya funugsiftersebut maka otoritas pasar mulai
bermain dalam penguasaan lahan dan pemanfaatam lyatey semula ketika seseorang dalam
kampung meminta pohon pinus kepada yang memilikopcatau hutan pinus untuk pembuatan
rumah, maka yang empunya tanpa berpikir panjangslarg mengiyakan permintaan yang
membutuhkannya dengan diikuti pernyataaia raka la ku si pakadaan tu kayu
pinus”(terjemahan langsungnya; bukanlah kayu pinus yaag atya ajak bicara/bergaul), tetapi
dapat dimaknai bahwa pinus tidak akan punya ami Baya dibandingkan dengan seorang
manusia, yang punya arti dan nilai yang tidak ddpatai dalam perikehidupan bersosial. Tetapi
sekarang fungsi sosial telah bergeser pada fukgsioeni melalui kekuatan otoritas pasar telah
bermain di atas fungsi-fungsi sosial, setiap popmmis yang ditebang selalu dikaitkan dengan
nilai uang yang tergantung kepada harga pasar Ketika itu dibutuhkan untuk kebutuhan
pembangunan rumah, maupun untuk kebutuhan pembamgarana sosial seperti gereja atau
mesjid, demikian juga ketika untuk keperluan upagesta adat pemakamaanibu solo’)atau
syukuran pernikaharrgmbu tuka), apalagi kalau memang hal tersebut akan ditehsrigk
dijual ke perusahaan.

Demikian halnya untuk otoritas pasar diperankarh gdara pembeli hasil-hasil hutan
berupa kayu dalam hal ini petugas perusahaan mdkegu PT. Nelly Jaya Pratama, PT.
Globalindo Forestindo (GF), dan PT Irmasulindo ateasyarakat pengguna kayu dan hasil-hasil
hutan berupa getah pinus hasil sadapan masyaralkat dhal ini petugas perusahaan PT.
INHUTANI I.
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Nilai ekonomi hasil tanaman perkebunan cengkih,ikapkelat, dan vanili telah
menjadikan lahan-lahan marjinal menjadi suatu rugmy sangat berarti bagi masyarakat kelas
sosial menengah dan bawah baik secara ekonomi magsial. Dengan berartinya lahan-lahan
kering tersebut bagi kehidupan mereka maka lahaamlakebun mereka yang berada dalam
kawasan hutan, penguasaannya tetap dipertahankegaselahan milik masyarakat untuk
menjadikan mereka diakui keberadaannya baik ses@tas sosial maupun keunggulannya
secara ekonomi.

Seiring dengan perubahan ruang dan waktu dalanfitaktisosial masyarakat, maka
penerimaan masyarakat terhadap sistem ahli danoltekn sebagaimana dikemukakan
sebelumnya menjadikan produk-produk hasil pertamlan kehutanan yang dihasilkan di
wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding bernil@remi yang tinggi dan diapresiasi oleh
pasar, demikian juga ketika ruang dan waktu menkadnoditas yang dihargai oleh pasar
membawa konsekuensi kepada perubahan perilaku | sosayarakat Simbuang Borisan
Rinding. Perubahan perilaku sosial tersebut membestwatu ruang sosial baru dalam tatanan
kehidupan masyarakat hal mana masyarakat golorag@isah bawahtdna’ karurung yang
tadinya sangat mudah untuk disuruh-suruh atau tlmimantuan oleh golongan lapisan atas
(tana’ bulaar) sudah menjadi sulit karena ruang dan waktunyafsi@rus dinilai dengan uang.
Para golongan bangsawan pada masa lanipasyarakat tradisionalatau pra modernisme
tidak mau mengolah sawah karena mengandalkan teg@gagan lapisan bawah, dan ketika
berada pada era modernisme maka dengan sangadtsteiuadah harus turun tangan mengolah
sawah sendiri. Perubahan-perubahan tersebut selakgzat kekuatan pasar dalam yang
mengapresiasi nilai produk sistem ahli dan tekridega terhadap perubahan ruang dan waktu.

Secara operasional, (Turnbull) menjelaskan bahwkdorfdaktor lingkungan yang
menyebabkan terjadinya perubahan antara lain: f@ktonomi pasar, perubahan demografi, dan
tekanan politik. Lebih jauh dijelaskan bahwa peh#vaperubahan tersebut direspon dalam
bentuk yang beragam, bahwa di dalam peradabarsitvadl, pemenuhan kebutuhan merupakan
unsur unit-unit kekerabatanprpduction is located in kinship unjisdimana peradaban-
peradaban tersebut pada umumnya tidak memerlugmnspasar dan penggunaan uang dalam
mendorong produksi barang dan jasa. Menjaga pasokakanan, melestarikan keturunan,
meyebarkan ilmu, hiburan, dan sebagainya, merupbégian kegiatan kekerabatan tradisional.

Namun demikian, pengaruh faktor eksternal sepemnetvensi pasar’, menyebabkan terjadinya
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perubahan sosial. Perubahan tersebut mendorongnrespsyarakat dalam interaksinya untuk
melakukan penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) tgyhamla-pola interaksi yang terjadi dalam
sistem sosial. Perilaku tersebut menurut Bennéftaiteerat dengan kebutuhan hidup, setelah
sebelumnya melalui keadaan-keadaan tertentu, damdi@n membangun suatu strategi untuk
menghadapi keadaan-keadaan yang akan datang. Kedsgpasi Bennett memiliki 3 (tiga)
tataran, yaitu: fisik/biologis; kultural; dan polaibungan perilakubghavio). Namun, dalam
penelitian ini konsep yang digunakan adalah paidaata kultural dan perilaku. Konsep-konsep
kunci dalam kajian adaptasi sosio-kultural adalahlgku adaptif §daptive behavigr tindakan
strategis gtrategic actiol, dan stragis adaptibfaptive strategic Perilaku adaptif merupakan
bentuk perilaku yang menyesuaikan cara-cara pag&niu mencapai kepuasan, melakukan
pilihan-pilihan secara aktif maupun pasif. Tindakstrategis lebih khusus menunjukkan pada
perilaku aktif tindakan-tindakan spesifik yang dicang untuk mencapai tujuan. Sedangkan
strategis adaptif menunjuk pada tindakan spestikgydapat diperkirakan (Bennett 1976: 271-
272).

Dalam hubungannya dengan kekuatan pasar Gidde®3)(I8enyebutkan bahwa ada
tiga jenis kekuatan pasar yang penting dalam hapemilikan kekayaan dalam bentuk alat-alat
produksi; pemilikan kualifikasi pendidikan atau nek dan pemilikan tenaga kerja tangan
(kasar). Kepemilikan-kepemilikan tersebut yang tknoleh kelompok-kelompok lapisan sosial
menegah dan bawah sangat produktif dan dinamisndadaubahan sosial masyarakat di wilayah

Simbuang Borisan Rinding.

4.3.3.Relas yang M eluas sebagai Perangkat K ekuatan dalam Negosiasi

Relasi dalam praktik-praktik pengelolaan hutan raknga menjadi sangat
penting sebagai suatu alat negosiasi dalam mengkkasikan kepentingan antara negara dan
Tongkonan Dalam penelitian ini ditemukan beberapa relasigydikonstruksi para agensi yang
terlibat dalam praktik-praktik sosial pengelolaamam di wilayah Simbuang Borisan Rinding
khususnya agensi pemimpin lokal yang memiliki kerpaam untuk mengkonstruksi komunikasi
dengan para relasinya kepada arah yang diingindaagsi berikut:

a. Relas Fasilitas
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Puang Andi yang memiliki fasilitas hotel dan rumahtuk dijadikan tempat
pertemuan keluarga Puang Sangalla’. Suatu fasijasy menarik untuk dijadikan
sebagai kekuatan dalam pertemuan keluarga keturBoang Laso’ Rinding untuk
membicarakan pengelolaan hutan produksi Ponian.

Pemilihan dan penentuan tempat pertemuan selawalikan oleh oleh Puang
Andi dan selalu diterima oleh seluruh anggota kgjaayang hadir, kecuali penentuan
waktu pertemuan seringkali kesepakatan bersamaadegreytimbangan kesediaan waktu
masing-masing dari anggota keluarga. Penawaranatepgrtemuan ini lebih kepada
penawaran fasilitas berupa hotel dan rumah lenglaman fasilitas dan akomodasi
lainnya. Saya memaknai bahwa penawaran fasilifead@lah sebagai simbol kelebihan
Puang Andi kepada anggota keluarga lainnya baheaaekonomi dia lebih unggul dan
dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi dirsglaagai bagian dari anggota keluarga
yang layak dan bisa hadir dalam pertemuan keluagealipun dia masih lebih muda
dari yang lainnya, sebagai keponakan dari PuanglslaBuang Cornelis Parassa, Puang

Marampa’ dan Puang Masokan, mewakili karena kedaagotuanya sudah meninggal.

. Relas Pgabat

Kedekatan Puang Masola dengan para pejabat Demart&mhutanan baik di
Pusat maupun di Daerah Kabupaten dijadikan sebsgaih satu kekuatan dalam
melakukan negosiasi. Kedekatannya dengan pejabaerpgah tersebut dijadikan
sebagai sesuatu kekuatan yang sering didemonsinas&pada keluarga keturunan
Puang Laso’ Rinding bahwa dia punya modal relaasilHkonstruksi sosial ini kemudian
dijadikan kekuatan pada negosiasi posisi dalamaremcisaha mengklaim hutan Ponian
untuk dikelola oleh Keluarga Puang Laso’Rinding.alddn usaha negosiasi tersebut
kekuatan relasi Puang Masola dijadikan sebagauspanyertaan modal” dalam badan
hukum yang dibentuk yakni PT. Ponian Hutan LestBerangkat dari modal inilah
proses lobi dan negosiasi dimulai dalam perjuanggorunan keluarga Puang Laso’
Rinding.

Pertemuan antara Bupati dan Keluarga Puang Lasalift) untuk mendapatkan
rekomendasi dari Bupati adalah inisiasi Bapak Masdén dalam kesempatan tersebut
beliau menghadirkan saya yang berlabel pusat dgakB&laris Paridi yang berlabel
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Kepala Dinas Kehutanan Tana Toraja untuk dijadik@pagai kekuatan Bapak Masola,
yang juga didukung oleh Puang Andi.

Dalam pertemuannya dengan salah satu pejabat nEdeldi Departemen
Kehutanan, sapaan Bapak Eselon | kepada Puang &padha saat pertemuan di ruang
kerja Eselon Satuterlihat akrab satu dengan yamy Yakni ketika Bapak Eselon |
menanyakan keadaan lbu Densyukur, istri Bapak Magairena baru beberapa minggu
yang lalu mereka bertemu dalam acara seminar dORIBogor, menjadi salah satu
kekuatan relasi Puang Masola, dalam dialog seltesyeiut:

Pada waktu Puang Masola masuk ruangan, Pak Esatann&mberi salam jabat
tangan kepada Pak Masola lalu mempersilahkan Padol&laduduk, lalu Pak
Eselon Satu menanyakan bagaimana kabar Pak Maawllailsmnemberitahu Pak
Masola bahwa saya baru-baru ketemu dengan lbu Kasol siapa lagi namanya
nama ibu? Pak Masola menjawab, Ibu Densyukurkata Pak Eselon Satu, saya
ketemu di dalam acara seminar di CIFOR Bogor bldanatau dua bulan lalu ya?
Pak Masola menjawab bahwa ibu Densyukur saat bagse Ketua AMA Toraja
dan masuk salah satu anggota DKN.

Ketika pertemuan berikutnya antara Pak Eselon Ih déeluarga Puang
Laso’Rinding diawali oleh perkenalan bahwa kamiidia Pak Eselon | untuk ketemu
dengan Pak Direktur sehubungan dengan permohonagelpéaan hutan Ponian.
Keluarga Puang Laso’ Rinding dalam pertemuan dersganang pejabat Eselon Dua,
memperkenalkan dirinya dengan mengajakan jabatariesgel di atasnya dari yang mau

diajak berbicara memenuhi keinginan sebagai suetudtan relasi dalam bernegosiasi.

Relasi Pemodal

Puang Andi sebagai seorang pengusaha di antarargalfPuang Laso’ Rinding
(cucu) menjadi salah satu kekuatan dalam bernegja®agan keluarga Puang Palagian.
Beliau sebagai Direktur Utama PT. Meridian Indotayaag bergerak di bidang usaha
industri pengolahan perkayuan yakni industri laamuiyyang mengolah kayu gergajian
menjadi kayumoulding dan komponen meubel berkualitas ekspor dengansiapa
20.000 nitahun. Ketika keluarga Puang Laso’ Rinding mengal&esulitan dalam
mengakses modal bank maka Puang Andi menawarkarsgterannya sebagai mitra

usaha PT. Ponian Hutan Lestari yang baru merekiketengan pertimbangan bahwa

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



PT. Meridian Indotama lebih dikenal bank dan purglasi dengan baik dengan mitra
usaha yang lain. Kesempatan ini dijadikan Puang Antuk ikut mengendalikan usaha
keluarga Puang Laso’ Rinding karena Puang Marauhiga’Puang Masokan dalam posisi
tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa kegaaf modal selembar kertas surat
kuasa dari Puang Laso’ Rinding kepada Puang Paladpasisi demikian kembali
dimanfaatkan Puang Andi sebagai kekuataan untukaiigéan Puang Andi’ eksis dalam
usaha ini, dan menjadikan Puang Masokan bersamagPMarampa’ semakin tidak
berdaya dan pasrah menerima keadaan seperti damikia

d. Relas akses modal

Para agensi menyadari bahwa dalam usaha pengeloléam diperlukan modal
usaha sehingga mereka memikirkan kemungkinan-kekmgrg untuk mendapatkan
modal. Puang Parassa mantan pejabat Bank BRI meaykan pengalamannya
bagaimana sulithnya mendapatkan akses ke Bank apaby perusahaan yang baru
dibentuk, atau perusahaan yang belum punya pengaldan modal yang kuat. Puang
Andi yang berpengalaman sebagai pengusaha dalamstindperkayuan sangat
menyadari bahwa suatu hal yang tidak mungkin dddamsaha kalau tidak ada modal.
Dalam kesempatan ini saya memaknai bahwa Puangdaarayin menyatakan kekuatan
relasinya dengan bank untuk kemudian dapat dipgnpkian dengan pihak keluarganya
yang masing-masing sudah menyatakan posisi kekuatasinya untuk pengelolaan
hutan Ponian dimaksud.

e. Relas LSM

Dalam pertemuan keluarga Puang Sangalla’, Puangl®asbagai pendiri LSM
Warna yang berkedudukan di Toraja dan mempunyiaigan yang cukup luas baik pada
tingkat daerah maupun pada tingkat internasion@ngamukakan pendapat tentang
bagaimana mengedepankan masyarakat yang tinggsékiiar hutan dan penerapan
pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. PerarDEmsyukur’, istri Puang Masola
juga dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan ketikandgertemuannya dengan Eselon
Satu hal mana beliau memperkenalkan dirinya batalednsbeliau aktif dalam LSM juga

istrinya Densyukur’ adalah Ketua AMA Toraja dan agdn anggota pengurus DKN
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(Dewan Kehutanan Nasional). Proses kejadian tetseblalu dikemukakan dalam

pertemuan keluarga setiap kali ada pertemuan/riphtarga untuk membicarakan

permohonan hutan Ponian. Bagi saya memaknai bakaangguhnya Puang Masola
ingin menyampaikan bahwa beliau mempunyai ilmu ptatgian Knowledgé untuk hal-
hal yang terkait dengan masyarakat dan lingkungatuku kemudian beliau dapat
diperankan di kemudian hari dan sekaligus menumjuRia sebagai sesuatu modal
kekuatan dalam pembagian peran dan hak dalam péamaelhutan ponian tersebut, dan
dijadikan sebagai kekuasaan ikut mempengaruhigatbicaraan.

Para agensi yang menyatakan identitasnya dengageaepankan kekuatan relasinya
merupakan negosiasi identitas sebagai bagian @augngan untuk memperkokoh posisinya
sesuai dengan arah kepentingan negosiasi kepemjogisi agen.

Kekuatan-kekuatan relasi tersebut di atas menuajuldahwa kekuasaan menjadi suatu
konsep relasional, termasuk hubungan otonomi daéerdantungan dan menunjukkan bahwa
kekuasaan bukan sekedar kapasitas transformagsi ahktok mencapai tujuannya, tetapi juga
konsep relasional dan hal ini berarti setiap aktapat mempengaruhi lingkungan dimana
peristiwa interaksi itu terjadi agar aktor lain merahi keinginannya.

Selanjutnya Giddens mengemukakan bahwa kekuasakm dsistem sosial yang
menikmati kontinuitas sepanjang waktu dan ruanggaedaikan adanya hubungan-hubungan
otonomi dan ketergantungan yang teratur antara-aktor atau kolektivitas-kolektivitas dalam
konteks interaksi sosial. Namun semua ketergantunganawarkan beberapa sumberdaya
dimana mereka yang dikuasai bisa memengaruhi tddraktivitas yang menguasainya. Inilah
yang disebut Giddendialektik kendali (the dialectic of controfjalam sistem-sistem sosial.
Artinya, dalam penguasaan selalu terlibat relasnaini dan ketergantungan, baik pada yang
menguasai maupun pada yang dikuasai.

4.3.4.Perangkat Aturan menuju Ruang Negosiasi

Pertarungan antara negara dan loRaingkonai sangat kelihatan dalam konflik ketika
Puang Patta berhadapan dengan pihak pemerintalas(ehutanan) untuk menegosiasikan
pelepasan kawasan hutan marintang untuk diperj@ngkenjadi milik masyarakat adat
TongkonanMarintang, yakni sebagai hak ulay@ibngkonanMarintang. Ketika berhadapan

dengan tuntutan masyarakat, Puang Patta berddlikebidak ada bukti yang cukup kuat pihak
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masyarakat untuk mengklaim sebagai lahan uldymigkonanMarintang. Dengan demikian,
pertarungan antara lokal dan negara yang dimaiokdnPuang Patta demi kepentingan tertentu,
yakni kepentingan ekonomi karena hasil reboisasanmemberikan manfaat ekonomi.

Demikian halnya ketika ketika masyarakat Malimonggtap mengolah lahan kebunnya
untuk terus memanen tanaman kopinya yang beradgandkhwasan hutan lindung maupun
dalam kawasan hutan produksi, masyarakat menyadawa hak milik kebun mereka sudah
berada dalam kawasan hutan negara, namun merelkanidmperdulikan tetapi mereka juga
tidak merusak atau memindahkan tata batas kawagan kang dipasang pemerintah, sehingga
antara negara dahongkonanyang semula saling memposisikan berlawanan satgadeyang
lain akhirnya tidak saling mengganggu walaupun keereerada dalam wilayah hukum yang
salah tetapi diakhiri dengan suatu negosiasi besuyzdu jalinan pengertian tahu sama tahu,
saling mengakui keberadaan satu dengan yang lain.

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalangyssaan sumberdaya lahan dan
hutan oleh negara darmngkonarmasing-masing agensi membawa nilai, norma, daarauari
ruang yang berbeda baik dalam dominasi otoritaitjpun dalam dominasi alokatif sehingga
akan muncul suatu ruang baru dari pertemuan dulatstrdan kebudayaan. Negara (pemerintah)
dalam otoritatifnya terhadap masyarakahgkonan(penguasdongkonah adalah agensi dalam
suatu interaksi berstrukturasi dengan struktur lokageya menuju suatu ruang baru yang saya
mau sebut sebagai suatu ruang negosiasi baru dalaio pertimbangan kondisi struktural yang
baru. Pada banyak kajian, penduduk lokal di sekitdaan cenderung ditempatkan pada posisi
marjinal dalam relasinya dengan negara dan atauckak-kekuatan lokal (kekuasaan bisnis dan
yang menokohkan diri sebagai tokoh masyarakatju&sgan kaum marjinal dalam konteks
kekuasaan yang lebih besar cenderung ditempatldm gussisi sebagai pihak yang kalah dalam
suatu proses negosiasi. Konsekuensinya analisisrtsepi cenderung menempatkan agensi
sebagaimana dimaksud Giddens sebagai pasif, tetégpingguhnya tidaklah demikian karena
para agensi adalah kreatif dan dinamis. Hasil paagen praktik-praktik sosial pengelolaan dan
pemanfaatan hutan memberikan hasil analisis yangHal mana agensi merupakan pihak yang
kreatif dan aktif yang ditunjukkan anggota masyatadlalam proses-proses negosiasi dan
renegosiasi dalam relasi kuasa yang dihadapinysalkea memenangkan proses tawar-menawatr.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan dalaaha pemanfaatan hutan rakyat
yakni; Permenhut No. P. 23/Menhut-11/2007 tentahata Cara Permohonan Izin Usaha
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Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamagaRaan Permenhut No.P.13/Menhut-
[1/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitagilad jalan keluar dari pemerintah kepada
masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalamamytroduksi dalam pemanfaatan hutan.
Program HTR (Hutan Tanaman Rakyat) memberi kesempdepada masyarakat baik
perorangan maupun kelompok/koperasi mengajukan pgmanfaatan hutan produksi, dan
pemanfaatan HTHR (Hutan Tanaman Hasil RehabilRatibisasi) untuk tanaman pinus hasil
reboisasi di hutan produksi Ponian. Oleh karena katika keluarga Puang Laso’ Rinding
mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan Pakdselon Satu melalui Pak Eselon
Dua mengijinkan mereka untuk mengajukan permoh&tER, dengan arahan agar Bupati Tana
Toraja mengajukan permohonan penunjukan kawasam lpubduksi Ponian sebagai areal HTR,
dan hal ini disambut baik oleh keluarga Puang L&ioding sebagai bagian hasil negosiasi
masyarakat adafongkonanuntuk menguasai kembali lahan mereka menjadi npatkan hak
pemanfaatan sebagai suatu legitimasi yang diatlalmn@eraturan Menteri.

Jadi proses negosiasi tidak lagi dalam konteks Yuasai” tetapi "memanfaatkan”
sebagai suatu integrasi kepentingan antar par& pidlam menyelesaikan tuntutan masyarakat
adat, karena dalam hal penguasaan hutan oleh neganberdaya hutan dikuasai oleh negara
yang cenderung kepada konsevasinis. Dengan bertatigkaliran pemikiran koservasionis dari
3 (tiga) aliran pemikiran wacana konservasi Sundpga alam, aliran pemikiran wacana
konservasi tersebut dikemukakan oleh Witter darm®it (2005)_dalamKartodihardjo dan
Jhamtani (2006) yaitu konservasionis, eko-popuis developmentalis. Aliran konservasionis
tersebut di atas menimbulkan persepsi yang mentomditul di masyarakat bahwa dalam
kawasan konservasi atau kawasan lindung, pemanfaaak diperbolehkan yang kemudian
berakibat keberadaan manusia tidak diperbolehkdaldm kawasan konservasi. Dengan konsep
tersebut di atas, pemerintah dengan menggunaka@roknegara dan jabatan sebagai petugas
Kehutanan dengan legitimasi peraturan perundangamegpntah, negara menjalankan
kekuasaannya baik dalam dominasi otoritatifnya maupdalam alokatifnya terhadap
sumberdaya hutan.

Hal ini menunjukkan suatu problema hukum adalahik&éehorma hukum dapat
digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melegititiadakan para agensi yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkag, sesungguhnya dalam suatu negara

hukum, hukumlah yang menjadi panglima hal mana seimstitusi dan lembaga negara harus

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan alih-aliahtéerdasarkan hukum, tetapi peraturan
yang dibuat justru untuk melayani kekuasaan dalagara yang menyengsarakan rakyat,
menciptakan ketidakadilan dan menumbuhsuburkan KKNintara para aktor yang terlibat
dalam tindakan, baik berhubungan langsung maupng #idak berhubungan langsung dengan
pengelolaan hutan. Agen yang aktif dan dinamis akencari norma-norma baru yang tidak
diatur dalam suatu norma peraturan perundangamranédga atau norma hukum yang sudah ada
untuk dibawa ke dalam suatu ruang negosiasi bang yaengakomodir kondisi-kondisi
struktural yang tersedia sesuai dengan kepentipgaam agensi untuk suatu tujuan yang ingin
dicapai. Pengendalian-pengendalian tersebut di atasnunjukkan adanya suatu
kemampuan/kekuasaan selain bersifat membatasi qugaberi keleluasaan. Dalam hal ini
kekuasaan bergandengan tangan dengan dominasitg@tigiktur, sehingga para agensi tidak
hanya mengintervensi jalannya interaksi, tetapiajugencoba melakukan kontrol terhadap
perilaku orang lain yang dilakukan dengan saranamaenorma yang telah tersedia secara
struktur.

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010



Filename: BAB IV

Directory: C:\DISERT™~3

Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:

Subject:

Author: Tomy

Keywords:

Comments:

Creation Date: 1/12/2010 12:51:00 PM

Change Number: 1

Last Saved On: 1/12/2010 12:51:00 PM

Last Saved By: Tomy

Total Editing Time: 0 Minutes

Last Printed On: 1/13/2010 11:47:00 AM

As of Last Complete Printing
Number of Pages: 39
Number of Words: 14,033 (approx.)
Number of Characters: 79,991 (approx.)

Antara negara..., Jansen Tangketasik, FISIP Ul, 2010





